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VISI, MISI, ASAS, 
DAN NILAI-NILAI KPK

Visi
Menjadi lembaga penggerak 
pemberantasan korupsi yang 
berintegritas, efektif, dan efisien

Asas
•	 Kepastian Hukum 
•	 Keterbukaan 
•	 Akuntabilitas
•	 Kepentingan 

Umum
•	 Proporsionalitas

Nilai
•	 Religiusitas 
•	 Integritas 
•	 Keadilan
•	 Profesionalisme
•	 Kepemimpinan

Misi
1. melakukan 
koordinasi dengan 

instansi yang 
berwenang melakukan 

pemberantasan TPK;
2. Melakukan supervisi terhadap 
instansi yang berwenang 

melakukan pemberantasan TPK;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan terhadap TPK;

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan 
TPK;

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan 
pemerintah negara.



Pellentesque a pede. Curabitur quis ip-
sum in tellus rhoncus ornare. Donec non 
ligula ut orci tincidunt hendrerit. Fusce et 
nisi eu lorem tempus porttitor. Nam nulla. 
Praesent pede. Vivamus aliquam diam vel 
nunc.
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KPK telah berkiprah dan mengabdi dengan 
sepenuh hati, hanya untuk Bunda Pertiwi –
Negeri Tercinta selama 10 tahun lamanya

pengantar
pimpinan

Tidak terasa, tahun 2013 telah berlalu. Tidak terasa sudah satu tahun ini, KPK berjalan manapaki 
medan pengabdian yang penuh liku, licin, dan mendaki untuk persada yang lebih “berarti”. 
Juga, kami tak menyadari, sesungguhnya, KPK telah berkiprah dan mengabdi dengan sepenuh 
hati, hanya untuk Bunda Pertiwi – Negeri Tercinta selama 10 tahun lamanya. 

Laporan Tahunan KPK Tahun 2013 ini seyogyanya diletakkan dan dikaitkan dengan refleksi atas 
keberadaan KPK dalam seluruh konteks sosial-politik yang melatari kehadirannya. Kehadiran 
KPK tidak pernah dapat dilepaskan dengan suatu peristiwa yang terjadi hampir 15 tahun lalu. 

Kendati demikian, ingatan dan pandangan kita masih amat segar dan sangat mungkin tak akan 
lekang dari ingatan, betapa seluruh elemen, anasir, dan lapisan sosial masyarakat “tumpah 
ruah” dan bersatu padu meneriakkan serta menuntut perubahan yang lebih signifikan untuk 
Indonesia yang lebih baik. 

Kosa kata “reformasi” tak sekadar diucapkan, tetapi menjadi muara dari tuntutan sebagian 
besar rakyat “sang pemilik kedaulatan” untuk menggantikan rezim penguasa terdahulu yang 
telah bertahan lebih dari 30 tahun lamanya “menguasai” hajat hidup rakyat; tapi tak membuat 
rakyat kebanyakan menjadi “tuan atas kedaulatannya”, mempunyai kehormatan, dimuliakan, 
apalagi disejahterakan.

Tiga tuntutan terkemuka yang terus-menerus disuarakan dan kemudian didesakkan sehingga 
menjadi marwah dan spiritualitas gerakan reformasi adalah “Barantas Korupsi, Tegakkan 
Supremasi Hukum, dan Amandemen Konstitusi”. 

Ada harga yang harus dibayar untuk suatu perubahan yang lebih bermakna. Dan, itu telah 
dilunasi rakyat, khususnya para pemuda dan mahasiswa yang menjadi “motor tuntutan 
perubahan”. Harga itu sangat mahal karena mereka telah membayarnya dengan darah, luka, 
kehilangan harta, keluarga, serta kesakitan dan nyawa sekaligus. 

Seluruh kiprah dan pengabdian yang dilakukan oleh segenap elemen di dalam KPK 
tidak boleh melupakan konteks sejarah sosio-politik yang melatarinya, tidak boleh 

kehilangan dan/atau mengingkari spritualitas yang menjadi esensi kehadirannya, 
serta tidak boleh mengubah haluan dari tujuan dan sangat mungkin suatu 

destiny yang sudah “dituliskan” sejak kelahirannya. 

KPK harus bertekad, mengikrarkan diri, dan berjuang secara kaffah, 
istiqomah, dan “tegak lurus” untuk menjadi “sesuatu” bagi 

bangsa ini di tengah beribu pesimisme yang kerap menyergap 
untuk menjadikan dan membangun Indonesia yang lebih 

“dahsyat” karena bermakna bagi seluruh rakyat dan 
bangsanya. 
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Bahkan, KPK dituntut 
atas suatu kesadaran untuk 
terus-menerus meningkatkan 
kapasitas dan integritasnya agar 
tak sekadar menjadi rujukan “raw 
model”, tetapi juga merendahkan hatinya, 
mensujudkan jiwanya, dan mewakafkan 
kehidupannya serta menggunakan seluruh 
kemampuan yang dimilikinya untuk membangun 
kemaslahatan bagi kepentingan rakyat sang pemilik 
kedaulatan sebagai bagian dari ketundukannya pada Zat 
Pemilik Jagad Raya. 

Perjalanan KPK selama tahun 2013 ini adalah suatu persembahan 
untuk Bunda Pertiwi – negeri tercinta. Semoga saja, persembahan dari 
seluruh elemen di KPK akan disertai oleh suatu kesadaran atas berbagai 
uraian di atas agar kiprahnya tak hanya bermakna, tetapi juga berpijak dan 
berpucuk pada tujuan akan keberadaannya. 

Ada tujuh langkah strategis yang dilakukan KPK dalam kurun waktu 2013 sebagai 
bagian dari persembahannya pada negeri, yaitu: pertama, KPK terus mendorong 
pemberian sanksi yang tegas agar terjadi akumulasi efek jera bagi pelaku tindak korupsi 
sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak berurusan dengan kejahatan 
korupsi. 

Pada konteks ini, KPK dalam merumuskan dakwaan kian mengintensifkan penggunaan 
kombinasi UU Tipikor dan UU Pencucian Uang dengan tuntutan yang makin maksimal serta 
juga menerapkan pidana tambahan. Ada cukup banyak cerita sukses atas kebijakan yang 
diterapkan itu, misalnya saja, kasus Djoko Susilo, Fathanah, Luthfi Hasan Ishak, dan lainnya. 

Kedua, KPK juga terus meningkatkan jumlah penanganan kasus korupsi yang mampu 
ditanganinya di tengah keterbatasan jumlah staf yang menangani perkara di bagian Kedeputian 
Penindakan. Itu sebabnya, ada peningakatan rasio jumlah penanganan kasus bila dibandingkan 
jumlah staf yang bekerja di bidang penindakan serta jumlah perkara yang ditangani di tahun 
sebelumnya. Selain itu, ada peningkatan kinerja supervisi-koordinasi yang makin signifikan. 
Misalnya saja: keberhasilan penanganan kasus-kasus mobil pemadam kebakaran yang 
penanganannya diserahkan kepada pihak Kejaksaan. Keberhasilan ini, tidak saja ditandai 
dengan peningkatan jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga kualitas dukungan pada lembaga 
penegakan hukum lainnya juga kian meningkat kualitasnya. 

Ketiga, KPK terus meningkatkan peran strategisnya pada kebijakan pemberantasan korupsi 
dalam konteks pencegahan. Ada beberapa program strategis dan inisiatif “smart” yang perlu 
diapresiasi dan harus terus ditindaklanjuti, misalnya: kampanye antikorupsi melalui film dan 
kesenian serta program Pemilukada Berintegritas. 



Di tengah kepungan “screen culture” yang menyergap rakyat dan labirin, film menjadi salah 
satu instrumen yang sangat penting untuk menggugah kesadaran dan membangun mobilitas 
partisipatif untuk melawan dan tidak melakukan korupsi. Festival film mengenai antikorupsi 
yang dilakukan KPK bekerja sama dengan lembaga lainnya, menjelaskan bahwa inisiatif 
masyarakat untuk peduli pada isu korupsi kian meningkat. Sementara itu, Program Pemilukada 
Berintegritas adalah proyek strategis untuk mendorong lahirnya suatu proses demokratisasi 
yang diharapkan kelak akan menghadirkan pemimpin yang amanah dan berkualitas.

Keempat, KPK juga melakukan masifitas program yang berkaitan dengan perspektif 
pencegahan lainnya. Sebut saja, misalnya optimalisasi program gratifikasi, pendidikan 
antikorupsi di perguruan tinggi, dan mengembangkan program kordinasi-supervisi pencegahan 
bekerja sama dengan BPKP. Dalam program gratifikasi, KPK sudah berhasil merumuskan 
dan mengeluarkan Surat Edaran Gratifikasi serta melakukan pembentukan Unit Gratifikasi 
di berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi pemerintahan. Pada tahun ini, KPK juga 
membantu kepala pemerintahan untuk menyampaikan suatu laporan yang lebih utuh dan 
konsolidatif berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang akan 
menduduki jabatan tertinggi di beberapa lembaga pemerintahan dan penegakan hukum. 

Kelima, studi yang dilakukan KPK menjadi salah satu program strategis di sektor hulu 
pemberantasan korupsi. KPK memutuskan untuk memahamai proses bisnis di berbagai sektor 
yang menjadi bagian dari national interest sesuai dengan Road Map KPK. Pada konteks ini, KPK 
melakukan studi yang intensif di bidang: minerba, pupuk bersubsidi, kehutanan, impor sapi, 
dan lainnya. Studi yang dilakukan KPK mempunyai perspektif transformatif karena hasil studi 
itu digunakan untuk memetakan potensi korupsi di dalam suatu proses bisnis pada sektor yang 
diteliti, disamping rekomendasinya dijadikan agenda aksi yang dikawal proses implementasinya. 
Hasilnya juga dapat digunakan untuk memetakan modus operandi kejahatan yang akan sangat 
berguna bagi bagian penindakan. Salah satu hal yang menarik, ada upaya untuk mengkonversi 
hasil studi menjadi suatu film sehingga bisa digunakan untuk kampanye publik yang lebih 

masif. 

Keenam, KPK juga tengah memasuki proses transformasi pemberantasan korupsi 
melalui dua program strategis. Kelak, pencegahan tidak sekadar program pada 

sektor kementerian dan lembaga negara. Fakta menunjukkan bahwa keluarga 
menjadi basis utama yang memproduksi pelaku kejahatan korupsi. Oleh 

karena itu, KPK menginisiasi program Membangun Budaya Anti Korupsi 
Berbasis Keluarga. Base line studi program ini sudah selesai dan 

akan dilanjutkan dengan program piloting untuk tahun 2014. Hal 
strategis lainnya, KPK tengah memasuki era baru kampanye 

korupsi yang lebih agresif dan masif dengan dibangunnya 
“KanalKPK”, suatu radio streaming. Melalui KanalKPK, 

lembaga ini akan dapat menjangkau masyarakat lebih 
luas, langsung, real time atas program antikotupsi. 

Inisiatif penting lainnya, KPK akan segera 
mengoptimalkan program Anti Corruption 

KPK sudah berhasil merumuskan dan 
mengeluarkan Surat Edaran Gratifikasi 
serta melakukan pembentukan Unit 
Gratifikasi di berbagai kementerian, 
lembaga, dan organisasi pemerintahan.
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Clearing House (ACCH) 
yang dipadupadankan 
dengan Anti Corruption Learning 
Centre (ACLC) sehingga gerakan 
sosial antikorupsi bisa diakselerasikan 
lebih maksimal. 

Ketujuh, KPK dalam konteks konsolidasi 
sumber daya manusia juga melakukan berbagai 
program strategis. Gagasan untuk membangun 
arsitektur sumber daya manusia KPK sudah dimulai. 
Penyempurnaan kode etik, perumusan dan pelaksanaan 
survei integritas, dan penanganan pelanggaran etik 
mendapatkan perhatian yang sangat penting. Selain itu, program 
penanganan kasus-kasus penipuan yang menggunakan “kedok KPK” 
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab juga mendapatkan perhatian 
seksama dari KPK. Pada tahun ini ditemukan beberapa pemalsuan dari 
pihak tertentu yang potensial merusak kredibilitas KPK. Berkenaan dengan itu, 
telah dilakukan upaya penanganannya. 

Last but not the least, KPK telah memulai “ground breaking” untuk pembangunan 
gedung baru KPK. Kelak diharapkan gedung dimaksud bukan hanya hanya tempat berkarya 
yang representaif bagi seluruh staf KPK, tetapi juga gedung KPK diharapkan akan menjadi 
“Graha Kebangsaan” dan “Tenda Kepedulian”, tempat bersemayamannya suatu oase yang 
akan menggerakkan potensi seluruh kompetensi dan kehormatan untuk mewujudkan suatu 
Indonesia Baru, Indonesia Berintegritas, Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Semoga apa yang kami lakukan dan tuangkan dalam Laporan Tahunan 2013 ini menjadi 
tonggak yang dapat merefleksikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya masih berada 
pada track yang benar, tetapi juga memastikan suatu harapan dan cita bahwa korupsi dapat 
ditaklukkan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang terhormat karena pemimpin dan 
rakyatnya amanah dalam menjalankan misi kemanusiaannya di negeri tercinta. 

Selamat menikmati Laporan Perjalanan KPK, sebuah persembahan untuk negeri!

Salam,

Pimpinan KPK

  



Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, KPK diberi amanat melakukan 
pemberantasan korupsi secara profesional, 
intensif, dan berkesinambungan. 

SEKILAS KPK KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun. 

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-
lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK 
sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya 
pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih 
efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang 
melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, 
keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung 
jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada 
presiden, DPR, dan BPK. 
 
KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, yakni seorang ketua 
merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan 
KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur 
masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih 
kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK 
bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, 
Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan 

Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK 
juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal 

yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, 
namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. 

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian 
rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat 

berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang 
dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK 

mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan 
kompetensi yang diperlukan. 
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PROFIL
PIMPINAN

ABRAHAM SAMAD
Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 

1966. Meraih gelar sarjana hukum hingga doktoral 
dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Berkarier 

sebagai konsultan hukum. Penggagas berdirinya 
Anti Corruption Committee (ACC) di Sulawesi 

Selatan sekaligus menjadi koordinatornya. Juga 
pernah menjadi Tim Penasihat Hukum Komite 

Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi.

ADNAN PANDU PRAJA
Lahir di Jakarta, 14 Januari 1960. Sarjana hukum 

dari Universitas Indonesia, Spesialisasi Notariat dan 
Pertanahan (Sp.N) Universitas Indonesia, dan Master 

of Law (LL.M) University of Technology, Sydney, 
Australia. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisi 

Kepolisian Nasional. Berkarier di Advokat Warens 
Partners Law Firm dan menjabat sebagai Wakil 

Sekretaris Umum Himpunan Konsultan Hukum 
Pasar Modal. 

BAMBANG WIDJOJANTO
Lahir di Jakarta, 18 Oktober 1959. Ia meraih gelar 

sarjana dari Universitas Jayabaya, Studi Pascasarjana 
Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung 

(2005), dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari 
Universitas Padjadjaran. Berkarier sebagai 

pengacara. Pernah memimpin Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 

Merupakan salah satu pendiri 
Konsorsium Reformasi 

Hukum Nasional (KRHN), 
Kontras, dan Indonesian 

Corruption Watch 
(ICW). 

M. BUSYRO MUQODDAS 
Kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 
1952. Menamatkan pendidikan 
sarjana hukum di UII Yogyakarta, 
meraih gelar Magister Hukum dari UGM, 
dan menyelesaikan program S-3 Hukum 
di UII.  Pernah menjadi Direktur Lembaga 
Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII, 
anggota Dewan Kode Etik IKADIN Yogyakarta (1998-
2000), anggota Dewan Etik ICM Yogyakarta (2000-2005), 
dan Ketua Komisi Yudisial (2005-2010).

ZULKARNAIN
Kelahiran Lubuk Basung, 
Sumatera Barat, 1 Desember 
1951. Meraih gelar sarjana hukum 
dari Universitas Sumatera Utara tahun 
1977, Zulkarnain kemudian melengkapi gelar 
Magister Hukum di IBLAM Jakarta tahun 2004. 
Berkarier di kejaksaan dengan beberapa jabatan 
yang pernah diembannya, seperti Direktur Penuntutan 
Kejaksaan Agung, Kajati Kalimatan Selatan, Kajati Jawa 
Timur, Sekretaris JAM Intelijen Kejaksaan Agung, dan terakhir 
sebagai Staf Ahli Jaksa Agung.
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•	 Magsaysay Award 2013 
Magsaysay Award merupakan penghargaan internasional yang 
diberikan kepada individu dan organisasi yang luar biasa dan dianggap 
telah menyebarluaskan integritasnya dan mendorong lingkungan masyarakat 
yang demokratis serta berperan dalam memberikan solusi yang berkelanjutan 
atas permasalahan sosial yang mengakar di negaranya masing-masing. KPK 
memperoleh “Magsaysay Award 2013” yang diserahkkan oleh Maria Luordes Sereno, 
Chief Justice of The Supreme of The Philippines, kepada Ketua KPK Abraham Samad, 
di Main Theater, Cultural Center of the Philippines, Manila, Filipina pada 31 Agustus 
2013, bersama 4 penerima lainnya dari Afganistan, Filipina, Myanmar, dan Nepal. 

KPK menjadi satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang menerima penghargaan 
Ramon Magsaysay. KPK meraih penghargaan ini karena dinilai sebagai lembaga 
antikorupsi yang independen dan berhasil dalam mengkampanyekan gerakan 
antikorupsi di Indonesia dengan mengombinasikan upaya penegakan hukum yang 
tidak mengenal kompromi terhadap pejabat yang berbuat salah dengan kampanye 
antikorupsi yang edukatif terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

•	 Lembaga Pilihan Publik 2013
KPK meraih penghargaan “Lembaga Pilihan Publik 2013” dari Serikat Perusahaan 
Pers (SPS). Penghargaan diterima oleh Ketua KPK Abraham Samad pada acara “The 
2nd Indonesia Public Relations Awards & Summit (IPRAS)” pada Desember 2013 di 
Yogyakarta. Ajang penghargaan ini sekaligus juga menobatkan Juru Bicara KPK Johan 
Budi sebagai “Public Relations (PR) Pilihan SPS Tahun 2013”.

•	 Anugerah Media Humas 2013
KPK kembali meraih “Penghargaan Anugerah Media Humas 2013” yang 
diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas). Pada 
ajang Anugerah Media Humas 2013 ini, Majalah INTEGRITO yang diterbitkan oleh 
Humas KPK meraih juara kedua untuk penerbitan media internal.

•	 Nilai A Akuntabilitas Kinerja
Mempertahankan prestasi tahun-tahun sebelumnya, KPK kembali meraih nilai A 
(sangat baik) pada hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kepada Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Provinsi tahun 2013. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada 88 kementerian/
lembaga dan 33 pemerintahan provinsi. 

Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja 
seluruh instansi pemerintah. Tujuan lainnya untuk melihat komitmen penerapan 
manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja untuk mewujudkan pemerintahan 
yang akuntabel dan berorientasi.

•	 Situs Kementerian/
Lembaga Terfavorit 
Pilihan Publik 
Website KPK yang beralamat: 
www.kpk.go.id terpilih menjadi 
Situs Kementerian/Lembaga 
Terfavorit Pilihan Publik di antara 
47 situs K/L peserta kompetisi yang 
diselenggarakan oleh Unit Kerja 
Presiden Bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). 
Penghargaan diserahkan pada malam 
penganugrahaan e-Transparency Award, 
19 Desember 2013, di Jakarta. 

•	 Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Mempertahankan prestasi dari tahun 
2006, Laporan Keuangan KPK tahun 
anggaran 2012 juga diberi opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK, 
yang mengindikasikan kesesuian dengan 
Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).

penghargaan 2013
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Penanganan perkara yang dilakukan KPK memiliki tiga tujuan. Pertama adalah penegakan 
supremasi hukum. Di negara ini, hukumlah panglimanya. Penegakan hukum yang 
setegak-tegaknya dan berkeadilan adalah harga yang tidak dapat ditawar.

Tujuan kedua adalah memberikan efek jera dan terapi kejut. Sebagai kejahatan luar 
biasa, korupsi ibarat penyakit menular yang dapat menjakiti banyak orang saat celah 
dan kesempatan terbuka. Pemberian efek jera dan terapi kejut dimaksudkan agar orang 
berpikir seribu kali jika ingin melakukan korupsi. Termasuk kejeraan kepada para pelaku 
agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

Tujuan ketiga adalah untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dicuri, yaitu 
mengembalikan uang dan aset-aset lain yang telah dicuri tersebut ke kas negara untuk 
digunakan demi kesejahteraan masyarakat.

Pada 2013, KPK secara progresif melakukan penanganan perkara dengan semangat untuk 
memenuhi ketiga tujuan tersebut. Dengan tidak melupakan asas kehati-hatian dan tetap 
mengacu kepada koridor hukum yang berlaku. 

Pemberian efek jera dilakukan dengan memberikan tuntutan pidana yang tinggi kepada 
para terdakwa yang diajukan ke pengadilan. Tuntutan tinggi tersebut berupa hukuman 
badan dan denda kepada pelaku.

“Memiskinkan koruptor” dilakukan dengan secara aktif dan progesif menelusuri kekayaan 
pelaku dan menyita sejumlah harta yang dicurigai didapat dari hasil kejahatan. Jika 
ditemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa harta tersebut memang didapat dari 
hasil korupsi, KPK akan mengajukan perampasan untuk diserahkan kepada negara.
Di hampir semua kasus yang ditangani, pada 2013 KPK menerapkan pasal-pasal 
pencucian uang. Upaya-upaya untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan disibak dan 
dibongkar. Untuk kemudian, dikembalikan kepada yang berhak.

Terobosan lainnya adalah dengan menggunakan pasal-pasal hukuman tambahan. 
Menuntut pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda 

yang dikorupsi menjadi salah satu cara membuat jera. Hukuman tambahan juga 
diberikan dengan menuntut pencabutan hak politik. 

KPK mencetak rekor penanganan perkara terbanyak di tahun 2013. Total, 
70 perkara ditangani sepanjang 2013. Jauh melebihi tahun sebelumnya 

yang berjumlah 49 perkara. Agresivitas juga ditunjukkan dengan 
melakukan 10 kali operasi tangkap tangan. Sama seperti tahun 

sebelumnya, operasi tangkap tangan pada 2013 juga tidak 
hanya dilakukan di Pulau Jawa. 

Secara total, pada 2013, KPK melakukan 76 kegiatan 
penyelidikan, 101 penyidikan, dan 66 penuntutan. 

Jumlah tersebut merupakan gabungan antara 
perkara baru dan sisa perkara pada tahun 

sebelumnya. 

Jika ditemukan adanya bukti yang 
meyakinkan bahwa harta tersebut memang 
didapat dari hasil korupsi, KPK akan 
mengajukan perampasan untuk diserahkan 
kepada negara

BERBAGAI CARA 
MEMBUAT JERA
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Jumlah pengembalian 
keuangan negara 
mengalami lonjakan yang 
signifikan. Hingga Desember 
2013, sebanyak 1,1 triliun rupiah lebih 
telah dimasukkan ke kas negara dalam 
bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) dari penanganan perkara.

Kasus-kasus yang Ditangani
Januari hampir berakhir, ketika suatu malam KPK 
menangkap tangan sejumlah orang yang diduga 
melakukan transaksi suap yang berkaitan dengan kuota 
impor daging sapi. Dari hasil tangkap tangan tersebut, empat 
orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu: LHI (anggota DPR), AF, 
JE, dan AAE (ketiganya swasta).

Dalam pengembangan penyidikan kasus suap kuota impor sapi tersebut, 
KPK kemudian menerapkan pasal pencucian uang kepada LHI dan AF. 
Selain itu, KPK juga menetapkan MEL (swasta) sebagai tersangka.

Selang sebulan, KPK menetapkan Gubernur Riau, RZ, sebagai tersangka. RZ 
disangkakan melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan izin pemanfaatan 
hasil hutan di Kabupaten Pelalawan dan suap yang berhubungan dengan kegiatan 
Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau. Pada bulan yang sama, KPK juga menetapkan 
AU sebagai tersangka untuk kasus penerimaan hadiah atau janji terkait perencanaan dan 
pembangunan sarana olahraga di Hambalang.

Menjelang hari kemerdekaan, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Saat itu, 
KPK menangkap RR (Kepala SKK Migas) yang diduga menerima suap dari SG (swasta) 
melalui perantara D (swasta). Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan 
dikenakan pasal-pasal penyuapan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan SKK 
Migas pada 2012-2013. 

Publik gempar saat mengetahui KPK melakukan operasi tangkap tangan di Perumahan 
Widya Chandra, yang merupakan perumahan khusus pejabat negara tersebut. 
Kegemparan semakin besar saat diketahui yang ditangkap adalah AM (Ketua Mahkamah 
Konstitusi). Bersama AM, ditangkap pula CN (anggota DPR), CAN (swasta), dan HB (Bupati 
Gunung Mas, Kalimantan Tengah). Keempatnya lalu dijerat sebagai tersangka karena 
diduga terlibat tindak penyuapan berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah di 
Kabupaten Gunung Mas.

Pada hari yang sama, KPK juga menangkap TCW dan STA (swasta). Bersama dengan AM, 
ketiganya menjadi tersangka dengan dugaan melakukan suap berkaitan dengan sengketa 
pemilihan kepada daerah di Kabupaten Lebak, Banten. Dalam pengembangan penyidikan, 
KPK kemudian menetapkan RAC (Gubernur Banten) sebagai tersangka untuk kasus yang 
sama. 

Data lengkap penindakan dapat 

dilihat di halaman 55



Sebagai trigger mechanism, begitu yang tertera di undang-undang tentang KPK. Di 
sana juga tertulis secara gamblang bahwa KPK tidak dibolehkan untuk memonopoli 
penanganan kasus korupsi. Itu artinya, kehadiran KPK bukanlah meniadakan peran 
penegak hukum yang sudah ada, melainkan diharapkan juga dapat meningkatkan dan 
mendorong kapasitas penegak hukum lainnya untuk bersama-sama memberantas 
korupsi. Dalam hal ini, Kejaksaan dan Kepolisian. 

Untuk itulah, undang-undang mengamanatkan tugas dan wewenang koordinasi dan 
supervisi (korsup) kepada KPK. Sehingga, nantinya KPK, Kejaksaan dan Kepolisian akan 
menjadi trisula maut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Saling bersinergi 
dan bekerja sama.

Setidaknya terdapat dua manifestasi korsup penindakan. Pertama, melalui 
penyelenggaraan berbagai pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparat 
penegak hukum. Dan, kedua, melalui koordinasi dan supervisi penanganan kasus kepada 
Kejaksaan dan Kepolisian. 

Selama 2013, tercatat lima kali KPK mengadakan pelatihan penguatan kapasitas aparat 
penegak hukum. Pertama, di Medan, 5-8 Februari 2013. Selanjutnya berturut-turut di 
Palangkaraya (5-8 Maret 2013), Jayapura (13-17 Mei 2013), Yogyakarta (17-20 Juni 2013), 
dan Makassar (7-10 Oktober 2013).

Penyelenggaraan pelatihan bersama ini dalam rangka turut mendukung pemerintah terkait 
suksesnya pelaksanaan Instruksi Presiden No 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang di antaranya, ditujukan kepada Jaksa Agung dan 
Kapolri.

Yang menggembirakan adalah jumlah peserta yang cukup tinggi. Total di kelima pelatihan 
bersama tersebut, diikuti 879 peserta, yang terdiri atas para penyidik dan jaksa penuntut 
umum (tipikor) pada Polda, Kejati, auditor BPK perwakilan provinsi, dan auditor BPKP 

perwakilan provinsi.

Kepada peserta pelatihan diberikan materi-materi yang terkait langsung dengan 
penanganan perkara tindak pidana korupsi, di antaranya Implementasi UU 

Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi, Teknik Pembuktian Tindak 
Pidana Korupsi, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara, Pengelolaan Keuangan 

Negara/Daerah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Titik Rawan 
Korupsi, serta Metode dan Teknik Audit Investigatif, Audit Forensik, 

dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Melalui berbagai pelatihan tersebut, KPK berharap agar 
kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak 

hukum dapat meningkat. Dengan demikian, pada 
gilirannya mereka pun diharapkan dapat lebih 

optimal memberantas tindak pidana korupsi.

Sehingga nantinya KPK, Kejaksaan, dan 
Kepolisian akan menjadi trisula maut 
dalam upaya pemberantasan korupsi di 
Indonesia

PENGUATAN
TRISULA
PENEGAK 
HUKUM
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Penanganan tindak 
pidana korupsi sebagai 
extraordinary crime, mutlak 
membutuhkan aparat penegak 
hukum yang profesional dan 
berintegritas tinggi. Pelatihan bersama 
dilakukan sebagai bagian dari upaya 
untuk mengatasi berbagai kendala dalam 
penanganan perkara tindak pidana korupsi dan 
pengembalian kerugian keuangan negara. 

Pelatihan bersama juga ditujukan untuk membangun 
persamaan pemahaman dan peningkatan kompetensi serta 
kapasitas aparat penegak hukum. Sekaligus menjadi media dan 
momentum untuk memperkuat persamaan persepsi dan juga 
menjadi jembatan untuk penyelesaian berbagai masalah yang terjadi 
di lapangan. 

Pelaporan SPDP
Selain dalam bentuk penguatan kapasitas SDM, korsup bidang penindakan 
juga terkait langsung dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang 
dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal ini, kegiatan rutin yang dilakukan dalam 
koordinasi dengan penegak hukum lain adalah penerimaan pelaporan surat perintah 
dimulainya penyidikan (SPDP). Hingga Oktober 2013, KPK telah menerima 846 SPDP, 
yang terdiri atas 655 SPDP yang berasal dari Kejaksaan dan 191 SPDP yang berasal dari 
Kepolisian.

Sedangkan supervisi dilakukan dengan menerima permintaan pengembangan penyidikan 
gelar perkara, analisis bersama, maupun pelimpahan perkara. Selain itu, dalam 
kewenangan supervisi, KPK juga berwenang mengambil alih perkara dari penegak hukum 
lain maupun melimpahkannya.

Pelimpahan perkara KPK kepada Kejaksaan atau Kepolisian memiliki arti strategis. Selain 
mengurangi beban KPK, juga mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum lain. 
Apalagi, KPK tidak hanya melimpahkan, namun juga melakukan korsup agar Kejaksaan dan 
Kepolisian lebih optimal bekerja.

Salah satu pelimpahan yang cukup berhasil adalah perkara korupsi pengadaan sarana 
pemadam kebakaran di Kabupaten Batanghari, Jambi. Dalam perkara tersebut, tuntutan 
jaksa penuntut dari Kejaksaan Tinggi Jambi dikabulkan hakim tingkat pertama yang 
menjatuhi hukuman kepada mantan Bupati Batanghari.

Masih berkaitan dengan perkara korupsi pengadaan sarana pemadam kebakaran, 
Kejaksaan memenangkan gugatan perdata terhadap ahli waris YS. Perkara tersebut 
awalnya ditangani oleh KPK, namun tidak dapat diteruskan ke pengadilan karena YS 
meninggal dunia. Sebab itu, perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai 
pengacara negara. 

Data korsup penindakan dapat 

dilihat di halaman 146



Terbentang luas di tengah Khatulistiwa. Terhampar di antara luasnya dua samudera. Seluas 
itu pula potensi korupsi yang ada di Indonesia. Mengatasinya tak cukup hanya dilakukan 
di ibu kota, upaya penanganan korupsi haruslah menyentuh seluruh Nusantara.  Titik-
titik zona antikorupsi mestilah tersebar di seluruh Indonesia. Dalam konteks itulah, KPK 
menggelar koordinasi dan supervisi bidang pencegahan ke seluruh provinsi di Indonesia. 
Menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintah (BPKP), KPK kembali 
bersinergi untuk melanjutkan program yang telah dimulai sejak 2012 ini.

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi terhadap hasil 
koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) yang dilakukan pada 2012. Dari hasil 
evaluasi didapati bahwa kegiatan korsupgah memperlihatkan dampak yang cukup efektif 
dalam mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan 
publik.

Dengan demikian, pada 2013 kerja sama perlu ditindaklanjuti dengan menyusun 
serangkaian aksi rencana tindak, terkait ketiga aspek yang telah dikoordinasi dan 
disupervisi di 33 provinsi dan 33 ibu kota provinsi serta beberapa instansi vertikal 
pada ibukota provinsi pada tahun sebelumnya.  Aspeknya meliputi perencanaan dan 
penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. KPK dan BPKP 
melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana tindak tersebut.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan di lapangan terkait ketiga 
aspek tersebut. Di antaranya: kualitas layanan publik perlu terus ditingkatkan, masih 
lemahnya perencanaan penganggaran APBD, serta lemahnya perencanaan dan 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Untuk itulah, korsupgah 2013 dilakukan dengan verifikasi terhadap rencana tindak 
yang telah dibuat. Sekaligus mengetahui sejauh mana rencana tindak tersebut telah 
diimplementasikan. Jika ditemukan adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam 

rencana tindak maupun implementasinya, rekomendasi dapat segera diberikan.

Selain BPKP, KPK juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ombudsman 

Republik Indonesia. KPK berharap dengan menggandeng banyak pihak, 
korsupgah dapat dilaksanakan semakin optimal untuk bersama-sama 

melakukan perbaikan sistem dan peraturan.

Penajaman Aspek 
Penajaman terhadap sejumlah aspek yang diamati dilakukan 

pada 2013 ini. Di sektor pengelolaan APBD misalnya, 
fokus pada 2013 adalah pada APBD Perubahan. 

Sedangkan terkait pengadaan barang dan jasa 
lebih spesifik dan strategis yang dibutuhkan 

masyarakat, misalnya terkait infrastruktur.

Mengatasi korupsi di Indonesia tak 
cukup hanya dilakukan di ibu kota, upaya 
penanganan korupsi haruslah menyentuh 
seluruh Nusantara

MEMBANGUN 
ZONA
ANTIKORUPSI
DI SELURUH 
PROVINSI
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Bidang yang menjadi 
fokus area juga 
diamati. Seperti di sektor 
pertambangan, ketahanan 
pangan, dan penerimaan negara. 
Harapannya, peningkatan akuntabilitas 
proses dan kualitas pelayanan serta 
transparansi pada sektor-sektor tersebut akan 
berkontribusi secara signifikan pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.

Tanpa membuang waktu, tim gabungan tersebut segera 
menyebar ke 33 provinsi. Pengamatan secara komprehensif 
dilakukan. Di antaranya dengan melakukan evaluasi terhadap 
kelemahan-kelemahan yang ditemukan, telaah terhadap 
peraturan-peraturan terkait, dan wawancara kepada sejumlah pihak 
berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan.

Pengamatan juga dilakukan dengan mengidentifikasi sistem pengendalian 
internal yang ada. Jika ditemukan adanya kelemahan dalam sistem tersebut, 
dilayangkanlah usulan perbaikan. Yang berujung pada kesepakatan rencana tindak 
pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perbaikan.

Seusai pengamatan, langkah selanjutnya adalah melakukan ekspose melalui semiloka 
dengan mengundang para kepala daerah dan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh 
agama, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan 
jurnalis.

Pada saat semiloka dilaksanakan, hampir semua gubernur dan wali kota hadir. Dari 
semiloka tersebut, seluruh elemen masyarakat luas dapat memahami masalah-masalah 
yang ada, sehingga selanjutnya dapat secara aktif mengawal upaya perbaikan yang akan 
dilakukan namun tetap proporsional, pemerintah pun akan lebih baik melakukan upaya 
perbaikan karena dikawal masyarakat luas.

Pada akhir tahun, dilaksanakanlah seminar nasional korsupgah di Jakarta. Untuk 
memberikan gambaran kepada para pemimpin daerah seberapa jauh upaya-upaya 
pemberantasan korupsi yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Sekaligus 
mendapatkan masukan bagaimana langkah-langkah yang telah berhasil di beberapa 
daerah.

Proses tabulasi dan kompilasi hasil pengamatan juga dilakukan di akhir tahun. Sehingga 
mempermudah langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Untuk lebih mengefektifkan 
korsupgah, juga dilakukan workshop peningkatan kapasitas dan kompetensi tim.



Secara gamblang, Donald Cressey menggambarkan betapa eratnya korelasi peran 
keluarga dengan korupsi atau tidaknya seseorang. Dalam teori yang dinamakannya “fraud 
triangle”, Cressey menyebutkan keluarga masuk dalam aspek rasionalisasi lingkungan. 
Kala pelaku alias koruptor mencari pembenaran atas tindakannya, maka rasionalisasi yang 
muncul adalah demi membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.

Lebih parahnya lagi, tidak jarang terjadi, justru niat korupsi itu muncul karena ada desakan 
dari lingkaran keluarga. Ketika tuntutan keluarga yang menjadi-jadi diiringi dorongan untuk 
bergaya hidup yang jauh dari prinsip kesederhanaan, membersitkan niat seseorang untuk 
korup. Keluarga juga punya andil saat membiarkan atau membenarkan tindakan korupsi.
Dari pengalaman, beberapa perkara yang ditangani KPK membenarkan fenomena 
tersebut. Bahkan, keluarga tidak hanya membiarkan, namun juga bersama-sama ikut 
serta ambil bagian di dalamnya. Suami-istri korupsi berjamaah; bapak-anak berkolaborasi 
menggarong uang negara; serta keterlibatan anggota keluarga lain seperti ipar, menantu, 
kakak, adik, mertua dalam komplotan memperkaya diri sendiri melalui jalan haram.

Modus lainnya adalah dengan menjadikan keluarga sebagai tameng. Anggota keluarga 
dijadikan wahana untuk menutup-nutupi kejahatan yang telah dilakukan, menjadi tempat 
penampungan bagi uang maupun kekayaan lain yang didapat melalui korupsi.

Atas dasar itulah, pada 2013 KPK mulai menginisiasi sebuah program pencegahan korupsi 
berbasis keluarga. Menjadikan keluarga sebagai penjaga moral dan benteng kebaikan, alih-
alih sebagai motivator dan komplotan dalam tindakan korupsi. Sebuah kajian dilakukan, 
yang membuat KPK meyakini bahwa sedikitnya terdapat tiga fungsi keluarga yang dapat 
dijadikan sarana penanaman nilai antikorupsi. 

Pertama, fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan institusi sosial yang pertama dan utama 
dalam menginternalisasi nilai-nilai. Di sanalah, nilai-nilai yang pada akhirnya menjadi 
karakter individu banyak terbentuk, contohnya adalah nilai kejujuran, tanggung jawab, dan 

nilai-nilai kebaikan lainnya. Fungsi pertama ini berkaitan erat dengan fungsi kedua, yaitu 
fungsi identitas sosial. Di mana keluarga menjadi elemen vital untuk menentukan 

identitas sosial seorang anggota keluarga, khususnya anak di masa yang akan 
datang. Misalnya, bagaimana ukuran sukses anak tidak hanya dilihat dari 

materi, namun juga imaterial seperti standar karakter, ukuran kebahagiaan 
dan lainnya. 

Fungsi yang ketiga, fungsi afeksi. Keluarga sebagai sarana tempat 
seseorang mendapatkan dan mencurahkan kasih sayang. Di 

mana seseorang mengharapkan ketentraman, keberpihakan, 
perlindungan, dan pemenuhan rasa lainnya.

LANGKAH YANG DILAKUKAN
Tahap awal yang dilakukan KPK adalah dengan 

mengadakan baseline studi secara kuantitatif 
dan kualitatif. Metode kualitatif digunakan 

JADIKAN
KELUARGA
SEBAGAI 
PENJAGA

Menjadikan keluarga sebagai penjaga 
moral dan benteng kebaikan, alih-alih 
sebagai motivator dan komplotan dalam 
tindakan korupsi
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untuk menentukan 
variabel dan konsep 
program intervensi antikorupsi 
kepada keluarga. Sedangkan 
metode kuantitatif dilakukan untuk 
mengukur persepsi dan pemahaman 
masyarakat sebelum intervensi.

Hasil baseline studi memberitahukan bahwa 
tingkat pengetahuan orang tua terhadap fungsi 
keluarga ternyata masih rendah. Hanya 52,2% orang 
tua yang mengetahui adanya fungsi sosialisasi di dalam 
keluarga dan hanya 55,7% persen yang mengetahui tentang 
fungsi afeksi. Sedangkan, fungsi identitas sosial hanya diketahui 
oleh 37,6% orang tua.

Berkaitan dengan penanaman nilai, lebih dari 40% keluarga 
berpendapat bahwa mereka tidak menerapkan nilai kejujuran untuk 
diinternalisasi di dalam keluarga mereka. Hanya 4% keluarga yang 
menerapkan nilai kejujuran di keluarga.

Vitalnya peran ibu juga diketahui dari baseline studi ini. Saat ditanyakan kepada orang 
tua, sebanyak 35,8% menyatakan bahwa hanya ibu yang merasa berperan sebagai 
pendidik dalam keluarga, sedangkan ayah tidak. Ketika pertanyaan yang sama ditanyakan 
kepada anak, hasilnya lebih ekstrem. Sebanyak 80% anak menyatakan ibu memiliki peran 
sebagai pendidik, hanya 10% yang menyatakan bahwa ayah juga memerankan hal yang 
sama.

Dari hasil baseline studi, dirancanglah konsep program intervensi antikorupsi kepada 
keluarga. Dengan beberapa pertimbangan dan perhitungan, dipilihlah Yogyakarta sebagai 
pilot project untuk program ini. Intervensi dilakukan kepada keluarga yang telah memiliki 
anak berusia 4 – 9 tahun. Yang menjadi target dan aktor primer dalam program ini adalah 
orang tua, khususnya ibu.

Beragam pendekatan dilakukan dalam program ini. Melalui kampanye-kampanye di 
media massa, memanfaatkan teknologi informasi melalui jejaring sosial, juga dengan 
penyelenggaraan kegiatan seperti seminar dan pelatihan bekerja sama dengan komunitas, 
organisasi pemerintah, dan relawan. 

Untuk mengukur tingkat efektivitas program, akan dilakukan survei pascaprogram 
intervensi. Selain itu, secara berkala juga akan dilakukan evaluasi program dari aspek 
kognitif, afektif, dan behavior. Secara bertahap, program ini akan dijalankan hingga 
menyebar ke seluruh daerah di Nusantara. 

Hasil yang diharapkan adalah munculnya keluarga berintegritas, yang tidak akan 
membiarkan dan menjauhkan anggota keluarganya dari perbuatan korup.



Tuhan memberkahi Bumi Pertiwi dengan kekayaan melimpah. Di dalam perut buminya 
tersimpan aneka jenis hasil tambang. Para pendiri bangsa telah mencetuskan dalam 
konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di negeri ini haruslah digunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, pertambangan haruslah diperhatikan 
betul agar benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat. Salah satunya 
adalah pertambangan mineral dan batubara (minerba).

Berdasarkan riset, Indonesia berada pada peringkat ke-8 sebagai pemilik cadangan 
batubara terbesar di dunia, dengan jumlah sekitar 20 miliar ton. Dari jumlah tersebut, 
lebih dari 300 juta ton batubara dieksplorasi per tahunnya, dan 80% di antaranya diekspor 
yang menempatkan Indonesia sebagai eksportir batubara teratas di dunia. Hal yang relatif 
serupa berlaku pada hasil tambang mineral seperti nikel dan tembaga. 

Jika hasil kelola tambang di sektor minerba tersebut dikonversikan ke uang, sudah tentu 
akan mencapai jumlah yang banyak sekali. Terlebih mengingat tingginya tingkat eksplorasi 
dan ekspor. Karena itulah, harus dikawal sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kebocoran 
yang menyebabkan kerugian negara, yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak 
rakyat sebagai pemilik sejati negeri ini. KPK ambil bagian dalam mengawal agar tidak 
terjadi kebocoran kekayaan negara di sektor ini.

Langkah awal yang dilaksanakan KPK adalah dengan melakukan Kajian Sistem Pengelolaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara. Kajian tersebut dilakukan 
pada April 2012 hingga Agustus 2013. Hasil kajian setidaknya menemukan permasalahan 
sistemik pada aspek regulasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. 

Pada aspek regulasi, ditemukan permasalahan berupa ketidaksinkronan substansi aturan 
UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundangan lainnya. 
Sementara pada aspek kelembagaan, permasalahan di antaranya berupa keterbatasan 
struktur dan sumber daya manusia pengelola PNBP, khususnya pada Direktorat PNBP 

Ditjen Anggaran Kemenkeu dan Subdit Penerimaan Negara Dit. Bina Program Ditjen 
Minerba KemenESDM.

Permasalahan pada aspek ketatalaksanaan ditemukan sejak tahap 
perencanaan, perhitungan kewajiban PNBP, penagihan kewajiban PNBP, 

penyetoran PNBP, penyimpanan PNBP, hingga pembagian/penggunaan 
PNBP. 

Permasalahan tersebut di antaranya ketidakakuratan 
penghitungan volume dan kualitas mineral dan batubara 

yang menjadi dasar perhitungan kewajiban royalti, tidak 
tertagihnya semua piutang negara (royalti dan iuran 

tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha, tidak 
dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap 

(Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi 
yang jelas tentang tujuan pembayaran dan 

Proses penambangan harus dikawal 
sedemikian rupa sehingga tidak terjadi 
kebocoran yang menyebabkan kerugian 
negara, yang berdampak pada tidak 
terpenuhinya hak-hak rakyat sebagai 
pemilik sejati negeri ini

MENAMBAL 
KEBOCORAN 
TAMBANG
MINERBA
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identitas penyetor, dan 
rekonsiliasi PNBP antar-
kementerian/kembaga dan 
antar-pemerintah daerah yang 
masih bersifat manual. 

Akibat permasalahan tersebut, PNBP 
dari sektor mineral dan batubara diduga 
mengalami kebocoran sehingga menimbulkan 
potensi kerugian keuangan negara dan hilangnya 
pendapatan negara dari PNBP mineral dan batubara. 
Berdasarkan hitungan kasar, jumlah potensi kerugian 
negaranya cukup besar, lebih dari enam triliun rupiah.

Terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan, KPK 
memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian terkait. 
Untuk selanjutnya, mereka diminta membuat rencana aksi perbaikan 
yang pelaksanaannya dipantau dan diverifikasi oleh KPK. 

Tindak Lanjut Kajian
Akhir Oktober 2013, KPK mengumpulkan tujuh kementerian dan lembaga terkait 
tindak lanjut kajian PNBP dari sektor minerba. Pertemuan ditujukan untuk membahas 
rencana aksi yang akan dilakukan tiap-tiap kementerian dan lembaga tersebut. Hasilnya, 
disepakati 40 butir rencana aksi masing-masing instansi.

Salah satunya adalah kesediaan penambahan tugas pengawasan bagi Direktorat Bea 
dan Cukai Kementerian Keuangan terkait pembayaran royalti. Untuk perhubungan laut, 
syahbandar akan melakukan pengecekan bukti bayar royalti. Jika tidak ada bukti bayar 
tersebut, maka hasil minerba yang akan dikapalkan dilarang untuk diekspor. Langkah ini 
cukup strategis untuk menambal kebocoran dari pembayaran royalti.

Aksi lain yang dilakukan adalah dengan penerapan sistem layanan satu pintu untuk 
pengurusan izin pertambangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
Kementerian ESDM. Sistem ini dilakukan untuk menekan adanya pungutan liar dalam 
pengurusan izin.

Ditjen Mineral dan Batubara juga menyatakan agar pihak-pihak yang ingin mengurus 
izin tambang untuk tidak menggunakan calo. Dengan sistem satu pintu, seluruh layanan 
akan diberikan. Mulai dari konsultasi hingga proses pengurusun izin. Di samping itu, 
pengawasan internal juga ditingkatkan. Sejumlah pegawai yang kedapatan melakukan 
pungutan liar, dikenakan sanksi tegas. Bahkan ada yang berujung pada pemecatan.

KPK mengapresiasi seluruh rencana aksi maupun sejumlah aksi yang telah dijalankan 
tersebut. Ke depannya, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan setiap tiga bulan sekali untuk 
menjaga kontinuitas dan efektivitas dari rencana aksi yang telah dirancang.

Kajian dan penelitian lainnya 

dapat dilihat di halaman 130



KPK pernah menangkap seorang kepala daerah yang menjual kewenangannya demi 
sejumlah uang untuk kepentingan kampanye. KPK juga pernah menangkap kepala daerah 
yang rela menyuap miliaran demi kelanggengan jabatannya. Belum lagi, sejumlah politisi 
yang kedapatan melakukan praktik-praktik ilegal bernama korupsi di berbagai sektor.

Dekatnya lingkungan politik terhadap korupsi menimbulkan keprihatinan tersendiri. 
Salah satu alasan yang dijadikan dalih adalah mahalnya ongkos politik di negeri ini. Bagi 
sebagian orang, politik semata-mata diartikan sebagai cara mencapai kekuasaan atau 
jabatan untuk menentukan kebijakan publik. Walhasil, panggung politik pun menjadi ajang 
perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan, demi kepentingan diri sendiri. Yang pada 
ujungnya akan mengabaikan nasib dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai salah satu pilar demokrasi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan 
berbangsa dan bernegara, politik haruslah tidak bersahabat dengan praktik-praktik korupsi. 
Karena itu, KPK sangat peduli untuk ambil bagian dalam menghilangkan praktik licik dalam 
berpolitik melalui sejumlah program yang dilakukan pada 2013.

Selama 2013, KPK mengadakan serangkaian studi dan focus group discussion (FGD) yang 
bertema “Sistem Politik Berintegritas”. Selain itu, KPK juga menyelenggarakan seminar 
politik bertajuk “Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukkan Korupsi.”

Dari studi dan FGD, mencuat beberapa kelemahan utama dalam sistem partai yang ada 
di Indonesia: sistem rekrutmen partai yang belum bisa menghasilkan kader partai yang 
bagus, pendanaan dan sistem keuangan partai yang belum jelas asalnya, dan sistem 
pemilihan umum yang belum andal.

Studi yang dilakukan KPK juga menyempurnakan kajian tahun 2011 mengenai pendanaan 
partai politik. Lemahnya UU Parpol dalam pengaturan pendanaan dimanfaatkan dalam 

bentuk, antara lain untuk melampaui batas sumbangan dengan mengalirkannya 
melalui celah-celah yang belum diatur, menggelapkan dana publik, dan 

mempertahankan berlangsungnya praktik-praktik korupsi politik dengan 
memanfaatkan kelemahan mekanisme transparansi dan akuntabilitas 

pendanaan parpol.
 

Sistem pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang 
berlaku saat ini pun menjadi potensi masalah tersendiri. 

Karena, lebih membebankan biaya kampanye kepada 
kandidat, bukan partai. Sehingga kandidat harus 

mencari sumber-sumber pendanaan yang sering 
kali melawan hukum.

Sebagai salah satu pilar demokrasi yang 
sangat berpengaruh terhadap kehidupan 
berbangsa dan bernegara, politik haruslah 
tidak bersahabat dengan praktik-praktik 
korupsi

MELENYAPKAN 
PRAKTIK LICIK 
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Berdasarkan sejumlah 
temuan tersebut, KPK 
memberikan rekomendasi 
perbaikan guna menutup celah 
terjadinya korupsi yang berkaitan 
dengan politik. Selain itu, KPK juga 
melakukan kegiatan penguatan sistem 
politik kepada lembaga legislatif dengan 
melakukan kegiatan policy brief amandemen 
UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan kajian 
pelaksanaan fungsi DPR.

PEMILUKADA BERINTEGRITAS
Hal lain yang dilakukan adalah dengan mengawal pelaksanaan 
pemilukada yang ada di sejumlah daerah untuk mewujudkan 
pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pada 2013, 
setidaknya KPK mengawal proses Pemilukada di Jawa Tengah, Sumatera 
Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Bentuk pengawalan dilakukan dengan verifikasi dan deklarasi kekayaan para kandidat. 
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong transparansi para kandidat sebelum maju 
dalam pemilihan kepala daerah. Klarifikasi dilakukan terhadap semua aset yang dimiliki 
oleh masing-masing kandidat. 

KPK juga menggelar penandatanganan komitmen berintergritas cagub dan cawagub. 
Sebuah komitmen untuk menjalankan proses tahapan pemilukada secara berintegritas, 
transparan dan akuntabel, bersih tanpa politik uang baik langsung maupun tidak langsung, 
serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan tidak melakukan korupsi.

Selain itu, KPK juga memberikan pembekalan kepada seluruh pasangan tentang 
pelaksanaan konsep good governance yang menjadi modal bagi para cagub-cawagub 
saat memimpin daerahnya kelak sehingga bebas dari korupsi.

Dari sisi pemilih, KPK melakukan survei persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu 
di 10 kota. Survei ini secara umum menunjukkan pemilih telah memiliki kesadaran yang 
baik untuk memilih sosok pemimpin yang berintegritas. Namun, pemilih belum memiliki 
pengetahuan yang cukup untuk mendorong hal tersebut. Edukasi kepada pemilih 
dilakukan melalui serangkaian roadshow dan dialog interaktif di media lokal. Kepada 
pemilih, KPK mengedepankan pentingnya untuk menggunakan hak suara yang ditujukan 
kepada calon yang diyakini bersih dari praktik korupsi.



Sebagai pelayan masyarakat, setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib 
mengedepankan kepentingan publik. Adalah haram memanfaatkan jabatan untuk 
mengeruk kekayaan sendiri. Meski, tak dipungkiri, jabatan sebagai pegawai negeri dan 
penyelenggara negara seringkali menyajikan godaan-godaan materi yang tak sedikit. 
Sebagai benteng untuk menjaga agar pegawai negeri dan penyelenggara negara terhindar 
dari tindak korupsi, undang-undang mengamanatkan beberapa pelaporan yang wajib 
dilakukan. Yaitu pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pegawai negeri dan penyelenggara 
negara. Serta pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi 
penyelenggara negara. KPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas menerima 
laporan tersebut, berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan kepatuhan para wajib 
lapor.

Khusus gratifikasi, meski ada ancaman pidana, masih banyak pegawai negeri yang 
enggan melaporkan penerimaan gratifikasi mereka. Untuk itulah, KPK tetap gencar 
melakukan berbagai langkah proaktif. Melalui upaya tersebut, KPK tidak hanya berharap 
bisa mengatrol angka pelaporan semata, namun lebih dari itu untuk meningkatkan 
pemahaman terhadap gratifikasi itu sendiri.

Pada awal 2013, KPK melayangkan surat edaran kepada segenap instansi yang ada di 
Indonesia. Di dalam surat tersebut, ditekankan dan diingatkan kembali tentang kewajiban 
setiap pegawai negeri untuk melaporkan gratifikasi. Selain itu, pada surat edaran tersebut 
juga dijelaskan tentang beberapa pemberian yang tidak perlu dilaporkan. Penjelasan 
tersebut untuk mengatasi kebingungan di kalangan pegawai negeri tentang apa dan 
bagaimana pemberian yang wajib dilaporkan maupun yang tidak wajib dilaporkan.
Langkah lainnya adalah melanjutkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Beberapa 
kementerian yang bekerja sama dengan KPK di tahun 2013, antara lain Kementerian 
Agama (Kemenag), Kementerian Kehutanan (Kemenhutan), Kementerian Pekerjaan Umum 
(PU). Selain itu, juga dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat dan PT. 
Pupuk Indonesia.

Dalam implementasi PPG tersebut, kementerian atau lembaga akan menyusun 
aturan terkait gratifikasi, juga akan diselenggarakan training of trainers (ToT), 

sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas, 
serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan KPK akan mendukung dalam 

kegiatan asistensi, konsultasi, bimbingan, serta monitoring evaluasi atas 
penerapan PPG di setiap kementerian/lembaga.

Selain menggelar PPG, pada 2013, KPK juga memberikan 
apresiasi bagi pelapor gratifikasi terbaik. Penghargaan 

diberikan kepada sejumlah pelapor terbaik untuk 
tahun sebelumnya. Pelapor gratifikasi terbaik 

diberikan kepada sejumlah badan atau instansi, 
kementerian, BUMN yang menurut KPK pejabat 

atau penyelenggara negara melaporkan 
gratifikasinya dengan baik. Pemberian 

Selain itu, pada surat edaran tersebut 
juga dijelaskan tentang beberapa 
pemberian yang tidak perlu dilaporkan. 
Penjelasan tersebut untuk mengatasi 
kebingungan di kalangan pegawai negeri 
tentang apa dan bagaimana pemberian 
yang wajib dilaporkan maupun yang tidak 
wajib dilaporkan

JURUS MENGATROL 
JUMLAH PELAPOR
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penghargaan ini dibagi 
berdasarkan beberapa 
kategori. Yaitu kategori 
kementerian/lembaga/LPND, 
BUMN/ BUMD, dan pegawai negeri 
atau penyelenggara negara. 

Laporan Kekayaan
Upaya yang tak kalah gencarnya juga dilakukan 
KPK untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan 
LHKPN. Di antaranya, dengan kegiatan sosialisasi 
dan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN, 
yang dilakukan di berbagai kementerian, lembaga, dan 
pemerintah pusat/daerah.

Begitupun, sosialisasi dan bimbingan teknis bukan satu-satunya 
cara. Terlebih, melalui cara tersebut, tingkat pengumpulan formulirnya 
kurang efektif, kurang signifikan, serta terkendala keterbatasan jumlah 
personel dari KPK.

Untuk menjawab hal tersebut, seperti tahun-tahun sebelumnya, selama 2013 
KPK menyelenggarakan kegiatan lain berupa training of trainers (ToT) pengisian 
LHKPN yang diikuti perwakilan yang ditunjuk masing-masing instansi, baik kementerian, 
lembaga, maupun pemerintah pusat dan daerah. KPK kemudian memberikan pelatihan 
khusus untuk pengisian LHKPN kepada perwakilan tersebut. 

Melalui cara itu, para perwakilan tersebut dapat langsung mentransfer atau mengajarkan 
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada penyelenggara negara atau wajib 
LHKPN, atau pihak lain di lingkungan instansi tempatnya bertugas. 

Selama 2013, KPK menyelenggarakan kegiatan ToT secara reguler sebanyak 11 angkatan. 
KPK berharap, kegiatan tersebut ke depan dapat meningkatkan kepatuhan para 
penyelenggara negara dan wajib lapor LHKPN. Sebab, tidak akan ada lagi alasan tidak 
mengetahui cara pengisian LHKPN karena masing-masing instansi sudah mengirimkan 
perwakilannya untuk mendapatkan pelatihan di KPK. Sebagai tindak lanjut pelatihan, 
KPK akan terus melakukan komunikasi dan memantau para peserta untuk mengetahui 
perkembangan dan kelancaran pengisian serta pelaporan LHKPN.

Selain penyelenggaraan ToT, pada 2013 KPK juga menempatkan dropbox, pelayanan 
konsultasi, dan asistensi pengisian formulir LHKPN. Antara lain, seperti pada Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 
empat hari, 15-19 Agustus 2013, di kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai, Rawamangun, dan 
Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok.

Data tentang gratifikasi dapat 

dilihat di halaman 49

Data tentang LHKPN dapat 

dilihat di halaman 48



Kalender menunjuk pada angka 17 Agustus 2013, tepat pukul 10:00 WIB. Waktu yang 
kerap menjadi penanda dilakukannya detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa ini, 
menjadi awal mengudaranya sebuah medium baru pemberantasan korupsi bernama 
KanalKPK. Radio KanalKPK diluncurkan sebagai sarana perluasan saluran informasi 
KPK tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun di dunia 
internasional.

Bukan tanpa maksud peluncuran tersebut dilakukan bertepatan dengan hari kemerdekaan. 
Pada 68 tahun silam, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, radiolah 
yang menjadi sarana utama penyebarluasannya ke seantero dunia. Harapan yang sama 
disematkan kepada KanalKPK. 

Pilihan menggunakan medium radio karena dipandang sebagai sarana yang efektif untuk 
menyebarluaskan suatu pesan, termasuk pesan antikorupsi. Jalinan komunikasi aktif yang 
biasanya terbangun antara pendengar dengan radio menjadi salah satu alasan lainnya.
Dikarenakan regulasi yang ada tidak memungkinkan KanalKPK menggunakan gelombang 
radio terestrial, maka dengan memanfaatkan teknologi yang ada, KanalKPK mengudara 
melalui streaming. Publik dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh wilayah tempat 
tinggal masyarakat yang saat ini menyebar dan beraktifitas di manca negara dapat 
mengakses KanalKPK melalui www.kpk.go.id/streaming.

Selain sebagai medium untuk menyebarkan virus antikorupsi yang akan menghasilkan 
gerakan antikorupsi yang lebih kuat di masyarakat, KanalKPK juga digunakan sebagai 
semacam second opinion dari berbagai pemberitaan tentang KPK dan antikorupsi yang 
ada di media massa. 

Studio KanalKPK terletak di lantai 3 gedung KPK. Di ruangan tersebut, tersedia peralatan 
radio lengkap. Selain ruang siaran, terdapat juga studio untuk melakukan wawancara dan 
dialog. Secara bergiliran seluruh komponen pegawai KPK akan diajak mengisi program-
program tersebut.

Seperti yang terjadi saat peluncuran KanalKPK. Tidak kurang, Ketua KPK Abraham 
Samad dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas berkesempatan menjadi pengisi 

acara. Tepat pada hari pertama mengudara, pimpinan KPK tersebut didaulat 
menjadi pemandu acara. Sekitar satu jam, Busyro mengudara bersama 

seniman Sudjiwo Tedjo. 

Pada sesi lain, Abraham tidak ketinggalan. Ketua KPK tersebut 
memandu dialog dengan wartawan bertema “Media Memberantas 

Korupsi”. Jika biasanya Abraham yang diserbu wartawan 
dengan berbagai pertanyaan, kali itu justru Abraham yang 

mengajukan berbagai pertanyaan kepada wartawan yang 
menjadi narasumber. 

Program yang Informatif
Dalam menjalankan fungsinya, radio ini 

mengusung sejumlah program utama, 
yakni berita, feature, variety show, 

Tema antikorupsi yang biasanya terdengar 
berat, coba dikemas secara ringan sehingga 
mudah dicerna oleh pendengar

MEDIUM BARU 
BERNAMA 
KANALKPK
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dan dialog (talkshow). 
Gaya penyiaran yang 
dipilih dalam setiap program, 
adalah menggunakan bahasa 
yang lugas dan sederhana, namun 
tetap mengedepankan aspek aktual, 
informatif, dan kasual agar dapat diterima 
oleh semua lapisan masyarakat, khususnya 
para pengguna website.

Untuk berita, KanalKPK menyajikan berita-berita 
seputar pemberantasan korupsi yang tidak hanya 
dilakukan oleh KPK, juga seluruh pihak baik di dalam 
maupun di luar negeri. Hal ini untuk menunjukkan bahwa 
pemberantasan korupsi haruslah dilakukan oleh segenap pihak. 
Berita yang ditampilkan tidak melulu seputar penanganan perkara. 
Juga berita yang sifatnya informasi tentang upaya-upaya pencegahan 
korupsi di berbagai sektor. 

Informasi tentang pemberantasan korupsi juga ditampilkan dalam bentuk 
dialog. Tema antikorupsi yang biasanya terdengar berat, coba dikemas secara 
ringan sehingga mudah dicerna oleh pendengar. Tema-tema dialog pun dipilih 
yang sangat berhubungan dengan keseharian masyarakat.

Keseriusan KPK mengelola KanalKPK bisa dilihat dari narasumber dialog yang bukan orang 
sembarangan. Tak kurang dari Wakil Ketua DPR, Pramono Anung; Menteri Komunikasi 
dan Informatika, TIfatul Sembiring; dan sejumlah pejabat lainnya pernah tampil sebagai 
narasumber dalam dialog KanalKPK.

Pendekatan lainnya adalah melalui program feature. Menampilkan sejumlah aspek akibat 
korupsi, upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor secara lebih mendalam. Feature 
juga mengangkat nilai-nilai antikorupsi yang terjadi di masyarakat, seperti tema kejujuran 
dan keberanian. 

Dongeng antikorupsi juga menjadi salah satu andalan KanalKPK. Bekerja sama dengan 
sejumlah komunitas pendongeng yang ada di Indonesia, KanalKPK coba mengenalkan 
nilai-nilai antikorupsi secara menghibur kepada anak-anak.

Program lainnya adalah stand up comedy show bertajuk KanalGesik. Melalui program ini, 
pendengar disuguhi humor dan canda yang tidak sembarangan. Karena di balik humor 
dan canda tersebut, terkandung upaya-upaya perlawanan terhadap korupsi. Sembari 
tertawa mendengarkan guyonan, pendengar juga bisa mengetahui perkembangan 
pemberantasan korupsi yang dijadikan landasan stand up comedy show tersebut.
 
Untuk memperkaya materi, KanalKPK menerima konten dari radio komunitas dan jaringan 
antikorupsi yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, KanalKPK bekerja sama dengan Radio 
Republik Indonesia (RRI) serta radio-radio di daerah. Selain itu, KanalKPK juga terbuka 
sebagai penyedia konten siaran untuk radio komunitas dan radio swasta lainnya.



KPK bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud 
dibantu oleh tim dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas 
Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Padjajajaran, Universitas 
Soegijapranata Semarang, Universitas Paramadina, dan Integrity Education Network TIRI 
telah menghasilkan Modul Pendidikan Antikorupsi untuk tingkat perguruan tinggi pada 
tahun 2011.

Selain karena Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tindak korupsi yang 
cukup tinggi dan ternyata sebagian besar para koruptor adalah lulusan perguruan tinggi, 
pendidikan antikorupsi menjadi penting mengingat pemberantasan korupsi lebih efektif 
pada tahap pencegahan. Agar lebih efektif, pemberantasan korupsi pun harus dilakukan 
dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa.
Dalam konteks ini peran perguruan tinggi menjadi sangat penting dan strategis. Perannya 
sudah saatnya diarahkan bukan hanya untuk menghasilkan sarjana yang menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membentuk generasi penerus yang 
memiliki komitmen untuk menegakan integritas diri dan institusinya. Artinya, perguruan 
tinggi bertanggung jawab terhadap kehadiran generasi penerus yang berkarakter dan 
memegang teguh integritas serta tidak lagi melahirkan lebih banyak calon-calon koruptor 
di negeri ini.

Untuk mempercepat proses implementasi pendidikan antikorupsi tersebut, Ditjen 
Dikti Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 
30 Juli 2012 perihal Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Dalam 
surat edaran tersebut, pihak Ditjen Dikti meminta kepada perguruan tinggi negeri 
dan perguruan tinggi swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan 
Antikorupsi mulai tahun akademik baru 2012/2013 dalam bentuk mata kuliah wajib/pilihan 
atau disisipkan dalam mata kuliah yang relevan.

Langkah strategis pun dilakukan. Dari modul antikorupsi yang telah dibuat sebelumnya, 
kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sosialisasi dan training of trainers (ToT) 

kepada 1.007 dosen dari 526 PTN/PTS dari 10 Wilayah Kerja Ditjen Dikti. Tak berhenti 
sampai di situ, kegiatan ToT terus berlanjut hingga 2013 dengan melibatkan kurang 

lebih 1.000 orang dosen calon fasilitator dan pengampu. Hingga akhir 2013, jika 
ditotal, kurang lebih 2000 dosen PTN/PTS telah mengikuti kegiatan ini. 

Para peserta diharapkan akan menggerakkan PTN/S dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk 2013, kegiatan ToT 

dilaksanakan di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara 

Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tim pemateri pada pelatihan 
ini terdiri atas perwakilan KPK dan tim penyusun buku ajar 

mata kuliah Pendidikan Antikorupsi.

ToT dosen merupakan rangkaian program untuk 
menyiapkan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi 

di PTN/PTS dalam upaya menyebarluaskan 
nilai-nilai dan budaya antikorupsi di 

Artinya, perguruan tinggi bertanggung 
jawab terhadap kehadiran generasi penerus 
yang berkarakter dan memegang teguh 
integritas serta tidak lagi melahirkan lebih 
banyak calon-calon koruptor di negeri ini
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lingkungan kampus dan 
mahasiswa. Pelatihan 
tersebut diharapkan bisa 
menjadi embrio terselenggaranya 
mata kuliah pendidikan antikorupsi 
di seluruh perguruan tinggi, baik 
berupa mata kuliah wajib atau pilihan di 
kampusnya masing-masing sebagaimana 
Surat Edaran Ditjen Dikti Kemendikbud.

Secara khusus, ToT Pendidikan Antikorupsi bertujuan 
untuk memberikan pembekalan bagi para dosen dan 
memberikan persepsi yang sama tentang pengertian, 
penanganan, dan pemberantasan korupsi di Indonesia 
melalui Pendidikan Antikorupsi kepada para mahasiswa. Selain 
itu, kegiatan ini untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas bagi 
para dosen, melalui pengembangan strategi dan ide-ide baru untuk 
bisa merumuskan strategi dan metode pembelajaran yang efektif di 
perguruan tinggi dalam menanamkan nilai-nilai moral dan menghasilkan 
lulusan yang memiliki jiwa dan karakter yang luhur. Hal ini merupakan upaya 
preventif bagi civitas akademika untuk memerangi korupsi dengan mencetak 
manusia berintegritas melalui jalur pendidikan yang jauh lebih baik dan mudah 
dibandingkan dengan tindakan pemberantasan korupsi.

Implementasi Tunas Integritas PAUD
Salah satu rencana aksi daerah yang disusun masyarakat dalam rangka partisipasi 
pemberantasan korupsi adalah menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak usia dini. 
Workshop Implementasi Tunas Integritas PAUD ini dilaksanakan guna membekali 
masyarakat sehingga dapat membangun generasi antikorupsi. Workshop diikuti oleh guru 
PAUD/TK/SD, penggiat taman bacaan, dan mahasiswa di Palembang, Bandung, Surabaya, 
Cilacap, Pontianak, Balikpapan, dan Manado. Materi yang disampaikan bersumber/
menggunakan seri buku “Tunas Integritas”, sebuah media pembelajaran antikorupsi untuk 
anak usia dini yang diterbitkan KPK pada 2012. Seri buku Tunas Integritas terdiri atas 6 
buku dan dilengkapi dengan buku Panduan “Agar Tunas Itu Tumbuh Berkembang”.

Selain melalui kegiatan workshop yang difasilitasi KPK, buku “Tunas Integritas” ini juga telah 
tersebar ke masyarakat yang berinisiatif untuk melakukan pendidikan antikorupsi sejak 
dini. Mereka menggunakan buku Tunas Integritas sebagai media pembelajaran di sekolah, 
bahan bacaan di taman bacaan, dan bahkan sebagai media mendongeng/bercerita.

Pengembangan buku “Tunas Integritas” sebagai media bercerita/mendongeng dalam 
format audio telah dilakukan dengan melibatkan para relawan mahasiswa pendongeng, 
seperti komunitas FLAC (Future Leader AntiCorruption) dan FIM (Forum Indonesia Muda). 
Aksi bercerita mereka dapat disimak melalui Radio KanalKPK: www.kpk.go.id/streaming/
kanalanak. 

Data pendidikan antikorupsi 

dapat dilihat di halaman 150



Melalui media film, KPK	ingin menginisiasi dukungan masyarakat terhadap upaya 
pencegahan korupsi. Karena KPK yakin,	 film dapat menjadi media kampanye antikorupsi 
yang kreatif. Selain karena lebih menarik, pesan yang disampaikan juga lebih mudah 
dicerna publik. Film juga mampu menghadirkan berbagai pencitraan, narasi, kisah, dan 
impresi dramatik yang menyentuh dan terbukti mempunyai dampak signifikan untuk 
menggugah perasaan, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran, integritas, 
transparansi, dan perlawanan terhadap korupsi.

KPK pun telah meluncurkan film omnibus ”Kita versus Korupsi” atau disingkat “KvsK”, yang 
dibintangi para pemain film papan atas seperti Tora Sudiro, Nicholas Saputra, Revalina 
S. Temat, Ringgo Agus Rahman, Inne Febrianti, dan lain-lain. Film berdurasi 74 menit ini 
terdiri atas empat film pendek berjudul ”Aku Padamu” karya Lasja F. Susatyo, juga ”Rumah 
Perkara” karya Emil Heradi, ”Selamat Siang Risa” karya Inne Febrianti dan ”Psssttt… Jangan 
Bilang Siapa-Siapa” karya Chairun Nisa. 

Sejak diluncurkan pada	 26 Januari 2012, film ini	sudah ditonton melalui screening 
program dan non-screening program sebanyak hampir 800.000 penonton di seluruh 
Indonesia dalam kegiatan roadshow di 17 kota. Tanggapan positif terhadap adanya film ini 
mengalir dari banyak kalangan. 

Nah, menilik kesuksesan film tersebut, pada 2013 KPK coba kembali menggunakan film 
sebagai sarana kampanye antikorupsi. Jika pada sebelumnya segmentasi film ditujukan 
untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tema peran keluarga dalam membangun 
budaya antikorupsi, tahun 2013 sasaran segmentasi film KPK lebih kepada anak-anak 
dengan format animasi. Film animasi dipilih sebagai media edukasi anak-anak karena 
karakteristiknya yang sangat disukai dan dekat dengan dunia anak-anak. Guru dan orang 
tua dapat menggunakan film ini untuk membangun dan memperkuat karakter antikorupsi 
pada anak.

Ya, film ini berjudul “Sahabat Pemberani”. Film animasi hasil kerja sama KPK dengan 
Management Systems International (MSI) tersebut diproduksi dalam rangka membangun 

karakter dan budaya antikorupsi sejak dini. Film animasi “Sahabat Pemberani” terdiri 
atas dua episode, yakni “Terjebak di Hutan Lindung” dan “Pencuri Misterius” dengan 

durasi masing-masing 30 menit. 

“Sahabat Pemberani” menjadi salah satu media pembelajaran antikorupsi 
untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, rentang usia 7-12 tahun. 

Disajikan dalam bentuk yang menghibur, film ini sarat dengan 
pesan dan nilai-nilai kebaikan, seperti jujur, peduli, mandiri, 

disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan 
adil. Tokoh utama dalam film ini adalah tiga orang sahabat 

Krisna, Panji, dan Kirana. Mereka didampingi oleh dua 
sahabat karib, Kumbi dan Mogo.

Melalui film, kegiatan menonton bersama 
anak dapat menjadi langkah awal dalam 

membangun karakter antikorupsi. 

Jika pada sebelumnya segmentasi 
film ditujukan untuk seluruh lapisan 
masyarakat dengan tema peran keluarga 
dalam membangun budaya antikorupsi, 
tahun 2013 sasaran segmentasi film KPK 
lebih kepada anak-anak dengan format 
animasi

KAMPANYE 
ANTIKORUPSI
VIA FILM
TETAP
EFEKTIF
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Tujuannya adalah 
mentransfer nilai-nilai 
yang ada dalam film ke 
dalam pikiran dengan cara yang 
menyenangkan dan disukai anak. 
Agar nilai-nilai antikorupsi yang telah 
dikenalkan kepada anak tidak luntur, orang 
tua dan guru perlu menerapkan kegiatan 
pembiasaan dan menjadikan dirinya sebagai 
teladan.

Film “Sahabat Pemberani” telah diluncurkan secara 
resmi pada 3 Oktober 2013 bertempat di Studio XXI Taman 
Ismail Marzuki, Jakarta. Agar pesan-pesan dalam film ini lebih 
menyebar ke semua lapisan masyarakat, KPK juga melakukan 
roadshow pemutaran film di beberapa kota, di antaranya Padang, 
Bandar Lampung, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, 
Pontianak, Denpasar, dan Manado.

Festival Film Antikorupsi
Selain film animasi, KPK juga menggarap serius sebuah kampanye dengan 
melibatkan masyarakat secara umum untuk menggelorakan semangat 
pemberantasan korupsi melalui media film. Kampanye dilakukan melalui “Festival 
Film Antikorupsi” atau Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2013. Dengan festival ini, 
KPK berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai antikorupsi. Kegiatan 
ini diharapkan menggugah kesadaran masyarakat akan dampak korupsi, meningkatkan 
gerakan antikorupsi, menanamkan perilaku antikorupsi, mendorong partisipasi masyarakat 
untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi, serta dalam rangka membangun 
kampanye, pendidikan dan gerakan anti korupsi melalui media film.

Festival ini menjadi wadah sekaligus membuka kesempatan seluas-luasnya kepada 
masyarakat dan film maker seluruh Indonesia untuk mengikutsertakan karya film 
mengenai kejujuran, integritas, dan transparansi maupun perlawanan terhadap korupsi. 
Setiap kategori film yang diikutkan dalam festival ini diseleksi oleh 13 tim juri independen 
yang terdiri atas sutradara, tokoh, dan pakar film dalam bidangnya masing-masing serta 
pegiat antikorupsi, di antaranya Tino Saroenggalo, Jajang C. Noer, Inne Febrianti, Lola 
Amaria, Teten Masduki, Emil Heradi, Hanitianto Joedo, dan Gustaf Hariman Iskandar. 
Selain kompetisi film, diadakan juga masterclass dengan sutradara film Indonesia, film 
screening, dan pemutaran keliling.
 
Malam penganugerahan ACFFest 2013 digelar pada 14 Desember 2013, di XXI Epicentrum 
Kuningan, Jakarta. Sebanyak 45 film bertema antikorupsi lolos sebagai nominator. Dan, 
15 pemenang telah diumumkan dalam Festival film Antikorupsi yang baru pertama digelar 
ini berdasarkan kategori: Film Dokumenter Pendek, Film Dokumenter Panjang, Film Fiksi 
Pendek, Video Citizen Journalism, Games Animasi, dan Film Pendek Animasi. 



KPK tak sendirian memberantas korupsi. Seluruh lapisan masyarakat, mulai dari 
kementerian/lembaga, instansi, BUMN/D, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, 
lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas antikorupsi, dan media 
massa, ikut bergandengan tangan bersatu padu melawan korupsi. Selama ini mereka 
telah mengambil langkah dengan mendorong gerakan antikorupsi sesuai dengan format 
program/kegiatan dan karya yang dirancang, dibangun, dan dikembangkan oleh masing-
masing pemangku kepentingan.

Aksi kolaborasi seluruh elemen pemangku kepentingan tersebut berpuncak pada acara 
Pekan Antikorupsi 2013 yang dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta, 9-11 Desember 
2013. Pada acara bertema “Indonesia Bersih Transparan Tanpa Korupsi” ini, mereka 
bersatu padu menyatakan kesepakatan, perjuangan, dan tekad bahwa korupsi merupakan 
musuh bersama dan tak ada lagi tempat bagi koruptor di Indonesia. Selain itu, mereka 
mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat dengan menginformasikan 
dan menyampaikan pesan antikorupsi kepada masyarakat yang bukan hanya dibaca dan 
didengar, namun juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi gaya hidup 
bangsa Indonesia. 

Tak hanya itu, pada acara yang diikuti oleh hampir 100 instansi ini, kalangan artis seperti 
Kikan Namara dan Yovie Widiyanto pun ikut andil menyuarakan gerakan antikorupsi 
melalui karya mereka. Secara khusus keduanya meluncurkan album antikorupsi yang 
menampilkan pesan-pesan kepada masyarakat untuk menjauhi korupsi. Bahkan grup 
band Symphoni secara khusus menunggu moment hari antikorupsi sedunia yang jatuh 
setiap tanggal 9 Desember ini untuk me-launching album terbaru mereka di hadapan para 
undangan yang hadir saat itu.

Kampanye antikorupsi juga diserukan para pewarta foto yang turut andil dalam 
pameran foto jurnalistik bertema “Perjalanan 10 Tahun KPK”. Karya foto sebanyak 50 
buah hasil karya 34 fotografer media massa yang sebagian besar bertugas di KPK, turut 
dipamerkan dalam Pekan Antikorupsi 2013 ini. Selain untuk membuka cakrawala dan 

pengetahuan masyarakat mengenai sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia 
dan mensosialisasikan kinerja KPK dalam kurun waktu 10 tahun sejak awal 

pembentukannya kepada masyarakat, tujuan utama pameran ini adalah untuk 
meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan awareness masyarakat akan 

bahaya laten korupsi, sehingga dapat mangajak masyarakat untuk terlibat 
secara aktif dalam pemberantasan korupsi.

Kampanye menggunakan pendekatan budaya dilakukan oleh 
Arisbudiono Sadjad, seorang pelukis yang memiliki perhatian 

khusus pada masalah korupsi di Indonesia. Karya-karyanya 
yang berjudul “Perang Suci Melawan Korupsi”, ditampilkan 

untuk mengajak masyarakat sadar akan bahaya korupsi. 
Lukisannya sendiri menampilkan sosok-sosok atau 

ikon yang dikutip dari dunia pewayangan, para 
punakawan menggotong celeng, Hanoman 

menghajar celeng simbolisasi para koruptor 
rakus, dua celeng omnivora pelahap 

“Mereka mempertanggungjawabkan 
apa yang telah mereka perbuat dengan 
menginformasikan dan menyampaikan 
pesan antikorupsi kepada masyarakat 
yang bukan hanya dibaca dan didengar, 
namun juga diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari dan menjadi gaya hidup bangsa 
Indonesia”

KOLABORASI APIK 
MELALUI PEKAN
ANTIKORUPSI
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segala sedang pesta 
menguntal jembatan, 
gedung, tanah, sungai, motor, 
mobil, pesawat. Semua rupa yang 
diekspresikan merupakan bentuk 
kemarahan Aris terhadap perilaku tak 
terpuji para koruptor yang membinasakan 
kemanusiaan.

Makna bagi KPK
KPK sendiri memanfaatkan moment Pekan 
Antikorupsi 2013 ini sebagai wujud pertanggungjawaban 
kepada publik terkait langkah dan upaya yang telah 
dilakukan dalam mendorong gerakan antikorupsi yang 
telah direspons oleh berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, 
KPK juga mempresentasikan sekaligus mengapresiasi peran serta 
para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemberantasan 
korupsi, di antaranya pemberian penghargaan terkait kepatuhan pelaporan 
gratifikasi, kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) dan juga atas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
KPK. 

Selain penghargaan, pada kegiatan acara yang melibatkan komunitas mahasiswa yang 
menjadi jaringan KPK di daerah, KPK juga menggelar lelang barang gratifikasi, seminar 
nasional koordinasi dan supervisi bidang pencegahan, talkshow gratifikasi dan LHKPN, 
diskusi publik: mengkritisi kekayaan pejabat negara, dan movie screening – Sahabat 
Pemberani, Kita vs Korupsi, Anti-Corruption Film Festival (Acffest).

Khusus untuk anak-anak, KPK menyediakan zona khusus, yang dinamakan Zona 
Games dan Edukasi. Di sini, KPK mencoba memperkenalkan program-program dan 
produk-produk pendidikan antikorupsi serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam pendidikan antikorupsi berkolaborasi dengan KPK dengan cara mengadopsi/
mengembangkan program-program dan produk-produk pendidikan antikorupsi KPK. 

KPK juga mencoba membangun impian dan komitmen masyarakat melalui kotak impian 
dan pohon harapan untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Untuk mendorong 
masyarakat untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, KPK pun 
membuat semacam panduan berupa buku seri yang terdiri atas delapan buku. Buku-buku 
tersebut adalah “Semua Bisa ber-AKSI”, “Pantang Korupsi Sampai Mati”, “Orange Juice 
for Integrity: Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa”,“Goda-Gado Integritas: Bagaimana 
Mau Memberantas Korupsi Kalau...”, “Saujana: Di Antara Pilihan”, “Selamatkan Uang Kita: 
Panduan Pengawasan APBD oleh Masyarakat”, “Sekolah Ber-AKSI: Panduan Membangun 
Sekolah Berbudaya Integritas”, dan “Padamu Negeri Kami Antikorupsi: Panduan 
Membangun Kampus Berintegritas”. 

Data kampanye antikorupsi 

dapat dilihat di halaman 150



Bahu-membahu dalam sebuah perjuangan. KPK tak mungkin sendirian dalam 
memberantas korupsi. Karena itu, jalinan erat dengan berbagai lembaga perlu dibangun. 
Saling bergandeng tangan bersama-sama memberantas musuh negara. 
Sejak awal berdirinya, KPK gencar menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga. Pada 
2013, sejumlah kerja sama juga dilakukan. Baik kerja sama baru, maupun pembaruan dari 
kerja sama yang pernah ada sebelumnya.

Dengan Komisi Yudisial (KY) misalnya. Sejatinya, kerja sama dengan KY telah terjalin sejak 
2007. Di tahun 2013, kerja sama diperbarui. Bertujuan utama sebagai upaya pencegahan 
dan penindakan tindak pidana korupsi. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga, 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

KPK menilai KY merupakan mitra strategis dalam optimalisasi dan efektivitas 
pemberantasan korupsi. Juga, dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim. Karena 
transparansi dan akuntabilitas peradilan tidak saja menjadi tanggung jawab hakim dan KY, 
namun juga merupakan tanggung jawab berbagai pihak untuk mengawasinya.

Bagi KY sendiri, nota kesepahaman ini sangat penting dan strategis. Karena KY bukan 
lembaga penegak hukum yang bisa memberikan sanksi pidana terhadap para hakim yang 
menerima suap. KY hanya berwenang untuk memberikan sanksi etik saja. Karenanya, KY 
membutuhkan bantuan dari lembaga negara lain untuk mengusut praktik korupsi yang 
melibatkan hakim (judicial corruption).

Kerja sama lainnya di 2013 adalah dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK). KPK berkomitmen penuh terhadap upaya perlindungan saksi dan pelapor dalam 
rangka mendukung pengungkapan kasus-kasus korupsi. Untuk itu, kerja sama maksimal 
di antara lembaga penegak hukum serta LPSK menjadi poin penting dalam mengungkap 
berbagai kejahatan, khususnya kejahatan tindak pidana korupsi. Pada Senin, 16 September 
2013, disepakati petunjuk teknis (juknis) tentang perlindungan saksi atau pelapor antara 

KPK dan LPSK. 

Sementara penandatanganan nota kesepahaman antara KPK dan Komisi 
Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) bertujuan 

untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam upaya pemberantasan 
korupsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Melalui nota 

kesepahaman ini, KPK, Kompolnas, dan Komjak akan meningkatkan 
kerja sama dan koordinasi dalam penerapan praktik good 

governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi 
yang terintegrasi.

Kesepakatan kerja sama juga dilakukan dengan empat 
perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Universitas 

Islam Negeri (UIN); Universitas 

GANDENG 
TANGAN KAWAN 
SEPERJUANGAN

Upaya penguatan pemberantasan korupsi 
selayaknya memasukkan implementasi 
pelembagaan sistem integritas yang 
diterapkan di setiap tingkat elemen 
bangsa dan pemangku kepentingan agar 
pemberantasan korupsi dapat lebih 
sistematis, terstruktur, dan komprehensif
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Islam Indonesia 
(UII); Universitas Islam 
Achmad Dachlan (UAD); 
dan Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta (UAJY). Tujuan kerja 
sama tersebut antara lain adalah, agar 
KPK dapat melakukan akuisisi informasi 
dan data serta memanfaatkan publikasi lokal 
universitas, seperti skripsi, tesis, disertasi, hasil 
kajian/penelitian, literatur/buku, dan dokumen 
lainnya, baik dalam bentuk cetakan maupun file 
digital yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kerja 
sama ini menjadi langkah awal menuju pusat informasi dan 
pengetahuan antikorupsi terbesar di dunia.

Konferensi Nasional
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada 2013 KPK menutup 
tahun dengan menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan 
Korupsi (KNPK) dengan melibatkan semua mitra kerja KPK, baik dari 
kementerian/lembaga maupun kalangan swasta. KNPK 2013 mengangkat tema: 
“Implementasi Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN)”.

Salah satu latar belakang mengapa SIN diusung dalam tema KNPK adalah karena SIN 
diharapkan dapat mengatasi sejumlah permasalahan bangsa. Korupsi masih menjadi 
penghalang terbesar terwujudnya tujuan nasional bangsa.

Upaya penguatan pemberantasan korupsi selayaknya memasukkan implementasi 
pelembagaan sistem integritas yang diterapkan di setiap tingkat elemen bangsa dan 
pemangku kepentingan agar pemberantasan korupsi dapat lebih sistematis, terstruktur, 
dan komprehensif. 

KPK sudah merumuskan draf awal mengenai SIN. Draf tersebut telah didiskusikan dengan 
berbagai lembaga negara dan publik. Banyak masukan yang diberikan sehingga KPK akan 
mengakomodasi untuk membangun SIN agar lebih baik. 

Pemerintah menyambut baik inisiatif KPK tersebut. Diakui bahwa dibutuhkan komitmen 
dari semua lembaga negara dan masyarakat untuk menggalang satu barisan dalam rangka 
membangun SIN agar berhasil.

Dengan adanya SIN, bangsa ini memiliki misi bersama dan menjadikan misi tersebut 
menjadi misi nasional untuk mengembalikan budaya luhur bangsa. Mulai dari integritas 
pribadi, keluarga, organisasi, dan akan menjadi integritas nasional. Sehingga pada nantinya 
Indonesia akan dikenal sebagai negara berintegritas dan berdaya saing serta dihormati. 

Data berbagai kerja sama

nasional dapat dilihat

di halaman 147



Tahun 2012, dalam pertemuan antar-lembaga antikorupsi sedunia yang diselenggarakan 
KPK, ditelurkanlah Jakarta Principles, berisi 16 prinsip untuk memperkuat lembaga 
antikorupsi di berbagai belahan jagat. Di tahun lalu pula, melalui forum SEAPAC, 
diperkuatlah komitmen strategis antara negara-negara asia tenggara untuk mempersempit 
ruang gerak koruptor.

Upaya serupa kembali dilakukan pada 2013 melalui forum yang lebih luas, yaitu APEC. 
KPK menggagas dibentuknya Anti Corruption Network (ACT-Net) APEC, sebuah forum 
kerja sama antar-lembaga penegak hukum negara-negara APEC khusus pemberantasan 
korupsi.

KPK menganggap penting pembentukan forum kerja sama dalam skala Asia Pasifik 
tersebut berdasarkan pengalaman yang dialami Indonesia. Larinya sejumlah koruptor ke 
luar negeri demi menghindari penegakan hukum serta bersemayamnya sejumlah aset 
di luar negeri yang didapat dari korupsi, menjadi masalah pelik. Dengan adanya forum, 
penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan lebih intensif.

Kepelikan semakin bertambah jika tindak pidana korupsinya semakin kompleks. Misalnya, 
pelakon kejahatan korupsi tersebut melibatkan lebih dari dua negara. Belum lagi regulasi 
yang tidak sama antara satu negara dan negara lain. Dengan adanya ACT-Net, masalah-
masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi, kewarganegaraan, maupun dual criminality 
tersebut dapat lebih mudah dibereskan. 

Gayung bersambut. Gagasan KPK mendapatkan respons positif. Sejumlah negara 
mengapresiasi dan menyatakan persetujuan serta dukungannya terhadap terbentuknya 
ACT-Net tersebut. Negara-negara tersebut tidak mau menanggung beban sebagai tempat 
berkumpulnya koruptor dan tempat penampungan uang-uang kotor. Persetujuan negara-
negara tersebut juga didasari pemahaman yang seragam bahwa korupsi merupakan faktor 
sentral yang kerap menjadi penghambat kemajuan ekonomi suatu bangsa.

Langkah-langkah persiapan pembentukan forum ini telah dilakukan. Pada pertemuan 
terakhir, telah dibahas hal-hal yang bersifat administrasi dan prosedural terkait 

forum tersebut. Sehingga, dalam waktu dekat, gagasan KPK ini dapat langsung 
diimplementasikan. Jika hal itu terwujud, semakin sempitlah ruang gerak para 

pelaku korupsi yang telah dianggap sebagai kejahatan transinternasional ini.

Selain tentang pembentukan ACT-Net, APEC juga membahas tentang 
peraturan yang berkaitan dengan korupsi di sektor swasta. Selama 

ini, aturan yang ada di sejumlah negara hanya mencakup lingkup 
korupsi di sektor pemerintahan. Padahal, untuk melakukan 

pemberantasan korupsi secara komprehensif, sektor swasta 
tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Dalam forum yang lain, KPK juga menginisiasi 
dibentuknya Economic Crime Agency Network 

(ECAN). Jaringan ini terdiri atas lembaga

Negara-negara tersebut tidak mau 
menanggung beban sebagai tempat 
berkumpulnya koruptor dan tempat 
penampungan uang-uang kotor

BARIKADE
INTERNASIONAL 
BAGI 
KORUPTOR 
NAKAL
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 penegak hukum, di 
antaranya FBI Amerika 
Serikat, CPIB Singapura, 
MACC Malaysia, SFO Inggris, 
OLAF Uni-Eropa, dan SFO Selandia 
Baru. Bertujuan untuk membantu data 
dan informasi yang diperlukan dalam 
penyidikan kasus tindak pidana korupsi.

Mempertajam Kerja Sama Bilateral
KPK juga terus menggalang kerja sama bilateral 
dengan sejumlah negara. Manfaat dari kerja sama 
bilateral ini tak kalah besar dibandingkan kerja sama 
multilateral. Dikarenakan, ada beberapa hal spesifik yang 
hanya bisa didapat melalui kerja sama dengan negara tertentu.

Salah satunya dengan lembaga antikorupsi Korea (ACRC). Di tahun 
2013, dilakukan evaluasi sekaligus penajaman kerja sama KPK dengan 
ACRC. Penguatan dikhususkan pada kerja sama di bidang pencegahan, 
terutama yang berkaitan dengan penanganan gratifikasi dan kode etik.

Peningkatan kerja sama juga dilakukan dengan Australia. Sejumlah implementasi 
dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani, dilakukan pada tahun 2013. Di 
antaranya berwujud peningkatan kapasitas penegak hukum berkaitan dengan mutual 
legal assistance (MLA) serta peningkatan kapasitas hakim khusus tindak pidana korupsi 
dalam penanganan pencucian uang dan penyelamatan aset.

Sejumlah kesepahaman baru juga dilakukan pada 2013. Dengan CVC India misalnya. 
Kerja sama dengan CVC melingkupi studi, penelitian, dan pertukaran informasi di bidang 
pencegahan antikorupsi seperti pendidikan masyarakat dan kampanye peningkatan 
kesadaran hukum. Selain itu, juga melingkupi pertukaran informasi mengenai metode dan 
kegiatan kriminal yang menimbulkan korupsi.

Penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan dengan Supreme People’s 
Procuratorate RRC. Dalam kerja sama tersebut, kedua negara sepakat untuk saling 
bertukar pengetahuan mengenai teknik investigasi yang efektif serta praktik terbaik dalam 
pelaksanaan pengumpulan informasi dan pendeteksian tindak pidana yang berkaitan 
dengan korupsi. 

Dengan NACC Thailand, kesepahaman serupa juga dilakukan. Secara umum, kerja sama 
dengan NACC meliputi pertukaran informasi di bidang pencegahan dan penindakan 
korupsi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta upaya pendidikan dan kampanye 
kepada masyarakat. Data berbagai kerja sama 

internasional dapat dilihat di 

halaman 147



Dari tahun ke tahun, sumber daya manusia selalu menjadi tantangan. Perbandingan tidak 
seimbang antara jumlah pegawai dan luasnya wilayah Indonesia serta tingginya pekerjaan 
yang mesti ditangani, membuat KPK harus menyiasati keadaan dengan menetapkan skala 
prioritas. 

Khusus penanganan perkara, minimnya jumlah penyidik menjadi kendala tersendiri. 
Banyaknya kasus yang harus ditangani sangat tidak sebanding dengan jumlah penyidik 
yang ada. Akibatnya seorang penyidik ada yang sampai harus menangani lebih dari lima 
kasus dalam satu waktu yang bersamaan. 

Akhir 2012, sebuah terobosan strategis dilakukan, yang berujung pada pengangkatan 26 
penyidik internal yang direkrut dari pegawai internal KPK di awal 2013. Tambahan jumlah 
ini sedikit membawa angin segar sekaligus ruang gerak yang lebih luas untuk penanganan 
perkara. Imbasnya, pada 2013, jumlah perkara yang ditangani meningkat secara signifikan.
Di samping itu, KPK juga melakukan rekrutmen secara terbuka melalui program Indonesia 
Memanggil 7 untuk mengisi formasi sekaligus menambal lubang di seluruh lini pekerjaan. 
Melalui seleksi yang ketat, akhirnya direkrutlah 160 pegawai baru. Alhasil, pada akhir 
Desember 2013, total pegawai KPK adalah 955 orang. Jumlah ini memang masih jauh dari 
ideal, meski demikian, tetap menjadi tenaga tambahan yang berarti untuk bergerak lebih 
cepat dan lincah. 

Kuantitas bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan. Kualitas SDM yang nantinya berwujud 
menjadi kualitas organisasi juga merupakan kebutuhan yang sangat penting, khususnya 
dalam hal integritas. Sejumlah upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi gencar 
dilakukan. Termasuk dalam pembangunan dan pengembangan integritas.

Untuk memberikan tolok ukur integritas secara ilmiah, KPK melalukan survei integritas 
yang ditujukan kepada organisasi KPK sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh 
mana kelemahan dan kekuatan KPK terkait integritas organisasi. Dari survei tersebut, 

dihasilkan indeks integritas organisasi yang menggambarkan posisi integritas KPK.
Setidaknya, terdapat 10 aspek yang menjadi penilaian dalam survei. Yaitu, 

kepemimpinan; nilai, visi dan tujuan organisasi; panduan dan peraturan integritas; 
dukungan struktur dan fungsi organisasi; manajemen risiko; monitoring dan 

pengawasan; penegakan aturan; sumberdaya dan infrastruktur; komunikasi; 
dan dukungan lingkungan.

Tiang Pancang Gedung Baru
Momentum strategis lainnya yang terjadi pada 2013 adalah 

dimulainya pembangunan gedung baru KPK. Bertepatan 
dengan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2013, 

dimulailah penancapan tiang pancang pembangunan 
gedung. Pembangunan ini akhirnya terlaksana 

setelah dicabutnya tanda bintang pada 
anggaran pembangunan gedung yang 

telah diajukan sejak 2008 ini. 

Kuantitas bukanlah satu-satunya yang 
dibutuhkan. Kualitas SDM yang nantinya 
berwujud menjadi kualitas organisasi 
juga merupakan kebutuhan yang sangat 
penting, khususnya dalam hal integritas

MENINGKATKAN 
SUMBER DAYA 
AGAR MAKIN
BERDAYA
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Gedung tersebut 
dibangun di atas lahan 
seluas 8.294 m2 yang terletak 
di Jl. Gembira, Kuningan, Jakarta 
Selatan. Posisi yang tidak terlalu jauh 
dari gedung yang digunakan KPK pada 
saat ini. Bangunan tersebut rencananya 
akan dibangun 16 lantai dengan dua lantai 
basement sehingga dapat menampung lebih dari 
1300 pegawai dan memuat sekitar 280 kendaraan. 
Selain itu, akan dibuat juga gedung penunjang berupa 
rumah tahanan yang bisa menampung 50 orang (40 
orang laki-laki dan 10 orang perempuan).

Berdasarkan rencana, masa pembangunan gedung dilakukan 
dalam jangka waktu tiga tahun, dengan nilai kontak pengerjaan 
konstruksi sebesar 195 miliar rupiah. Gedung baru KPK ini diperkirakan 
akan rampung pada akhir 2015. 

Keberadaan gedung tersebut nantinya akan sangat berpengaruh pada kinerja KPK 
mengingat saat ini kapasitas gedung yang ada sudah jauh dari ideal. Pegawai KPK 
bahkan harus terpencar di tiga lokasi yang berbeda, yaitu di gedung utama, gedung 
Pengadilan Tipikor, dan gedung Kementerian BUMN. Kondisi tersebut tentu saja membuat 
koordinasi menjadi terganggu.

Dari sisi konsep, gedung tersebut rencananya akan dinamakan Gedung Integritas 
Kebangsaan dan Kepedulian. Untuk mengingatkan seluruh penghuninya akan amanat 
yang diemban kepada Ibu Pertiwi sekaligus perlambang perlawanan terhadap musuh 
bangsa bernama korupsi.

Wujud gedung dengan wajah merah putih itu dibagi ke dalam dua bagian, perlambang 
bendera bangsa ini, juga simbolisasi dua metode pemberantasan korupsi yaitu 
pencegahan dan penindakan. Pembagian juga dilakukan dengan memberikan garis 
tegak vertikal sejumlah lima buah, perlambang Pancasila, ideologi negara yang tidak lagi 
memiliki alternatif. 

Atas terlaksananya pembangunan gedung baru tersebut, KPK tak lupa menyampaikan 
terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung. Masih lekat dalam ingatan 
betapa luar biasanya inisiatif masyarakat melakukan aksi simbolis saweran saat anggaran 
pembangunan gedung tak kunjung disetujui tersebut. Rencananya, di gedung baru 
tersebut, KPK akan menggunakan dana saweran tersebut dan telah memperoleh izin 
dari Kementerian Keuangan untuk tidak disetor ke kas negara sebagai PNBP tetapi dapat 
digunakan langsung sebagai sumbangan masrayakat.

Data tentang SDM dapat dilihat 

di halaman 44

Data tentang keuangan dan 

aset KPK dapat dilihat 

di halaman 40
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KEUANGAN
DAN
ASET

Penyerapan Anggaran KPK 2013

Unit Kerja Pagu Anggaran Penyerapan Persentase

Deputi Pencegahan 44,463,353,000 26,777,599,330 60.2%

SEKRETARIAT DEPUTI PENCEGAHAN 1,116,044,000 890,205,621 79.8%

DIREKTORAT PP LHKPN 4,438,120,000 3,733,824,800 84.1%

DIREKTORAT GRATIFIKASI 3,945,846,000 1,883,059,511 47.7%

DIREKTORAT DIKYANMAS 27,573,813,000 15,673,414,743 56.8%

DIREKTORAT LITBANG 7,389,530,000 4,597,094,655 62.2%

Deputi Penindakan 61,215,391,000 25,265,045,453 41.3%

SEKRETARIAT DEPUTI PENINDAKAN 1,219,100,000 802,273,481 65.8%

DIREKTORAT PENYELIDIKAN 8,133,300,000 3,230,550,998 39.7%

DIREKTORAT PENYIDIKAN 8,015,100,000 7,522,737,829 93.9%

DIREKTORAT PENUNTUTAN 17,205,337,000 7,098,698,055 41.3%

DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI 26,642,554,000 6,610,785,090 24.8%

Deputi Inda 91,942,494,000 69,471,555,629 75.6%

SEKRETARIAT DEPUTI INDA 280,000,000 62,763,987 22.4%

DIREKTORAT PINDA 71,354,574,000 54,052,819,645 75.8%

DIREKTORAT PJKAKI 14,918,900,000 11,220,510,682 75.2%

DIREKTORAT MONITOR 5,389,020,000 4,135,461,315 76.7%

Deputi PIPM 4,544,945,000 2,266,461,586 49.9%

SEKRETARIAT DEPUTI PIPM 351,027,000 176,325,638 50.2%

DIREKTORAT PENGAWASAN INTERNAL 871,418,000 310,771,411 35.7%

DIREKTORAT PENGADUAN MASYARAKAT 3,322,500,000 1,779,364,537 53.6%

Sekretariat Jendral 499,910,085,000 344,054,411,384 68.8%

BIRO RENKEU 913,432,000 243,952,233 26.7%

BIRO UMUM 141,079,185,000 84,470,669,984 59.9%

BIRO SDM 344,914,475,000 251,037,193,385 72.8%

belanja pegawai 242,906,465,000 21,970,537,951 21.5%

non pegawai 102,008,010,000 229,066,655,434 94.3%

BIRO HUKUM 2,450,000,000 985,119,394 40.2%

BIRO HUMAS 10,552,993,000 7,317,476,388 69.3%

Sub Jumlah 702,076,268,000 467,835,073,382 66.6%

Deputi Pencegahan 1,800,000,000 708,885,616 39.4%

DIREKTORAT LITBANG 0 0 0.00

DIREKTORAT DIKYANMAS  71120201 1,800,000,000 708,885,616 39.4%

Sub Jumlah 1,800,000,000 708,885,616 39.4%

Total Jumlah 703,876,268,000 468,543,958,998 66.6%

66,6%
penyerapan 

pagu anggaran
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Barang Milik Negara-BMN/Aset Milik KPK 2013

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG SALDO PER 30 SEPT 2013

KODE URAIAN SAT VOL NILAI
AK. 

PENYUSUTAN
NILAI BUKU

117111 PERSEDIAAN 11.407.123.151  11.407.123.151 11.407.123.151

131111 TANAH 121.390.705.000 0 121.390.705.000 0 121.378.355.000

132111 PERALATAN DAN MESIN 210.790.308.413 155.690.930.534 55.099.377.879 155.690.930.534 50.936.663.796

133111 GEDUNG DAN BANGUNAN 129.000.060 4.710.002 124.290.058 4.710.002 124.290.058

134113 JARINGAN 78.878.567.555 13.176.387.670 65.702.179.885 13.176.387.670 51.912.832.043

135111
ASET TETAP DALAM 
RENOVASI

48.030.332.498 0 48.030.332.498 0 47.429.631.644

135121 ASET TETAP LAINNYA 1.066.042.088 0 1.066.042.088 0 628.151.588

136111
KONSTRUKSI DALAM 
PENGERJAAN

947.762.156 0 947.762.156 0 923.780.521

166112
ASET TETAP YANG TIDAK 
DIGUNAKAN

1.161.521.139 1.151.042.590 10.478.549 17.356.006.052

162111 ASET TAK BERWUJUD 18.980.659.531  18.980.659.531 1.151.042.590 10.478.549

TOTAL 492.782.021.591 170.023.070.796 322.758.950.795



Rekap PNBP dari Hasil Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi			 
yang Telah Disetor ke Kas Negara/Kas Daerah					   

No. MAP Uraian Tahun 2013
(per 31-10-2013)

1 423119 Pendapatan Penjualan Lainnya 0

2 423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan 0

3 423221 Pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro 346,425,134

4 423414 Pendapatan Hasil Denda 6,750,000,000

5 423415 Pendapatan ongkos Perkara 482,000

6 423416 Pendapatan Penjualan Hasil lelang Tindak Pidana Korupsi 0

7 423611 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadi-
lan

22,400,158,244

8 423614 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan 
pengadilan

90,965,447,061

9 423615 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 35,900,000

Jumlah disetor ke Kas Negara 120,498,412,439

Jumlah disetor ke Kas Pemda 0

Jumlah dari kasus TPK 120,498,412,439

1 423221 Pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro 0

2 423612 Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik Negara 1,548,619,812

Jumlah dari Gratifikasi 1,548,619,812

JUMLAH 122,047,032,251
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Pengelolaan Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi 2013

Mata Uang Jumlah
Posisi Uang

Di Bank Di Brankas

A. Tindak Pidana Korupsi

Rupiah 138.571.189.949,19 131.750.127.649,19 6.821.062.300,00

USD 285.497,94 73.633.94 211.864,00

SGD 26.415,00 0,00 26.415,00

RM 48.707,00 0,00 48.707,00

INR 8.710,00 0,00 8.710,00

JOD 50,00 0,00 50,00

Mark Jerman 100,00 0,00 100,00

SAR 146,00 0,00 146,00

AED 155,00 0,00 155,00

HKD 24.900,00 0,00 24.900,00

AUD 170,00 0,00 170,00

EUR 3.820,00 0,00 3.820,00

YD 0,00 0,00 0,00

KHR 0,00 0,00 0,00

THB 43.780,00 0,00 43.780,00

Dirham 40,00 0,00 40,00

Poundsterling 5,00 0,00 5,00

Franc 10,00 0,00 10,00

B. Gratifikasi

Rupiah 77.600.000,80 76.100.000,80 1.500.000,00

USD 12.500,00 0,00 12.500,00



Komposisi SDM Berdasarkan Bidang Kerja per 31 Desember 2013

BIDANG JUMLAH %

PIMPINAN 5 0.5

PENASIHAT 1 0.1

PENCEGAHAN 250 26.2

PENINDAKAN 274 28.7

INDA 149 15.6

PIPM 73 7.6

SETJEN 203 21.3

TOTAL 955 100

Komposisi SDM Berdasarkan Unit kerja per 31 Desember 2013

UNIT KERJA JUMLAH %

PIMPINAN 5 0.5

PENASIHAT 1 0.1

PENCEGAHAN 1 0.1

SETCEGAH 9 0.9

DIREKTORAT LHKPN 133 13.9

DIREKTORAT GRATIFIKASI 42 4.4

DIREKTORAT DIKYANMAS 28 2.9

DIREKTORAT LITBANG 37 3.9

PENINDAKAN 1 0.1

SETTINDAK 11 1.2

DIREKTORAT 
PENYELIDIKAN

61 6.4

DIREKTORAT PENYIDIKAN 98 10.3

DIREKTORAT 
PENUNTUTAN

87 9.1

UNIT KERJA KOORDINASI 
DAN SUPERVISI

12 1.3

UNIT KERJA EKSEKUSI 4 0.4

MANAJEMEN
SUMBER DAYA 
MANUSIA

UNIT KERJA JUMLAH %

DIREKTORAT PINDA 40 4.2

DIREKTORAT PJKAKI 22 2.3

DIREKTORAT MONITOR 84 8.8

SETINDA 3 0.3

DIT. PENGAWASAN 
INTERNAL

21 2.2

DIT. PENGADUAN 
MASYARAKAT

43 4.5

SETPIPM 9 0.9

SEKRETARIAT JENDERAL 2 0.2

BIRO RENKEU 32 3.4

BIRO UMUM 78 8.2

BIRO SDM 29 3.0

BIRO HUKUM 14 1.5

BIRO HUMAS 33 3.5

SETJEN/SETPIMP 15 1.6

TOTAL 955 100
PIMPINAN

PENASIHAT

PENINDAKAN

INDA

PENCEGAHAN

PENINDAKAN

PIPM
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Komposisi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian per 31 Desember 2013

STATUS PEGAWAI JUMLAH %

PIMPINAN 5 0.5

PENASIHAT 1 0.1

PN 182 19.1

TETAP 629 65.9

PTT 138 14.5

TOTAL 955 100

Komposisi SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan per 31 Desember 2013

KELOMPOK JABATAN JUMLAH %

PIMPINAN 5 0.5

PENASIHAT 1 0.1

STRUKTURAL 36 3.8

FUNGSIONAL 494 51.9

ADM. & PENDUKUNG 419 43.7

TOTAL 955 100

Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Pegawai per 31 Desember 2013

JABATAN PEG. JUMLAH %

KETUA 1 0.1

WAKIL KETUA 4 0.4

DEPUTI 2 0.2

SEKJEN 1 0.1

PENASIHAT 1 0.1

DIREKTUR 10 1.0

JABATAN PEG. JUMLAH %

KEPALA BIRO 5 0.5

KEPALA BAGIAN 14 1.5

KEPALA SEKRETARIAT 4 0.4

FUNGSIONAL 494 51.7

ADMINISTRASI 419 43.9

TOTAL 955 100



Komposisi SDM Berdasarkan Usia per 31 Desember 2013

USIA (th) JUMLAH %

< 25 29 3.0

25 - 30 324 33.9

31 - 36 295 30.9

37 - 42 160 16.8

43 - 48 90 9.4

49 - 54 43 4.5

> 54 14 1.5

TOTAL 955 100

Komposisi SDM Bidang Penindakan per 31 Desember 2013

KUALIFIKASI JUMLAH %

PENYELIDIK 132 52,0

PENYIDIK 75 29,5

PENUNTUT UMUM 47 18,5

TOTAL 254 100

Rekrutmen dan Seleksi Pegawai KPK 2013

a.	Berdasarkan rumpun jabatan

Rumpun Jabatan Jumlah Keterangan

Struktural 7 orang 1 Sekretaris Jenderal, 2 Penasihat, 2 Direktur (Dir. Penuntutan dan Dir. 
Litbang), 2 Kepala Bagian (Kabag Protokoler dan Kabag Ortala)

Fungsional 68 orang -

Administrasi 154 orang -

TOTAL 229 orang

b.	Berdasarkan status pegawai:

Status Pegawai Jumlah Keterangan

Pegawai Tetap 196 orang 160 orang dari sumber IM7, 19 dari sumber OS, 17 dari sumber 
PTT

Pegawai Tidak 
Tetap

97 orang Jabatan Data Entry, Resepsionis, Kurir

PN Dipekerjakan 11 orang 1 Sekretaris Jenderal, 2 Direktur, 5 JPU, 1 Fungsional Litbang, 1 
Kabag Ortala, 1 Ajudan Pimpinan 

TOTAL 229 orang

Penyelidik

Penyidik

Penuntut Umum
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Pemberhentian Pegawai

Status Pegawai Jumlah Pegawai yang 
Berhenti

Keterangan 

Pegawai Tetap 7 orang 5 orang mengundurkan diri, 1 orang karena 
sakit, 1 orang meninggal dunia

Pegawai Tidak Tetap 6 orang Habis kontrak

PN Dipekerjakan 17 orang 15 orang kembali ke instansi asal karena masa 
penugasan berakhir. 2 orang pensiun.

TOTAL 30 orang

Pendidikan dan Pelatihan

Diklat Swakelola Diklat Non-Swakelola

Seluruh program pendidikan dan pelatihan yang ada 
dalam COT (calendar of training), misal: matrikulasi 
hukum, pengadaan barang dan jasa (PBJ), audit 
investigatif, teknik penulisan laporan. Termasuk 
dalam diklat swakelola ini adalah pelatihan dasar bagi 
pegawai baru KPK.

Seluruh program pendidikan dan pelatihan publik 
yang diselenggarkan oleh pihak eksternal dengan 
dibiayai APBN dan/atau pihak donor, misal: pelatihan 
jabatan fungsional auditor, CHRP, sertifikasi profesi.

Tahun 2013,  KPK sedang menyelenggarakan 
pelatihan dasar bagi pegawai baru yang berasal dari 
program Indonesia Memanggil 7 tahun 2013 yang 
diselenggarakan di Batujajar, Kabupaten Bandung. 
Pelatihan dasar ini hasil kerjasama antara KPK dengan 
Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) TNI Angka-
tan Darat.  Kegiatan induksi diikuti oleh 164 orang dan 
berlangsung selama 48 hari sejak 3 November 2013 
sampai dengan 21 Desember 2013. 



Wajib Lapor LHKPN 2013

Jumlah Wajib Lapor*

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total

Eksekutif 134,206 136,069 136,705 138,882 141,526 143,244 143,187 143,705 146,460 147,992 150,446 149,964 1,712,386

Legislatif 16,136 15,052 13,330 13,274 11,966 6,668 3,205 2,928 2,934 2,933 2,927 2,907 94,260

Yudikatif 11,201 11,211 11,249 11,268 11,288 11,239 11,221 11,180 11,026 11,020 10,993 11,128 134,024

BUMN/D 14,259 13,980 14,145 14,258 14,153 14,267 14,114 14,177 14,258 14,317 14,364 15,698 171,990

Wajib 
LHKPN

175,802 176,312 175,429 177,682 178,933 175,418 171,727 171,990 174,678 176,262 178,730 179,697 2,112,660

Jumlah Pelaporan LHKPN 2013

Jumlah Pelaporan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total

Eksekutif 93,044 92,738 92,347 92,804 94,786 96,064 95,815 95,980 97,837 98,647 99,674 100,327 1,150,063

Legislatif 15,947 14,866 13,117 13,062 11,777 6,487 3,077 2,801 2,807 2,806 2,800 2,780 92,327

Yudikatif 9,785 9,784 9,796 9,830 9,845 9,799 9,785 9,751 9,618 9,623 9,564 9,598 116,778

BUMN/D 11,892 11,591 11,664 11,765 11,626 11,616 11,469 11,512 11,662 11,707 11,656 12,799 140,959

Wajib 
LHKPN

130,668 128,979 126,924 127,461 128,034 123,966 120,146 120,044 121,924 122,783 123,694 125,504 1,500,127

Penerimaan LHKPN 2013

Jumlah Penerimaan LHKPN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total

Penerimaan 
LHKPN A

693 687 1,090 1,645 2,902 1,027 2,047 1,662 1,429 1,267 1,255 3,176 18,880

Penerimaan 
LHKPN B

454 554 863 1,141 978 1,014 1,799 7,267 1,551 2,253 1,056 2,995 21,925

Penerimaan 
LHKPN 
(A+B)

1,147 1,241 1,953 2,786 3,880 2,041 3,846 8,929 2,980 3,520 2,311 6,171 40,805

*)	 Jumlah Wajib Lapor LHKPN berfluktuasi tergantung pada keaktifan pelaporan data wajib LHKPN dari instansi
	 Data merupakan kumulatif dengan kategori semua PN yang masih aktif, 
	 Status UU: semua

Gratifikasi

KUALIFIKASI 2010 2011 2012 2013

Total Laporan Gratifikasi Instansi yg 
telah menerapkan PPG*)

266 786 918 1070

LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN 
PENYELENGGARA 
NEGARA (LHKPN)
dan
GRATIFIKASI			 
				  
			 
	

Penerimaan LHKPN
Wajib Lapor 
LHKPN

Jumlah 
Pelaporan LHKPN



#49LAPORAN TAHUNAN 2013

Pelaporan Gratifikasi Berdasarkan Wilayah Tahun 2013

No Wilayah Jumlah

1 N A D  1 

2 Sumatera Utara  3 

3 Riau  - 

4 Kepulauan Riau  5 

5 Sumatera Barat  15 

6 Sumatera Selatan  2 

7 Kepulauan Bangka Belitung  - 

8 Jambi  1 

9 Bengkulu  - 

10 Lampung  7 

11 Jawa Barat  291 

12 Banten  1 

13 Kalimantan Selatan  3 

14 Kalimantan Tengah  1 

15 Kalimantan Barat  2 

16
Kalimantan Timur  7 

Kalimantan Utara  1 

No Wilayah Jumlah

17 DKI Jakarta  970 

18 D.I. Yogyakarta  15 

19 Jawa Tengah  25 

20 Jawa Timur  29 

21 Sulawesi Utara  - 

22 Sulawesi Selatan  2 

23 Sulawesi Tengah  - 

24 Sulawesi Tenggara  1 

25 Gorontalo  2 

26 Papua  - 

27 Bali  6 

28 Nusa Tenggara Barat  - 

29 Nusa Tenggara Timur  - 

30 Maluku Utara  - 

31 Maluku  - 

32 Irian Jaya Barat  - 

33 Sulawesi Barat  1 

JUMLAH  1,391 

Laporan Gratifikasi Berdasarkan Lembaga Tahun 2013
No Status Jumlah 2013

1 Legislatif

MPR/DPR  20 

DPRD  1 

DPD  - 

2 Eksekutif

Kepresidenan  - 

Kementerian :  - 

• Kementerian koordinator  3 

• Kementerian  182 

• Kementerian negara  3 

• Setingkat kementerian  11 

LPND  34 

Lembaga ekstrastruktural  32 

Pemda  98 

3 Yudikatif  5 

4 Lembaga 
independen

 21 

5 BUMN/BUMD  981 

JUMLAH  1,391 

Status Kepemilikan Gratifikasi Tahun 2013

Status Uang (Rp)
Berbentuk 

Barang
(senilai Rp) 

Mata Uang 
Asing

Berbentuk 
Barang

(senilai mata 
uang asing)

Milik 
Negara

937808500 275939775

USD56.542
SGD4.696 

AUD103 
EUR43

GBP135
KRW 106.012  

USD1,514
CNY1.200

SAR70 
KRW66.000 

Milik 
Pelapor

26,440,110,600 5,968,519,278

76,236 USD
4,623 SGD

747 AUD
13.000 JPY

344 EUR
3.020 RM

1.000 HKD
362 CNY

10 SAR
65 GBP

100.000 VND
260.988 KRW



Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

No Nama Instansi
Penjelasan Implementasi

Pengenalan Komitmen Aturan UPG

1 BP Migas/SKK Migas  •  •  •  •

2 PT Bank Jabar Banten  •  •  •  •

3 PT Garuda Indonesia  •  •  •  •

4 PT Pertamina  •  •  •  •

5 Kementerian Kehutanan  •  •  •  

6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  •  •  •  •

7 Komisi Pemberantasan Korupsi  •  •  •  •

8 Pemerintah Kota Metro  •  •  •  •

9 Pemerintah Kota Padang  •  •  •  •

10 Pemerintah Kota Samarinda  •  •  •  •

11 Pemerintah Provinsi Jawa Timur  •  •  • •

12 PT Telkom  •  •  •  

13 Pemerintah Kota Tarakan  •  •  •  

14 BPN  •   •  

15 Kementerian BUMN  •   •  

16 Kementerian Keuangan  •   •  

17 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  •   •  

18 PT Bank Mandiri  •   •  

19 PT PLN  •  •   

20 BKKBN  •  •   

21 Kemenkumham  •  •   

22 Kementerian Agama  •  •   

23 Kementerian Kesehatan  •  •   

24 Mahkamah Konstitusi  •  •   

25 Pemerintah Kota Balikpapan  •  •   

26 Pemerintah Kota Bandung  •  •   

27 Pemerintah Kota Depok  •  •   

28 Pemerintah Kota Yogyakarta  •  •   

29 Pemerintah Provinsi Jawa Barat  •  •   

30 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  •  •   

31 PT Asuransi Jasa Indonesia  •  •   

32 PT Bank DKI  •  •   

33 PT Jasa Marga  •  •   

34 PT Kereta Api  •  •   

35 PT Pegadaian  •  •   

36 PT PGN  •  •   
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No Nama Instansi
Penjelasan Implementasi

Pengenalan Komitmen Aturan UPG

37 PT Pos Indonesia  •  •   

38 PT Pupuk Indonesia Holding  •  •   

39 PT Pupuk Iskandar Muda  •  •   

40 PT Pupuk Kaltim  •  •   

41 PT Pupuk Kujang  •  •   

42 PT Pupuk Sriwijaya  •  •   

43 PT Sang Hyang Seri (SHS)  •  •   

44 PT Semen Indonesia  •  •   

45 PT Semen Padang  •  •   

46 PT Semen Tonasa  •  •   

47 Bappenas  •    

48 Bawaslu  •    

49 BPK  •    

50 BPPOM  •    

51 Kejaksaan  •    

52 Kementerian Kominfo  •    

53 Kementerian Perhubungan  •    

54 Kementerian Riset dan Teknologi  •    

55 Kementerian Sosial  •    

56 Komisi Pemilihan Umum   •    

57 Pemerintah Kabupaten Badung  •    

58 Pemerintah Kabupaten Enrekang  •    

59 Pemerintah Kabupaten Payah Kumbuh  •    

60 Pemerintah Kabupaten Tabanan  •    

61 Pemerintah Kota Kendari  •    

62 Pemerintah Kota Manado  •    

63 Pemerintah Kota Medan  •    

64 Pemerintah Provinsi  Sumatera Utara  •    

65 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  •    

66 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  •    

67 PT Angkasa Pura II  •    

68 PT BNI 1946  •    

69 PT Jasa Raharja  •    

70 PT Krakatau Steel  •    

71 PT Pelni  •    

72 PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)  •    

73 PT Petro Kimia Gresik  •    



Sosialisasi
No Uraian Pelaksanaan

1 Sosialisasi pada acara Business Review Bank BJB Triwulan IV Thn. 2012 23-Jan-13

2 Sosialisasi diskusi mewujudkan PLN bersih pada PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali 1-Feb-13

3 Sosialisasi gratifikasi dan PPG di Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 12-Feb-13

4 Sosialisasi gratifikasi  serta PPG kepada PN di Pemkab Tabanan dan Pemkab Badung 12-Feb-13

5 Sosialisasi  dengan tema " Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi" 12-Feb-13

6 Sosialisasi dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Gratifikasi Kemenkes di Hotel Aston  Bandung 13-Feb-13

7 Sosialisasi dalam sosialisasi PPG di PT. Angkasa Pura II (Persero) 14-Feb-13

8 Sosialisasi  dalam acara Workshop Auditor BKKBN dengan tema "Gratifikasi" 17-Feb-13

9 Sosialisasi materi Integritas dan Gratifikasi di Kementerian Perdagangan 19-Feb-13

10 Sosialisasi Surat Himbauan Gratifikasi  di kantor  LKPP 22-Feb-13

11 Sosialisasi dalam acara Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian 26-Feb-13

12 Sosialisasi  untuk sosialisasi mengenai gratifikasi di KemKum Ham 27-Feb-13

13 Sosialisasi  dengan tema Tindak Pidana  Korupsi dan Gratifikasi di Hotel Jayakarta, Bandung 28-Feb-13

14 Sosialisasi materi Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi dalam acara Sosialisasi dan Tindak Pidana Korupsi di Kantor PLN APP Bogor 7-Mar-13

15 Sosialisasi  dalam acara Diklat DTU Keterampilan dan Penggunaan Senjata DJBC Angkatan I TA 2013 8-Mar-13

16 Sosialisasi dalam acara DTU Kesamaptaan Pusdiklat Bea dan Cukai dengan tema "Integritas PNS DAN 14-Mar-13

17 Sosialisasi dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Kementerian Hukum dan HAM RI 14-Mar-13

18 Sosialisasi gratifikasi di BI, Menara Radius Prawiro, Ruang Audio Visual Lt. 14 14-Mar-13

19 Sosialisasi Materi Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi dalam acara Sosialisasi Pengenalan Gratifikasi dan Pencegahan TPK 18-Mar-13

20 Sosialisasi  "Strategi Bank Dalam Menghadapi Aktifitas yang Berpotensi sebagai Gratifikasi 19-Mar-13

21 Sosialisasi dengan tema Pencegahan Korupsi dan gratifikasi atas undangan General Manager Jasa Sertifikasi PT. PLN (Persero)  19-Mar-13

22 Sosialisasi dengan tema "Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi" 22-Mar-13

23 Sosialisasi mendampingi Pimpinan terkait  undangan dari Pengurus Pusat  IKAHI dengan tema Gratifikasi 27-Mar-13

24 Sosialisasi Gratifikasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM  RI  di Denpasar  bali 28-Mar-13

25 Sosialisasi gratifikasi pada Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian di Kementerian ESDM RI  di Bandung 28-Mar-13

26 Sosialisasi dalam kegiatan peningkatan pemahaman pengisian formulir LHKPN dan Gratifikasi  di Kementerian ESDM dan melaporkan 
hasil kegiatan kepada atasan di Hotel  Seruni, Gunung  Pangrango, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

11-Apr-13

27 Sosialisasi dalam acara workshop   Anti Pencucian  Uang dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme Bank Indonesia dengan topik 
"Penerapan Ketentuan Gratifikasi terhadap Nasabah  Priority  Exposed Person dan Produk  / Aktivitas  Perbankan" di Hotel  Grand  Sahid 
Jaya  Hotel, Jakarta

15-Apr-13

28 Sosialisasi dalam acara Emerging Market Business Conference di Gedung B Bina Manajemen PPM School of Management 16-Apr-13

29 Sosialisasi  dalam acara workshop   Anti Pencucian  Uang dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme Bank Indonesia dengan topik 
"Penerapan Ketentuan Gratifikasi terhadap Nasabah  Priority  Exposed Person dan Produk  / Aktivitas  Perbankan" di Hotel  Grand  Sahid 
Jaya  Hotel, Jakarta

16-Apr-13

30 Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan TPK pada Dirjen SDA  Kementerian PU di Hotel Sahid, Surabaya, Jawa  Timur 24-Apr-13

31 Sosialisasi dengan materi Integritas dan Gratifikasi dalam acara DTSS Audit  Forensik TA 2013 24-Apr-13

32 Sosialisasi Gratifikasi di PT. Pertamina (Persero) 24-Apr-13

33 Sosialisasi dan mendampingi  Pimpinan KPK  untuk   undangan  sebagai Pembicara dari PT. Bank Mandiri dalam acara Leadership 
Forum di Makassar 

3-May-13

34 Sosialisasi Integritas dan Gratifikasi  dalam acara Seminar  Anti Korupsi  dan Mapping persiapan PPG di BDK di Cimahi, Jawa Barat 6-May-13

35 Sosialisasi dalam acara Talkshow Anti  Korupsi di UNIMUS Semarang,  6-May-13
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No Uraian Pelaksanaan

36 Sosialisasi pada Diklat  Teknis Substantif  Spesialisasi  dengan topik "Integritas dan Gratifikasi" di Pusdiklat  Bea Cukai Rawamangun 6-May-13

37 Sosialisasi pada acara Kampanye Pilkada Berintegritas  Calon Gubernur dan  Wakil Gubernur  Provinsi Sumatera Selatan periode 2013 
- 2018  

15-May-13

38 Sosialisasi  Gratifikasi  pada PT. Pertamina Geothermal  Energy (PGE) di Jakarta 16-May-13

39 Sosialisasi pada Kursus  Pembinaan Profesi PII di Ruang Rapat Gedung BPPT I LT. 9, Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta  Pusat 16-May-13

40 Sosialisasi Integritas dan  Gratifikasi  TA 2013 di Pusdiklat  Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta 21-May-13

41 Sosialisasi Integritas dan  Gratifikasi  TA 2013 di Pusdiklat  Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta 23-May-13

42 Sosialisasi pada PT. PGN (Persero) dalam acara Pelatihan Implementasi  Good Corporate  Governance dan Pengendalian Gratifikasi di 
Jawa Barat di Hotel Panghegar, Jl. Merdeka No. 2, Bandung

28-May-13

43 Sosialisasi dalam rangka Penyuluhan Hukum  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  di Kementerian Pertahanan  di Aula Kejuangan, 
Gedung Kapt. Piere Tendean Lt. 8, Jakarta 

30-May-13

44 Sosialisasi pada Program  Sekolah Staf  Pimpinan  Bank  Indonesia  (SESPIBI) Angkatan 31 Tahun 2013 di Ruang Serbaguna Menara  
Syafruddin Prawiranegara Lt. 3 Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta  Pusat 

31-May-13

45 Sosialisasi tentang Integritas dan Gratifikasi di Pusdiklat Bea dan Cukai Rawamangun, Jakarta Timur 7-Jun-13

46 Sosialisasi tentang Gratifikasi dan PPG  di Kanwil DJBC Sumatera Selatan di Aula Kanwil DJBC Sumbagsel, Jl. R. Sukamto No. 48, 
Sumatera Selatan 

10-Jun-13

47 Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi dalam kegiatan seminar anti korupsi di unit BPPK Wilayah  Balikpapan 10-Jun-13

48 Sosialisasi tentang Gratifikasi dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di  Pendopo Kanwil DJKN DKI Jakarta 10-Jun-13

49 Sosialisasi dan Bimtek terkait gratifikasi dan sistem pengendalian gratifikasi kepada Pegawai Negeri di PT. Pos Indonesia di Bandung 11-Jun-13

50 Sosialisasi dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Menuju Bebas dari Korupsi pada Universitas Terbuka di Pondok Cabe, Tangerang 
Selatan

11-Jun-13

51 Sosialisasi pada acara Kick Off Internalisasi GCG & Tata Nilai 6 C Refinery Unit III PT. Pertamina (Persero) dengan materi "Gratifikasi" di 
Gedung Ogan Refinery Unit III Plaju, PT. Pertamina

11-Jun-13

52 Sosialisasi dengan tema Strategi   Bank Dalam  Menghindari  Aktivitas  Yang Berpotensi  Sebagai  Gratifikasi di Hotel Planet Holiday, 
Batam, Riau.

12-Jun-13

53 Sosialisasi  tentang kepatuhan terkait Gratifikasi dan pengenalan PPG di Pemkot Depok 12-Jun-13

54 Sosialisasi Integritas dan Gratifikasi  dalam acara Diklat Fungsional  Pemeriksa Dokumen Anggaran III TA. 2013 di Pusdiklat Bea Cukai 
Rawamangun

17-Jun-13

55 Sosialisasi terkait Zona Bebas Korupsi dan Gratifikasi  kepada seluruh PNS di Pusat Pengembangan  dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan pada  Kementerian  Pertanian pada Kemendikbud RI di Cianjur, Jawa Barat 

18-Jun-13

56 Sosialisasi  Pengendalian Gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jl. Jend. A. Yani, Rawamangun 21-Jun-13

57 Sosialisasi tentang gratifikasi  dan pemberantasan  korupsi  dalam kegiatan  Diklat Fungsional  Analis  Kepegawaian Keahlian di Oproom 
Gedung Cisadane LT. IV  Jl. KS. Tubun  No. 1, Tangerang 

26-Jun-13

58 Sosialisasi tentang gratifikasi  dalam acara Internalisasi GCG  & 6 C Refinery  Unit  VI Balongan di Gedung Patra Ayu, Jawa Barat  30-Jun-13

59 Sosialisasi gratifikasi dan Pengendalian Gratifikasi  dalam Workshop Rencana Aksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menuju  
Wilayah Bebas  Korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2013  Regional II  di Hotel Aryaduta, Manado 

3-Jul-13

60 Sosialisasi gratifikasi di Balai  Kartini, Jl. Jend. Gatot  Subroto  Kav. 37, Jakarta  Selatan 4-Jul-13

61 1.	 Sosialisasi tentang  gratifikasi  dan Pengendalian gratifikasi di Kantor  Wilayah  Jakarta  Timur Ditjen Pajak  Kementerian Keuangan 
RI. 

2.	 Sosialisasi tentang  gratifikasi  dan Pengendalian Gratifikasi  pada  di kantor  wilayah  WP Besar  Ditjen  Pajak  Kemenkeu  RI di 
Kanwil DJP Jakarta  Timur

18-Jul-13

62 Sosialisasi gratifikasi  dan pengenalan PPG  terhadap PT. Pupuk  Indonesia  Holding Company dan perusahaan anak 22-Jul-13

63 Sosialisasi tentang gratifikasi  dalam workshop  GCG  for  Executive   PT.  JAMSOSTEK  (Persero) di Matahari  Room, Hotel 
Aryaduta, Semanggi, DKI Jakarta

22-Jul-13

64 Sosialisasi gratifikasi  dan pengenalan PPG  terhadap PT. Pupuk Iskandar  Muda  (PIM) di Kantor Pusat  Lhoksuemawe 23-Jul-13
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65 Sosialisasi gratifikasi  dan pengenalan PPG  terhadap PT.  Petrokimia Gresik (PKG), Gresik, Jawa Timur 24-Jul-13

66 Sosialisasi gratifikasi  dan pengenalan PPG  terhadap PT. Pupuk  Kujang  (PKC) Cikampek, Jawa  Barat 24-Jul-13

67 Sosialisasi gratifikasi  dan pengenalan PPG  terhadap PT. Pupuk  Kaltim di Kantor  Pusat   PKT, Bontang, Kalimantan Timur 28-Jul-13

68 Sosialisasi gratifikasi  dan pengenalan PPG  terhadap PT. Pupuk  Sriwidjaja (Pusri) di Kantor  Pusat  PT. PUSRI, Palembang, 
Sumatera  Selatan 

30-Jul-13

69 Sosialisasi  Program Pengendalian Gratifikasi  dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan PPG di  Pem Prov  Sumatera  Barat 20-Aug-13

70 Sosialisasi  dan tata  cara  pelaporan gratifikasi di Hotel  Amaroossa, Bogor, Jawa  Barat   22-Aug-13

71 Sosialisasi  pada acara regional  "Asian Workshop on Strengthening  Collective Action between  Public _ Private- Civil Society in 
Addressing  Corruption  on Bribery" di Hotel  Atlet  Century  Park,  Jakarta

29-Aug-13

72 Sosialisasi dengan tema Gratifikasi  dan Tata  Cara  Pelaporan Gratifikasi di  Hotel  Amarosa  Jln. Otto Iskandar  Dinata, Bogor, 
Jawa  Barat

3-Sep-13

73 Sosialisasi tentang Gratifikasi  dan anti korupsi dalam acara Diklat  Fungsional  Analisis Kepegawaian  Keahlian di Kementerian 
PU di Badan Diklat Fungsional, Pusdiklat  Kementerian PU, Jl. Abdul Hamid   Cicaheum, Bandung, Jabar 

4-Sep

74 Sosialisasi dengan tema Integritas  dan Anti Korupsi di Pusdiklat Bea Cukai  Rawamangun, DKI Jakarta 4-Sep-13

75 Sosialisasi dengan materi ceramah  tentang Integritas  dan Gratifikasi  di Pusdiklat  Bea  dan Cukai  Rawamangun, Jakarta  Timur 5-Sep-13

76 Sosialisasi dengan materi  "Integritas dan Gratifikasi" di Pusdiklat Bea  Cukai  Rawamangun, Jakarta  Timur 9-Sep-13

77 Sosialisasi  dalam acara Diskusi Panel  dalam rangka  Kegiatan  Sosialisasi  Internal Audit 10-Sep-13

78 Sosialisasi dengan materi  "Internalisasi  Gratifikasi" di  PT. Pertamina 11-Sep-13

79 Sosialisasi  tentang Gratifikasi  dalam acara  Pendidikan dan  Budaya Anti  Korupsi di Balairung  Soesilo  Soedarman, Kemente-
rian  Pariwisata dan  Ekonomi Kreatif  Gedung Sapta  Pesona, DKI Jakarrta

12-Sep-13

80 Sosialisasi tentang gratifikasi  dalam acara Sosialisasi  Pendidikan Budaya  Anti  Korupsi di Grand  Mercure Harmoni, Jl. Hayam 
Wuruk, Ruang Topas  lantai  3

13-Sep-13

81 Sosialisasi Pencegahan  Gratifikasi  di instansi Pemerintah  di Hotel Ambhara 16-Sep-13

82 Sosialisasi dengan topik Efektivitas  Penerapan Pasal 12 B Jo  Pasal 12 C UU tipikor  di Ruang  Kemuning, Hotel Gren Alia, Jl. 
Cikini  Raya No. 46

18-Sep-13

83 Sosialisasi tentang  Gratifikasi  dalam acara  Pelaksanaan Pendidikan dan  Budaya  Anti  Korupsi  di Hotel Mirah, Jawa  Barat 20-Sep-13

84 Sosialisasi dengan topik  Gratifikasi  & Benturan Kepentingan di Gedung  Diklat RSUP  Dr. Kariadi, Semarang 23-Sep-13

85 Menghadiri  undangan  sebagai narasumber  tentang Undang - Undanga Tipikor  terkait Gratifikasi  dalam acara  Pembinaan  
Kepegawaian  dan Rapat  Pimpinan  Triwulan III  Thn 2013 di Aula  Kantor  Kementerian Agama. 

7-Oct-13

86 Menghadiri  undangan  sebagai narasumber  materi Integritas  dan Gratifikasi  dalam acara  Diklat  Teknis  Subsantif  Dasar  
kepabeanan  dan Cukai Angkatan IV  TA  2013 di Pusdiklat  Bea  Cukai, Rawamangun,  Jakarta  Timur 

2-Oct-13

87 Menghadiri undangan  sebagai narasumber dengan materi "Integritas  dan  Gratifikasi" di Pusdiklat  Bea  Cukai, Rawamangun,  
DKI Jakarta.

11-Oct-13

88 Menghadiri undangan sebagai tenaga  pengajar dengan materi Gratifikasi  dan  Anti  Korupsi di Kampus Pusat  Pengembangan  
Tenaga  Kependidikan, Sawangan, Jawa  Barat

11-Oct-13

89 Menjadi narasumber dalam acara  sosialisasi anti korupsi dan pengenalan gratifikasi  di  Ditjen  Peternakan dan  Kesehatan 
Hewan, Kementerian  Pertanian di Hotel Padjajaran Suites, Bogor

12-Oct-13

90 Menghadiri  undangan sebagai narasumber  dengan materi Pengelolaan Gratifikasi  di lingkungan Kementerian ESDM dan Pe-
nyusunan Draft Pedoman Pelaporan  Gratifikasi di  lingkungan Kementerian ESDM di Grand Zuri Hotels, BSD  Serpong, Banten 

11-Oct-13

91 Menghadiri undangan sebagai narasumber  pada acara  Sosialisasi Pengendalian  Gratifikasi di Bareskrim Polri 18-Oct-13

92 Menghadiri  undangan sebagai narasumber  dalam acara  Sosialisasi   LHKPN dan Gratifikasi  kepada  Pegawai Negeri/ Penye-
lenggara Negara  di lingkungan Kementerian ESDM

22-Oct-13

93 Menghadiri  undangan sebagai narasumber  dengan materi Gratifikasi  di RSUP  Fatmawati,  Cilandak  22-Oct-13

94 Melakukan sosialisasi  gratifikasi dan PPG  kepada Pejabat di  PT Pos Indonesia, Bandung 24-Oct-13
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95 Menghadiri undangan sebagai narasumber  dengan tema : Culture  and Corruption, Provisional Programme di Hotel Aryaduta, Medan, 
Sumatera Utara

23-Oct-13

96 Memfasilitasi dan menjadi narasumber  dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Pegawai Negeri  di Pemkot  Depok di Hotel Palace 
Puncak, Jawa Barat

30-Oct-13

97 Menghadiri  undangan sebagai  keynote  speaker  dan narasumber  dalam seminar  nasional  dengan tema Peranan 4 Pilar  Kebang-
saan  dalam mencegah terjadinya  fraud  di  Indonesia di UIN Syarif  Hidayatullah, DKI Jakarta

31-Oct-13

98 Menghadiri  undangan sebagai narasumber  tentang  Pencegahan  Korupsi  dan Pengendalian Gratifikasi  dalam acara  Sosialisasi  
Pencegahan Korupsi  dan Pengendalian Gratifikasi  di Hotel  Aryaduta, Palembang

12-Nov-13

99 Undangan narasumber tentang  Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi  dalam acara  Sosialisasi  Pencegahan  Korupsi  dan 
Pengendalian Gratifikasi di Hotel Senyiur  Balikpapan, Jl. ARS Mohammad  No. 7, Kalimantan Timur

14-Nov-13

100 Menghadiri  undangan sebagai narasumber  tentang  Pencegahan  Korupsi  dan Pengendalian Gratifikasi  dalam acara  Sosialisasi  
Pencegahan Korupsi  dan Pengendalian Gratifikasi  di Hotel  Said Rich Jogya, Jl. Raya  Magelang Km. 6 No. 18, Sinduadi, Yogyakarta

18-Nov-13

101 Menghadiri  undangan sebagai narasumber  worskhop menuju BUMN Bersih di PT. Garuda  Indonesia, Persero (Tbk) di ruang Audito-
rium Lantai Dasar Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City, Cengkareng, DKI Jakarta

12-Nov-13

102 Menghadiri undangan  sebagai narasumber  dengan tema  Integritas dan Gratifikasi di Pusdiklat  Bea  Cukai, Rawamangun, Jakarta  
Timur

14-Dec-13

103 Menghadiri  undangan sebagai  tenaga  penceramah dengan tema  Integritas  dan Gratifikasi di Bea Cukai  Rawamangun, Jakarta  
Timur

13-Nov-13

104 Menghadiri  undangan  narasumber  dengan tema Gratifikasi  di Hotel Putri  Duyung, Ancol, Jakarta 13-Nov-13

105 Menghadiri  undangan sebagai narasumber pada  International Workshop on Innovation in Public  Administration di LAN 15-Nov-13

106 Menghadiri  undangan narasumber dengan materi "Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi" di RSUP H. Adam Malik,  Jl. 
Bunga  Lau No. 17, Medan

17-Nov-13

107 Narasumber dengan tema "Tugas dan Fungsi KPK dikaitkan dengan tema Diklat Intelstart Tingkat II BIN yakni Pemikiran Strategis Men-
gantisipasi Ancaman Dalam dan Luar Negeri Termasuk Kesiapan Unsur Pendukung Dalam Rangka Mensukseskan  Penyelenggaraan 
Pemilu 2014 di Pusdiklat BIN, Gedung D Lt. II, Jl. Joe, Jagakarsa

19-Nov-13

108 Undangan sebagai  narasumber  dengan tema Memahami Gratifikasi  di PT. PLNAPB DKI Jakarta dan Banten, Jl. Mayjen Sutoyo No. 
01, Cililitan, Jakarta Timur

28-Nov-13

109 Sosialisasi tentang Gratifikasi  dan PPG di Badan Pengawas Pemilu  Prov. Regional I  di Makassar, Sulawesi Selatan 28-Nov-13

110 Sosialisasi pencegahan korupsi dan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di perusahaan pembiayaan tgl 06 Desember  
2013 di Denpasar, Bali tgl 06 Desember 2013

6-Dec-13

111 Acara  Sosialisasi di Batam tgl 03 Desember  2013 3-Nov-13

112 Narasumber Inspektorat Jenderal  Kementerian Perhubungan 6-Dec-13

113 Menghadiri undangan pemateri Gratifikasi dalam acara Diklat Audit Barang  dan Jasa PNBP AHU  di Kementerian Hukum dan HAM RI 
tgl 04 Desember  2013

4-Dec-13

114 Sosialisasi Kementerian Hukum dan HAM di Depok  

115 Sosialisasi di PT. Jamsostek tgl 11 Desember  2013 11-Dec-13

116 Narasumber dengan materi Memahami TPK bagi Aparat tgl 5 – 6 Desember  2013 di Hotel Oasis Amir, Jakarta 6-Dec-13

117 Undangan sosialisasi gratifikasi  pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan  Tahapan Pemilu KPU dgn KPU Provinsi tgl 06 Desember  2013 di 
Hotel Borobudur,  Jakarta

6-Dec-13

118 Menghadiri undangan sebagai tenaga pengajar/penyaji dalam acara 'Seminar Korupsi, Gratifikasi dan Money Laundering' kepada 
pegawai Bea dan Cukai

9-Dec-13

119 Undangan sebagai nara sumber  dengan tema Menciptakan Lingkungan  Kerja yang bersih dan bebas dari korupsi di BNN tgl 17 
Desember 2013

17-Dec-13

120 Undangan narasumber acara  Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat  Kabinet di Kementerian Sekretariat  Negara  tgl 16 
Desember  2013

16-Dec-13



Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat 2013

URAIAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Jumlah

Jumlah Laporan 
Pengaduan 
Masyarakat

479 520 636 648 784 690 755 492 652 937 747 659 7999

Jumlah Laporan 
Yang Telah Selesai 
Telaah

466 486 527 567 658 590 601 408 519 782 640 572 6816

Jumlah Laporan 
Dugaan TPK 
Yang Dapat 
Ditindaklanjuti 
Sesuai 
Kewenangan KPK

371 373 410 431 535 447 454 325 420 638 545 488 5437
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Indikasi TPK – Non TPK 2013

URAIAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Jumlah

Indikasi TPK 284 325 327 364 386 384 410 259 324 474 380 365 4282

Indikasi Non TPK 183 164 203 204 273 206 193 153 198 319 275 244 2615

Pengaduan Masyarakat per Provinsi di Indonesia

Provinsi AGENDA NON 
AGENDA

TOTAL

BALI 35 41 76

BANTEN 52 87 139

BENGKULU 85 39 124

D.I. YOGYAKARTA 29 54 83

DKI JAKARTA 569 700 1269

GORONTALO 10 13 23

JAMBI 63 69 132

JAWA BARAT 262 416 678

JAWA TENGAH 153 284 437

JAWA TIMUR 282 391 673

KALIMANTAN BARAT 59 58 117

KALIMANTAN SELATAN 38 65 103

KALIMANTAN TENGAH 60 83 143

KALIMANTAN TIMUR 85 97 182

KEPULAUAN BANGKA 24 15 39

KEPULAUAN RIAU 31 25 56

LAMPUNG 53 97 150

MALUKU 52 41 93

Provinsi AGENDA NON 
AGENDA

TOTAL

MALUKU UTARA 11 16 27

NANGGROE ACEH 84 52 136

NUSA TENGGARA BARAT 58 41 99

NUSA TENGGARA TIMUR 38 53 91

PAPUA 58 31 89

PAPUA BARAT 21 14 35

RIAU 113 118 231

SULAWESI BARAT 6 12 18

SULAWESI SELATAN 71 93 164

SULAWESI TENGAH 30 18 48

SULAWESI TENGGARA 39 32 71

SULAWESI UTARA 55 40 95

SUMATERA BARAT 54 71 125

SUMATERA SELATAN 151 176 327

SUMATERA UTARA 310 418 728

Total Seluruh Provinsi 3041 3760 6801



Tindak Lanjut Laporan Masyarakat

Sepanjang 2013, jumlah laporan (pengaduan) masyarakat yang telah ditelaah, dilakukan tindak 
lanjut ke pihak-pihak terkait. Pertama, terdapat 581 laporan masyarakat yang diteruskan ke 
Internal KPK. Kedua,  222 laporan masyarakat yang diteruskan dengan penyampaian surat 
kepada instansi berwenang. Ketiga, 1.737 laporan masyarakat yang disampaikan kembali ke 
pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan berkas-berkas yang masih dalam proses 
reviu dan perbaikan hasil reviu. 

Tindak Lanjut ke Internal

URAIAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Jumlah

Bidang Lainnya 9 5 4 2 2 1 3 2 2 4 2 2 38

Pencegahan 8 6 6 5 8 8 9 5 7 11 9 4 86

Penindakan 52 25 22 29 22 59 46 35 18 27 27 27 389

Pimpinan 18 8 6 9 11 16 15 3 4 6 5 8 109

TOTAL 87 44 38 45 43 84 73 45 31 48 43 41 622

Tindak Lanjut ke Eksternal

URAIAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Jumlah

BPK 5 2 2 2 2 5 4 1 1 2 26

BPKP 2 2 4

Bawasda 1 1

Itjen & LPND 6 5 4 4 2 2 10 4 2 4 5 2 50

Kejaksaan 1 12 12 7 9 6 3 3 5 3 2 63

Kepolisian 9 1 4 4 3 4 3 1 4 1 34

MA 11 4 2 7 5 6 6 3 7 13 1 65

Lainnya 2 1 3

Tanggapan 
Atas 
Pengaduan

167 183 101 160 122 202 181 142 82 203 187 143 1873

TOTAL 190 203 122 191 142 228 214 155 87 221 213 153 2119

Diteruskanke Internal KPK

Diteruskan dengan 
penyampaian surat 
kepada instansi 
berwenang

Disampaikan kembali 
ke pelapor dan masih 
dalam proses reviu
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PENYELIDIKAN

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan terhadap 81 (delapan puluh satu) kasus. 

PENYIDIKAN

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 102 (seratus dua) perkara, yang terdiri dari perkara 
sisa tahun 2012 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara dan perkara tahun 2013 sebanyak 70 
(tujuh puluh) perkara, yaitu :

1.	 Perkara TPK pemberian sejumlah uang kepada anggota Komisi IV DPR RI dan pejabat 
Departemen Kehutanan RI terkait dengan Proses Pengajuan Anggaran Sistem Komunikasi 
Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan tahun 2007-2008 atas nama tersangka AW 
dkk (swasta).

2.	 Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan peralatan medik dari sisa dana pelayanan 
kesehatan bagi penduduk miskin dalam rangka wabah flu burung (Avian Influenza) pada 
Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dalam pelaksanaan pengadaan 
peralatan kesehatan penanganan wabah flu burung (Avian Influenza) dana APBN-P 
Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes TA. 2006 atas nama tersangka MAH 
(Sesditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2006) dkk.

3.	 Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan alat kesejahteraan dan perbekalan dalam 
rangka wabah flu burung (Avian Influenza) Dana APBN Direktorat Bina Pelayanan Medik 
Dasar Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun Anggaran 2006 atas 
nama tersangka RDU (Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Bina 
Pelayanan Medik Depkes RI) dkk.

4.	 Perkara TPK dalam pelaksanaan pengadaan reagen dan consumable penanganan virus 
flu burung dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen 
Kesehatan RI TA. 2007 atas nama tersangka RDU (Direktur Bina Pelayanan Medik Depkes 
RI Tahun 2007) dkk.

PENINDAKAN



5.	 Perkara TPK 
dalam pelaksanaan 

pengadaan peralatan 
kesehatan untuk 

melengkapi rumah sakit 
rujukan penanganan flu burung 

pada Direktorat Jenderal Bina 
Pelayanan Medik Departemen 

Kesehatan RI dari DIPA APBN-P pada 
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik 

Departemen Kesehatan RI TA. 2007 atas 
nama tersangka RDU (Direktur Bina Pelayanan 

Medik Depkes RI Tahun 2007) dkk.

6.	Perkara TPK penerimaan hadiah atau pemberian 
berupa uang kepada pemeriksa Badan Pemeriksa 

Keuangan Sulawesi Utara pada tahun 2008 Laporan 
Keuangan Pemerintah Kota Tomohon TA. 2007 atas nama 
tersangka JSMR (Wali Kota Tomohon).

7.	 Perkara TPK dalam pengelolaan anggaran Inspektorat 
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 atas 
nama tersangka MS (Irjen Depdiknas RI).

8.	 Perkara TPK penerimaan sesuatu atau uang yang didua 
diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dkk terkait dengan 
proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina 
(Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka SAM 
(mantan Direktur Pengolahan/Pensiunan PT. Pertamina).

9.	 Perkara TPK memberikan sesuatu atau uang kepada Direktur 
Pengolahan PT. Pertamina Persero dan pihak lainnya terkait 
dengan proyek Pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. 
Pertamina (Persero) tahun 2004-2005 atas nama tersangka 
WSL (Direktur PT. Sugih Interjaya).

10.	 Perkara TPK dalam pengelolaan Dana Penyelenggaraan 
Kegiatan Pertemuan-pertemuan/Sidang Internasional paga 
Departemen Luar Negeri Periode Tahun 2004 s.d. 2005 atas 
nama tersangka SP (mantan Sekjen Deplu RI).

11.	 Perkara TPK dalam penerimaan hadiah/janji padahal patut 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 
sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan 
penganggaran dan pelaksanaan proyek yang dikerjakan PT. 
DGI dll Tahun 2010 dan Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU) terkait dengan TPK sehubungan dengan transaksi 
pembelian saham PT. Garuda di Mandiri Sekuritas oleh PT. 
Permai Raya Wisata, PT. Cakrawala Abadi, PT. Exartech 
Technologi Utama, PT. Pasific Putra Metropolitan, PT. 
Darmakusumah dan transaksi lainnya atas nama tersangka 
MN (swasta).

12.	 Perkara TPK bersama-sama atau turut serta terkait dengan 
perbuatan Eddie Widiono Suwondho dalam Pengadaan 
Outsourcing Roll Out Customer Information System 
Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN 
(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan Hariadi 
Sadono dalam Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem 
Manajemen Pelanggan (Customer Management System) 
berbasis teknologi informasi pada PT. PLN Distribusi Jawa 
Timur tahun 2004 s.d. 2008 atas nama tersangka GAG 
(swasta).

13.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan 
pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa 
di Kementerian Agama RI TA. 2010 s.d. 2012 atas nama 
tersangka ZD (anggota DPR RI Komisi VIII/anggota Badan 
Anggaran DPR RI) dan DPZP (swasta).

14.	 Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan 
PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka AA (anggota 
DPRD Prov Riau).

15.	 Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan 
PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka BAS (anggota 
DPRD Prov Riau).

16.	 Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
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Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan 
PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka TM (anggota 
DPRD Prov Riau).

17.	 Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan 
PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka ZH (anggota 
DPRD Prov Riau).

18.	 Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan 
PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka SH (anggota 
DPRD Prov Riau).

19.	 Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan 
PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka MRZ (anggota 
DPRD Prov Riau).

20.	 Perkara TPK berupa menerima hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan 
PON XVIII Prov. Riau atas nama tersangka TA (anggota DPRD 
Prov. Riau).

21.	 Perkara TPK terkait dengan Pembangunan/Pengadaan/
Peningkatan Sarana Prasarana olahraga di Hambalang TA. 
2010-2012 atas nama tersangka DK (PPK pada Kementerian 
Pemuda dan Olahraga).

22.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan 
proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
Tarahan Lampung Tahun 2004 atas nama tersangka IEM 
(anggota DPR).

23.	 Perkara TPK dalam Pengadaan Driving Simulator Roda Dua 
(R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes 
Polri TA 2011 atas nama tersangka DS (Gubernur Akademi 
Kepolisian).

24.	 Perkara TPK dalam Pengadaan Driving Simulator Roda Dua 
(R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri 
TA 2011 atas nama tersangka BS (swasta).

25.	 Perkara TPK dalam Pengadaan Driving Simulator Roda Dua 
(R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri 
TA 2011 atas nama tersangka DP (Polri) .

26.	 Perkara TPK dalam pengadaan Driving Simulator Roda Dua 
(R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri 
TA 2011 atas nama tersangka SSB (swasta).

27.	 Perkara TPK memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai 
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran 
bersama-sama dengan Fahd El Fouz atas nama tersangka 
HAS als HSB (swasta). 

28.	 Perkara TPK pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana 
dan prasarana olahraga di Hambalang TA 2010-2012 atas 
nama tersangka AAM (Menteri Pemuda dan Olahraga/
Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan 
Olahraga).

29.	 Perkara TPK dalam pemberian FPJP/Fasilitas Pendanaan 
Jangka Pendek dan Penetapan Bank Century sebagai bank 
gagal berdampak sistemik atas nama tersangka BM (Deputi 
Gubernur Bank Indonesia Bidang IV).

30.	 Perkara TPK penggunaan dana kas daerah Pemerintah Kota 
Tomohon TA 2009 dan 2010 atas nama tersangka JSMR 
(Wali Kota Tomohon Periode 2005-2010).

31.	 Perkara TPK menerima pemberian hadiah/janji padahal 
diketahui atau patut diketahui bahwa hadiah/janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar mau melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya dan atau pegawai 
negeri/penyelenggaran negara yang pada waktu 
melaksanakan tugas, meminta, menerima, atau memotong 
pembayaran kepada pegawai negeri/penyelenggaran negara 
yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang atas 
nama tersangka IW (Plt. Panitera Muda pada Pengadilan 
Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung).



37.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas 
nama tersangka MT (Wakil Ketua DPRD Kab. Seluma Periode 
2009-2014).

38.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas 
nama tersangka JS (Wakil Ketua DPRD Kab. Seluma).

39.	 Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota 
impor daging pada Kementerian Pertanian atas nama 
tersangka AAE alias DIO (swasta).

40.	 Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota 
impor daging pada Kementerian Pertanian atas nama 
tersangka JE (swasta).

41.	 Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji untuk 
Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan kuota 
impor daging pada Kementerian Pertanian atas nama 
tersangka AF (swasta).

42.	 Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji untuk 
Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan kuota 
impor daging pada Kementerian Pertanian atas nama 
tersangka LHI (anggota DPR RI/Presiden Partai PKS).

43.	 Perkara TPK turut serta dengan H.Tengku Azmun Jaafar 
terkait dengan penilaian dan pengesahan Bagan Kerja 
Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
(BKUPHHKHT) pada areal yang diberikan ijin UPHHK-HT 
tahun 2001-2006 di Wilayah Kabupaten Pelalawan kepada 
sejumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan melakukan TPK terkait dengan penilaian 
dan pengesahan BKUPHHKHT pada areal yang diberikan 
IUPHHK-HT oleh Arwin AS tahun 2001-2007 di Wilayah 
Kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas nama tersangka 
RZ (Gubernur Riau).

32.	 Perkara TPK 
dalam pengadaan 

dan pemasangan 
Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) berupa Solar 
Home System (SHS) dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hidro (PLTMH) pada Direktorat 

Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi 
Departemen Energi dan Sumber Daya 

Mineral (LPE ESDM) tahun anggaran 2009 
atas nama tersangka JP (Dirjen LPE Departemen 

ESDM). 

33.	Perkara TPK dalam pengadaan paket pekerjaan 
penggandaan kitab suci Al Quran APBN-P 2011 dan APBN 

2012 pada Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama 
atas nama tersangka AJ (PPK pada Ditjen Bimas Islam 
Kementerian Agama RI).

34.	 Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, megubah bentuk, dan atau 
menyembunyikan/menyamarkan asal usul, sumber, 
lokasi, kepemilikan, dan atau perbuatan menerima atau 
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau 
menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut 
diduga merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka 
DS (Gubernur Akademi Kepolisian).

35.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas 
nama tersangka ZR (Ketua DPRD Kab. Seluma Periode 
2009-2014).

36.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan 
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas 
nama tersangka PW (anggota DPRD Kab. Seluma Periode 
2009-2014).
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44.	 Perkara TPK turut serta dengan Lukman Abbas dalam 
melakukan TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan 
Pengajuan Anggaran oleh Pemerintah Pemda Prov. Riau 
kepada Kemenpora dan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan pelaksanaan kelanjutan pekerjaan venues PON XVIII 
Riau atas nama tersangka RZ (Gubernur Riau).

45.	 Perkara TPK turut serta dengan Lukman Abbas dalam 
melakukan TPK memberi hadiah atau janji kepada M. Faisal 
Aswan dan M Dunir terkait dengan persetujuan DPRD Prov. 
Riau dalam usulan perubahan Perda Prov. Riau No.6 Th 2010 
tentang Peningkatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak 
untuk Pembangunan Venues Kegiatan PON XVIII Prov. Riau 
atas nama tersangka RZ (Gubernur Riau).

46.	 Perkara TPK penerimaan hadiah atau janji terkait dengan 
proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proses 
Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional 
(P3SON) di Desa Hambalang, Kec Cietereup, Kab Bogor, 
Prov. Jawa Barat atau proyek-proyek lainnya atas nama 
tersangka AU (anggota DPR RI).

47.	 Perkara TPK dalam proyek Pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di 
Hambalang TA 2010-2012 atas nama tersangka TBMN 
(Kepala Divisi Konstruksi I Jakarta/Direktur Operasi I PT. 
Adhi Karya (Persero) Tbk TA 2009-2012 selaku Pelaksana 
Pekerjaan P3SON).

48.	 Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah 
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, 
lokasi, kepemilikan, atau perbuatan menerima atau 
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 
sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan 
yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 
pidana atas nama tersangka AF (swasta).

49.	 Perkara TPK menerima pemberian atau janji terkait dengan 
penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai 
penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota 
Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku 
mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota 
Bandung dkk atas nama tersangka SBTC (Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri Bandung).

50.	 Perkara TPK menerima pemberian atau janji terkait dengan 
penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai 
penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota 
Bandung TA. 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku 
Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota 
Bandung dkk atas nama tersangka AT (swasta).

51.	 Perkara TPK menerima pemberian atau janji terkait dengan 
penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai 
penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota 
Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku 
Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah 
Kota Bandung dkk atas nama tersangka HN (Kepala 
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 
Pemerintah Kota Bandung).

52.	 Perkara TPK menerima pemberian atau janji terkait dengan 
penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai 
penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota 
Bandung TA. 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku 
Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota 
Bandung dkk atas nama tersangka TH (swasta).

53.	 Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah 
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau perbuatan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, 
lokasi, kepemilikan, atau perbuatan menerima atau 
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 
hibah, sumbangan, penitipan atau menggunakan harta 
kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil 



Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya 
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama 
tersangka UJ (PNS Dinas Pendidikan Kab Bogor) dan LW 
(Pegawai Honorer pada Pemerintah Kabupaten Bogor).

60.	 Perkara TPK pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai 
negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten 
Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau 
pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013 atas 
nama tersangka SP (swasta).

61.	 Perkara TPK pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai 
negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten 
Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau 
pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013 atas 
nama tersangka MHB (Bupati Mandailing Natal).

62.	 Perkara TPK pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai 
negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten 
Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau 
pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013 atas 
nama tersangka KAD (Plt. Kadis PU Kabupaten Mandailing 
Natal).

63.	 Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak 
yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak 
PT. Master Steel atas nama tersangka MDI (PPNS Pajak).

64.	 Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak 
yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak 
PT. Master Steel atas nama tersangka ED (PPNS Pajak).

65.	 Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak 
yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak 
PT. Master Steel atas nama tersangka TM (swasta).

66.	 Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak 
yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak 
PT. Master Steel atas nama tersangka DS (swasta).

67.	 Perkara TPK berupa penyuapan terkait pemeriksaan pajak 
yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak 
PT. Master Steel atas nama tersangka EK (swasta).

tindak pidana atas 
nama tersangka 

LHI (anggota DPR RI/
Presiden Partai PKS).

54.	 Perkara TPK berupa Pegawai 
negeri/penyelenggara negara 

dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum atau dengan 
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 

seseorang memberikan sesuatu terkait dengan 
pemeriksaan pajak atas nama tersangka PR 

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS pada Kanwil 
Dirjen Pajak Jakarta Pusat).

55.	 Perkara TPK berupa memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan 
Kuota Impor Daging pada Kementerian Pertanian atas nama 
tersangka MEL (swasta).

56.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari PT. Garindo 
Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 
m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat 
Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya 
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama 
tersangka NS (swasta).

57.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari PT. Garindo 
Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 
m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat 
Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya 
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama 
tersangka ID (Ketua DPRD Kabupaten Bogor).

58.	 Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada Pegawai 
negeri/penyelenggara negara terkait dengan Pemberian Ijin 
Lokasi untuk kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman 
Bukan Umum (TPBU) seluas +/- 1.000.000 m2 di Desa 
Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas 
nama tersangka SS (swasta).

59.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari PT.. Garindo 
Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 
m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat 
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68.	 Perkara TPK dalam pengadaan dan instalasi infrastruktur 
IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) 
Tahun 2010-2011 atas nama tersangka TN (Wakil Rektor 
Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum Universitas 
Indonesia).

69.	 Perkara TPK berupa memberikan atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu 
Amran Batalipu selaku Bupati Buol terkait dengan Proses 
Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama 
PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantation 
yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol atas nama 
tersangka TL (swasta).

70.	 Perkara TPK berupa memberi hadiah atau janji terkait 
dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi 
mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah 
Kota Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan 
terdakwa Rochman (mantan Bendahara Pengeluaran 
Sekretariat Daerah Kota Bandung) atas nama tersangka DR 
(Wali Kota Bandung).

71.	 Perkara TPK berupa memberi hadiah atau janji terkait 
dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi 
mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah 
Kota Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan 
terdakwa Rochman (mantan Bendahara Pengeluaran 
Sekretariat Daerah Kota Bandung) atas nama tersangka ES 
(Sekda Kota Bandung).

72.	 Pekara TPK dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Dermaga Bongkar yang dibiayai APBN TA, 2006-2010 atas 
nama tersangka HS (swasta).

73.	 Pekara TPK dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan 
Dermaga Bongkar yang dibiayai APBN TA. 2006-2010 atas 
nama tersangka RI (PPK Satker Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan BPKS (Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Sabang).

74.	 Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama melakukan 
atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 
terkait dengan perbuatan Kartini Juliana Marpaung terkait 
dengan penanganan perkara TPK penyimpangan anggaran 

pemeliharaan mobil dinas Sekretrariat DPRD Kab. Grobogan 
TA. 2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang dengan 
terdakwa Muhammad Yaeni atas nama tersangka P (Majelis 
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Semarang).

75.	 Perkara TPK sebagai orang yang bersama-sama melakukan 
atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 
terkait dengan perbuatan Kartini Juliana Marpaung terkait 
dengan penanganan perkara TPK penyimpangan anggaran 
pemeliharaan mobil dinas Sekretrariat DPRD Kab. Grobogan 
TA. 2006-2008 di Pengadilan Negeri Semarang dengan 
terdakwa Muhammad Yaeni atas nama tersangka A (Majelis 
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Semarang).

76.	 Perkara TPK berupa pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud 
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan 
pengurusan kasasi kasus pidana penipuan dengan terdakwa 
Hutomo Wijaya Ongowarsito atas nama tersangka MCB 
(swasta).

77.	 Perkara TPK berupa pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud 
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan 
pengurusan kasasi kasus pidana penipuan dengan terdakwa 
Hutomo Wijaya Ongowarsito atas nama tersangka DS 
(pegawai pada Mahkamah Agung RI).

78.	 Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh 
penyelenggara negara terkait dengan Pemeriksaan Pajak di 
PT. Delta Internusa, PT. Nusa Raya Cipta dan perusahaan 
lainnya atas nama tersangka ED (PPNS Pajak).

79.	 Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh 
penyelenggara negara terkait dengan Pemeriksaan Pajak di 
PT. Delta Internusa, PT. Nusa Raya Cipta dan perusahaan 
lainnya atas nama tersangka MDI (PPNS Pajak).



87.	 Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan 
maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang 
diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan 
Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan 
Tengah, atas nama tersangka CNA (swasta). 

88.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim 
berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak Provinsi Banten 
2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama 
tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi 
RI).

89.	 Perkara TPK membantu menerima hadiah atau janji oleh 
hakim berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi 
Banten 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka 
STA (swasta).

90.	 Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan 
maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang 
diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan 
Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Kabupaten Lebak Banten Provinsi Banten 2013 di 
Mahkamah Konstitusi RI atas nama tersangka TCWC alias 
TB. CW (swasta).

91.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh Hakim 
berkaitan dengan penanganan perkara yang berada di 
lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk 
mengadili, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi 
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, 
dan atau penerimaan gratifikasi atas nama tersangka AM 
(Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).

92.	 Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan 
menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas 
harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya hasil 
TPK dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan 

80.	 TPK menerima 
hadiah atau janji 

terkait dengan kegiatan 
yang dilakukan SKK Migas 

tahun 2012-2013 atas nama 
tersangka RR (Kepala SKK 

Migas).

81.	 TPK menerima hadiah atau janji 
terkait dengan kegiatan yang dilakukan 

SKK Migas tahun 2012-2013 atas nama 
tersangka D (swasta).

82.	 TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan 
kegiatan yang dilakukan SKK Migas tahun 2012-2013 

atas nama tersangka SG (swasta).

83.	 TPK perbuatan turut serta dengan Sentot Susilo dalam 
melakukan TPK memberikan hadiah atau janji kepada PN 
atau Penyelenggara Negara terkait dengan Pemberian Ijin 
lokasi untuk kegiatan Pembangunan Tempat Pemakaman 
Bukan Umum (TPBU) L +/- 1.000.000 m2 di Desa Antajaya 
Tanjung Sari Kab Bogor atas nama tersangka SRS(Kepala 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/
BAPPEBTI).

84.	 Perkara TPK menerima hadiah atau janji oleh hakim 
berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi 
Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI atas 
nama tersangka AM (Hakim Konstitusi pada Mahkamah 
Konstitusi RI).

85.	 Perkara TPK membantu menerima hadiah atau janji oleh 
hakim berkaitan dengan Penanganan Perkara Sengketa 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas 
Provinsi Kalimantan Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi RI 
atas nama tersangka CN (anggota DPR RI 2009-2014).

86.	 Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan 
maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang 
diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan 
Penanganan Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan 
Tengah, atas nama tersangka HB (Bupati Gunung Mas 
Kalimantan Tengah).
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asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, 
pengalihan hak-hak atau kepemilikan yg sebenarnya atas 
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil TPK atas nama tersangka AM (Hakim 
Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI).

93.	 Perkara TPK dalam Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di 
Hambalang TA. 2010-2012 atas nama tersangka MS (swasta).

94.	 Perkara TPK pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum 
Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 
2012 atas nama tersangka TCWC alias TB. CW (swasta).

95.	 Perkara TPK pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum 
Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 
2012 atas nama tersangka DP (swasta).

96.	 Perkara TPK pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum 
Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBDP Tahun Anggaran 
2012 atas nama tersangka MJ (Kepala Bidang Sumber Daya 
Kesehatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Dinas 
Kesehatan Pemkot Tangsel/PPK).

97.	 Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan 
menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 
mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas 
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka RR 
(Kepala SKK Migas).

98.	 Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan 
menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 
mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas 
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka D 
(swasta).

99.	 Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan 
, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke 
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata 
uang atau surat berharga atau lain atas harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul Harta Kekayaan, atau perbuatan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, 
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas 
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka IW 
(Plt. Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial 
Pengadilan Negeri Bandung).

100.	Perkara TPK menerima hadiah atau janji padahal diketahui 
atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 
dengan kewajibannya atau hadiah atau janji tersebut 
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan 
pengurusan perkara tindak pidana menempatkan keterangan 
palsu di atas bukti autentik dan pemalsuan atas sertifikat 
tanah dengan dengan terlapor Sugiharta alias Along atas 
nama tersangka SUB (Kepala Kejaksaan Negeri Praya).

101.	Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud 
supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana 
menempatkan keterangan palsu di atas bukti autentik dan 
pemalsuan atas sertifikat tanah dengan dengan terlapor 
Sugiharta alias Along atas nama tersangka LAR (Swasta).



atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan 
pembangunan wisma atlit di Jaka Baring Sumatera Selatan 
tahun 2010-2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

5.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SISTOYO sehubungan 
dengan menerima sesuatu/hadiah berupa uang dari 
tersangka Edward M. Bunjamin bersama-sama Anton 
Bambang Hadyono terkait perubahan pembuatan rencana 
tuntutan perkara pemalsuan dan penggelapan.

6.	 Perkara TPK atas nama terdakwa AGUNG PURNO SARJONO 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji sebagai 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud 
supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya.

7.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SUMARTONO sehubungan 
dengan menerima hadiah atau janji sebagai Pegawai Negeri 
atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai 
Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya.

8.	 Perkara TPK atas nama terdakwa BURHANUDDIN HUSIN 
sehubungan dengan turut serta terkait perbuatan Tengku 
Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan) dkk, melakukan TPK 
terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT 
pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 
2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah 
perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara. 

9.	 Perkara TPPU atas nama terdakwa WA ODE NURHAYATI 
sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, 
mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/
menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan dan 
atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran atau menggunakan harta 
kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana. 

102.	 Perkara TPK 
memberi atau 

menjanjikan 
sesuatu kepada hakim 

dengan maksud untuk 
mempengaruhi putusan perkara 

yang diserahkan kepadanya untuk 
diadili berkaitan dengan penanganan 

perkara sengketa Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Propinsi 

Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia atas nama terssangka RAC 

(Gubernur Banten).

PENUNTUTAN

Kegiatan penuntutan dilaksanakan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) 
perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2012 sebanyak 32 
(tiga puluh dua) perkara dan perkara tahun 2013 sebanyak 41 
(empat puluh satu) perkara, yaitu:

1.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SOFYAN USMAN 
sehubungan dengan menerima sejumlah uang dari Otorita 
Batam dalam rangka pengesahkan usulan anggaran Otorita 
Batam tahun 2004 dan 2005.

2.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN 
sehubungan dengan pengelolaan Dana Bantuan Sosial 
Sekretariat Daerah dan Dana Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar 
TA. 2007.

3.	 Perkara TPK atas nama terdakwa DADONG IRBARELAWAN 
sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada 
Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan 
Dharnawati atau bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya 
menerima hadiah atau janji dari Dharnawati.

4.	 Perkara TPK nama terdakwa MUHAMMAD NAZARUDIN 
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 
sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan 
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10.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SOEMARMO HADI 
SAPUTRO sehubungan dengan pemberian sesuatu kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersama-sama 
dengan Akhmat Zaenuri (Sekda Kota Semarang).

11.	 Perkara TPK atas nama terdakwa EKA DHARMA PUTRA 
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk 
pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Prov. Riau.

12.	 Perkara TPK atas nama terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA 
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk 
pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Prov. Riau.

13.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MIRANDA SWARAY 
GOELTOM sehubungan dengan orang yang bersama-sama 
atau turut serta atau menganjurkan terkait dengan perbuatan 
Nunun Nurbaetie untuk melakukan TPK memberikan 
Travellers Cheque (TC) kepada Anggota DPR RI Periode 
1999 - 2004 dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia Tahun 2004. 

14.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SHIOKAWA TOSHIO 
sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada 
Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan 
Negeri Bandung terkait putusan perkara dan untuk 
pengurusan kasus di Mahkamah Agung RI supaya putusan 
kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja dalam penanganan 
kasus hubungan industrial terkait dengan pemutusan 
hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan 
oleh pekerja PT. Onamba Indonesia.

15.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MURDOKO sehubungan 
dengan secara bersama-sama atau turut serta dengan 
Hendy Boedoro dan Warsa Susilo dalam melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri 
atau orang lain dan penyalahgunaan wewenang dalam 
penggunaan dana dari rekening giro pemerintah Kab. Kendal 

Tahun 2003 dan 2004 yang bersumber dari Dana Alokasi 
Umum dan Dana Eks Pinjaman BPD Jateng Cab Kendal.

16.	 Perkara TPK atas nama terdakwa JAMES GUNARJO 
BUDIHARJO sehubungan dengan memberi hadiah atau 
janji kepada Tommy Hindratno selaku pegawai negeri atau 
penyelenggara negara terkait dengan pengurusan pajak 
lebih bayar/restitusi pajak dari PT. Bhakti Investama atau dari 
perusahaan-perusahaan lainnya atau permufakatan jahat 
melakukan tindak pidana korupsi menerima atau memberi 
hadiah atau janji. 

17.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ANGELINA PATRICIA 
PINGKAN SONDAKH sehubungan dengan dugaan 
penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai 
akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan anggaran 
pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian 
Pendidikan Nasional antara tahun 2010-2011 atau 
penerimaan janji yang berhubungan dengan jabatannya. 

18.	 Perkara TPK atas nama terdakwa GONDO SUJONO 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu 
Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan Hak 
Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra 
Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di 
Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah. 

19.	 Perkara TPK atas nama terdakwa YANI ANSORI sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yaitu Amran Batalipu 
terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) 
Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau 
PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal 
Kab. Buol Sulawesi Tengah.

20.	 Perkara TPK atas nama terdakwa JACOB PURWONO dan 
KOSASIH sehubungan dengan pengadaan dan pemasangan 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home 
System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan 



Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 
(P2MKT) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 
Anggaran 2008.

27.	 Perkara TPK atas nama terdakwa LUKMAN ABBAS 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan usulan penambahan anggaran untuk kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka 
pelaksanaan PON XVIII di Prov. Riau. 

28.	 Perkara TPK atas nama terdakwa TAUFAN ANDOSO 
YAKIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
terkait dengan persetujuan DPRD Prov. Riau dalam usulan 
Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun 
Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON 
XVIII Prov. Riau. 

29.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SITI HARTATI MURDAYA 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu 
Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan HGU 
Perkebunan a.n. PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. 
Hardaya Inti Plantations yang terletak di Kec. Bukal Kab. 
Buol.

30.	 Perkara TPK atas nama terdakwa HERU KISBANDONO 
sehubungan dengan memberi atau 

	 menjanjikan terkait dengan penanganan perkara Tindak 
Pidana Korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan 
mobil dinas sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 
atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tipikor 
pada Pengadilan Negeri Semarang.

31.	 Perkara TPK atas nama terdakwa KARTINI JULIANA M 
MARPAUNG sehubungan dengan menerima pemberian 
atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana 
Korupsi mengenai penyimpangan anggaran pemeliharaan 
mobil dinas sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA. 2006-2008 
atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. 

32.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SRI DARTUTIK sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan 

Energi Departemen 
Energi dan Sumber 

Daya Mineral (LPE 
ESDM) TA. 2009.

21.	 Perkara TPK atas nama 
terdakwa MAHYUDIN HARAHAP 

sehubungan dengan penjualan aset 
tanah PT. Barata Indonesia Persero 

tahun 2004. 

22.	 Perkara TPK atas nama terdakwa TB AAT 
SYAFAAT sehubungan dengan pembangunan 

Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota 
Cilegon TA. 2010. 

23.	 Perkara TPK atas nama terdakwa AMRAN BATALIPU 
sehubungan dengan menerima sesuatu atau janji terkait 

dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) 
Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau 
PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal 
Kab. Buol Sulawesi Tengah.

24.	 Perkara TPK atas nama terdakwa TOMMY HINDRATNO 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan pengurusan pajak lebih bayar/restitusi pajak dari PT. 
Bhakti Investama atau dari perusahaan-perusahaan lainnya 
atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi 
menerima atau memberi hadiah atau janji. 

25.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MOHAMAD HASAN BIN 
KHUSI MOHAMAD dan R. AZMI BIN MOHAMAD YUSOF 
sehubungan dengan melakukan perbuatan melakukan, 
menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan 
dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan 
secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara 
korupsi pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan 
Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2008. 

26.	 Perkara TPK atas nama terdakwa NENENG SRI WAHYUNI 
sehubungan dengan pengadaan dan pemasangan 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dirjen Pembinaan 
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penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil Dinas 
Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006-2008.

33.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKARNAEN DJABAR 
dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan 
dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan 
pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di 
Kementerian Agama RI TA 2010 s.d. 2012.

34.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ABU BAKAR SIDDIK, 
TENGKU MUHAZZA, ZULFAN HERI dan TUROECHAN 
ASY’ARI sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji 
terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran 
Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada 
Kegaitan PON XVIII Prov. Riau.

35.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SYARIF HIDAYAT, 
ADRIAN ALI dan MOHD. ROEM ZEIN sehubungan dengan 
penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Perubahan 
Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk 
Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau. 

36.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ARYA ABDI EFFENDI alias 
DIO dan JUARD EFFENDI sehubungan dengan memberi 
atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara 
terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada 
Kementerian Pertanian.

37.	 Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO SUSILO 
sehubungan dengan pengadaan Driving Simulator Roda Dua 
(R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri 
TA 2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

38.	 Perkara TPK atas nama terdakwa RATNA DEWI UMAR 
sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan dan 
perbekalan dalam rangka wabah flu burung pada Direktorat 
Bina Pelayanan Medik Dasar Dirjen Bina Pelayanan 
Medik Departemen Kesehatan RI, pengadaan reagen dan 
consumable penanganan virus flu burung (avian influenza) 
pada Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan 
RI dan pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi 
rumah sakit rujukan penanganan flu burung (avian influenza) 

TA 2007 pada Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen 
Kesehatan RI.

39.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD SOFYAN 
sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat 
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009. 

40.	 Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD FATHANAH 
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji untuk 
Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan kuota 
impor daging pada Kementerian Pertanian dan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU).

41.	 Perkara TPK atas nama terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ 
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji untuk 
Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan kuota 
impor daging pada Kementerian Pertanian dan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU).

42.	 Perkara TPK atas nama terdakwa GANI ABDUL GANI 
sehubungan dengan bersama-sama atau turut serta terkait 
dengan perbuatan Eddie Widiono Suwondho dalam 
Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information 
System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. 
PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan 
Hariadi Sadono dalam Pengadaan Outsourcing Pengelolaan 
Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management 
System) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN Distribusi 
Jawa Timur tahun 2004 s.d. 2008.

43.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SENTOT SUSILO dan NANA 
SUPRIYATNA sehubungan dengan memberi hadiah atau 
janji kepada Pegawai negeri/penyelenggara negara terkait 
dengan Pemberian Ijin Lokasi untuk kegiatan pembangunan 
Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) seluas +/- 
1.000.000 m2 di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari 
Kabupaten Bogor.

44.	 Perkara TPK atas nama terdakwa IYUS DJUHER sehubungan 
dengan penerimaan hadiah atau janji dari PT. Garindo 
Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 
m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat 
Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya 
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan 
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman 
selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah 
Kota Bandung dkk.

51.	 Perkara TPK atas nama terdakwa TOTO HUTAGALUNG dan 
ASEP TRIANA sehubungan dengan penerimaan pemberian 
atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana 
korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial 
Pemerintah Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan 
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman 
selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah 
Kota Bandung dkk. 

52.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SETYA BUDI TEJO 
CAHYONO sehubungan dengan penerimaan pemberian atau 
janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi 
mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah 
Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku Mantan 
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dkk.

53.	 Perkara TPK atas nama terdakwa BUDI SUSANTO sehubungan 
dengan pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda 
Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas Mabes Polri TA 2011. 

54.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT 
BATUBARA sehubungan dengan pemberian sesuatu oleh 
PN dan atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu 
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau 
pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah 
(DBD) tahun 2013. 

55.	 Perkara TPK atas nama terdakwa KHAIRUL ANWAR DAULAY 
sehubungan dengan pemberian sesuatu oleh PN dan atau 
pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah 
Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri 
dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 
2013.

45.	 Perkara TPK atas 
nama terdakwa 

USEP JUMENO dan 
LISTO WELLY sehubungan 

dengan penerimaan hadiah 
atau janji dari PT. Garindo 

Perkasa untuk memperoleh 
tanah seluas +/- 1.000.000 m2 yang 

diperlukan dalam rangka pembangunan 
Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) 

di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari 
Kabupaten Bogor.

46.	 Perkara TPK atas nama terdakwa PARGONO RIYADI 
sehubungan dengan Pegawai negeri/penyelenggara 

negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum atau dengan 
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 
memberikan sesuatu terkait dengan pemeriksaan pajak. 
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS pada Kanwil Dirjen 
Pajak Jakarta Pusat).

47.	 Perkara TPK atas nama terdakwa EFENDY KOMALA dan 
TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan penyuapan terkait 
pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak 
dengan wajib pajak PT. Master Steel.

48.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SURUNG PANJAITAN 
sehubungan dengan pemberian sesuatu oleh PN dan atau 
pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah 
Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri 
dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013.

49.	 Perkara TPK atas nama terdakwa DIAH SOEMEDI 
sehubungan dengan penyuapan terkait pemeriksaan pajak 
yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak 
PT. Master Steel.

50.	 Perkara TPK atas nama terdakwa HERRY NURHAYAT 
sehubungan dengan penerimaan pemberian atau janji 
terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi 
mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah 
Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadiian Tindak 
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56.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MOH. DIAN IRWAN 
NUQISQA dan EKO DARMAYANTO sehubungan dengan 
penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga 
melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT. Master 
Steel.

57.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ZARYANA RAIT dan PIRIN 
WIBISONO sehubungan dengan menerima hadiah atau 
janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya. 

58.	 Perkara TPK atas nama terdakwa DJODI SUPRATMAN 
sehubungan dengan pegawai negeri atau penyelenggara 
negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud 
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan 
pengurusan kasasi kasus pidana penipuan dengan terdakwa 
Hutomo Wijaya Ongowarsito. 

59.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MARIO CORNELIO 
BERNARDO sehubungan dengan pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji 
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan pengurusan kasasi kasus pidana penipuan dengan 
terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.

60.	 Perkara TPK atas nama terdakwa TOTO LESTIYO 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 
terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) 
Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau 
PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal 
Kabupaten Buol.

61.	 Perkara TPK atas nama terdakwa DEDDY KUSDINAR 
sehubungan dengan pembangunan/pengadaan/
peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang 
Tahun Anggaran 2010-2012 pada Kementerian Pemuda dan 
Olahraga.

62.	 Perkara TPK atas nama terdakwa RUSLI ZAINAL sehubungan 
penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT pada areal yang 
diberika IUPHHK-HT di Kab. Pelalawan Riau Tahun 2001 - 
2006 dan penilaian dan pengesahan BKUPHHK-HT pada 
areal yang diberika IUPHHK-HT di Kab. Siak Riau Tahun 
2001-2007 kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; menerima hadiah atau janji 
terkait dengan pengajuan anggara Pemprov. Riau kepada 
Kemenpora dan terkai dengan pelaksanaan pekerjaan 
venues PON XVIII Prov. Riau; dan memberi hadiah atau 
janji kepada Anggota DPRD Prov. Riau terkait persetujuan 
perubahan Perda Prov. Riau No. 6 Tahun 2010.

63.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SIMON GUNAWAN 
TANJAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara 
Negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait 
dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(SKK Migas) pada Tahun 2012-2013.

64.	 Perkara TPK atas nama terdakwa IZEDRIK EMIR MOEIS 
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait 
dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap Tarahan Lampung Tahun 2004.

65.	 Perkara TPK atas nama terdakwa JONAIDI SYAHRI dan 
MUCHLIS THOHIR sehubungan dengan penerimaan hadiah 
atau janji terkait dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya. 

66.	 Perkara TPK atas nama terdakwa HARIS ANDI 
SUHARMAN als HARIS SUHARMAN MANAB sehubungan 
dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai 
negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran 
bersama-sama dengan Fahd El Fouz. 

67.	 Perkara TPK atas nama terdakwa RUDI RUBIANDINI 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus 



perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal 
patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara 
yang diserahkan padanya untuk diadili.

73.	 Perkara TPK atas nama terdakwa HAMBIT BINTIH dan 
CORNELIS NALAU ATUN sehubungan dengan turut serta 
atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim 
berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya 
untuk diadili.

PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP 
(INKRACHT VAN GEWIJSDE) 

1.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SISTOYO sehubungan 
dengan menerima sesuatu/hadiah berupa uang dari 
tersangka Edward M. Bunjamin bersama-sama Anton 
Bambang Hadyono terkait perubahan pembuatan rencana 
tuntutan perkara pemalsuan dan penggelapan.

2.	 Perkara TPK atas nama terdakwa AGUNG PURNO SARJONO 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji sebagai 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud 
supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya.

3.	 Perkara TPK nama terdakwa MUHAMMAD NAZARUDIN 
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 
sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan 
pembangunan wisma atlit di Jaka Baring Sumatera Selatan 
tahun 2010-2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

4.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SUMARTONO sehubungan 
dengan menerima hadiah atau janji sebagai Pegawai Negeri 

Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi 
(SKK Migas) pada Tahun 

2012 – 2013 dan   diduga   
melakukan   tindak  pidana   

pencucian   uang (TPPU).  

68.	 Perkara TPK atas nama terdakwa 
DEVIARDI sehubungan dengan 

menerima hadiah atau janji terkait dengan 
kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja 

Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 

2012 – 2013 dan   diduga   melakukan   tindak  pidana   
pencucian   uang (TPPU).

69.	Perkara TPK atas nama terdakwa DADA ROSADA 
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait 
dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi 
mengenai  penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah 
Kota Bandung T.A. 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan 
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman 
selaku mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat 
Daerah Kota Bandung.

70.	 Perkara TPK atas nama terdakwa EDI SISWADI sehubungan 
dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan 
penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai  
penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota 
Bandung T.A. 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku 
mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota 
Bandung.

71.	 Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD JAUHARI 
sehubungan dengan pengadaan pekerjaan  penggandaan  
Kitab Suci Al - Qur’an yang dananya dari APBN-P Tahun 
2011 dan APBN Tahun 2012 pada Direktorat Bimas Islam 
Kementerian Agama RI.

72.	 Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIRUN NISA 
sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima 
hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan 
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atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai 
Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya.

5.	 Perkara TPK atas nama terdakwa GONDO SUJONO 
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yaitu Amran Batalipu 
terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) 
Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau 
PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal 
Kab. Buol Sulawesi Tengah.

6.	 Perkara TPK atas nama terdakwa YANI ANSORI sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yaitu Amran Batalipu 
terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) 
Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau 
PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal 
Kab. Buol Sulawesi Tengah.

7.	 Perkara TPK atas nama terdakwa DADONG IRBARELAWAN 
sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada 
Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan 
Dharnawati atau bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya 
menerima hadiah atau janji dari Dharnawati.

8.	 Perkara TPK atas nama terdakwa TAUFAN ANDOSO 
YAKIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
terkait dengan persetujuan DPRD Prov. Riau dalam usulan 
Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun 
Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON 
XVIII Prov. Riau. 

9.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SHIOKAWA TOSHIO 
sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada 
Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan 
Negeri Bandung terkait putusan perkara dan untuk 
pengurusan kasus di Mahkamah Agung RI supaya putusan 
kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja dalam penanganan 
kasus hubungan industrial terkait dengan pemutusan 
hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan 
oleh pekerja PT. Onamba Indonesia.

10.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SOEMARMO HADI 
SAPUTRO sehubungan dengan pemberian sesuatu kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersama-sama 
dengan Akhmat Zaenuri.

11.	 Perkara TPK atas nama terdakwa TB AAT SYAFAAT 
sehubungan dengan pembangunan Dermaga Trestle 
Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA. 2010. 

12.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN 
sehubungan dengan pengelolaan Dana Bantuan Sosial 
Sekretariat Daerah dan Dana Rehabilitasi /Pemeliharaan 
Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar 
TA. 2007.

13.	 Perkara TPK atas nama terdakwa EKA DHARMA PUTRA 
memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara terkait dengan Perubahan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana 
Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan 
venues pada kegiatan PON XVIII Prov. Riau.

14.	 Perkara TPK atas nama terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA 
memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara terkait dengan Perubahan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana 
Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan 
venues pada kegiatan PON XVIII Prov. Riau.

15.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MIRANDA SWARAY 
GOELTOM sehubungan dengan orang yang bersama-sama 
atau turut serta atau menganjurkan terkait dengan perbuatan 
Nunun Nurbaetie untuk melakukan TPK memberikan 
Travellers Cheque (TC) kepada Anggota DPR RI Periode 
1999 - 2004 dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia Tahun 2004. 

16.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SITI HARTATI MURDAYA 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu 
Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan HGU 
Perkebunan an. PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. 
Hardaya Inti Plantations yang terletak di Kec. Bukal, Kab. 
Buol.



22.	 Perkara TPPU atas nama terdakwa WA ODE NURHAYATI 
sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, 
mengubah bentuk, dan/atau menyembunyikan/
menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan dan 
atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran atau menggunakan harta 
kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana. 

23.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ABU BAKAR SIDDIK, 
TENGKU MUHAZZA, ZULFAN HERI dan TUROECHAN 
ASY’ARI sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji 
terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran 
Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada 
Kegiatan PON XVIII Prov. Riau.

24.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SYARIF HIDAYAT, 
ADRIAN ALI dan MOHD. ROEM ZEIN sehubungan dengan 
penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Perubahan 
Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk 
Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau. 

25.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MURDOKO sehubungan 
dengan secara bersama-sama atau turut serta dengan 
Hendy Boedoro dan Warsa Susilo dalam melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri 
atau orang lain dan penyalahgunaan wewenang dalam 
penggunaan dana dari rekening giro pemerintah Kab. Kendal 
Tahun 2003 dan 2004 yang bersumber dari Dana Alokasi 
Umum dan Dana Eks Pinjaman BPD Jateng Cab. Kendal.

26.	 Perkara TPK atas nama terdakwa AMRAN BATALIPU 
sehubungan dengan menerima sesuatu atau janji terkait 
dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) 
Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau 
PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal 
Kab. Buol Sulawesi Tengah.

27.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SENTOT SUSILO dan NANA 
SUPRIYATNA sehubungan dengan memberi hadiah atau 
janji kepada Pegawai negeri/penyelenggara negara terkait 

17.	 Perkara TPK atas 
nama terdakwa 

JAMES GUNARJO 
BUDIHARJO sehubungan 

dengan memberi hadiah 
atau janji kepada Tommy 

Hindratno selaku pegawai negeri 
atau penyelenggara negara terkait 

dengan pengurusan pajak lebih bayar/
restitusi pajak dari PT. Bhakti Investama 

atau dari perusahaan-perusahaan lainnya atau 
permufakatan jahat melakukan tindak pidana 

korupsi menerima atau memberi hadiah atau janji. 

18.	 Perkara TPK atas nama terdakwa LUKMAN ABBAS 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 

dengan usulan penambahan anggaran untuk kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka 
pelaksanaan PON XVIII di Prov. Riau. 

19.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SRI DARTUTIK sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan 
penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil Dinas 
Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006-2008.

20.	 Perkara TPK atas nama terdakwa HERU KISBANDONO 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan terkait 
dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi 
penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas 
sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006-2008 atas nama 
terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tipikor pada 
Pengadilan Negeri Semarang.

21.	 Perkara TPK atas nama terdakwa BURHANUDDIN HUSIN 
sehubungan dengan turut serta terkait perbuatan Tengku 
Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan) dkk, melakukan TPK 
terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT 
pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 
2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah 
perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara. 



#77LAPORAN TAHUNAN 2013

dengan Pemberian Ijin Lokasi untuk kegiatan pembangunan 
Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) seluas +/- 
1.000.000 m2 di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari 
Kabupaten Bogor.

28.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ARYA ABDI EFFENDI alias 
DIO dan JUARD EFFENDI sehubungan dengan memberi 
atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara 
terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada 
Kementerian Pertanian.

29.	 Perkara TPK atas nama terdakwa USEP JUMENO dan 
LISTO WELLY sehubungan dengan penerimaan hadiah atau 
janji dari PT. Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah 
seluas +/- 1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka 
pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di 
Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

30.	 Perkara TPK atas nama terdakwa TOMMY HINDRATNO 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan pengurusan pajak lebih bayar/restitusi pajak dari PT. 
Bhakti Investama atau dari perusahaan-perusahaan lainnya 
atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi 
menerima atau memberi hadiah atau janji. 

31.	 Perkara TPK atas nama terdakwa PARGONO RIYADI 
sehubungan dengan Pegawai negeri/penyelenggara negara 
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan 
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu 
terkait dengan pemeriksaan pajak. 

32.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ANGELINA PATRICIA 
PINGKAN SONDAKH sehubungan dengan dugaan 
penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai 
akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan anggaran 
pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian 
Pendidikan Nasional antara tahun 2010-2011 atau 
penerimaan janji yang berhubungan dengan jabatannya. 

33.	 Perkara TPK atas nama terdakwa JACOB PURWONO dan 
KOSASIH ABBAS sehubungan dengan pengadaan dan 

pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa 
Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan 
Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya 
Mineral (LPE ESDM) TA. 2009.

34.	 Perkara TPK atas nama terdakwa NENENG SRI WAHYUNI 
sehubungan dengan pengadaan dan pemasangan 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dirjen Pembinaan 
Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 
(P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 
Anggaran 2008.

35.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MOHAMAD HASAN Bin 
KHUSI MOHAMAD dan R. AZMI Bin MOHAMAD YUSOF 
sehubungan dengan melakukan, menyuruh melakukan, 
turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah, 
merintangi atau menggalkan secara langsung atau tidak 
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para 
saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan dan 
Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 
Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan 
Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Tahun Anggaran 2008.

36.	 Perkara TPK atas nama terdakwa HERRY NURHAYAT 
sehubungan dengan melakukan memberi hadiah atau janji 
terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi 
mengenai penyimpangan dana Bantuan Sosial (BANSOS) 
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s.d. 2010 
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Bandung 
dan PT. Jawa Barat dengan terdakwa a.n. Rochman selaku 
Mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretaris Daerah Kota 
Bandung.

37.	 Perkara TPK atas nama terdakwa TOTO HUTAGALUNG 
dan ASEP TRIANA sehubungan dengan memberi hadiah 
atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana 
korupsi mengenai penyimpangan dana Bantuan Sosial 
(BANSOS) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 
2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
PN. Bandung dan PT. Jawa Barat dengan terdakwa a.n. 
Rochman selaku Mantan Bendaharawan Pengeluaran 



atau janji terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada kegiatan 
PON XVIII Provinsi Riau.

	 Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun 
dan denda masing-masing Rp 200.000.000 subsidair 2 (dua) 
bulan. 

3.	 Perkara TPK atas nama terpidana I NYOMAN SUISNAYA 
sehubungan dengan bersama-sama dengan Dadong 
Irbarelawan dan Dhanawati untuk memberi hadiah atau janji 
kepada Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si selaku Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011 atau bersama-
sama Dadong Irbarelawan menerima hadiah atau janji dari 
Dharnawati

	 Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 
Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

4.	 Perkara TPK atas nama terpidana SISTOYO sehubungan 
dengan menerima sesuatu/hadiah berupa uang dari 
tersangka Edward M. Bunjamin bersama-sama Anton 
Bambang Hadyono terkait perubahan pembuatan rencana 
tuntutan perkara pemalsuan dan penggelapan.

	 Putusan MA: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

5.	 Perkara TPK atas nama terpidana HERMAN FELANI 
sehubungan dengan sebagai orang yang bersama-sama 
atau turut serta terkait dengan perbuatan Jornal Effendi 
Siahaan (Mantan Kepala Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta) 
dkk melakukan TPK dalam pengelolaan APBD pada Biro 
Hukum Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta TA. 2006-2007.

	 Putusan MA: Pidana penjara 6 (enam) tahun, denda Rp 
200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan dan uang pengganti 
Rp3.555.785.693 subsidair 3 (tiga) tahun.

6.	 Perkara TPK atas nama terpidana AGUNG PURNO 
SARJONO sehubungan dengan menerima hadiah atau 
janji sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sekretaris Daerah 
Kota Bandung.

38.	 Perkara TPK atas nama 
terdakwa ZARYANA 

RAIT dan PIRIN WIBISONO 
sehubungan dengan menerima 

hadiah atau janji dengan maksud 
supaya Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara tersebut berbuat 
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya.

39.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MOHAMMAD 
DIAN IRWAN NUQISRA dan EKO DARMAYANTO 

sehubungan dengan  penerimaan hadiah atau janji 
oleh Penyelenggara Negara terkait dengan tindak pidana 

perpajakan PT. The Master Steel,  pemeriksaan Pajak di PT. 
Delta Internusa dan PT. Nusa Raya Cipta.

40.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SETYABUDI 
TEJOCAHYONO. Sehubungan dengan menerima 
pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara 
tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana 
Bantuan Sosial (BANSOS) Kota Bandung Tahun Anggaran 
2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
PN. Bandung dan PT. Jawa Barat dengan terdakwa a.n. 
Rochman selaku Mantan Bendaharawan Pengeluaran 
Sekretaris Daerah Kota Bandung.

EKSEKUSI

1.	 Perkara TPK atas nama terpidana MUH. MUNZIR 
sehubungan dengan menerima hadiah berupa uang dari 
Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar selaku Walikota 
Tomohon periode Tahun 2005 s.d. 2010 dalam kaitan 
pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota 
Tomohon TA. 2007

	 Putusan MA: Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 
denda Rp 200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.

2.	 Perkara TPK atas nama terpidana MUHAMMAD DUNIR dan 
M. FAISAL ASWAS sehubungan dengan menerima hadiah 



#79LAPORAN TAHUNAN 2013

	 Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

7.	 Perkara TPK atas nama terpidana SUMARTONO sehubungan 
dengan menerima hadiah atau janji sebagai Pegawai Negeri 
atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai 
Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya.

	 Putusan MA: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

8.	 Perkara TPK atas nama terpidana DADONG IRBARELAWAN 
sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada 
Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan 
Dharnawati atau bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya 
menerima hadiah atau janji dari Dharnawati.

	 Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 
Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

9.	 Perkara TPK atas nama terpidana TAUFAN ANDOSO 
YAKIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji 
terkait dengan persetujuan DPRD Prov. Riau dalam usulan 
Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun 
Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON 
XVIII Prov. Riau. 

	 Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.

10.	 Perkara TPK nama terpidana MUHAMMAD NAZARUDIN 
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 
sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan 
pembangunan wisma atlit di Jaka Baring Sumatera Selatan 
tahun 2010-2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

	 Putusan MA: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda 
Rp300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

11.	 Perkara TPK atas nama terpidana SAMUEL HENGKY 
DAUD sehubungan dengan turut serta melakukan TPK 

dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan 
menggunakan pompa merk Tohatsu type V 80 ASM dan 
merek Morita di berbagai pemprov/pemkab/pemkot yang 
dananya bersumber dari APBD Tahun 2002-2005. 

	 Putusan MA: Terpidana meninggal dunia.

12.	 Perkara TPK atas nama terpidana SOEMARMO HADI 
SAPUTRO sehubungan dengan pemberian sesuatu kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersama-sama 
dengan Akhmat Zaenuri.

	 Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 
Rp50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.

13.	 Perkara TPK atas nama terpidana GONDO SUJONO 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu 
Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan Hak 
Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra 
Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di 
Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah. 

	 Putusan PT: Pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda 
Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

14.	 Perkara TPK atas nama terpidana YANI ANSORI sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yaitu Amran Batalipu 
terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) 
Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau 
PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal 
Kab. Buol Sulawesi Tengah.

	 Putusan PT: Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

15.	 Perkara TPK atas nama terpidana TB AAT SYAFAAT 
sehubungan dengan pembangunan Dermaga Trestle 
Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA 2010. 

	 Perkara PN: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, 
denda Rp400.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan dan uang 
pengganti Rp7.500.000.000 subsidair 3 (tiga) tahun.

16.	 Perkara TPK atas nama terpidana ROBERT EDISON SIAHAAN 
sehubungan dengan pengelolaan Dana Bantuan Sosial 



20.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MIRANDA SWARAY 
GOELTOM sehubungan dengan orang yang bersama-sama 
atau turut serta atau menganjurkan terkait dengan perbuatan 
Nunun Nurbaetie untuk melakukan TPK memberikan 
Travellers Cheque (TC) kepada Anggota DPR RI Periode 
1999 - 2004 dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia Tahun 2004. 

	 Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 
Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

21.	 Perkara TPK atas nama terpidana SITI HARTATI MURDAYA 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu 
Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan HGU 
Perkebunan an. PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. 
Hardaya Inti Plantations yang terletak di Kec. Bukal Kab. 
Buol.

	 Putusan MA: Pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan 
dan denda Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

22.	 Perkara TPK atas nama terpidana SRI DARTUTIK sehubungan 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan 
penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil Dinas 
Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006-2008.

	 Putusan PT: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda 
Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

23.	 Perkara TPK atas nama terpidana HERU KISBANDONO 
sehubungan dengan memberi atau menjanjikan terkait 
dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi 
penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas 
sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006-2008 atas nama 
terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tipikor pada 
Pengadilan Negeri Semarang.

	 Putusan PT: Pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 4 (empat) bulan.

24.	 Perkara TPK atas nama terpidana JAMES GUNARJO 
BUDIHARJO sehubungan dengan memberi hadiah atau 
janji kepada Tommy Hindratno selaku pegawai negeri atau 
penyelenggara negara terkait dengan pengurusan pajak 

Sekretariat Daerah 
dan Dana Rehabilitasi 

/Pemeliharaan Dinas 
Pekerjaan Umum pada 

APBD Kota Pematang Siantar 
TA. 2007.

	 Putusan MA: Pidana penjara 
8 (delapan) tahun, denda Rp 

100.000.000 subsidair 4 (empat) bulan 
dan uang pengganti Rp7.710.631.000 

subsidair 4 (empat) tahun.

17.	 Perkara TPK atas nama terpidana SHIOKAWA 
TOSHIO sehubungan dengan memberikan sesuatu 

atau uang kepada Hakim pada Pengadilan Hubungan 
Industrial Pengadilan Negeri Bandung terkait putusan 

perkara dan untuk pengurusan kasus di Mahkamah Agung 
RI supaya putusan kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja 
dalam penanganan kasus hubungan industrial terkait 
dengan pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak 
sah yang dilakukan oleh pekerja PT. Onamba Indonesia.

	 Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

18.	 Perkara TPK atas nama terpidana RAHMAT SYAHPUTRA 
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk 
pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Prov. Riau.

	 Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda Rp100.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

19.	 Perkara TPK atas nama terpidana EKA DHARMA PUTRA 
sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk 
pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Prov. Riau.

	 Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda Rp100.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.
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lebih bayar/restitusi pajak dari PT. Bhakti Investama atau dari 
perusahaan-perusahaan lainnya atau permufakatan jahat 
melakukan tindak pidana korupsi menerima atau memberi 
hadiah atau janji. 

	 Putusan MA: Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda Rp100.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

25.	 Perkara TPK atas nama terpidana LUKMAN ABBAS 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan usulan penambahan anggaran untuk kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka 
pelaksanaan PON XVIII di Prov. Riau. 

	 Putusan PT: Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

26.	 Perkara TPPU atas nama terpidana WA ODE NURHAYATI 
sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, 
mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/
menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan dan 
atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran atau menggunakan harta 
kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana. 

	 Putusan MA: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda 
Rp500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan.

27.	 Perkara TPK atas nama terpidana BURHANUDDIN HUSIN 
sehubungan dengan turut serta terkait perbuatan Tengku 
Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan) dkk, melakukan TPK 
terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT 
pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 s.d. 
2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah 
perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara. 

	 Putusan MA: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda 
Rp500.000.000 subsidair 8 (delapan) bulan.

28.	 Perkara TPK atas nama terpidana ABU BAKAR SIDDIK 
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 

Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan 
PON XVIII Prov. Riau.

	 Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.

29.	 Perkara TPK atas nama terpidana TENGKU MUHAZZA 
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan 
PON XVIII Prov. Riau.

	 Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.

30.	 Perkara TPK atas nama terpidana ZULFAN HERI sehubungan 
dengan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan 
Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun 
Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan PON 
XVIII Prov. Riau.

	 Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.

31.	 Perkara TPK atas nama terpidana TUROECHAN ASY’ARI 
sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait 
dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan 
Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan 
PON XVIII Prov. Riau.

	 Putusan PN: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 
Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) bulan.

32.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SYARIF HIDAYAT, 
ADRIAN ALI dan MOHD. ROEM ZEIN sehubungan dengan 
penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Perubahan 
Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk 
Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau. 

	 Putusan PN: Pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun 
dan denda masing-masing Rp200.000.000 subsidair 1 (satu) 
bulan.



atau orang lain dan penyalahgunaan wewenang dalam 
penggunaan dana dari rekening giro pemerintah Kab. Kendal 
Tahun 2003 dan 2004 yang bersumber dari Dana Alokasi 
Umum dan Dana Eks Pinjaman BPD Jateng Cab Kendal.

	 Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda 
Rp250.000.000 subsidair 5 (lima) bulan.

37.	 Perkara TPK atas nama terpidana ARYA ABDI EFFENDI alias 
DIO dan JUARD EFFENDI sehubungan dengan memberi 
atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara 
terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada 
Kementerian Pertanian.

	 Putusan PT: Pidana penjara masing-masing terdakwa 
2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing 
Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

38.	 Perkara TPK atas nama terpidana YUSAK YALUWO 
sehubungan dengan penyalahgunaan dana APBD dan dana 
Otsus Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digul Prov. 
Papua tahun anggaran 2005-2007. 

	 Putusan PK: Pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, 
denda Rp200.000.000 subsidair 6 (enam) bulan dan uang 
pengganti Rp45.772.287.123.

39.	 Perkara TPK atas nama terpidana TOMMY HINDRATNO 
sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait 
dengan pengurusan pajak lebih bayar/restitusi pajak dari PT. 
Bhakti Investama atau dari perusahaan-perusahaan lainnya 
atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi 
menerima atau memberi hadiah atau janji. 

	 Putusan MA: Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, denda 
Rp500.000.000 subsidair 8 (delapan) bulan dan uang 
pengganti Rp280.000.000.

40.	 Perkara TPK atas nama terdakwa ANGELINA PATRICIA 
PINGKAN SONDAKH sehubungan dengan dugaan 
penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai 
akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan anggaran 
pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian 

33.	 Perkara TPK atas 
nama terdakwa 

AMRAN BATALIPU 
sehubungan dengan 

menerima sesuatu atau 
janji terkait dengan proses 

pengurusan Hak Guna Usaha 
(HGU) Perkebunan atas nama PT. 

Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. 
Hardaya Inti Plantation yang terletak di 

Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah.

	 Putusan PT: Pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 
(enam) dan denda Rp300.000.000 subsidair 6 

(enam) bulan.

34.	 Perkara TPK atas nama terdakwa SENTOT SUSILO dan 
NANA SUPRIYATNA sehubungan dengan memberi hadiah 
atau janji kepada Pegawai negeri/penyelenggara negara 
terkait dengan Pemberian Ijin Lokasi untuk kegiatan 
pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) 
seluas +/- 1.000.000 m2 di Desa Antajaya Kecamatan 
Tanjungsari Kabupaten Bogor.

	 Putusan PN: Pidana penjara masing-masing terdakwa 3 (tiga) 
tahun dan denda masing-masing Rp200.000.000 (dua ratus 
juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan.

35.	 Perkara TPK atas nama terdakwa USEP JUMENO dan LISTO 
WELLY sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji 
dari PT Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 
1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan 
Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya 
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

	 Putusan PN: Pidana penjara terdakwa I (Usep Jumeno) 2 
(dua) tahun dan terdakwa II (Listo Welly Sabu) 1 (satu) tahun 
4 (empat) bulan; serta denda terdakwa I Rp150.000.000 
subsidair 4 (empat) bulan dan terdakwa II Rp100.000.000 
subsidair 2 (dua) bulan.

36.	 Perkara TPK atas nama terdakwa MURDOKO sehubungan 
dengan secara bersama-sama atau turut serta dengan 
Hendy Boedoro dan Warsa Susilo dalam melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri 
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Pendidikan Nasional antara tahun 2010-2011 atau 
penerimaan janji yang berhubungan dengan jabatannya. 

	 Putusan MA: Pidana penjara 12 (dua belas) tahun, denda 
Rp500.000.000 subsidair 8 (delapan) bulan dan uang 
pengganti Rp12.580.000.000 subsidair 5 (lima) tahun.

41.	 Perkara TPK atas nama terpidana JACOB PURNOMO dan 
KOSASIH ABBAS sehubungan dengan pengadaan dan 
pemasangan Solar Home System (SHS) pada Direktorat 
Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 
2007 dan 2008.

	 Putusan MA :

	 Terpidana I (Jacob Purnomo) : Pidana penjara 10 (sepuluh) 
tahun dan denda Rp 300.000.000,-  subsidair 6 (enam) 
bulan.

	 Terpidana II (Kosasih Abbas) : Pidana penjara 5 (lima) tahun 
bulan dan denda Rp 200.000.000,- subsidair  6 (enam) 
bulan.

42.	 Perkara TPK atas nama terpidana PARGONO RIYADI 
sehubungan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan 
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu 
terkait pemeriksaan pajak.

	 Putusan MA : Pidana penjara  4 (empat) tahun  6 (enam) 
bulan, denda Rp  200.000.000,-  subsidair  3 (tiga) bulan 
Kurungan.

43.	 Perkara TPK atas nama terpidana NENENG SRI WAHYUNI 
sehubungan dengan Pengadaan dan Pemasangan 
Pembangkit Listrik Tdenaga Surya (PLTS) di Direktorat 
Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan 
Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008.

	 Putusan MA : Pidana penjara  6 (enam) tahun, denda  Rp  
300.000.000,-  subsidair  6 (enam) bulan kurungan, uang 
pengganti Rp  800.000.000,-  subsidair  1 (satu) tahun 
penjara.

44.	 Perkara TPK atas nama terpidana MOHAMAD HASAN Bin 
KHUSI MOHAMAD dan R. AZMI Bin MOHAMAD YUSOF 
sehubungan dengan melakukan, menyuruh melakukan, 
turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah, 
merintangi atau menggalkan secara langsung atau tidak 
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para 
saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan dan 
Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 
Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan 
Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Tahun Anggaran 2008.

	 Putusan MA : Pidana penjara masing-masing terpidana 
7 (tujuh) tahun, denda  masing-masing sebesar Rp  
300.000.000,-  subsidair  6 (enam) bulan kurungan.

Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2013

NO JENIS PERKARA 2013

1 Pengadaan Barang/Jasa 9

2 Perijinan 3

3 Penyuapan 50

4 Pungutan 1

5 Penyalahgunaan Anggaran  

6 TPPU 7

7 Merintangi Proses KPK  

 JUMLAH 70



Perkara TPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2013

NO WILAYAH 2013

1 Pemerintah Pusat 26

2 NAD 2

3 Sumatera Utara 3

4 Sumatera Selatan  

5 Riau dan Kepulauan Riau 3

6 Bengkulu 4

7 DKI Jakarta 11

8 Banten 4

9 Jawa Barat 12

10 Jawa Tengah 2

11 Jawa Timur  

12 Lampung  

13 Kalimantan Selatan  

14 Kalimantan Timur  

15 Sulawesi Utara  

16 Sulawesi Selatan  

17 Sulawesi Tengah 1

18 NTB 2

19 Papua  

20 Malaysia  

21 Singapura  

 JUMLAH 70

Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2013

NO JABATAN 2013

1 Anggota DPR dan DPRD 8

2 Kepala Lembaga/Kementerian 4

3 Duta Besar  

4 Komisioner  

5 Gubernur 2

6 Wali Kota/Bupati dan Wakil 3

7 Eselon I, II dan III 7

8 Penegak Hukum 4

9 Swasta 24

10 Lain-lain 7

 JUMLAH 59

Perkara TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2013

NO INSTANSI 2013

1 DPR RI 2

2 Kementerian/Lembaga 46

3 BUMN/BUMD  

4 Komisi  

5 Pemerintah Provinsi 4

6 Pemkab/Pemkot 18

 JUMLAH 70
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Hasil Koordinasi Penerimaan SPDP

INSTANSI Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des TOTAL

Kejaksaan 26 81 88 83 81 82 102 51 74 121 134 37 960

Kepolisian 10 17 36 16 22 11 26 16 39 21 20 38 272

Jumlah 36 98 124 99 103 93 128 67 113 142 154 75 1232

Hasil Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara Tahun 
2013

1.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam 
kebakaran type V80ASM pada APBD TA. 2004 Kabupaten 
Batanghari, dengan terdakwa Drs. Syargawi Usman 
(koordinasi tingkat penuntutan dengan Kejari Muara Bulian 
terkait menghadirkan ahli teknis dari ITB dan ahli keuangan 
Negara dari BPKP dalam persidangan di PN Tipikor Jambi).

2.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam 
kebakaran type V80ASM pada APBD TA. 2004 Kabupaten 
Batanghari, dengan terdakwa Drs. Usman bin Tarujin 
(koordinasi tingkat penuntutan dengan Kejari Muara Bulian 
terkait menghadirkan ahli Teknis dari ITB dan ahli keuangan 
Negara dari BPKP dalam persidangan di PN Tipikor Jambi).

3.	 Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA.2004 dan TA 2005 Kab. Tebo, 
dengan terdakwa Drs. H.A. Madjid Mu’az,MM (koordinasi 
tingkat penuntutan dengan Kejari Muara Bulian terkait 
menghadirkan ahli Teknis dari ITB dan ahli keuangan 
Negara dari BPKP dalam persidangan di PN Tipikor Jambi)

4.	 Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA. 2004 dan TA 2005 Kab. 
Tebo, dengan terdakwa Drs. RD.Hasan Basri.S,SH,MSi 
(koordinasi tingkat penuntutan dengan Kejari Muara Bulian 
terkait menghadirkan ahli Teknis dari ITB dan ahli keuangan 
Negara dari BPKP dalam persidangan di PN Tipikor Jambi).

5.	 Dugaan TPK Pengadaan Pembangunan Jalan Ayawasi-
Kebar di Dinas PU Provinsi Papua Barat TA. 2008-2010 
(koordinasi tingkat penyelidikan: melakukan gelar perkara 
kasus dihadapan Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi 
Papua).

KOORDINASI 
DAN SUPERVISI 
PENINDAKAN

Hasil Koordinasi
Hasil 
Supervisi

Hasil Klarifikasi

Pelimpahan



11.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA. 2004 Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, dengan terdakwa H.Suparno,MS bin Tirpan 
(koordinasi tingkat penuntutan dengan Kejari Jambi terkait 
menghadirkan ahli teknis dari ITB dan ahli keuangan negara 
dari BPKP dalam persidangan di PN Tipikor Jambi).

12.	 Dugaan TPK dalam pekerjaan pembangunan sarana 
prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken 
breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung 
untuk manusia beserta pekerjaan pendukungnya pada 
Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
Kementerian Kesehatan TA. 2009-2010 (koordinasi tingkat 
penyelidikan, persiapan pelimpahan penanganan kasus)

13.	 Dugaan TPK dalam pengadaan peralatan pembangunan 
produksi, riset dan alih teknologi produksi vaksin flu burung 
untuk manusia pada Ditjen Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan TA. 2008-
2011 (koordinasi tingkat Penyelidikan, persiapan pelimpahan 
penanganan kasus).

14.	 Dugaan TPK berupa penerimaan hibah atau sesuatu oleh 
pemeriksa pajak pada KPP Bandung Karees secara melawan 
hukum dan atau dengan menyalahgunakan kewenangan 
nya terkait dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan 
pada PT. Netway Utama tahun 2007 (koordinasi tingkat 
penyelidikan, persiapan pelimpahan penanganan kasus).

15.	 Dugaan TPK dalam kegiatan pengadaan alat material khusus 
TNKB/TCKB di Korlantas Polri TA. 2011 (koordinasi tingkat 
Penyidikan, bantuan dokumen/data).

16.	 Dugaan TPK pengadaan pakaian dinas beserta 
perlengkapannya pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kupang TA 2012 dengan tersangka 
MD alias Itha ditangani oleh Polda NTT (koordinasi tingkat 
penyidikan, kasus belum dapat ditingkatkan ke Penuntutan 
masih perlu pendalaman mengenai perbuatan melawan 
hukum tersangka).

17.	 Dugaan TPK penjualan tanah milik Stasiun Lembaga 
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Kupang 
yang terletak di Jalan Amabi, RT 07, RW 03, Kelurahan 
Maulafa, Kota Kupang, ditangani oleh Polda NTT (koordinasi 

6.	 Dugaan TPK 
pengadaan 1 (satu) 

mobil pemadam 
kebakaran type V80ASM 

pada APBD TA. 2004 Kota 
Jambi, dengan terdakwa 

Drs. H.Arifien Manap bin H. 
Abdul Manap (koordinasi tingkat 

penuntutan dengan Kejari Jambi 
terkait menghadirkan ahli Teknis dari ITB 

dan ahli keuangan Negara dari BPKP dalam 
persidangan di PN Tipikor Jambi).

7.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam 
kebakaran type V80ASM pada APBD TA. 2004 Kota 

Jambi, dengan terdakwa H. Arifuddin Yassak,SM Hk bin 
Muhammad Yassak (koordinasi tingkat penuntutan dengan 
Kejari Jambi terkait menghadirkan ahli Teknis dari ITB dan 
ahli keuangan Negara dari BPKP dalam persidangan di PN 
Tipikor Jambi).

8.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA. 2004 Kota Jambi, dengan 
terdakwa Zulkifli Somad, SH bin H. Abdullah Aomad 
(koordinasi tingkat penuntutan dengan Kejari Jambi terkait 
menghadirkan ahli Teknis dari ITB dan ahli keuangan 
Negara dari BPKP dalam persidangan di PN Tipikor Jambi)

9.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA. 2004 Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, dengan terdakwa Drs. H.Abdullah Hich 
bin alm H.Ibrahim Chitam (koordinasi tingkat penuntutan 
dengan Kejari Jambi terkait menghadirkan ahli Teknis 
dari ITB dan ahli keuangan Negara dari BPKP dalam 
persidangan di PN Tipikor Jambi)

10.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA. 2004 Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, dengan terdakwa Drs. H.Syarifuddin Fadhil 
bin H.Usman Matnuh (koordinasi tingkat penuntutan 
dengan Kejari Jambi terkait menghadirkan ahli Teknis 
dari ITB dan ahli keuangan Negara dari BPKP dalam 
persidangan di PN Tipikor Jambi).
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tingkat penyidikan, kasus belum dapat ditingkatkan ke 
penuntutan masih perlu pendalaman mengenai perbuatan 
melawan hukum tersangka).

18.	 Dugaan TPK pengadaan alat angkut darat kendaraan 
bermotor mobil jabatan Ketua DPRD Kabupaten Alor 
menggunakan APBD Kab. Alor TA 2011, ditangani oleh 
Polda NTT (koordinasi tingkat penyidikan, kasus belum 
dapat ditingkatkan ke Penuntutan masih perlu pendalaman 
mengenai perbuatan melawan hukum tersangka).

19.	 Dugaan TPK dalam pelaksanaan Program Pendidikan Luar 
Sekolah (PLS) pada Sub Dinas Pendidikan Provinsi Nusa 
Tenggara Timur TA. 2007 (koordinasi tingkat penyidikan, 
kasus belum dapat ditingkatkan ke Penuntutan karena 
beberapa saksi yang dipanggil tidak dapat hadir karena 
diduga dihalangi oleh pendukung Bupati Sabu Raijua/saat itu 
Kasubdin PLS Dinas Pendidikan Provinsi NTT).

20.	 Dugaan TPK pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum 
(TPU) Jalan Perumtel Gunung Nona TA 2003 dengan 
tersangka MJP (Walikota Ambon selaku Ketua Panitia); SM 
(Wakil Ketua) dan ALA (pemilik tanah) (koordinasi tingkat 
penyidikan, kasus belum dapat ditingkatkan ke Penuntutan 
masih dilakukan pendalaman).

21.	 Dugaan TPK penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan 
oleh Plt Bupati Kepulauan Aru Umar Djabumona,S.Sos pada 
penggunaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 
TA 2011 (koordinasi tingkat penyidikan, kasus belum dapat 
ditingkatkan ke penuntutan masih dilakukan pendalaman).

22.	 Dugaan TPK pada pelaksanaan pekerjaan proyek 
Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 pada Dinas 
Pendidikan dan Kelautan Kab. Buru DPRD Kab. Alor sumber 
dana APBD Kab Alor TA 2011 (koordinasi tingkat penyidikan, 
kasus belum dapat ditingkatkan ke Penuntutan masih 
dilakukan pendalaman).

23.	 Dugaan TPK pada priyek Program Pembangunan 
Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2008 pada Kabupaten 
Maluku Tenggara dengan tersangka AOS (Bendahara 
PPIP) (koordinasi tingkat penyidikan, kasus belum dapat 
ditingkatkan ke Penuntutan masih dilakukan pendalaman).

24.	 Dugaan TPKpembelian kapal cepat ekspres Halmahera 
Selatan tahun 2006 (koordinasi tingkat penyidikan karena 
kasus ini sebelumnya di hentikan penyidikannya)

25.	 Dugaan TPK mengalihkan dana bantuan pengungsi yang 
tersimpan dalam rekening penampung Bank Mandiri 
Ternate dengan nomor: 150-00-0436836-9 sebesar 
Rp63.243.844.000 ke Deposito On Call (DOC) yang 
bunganya dipergunakan untuk kepentingan Pribadi 
(koordinasi tingkat penyidikan, kasus belum dapat 
ditingkatkan ke Penuntutan masih dilakukan pendalaman).

26.	 Dugaan TPK dalam pekerjaan pengembangan sistem 
distribusi air minum, pekerjaan konstruksi jaringan air 
bersih/air minum, pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/
air minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, 
Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu pada Dinas 
PU Karangasem APBD TA. 2009 dan 2010 (koordinasi 
tingkat penyidikan, ke ITB Bandung meminta ahli teknis 
untuk membantu menilai pekerjaan sistem distribusi air 
minum, pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum, 
pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum).

27.	 Dugaan TPK dalam pengadaan dan pemasangan mesin 
genset dan trafo step up Kabupaten Seruyan TA 2007 
(koordinasi tingkat penyidikan, ke ITB Bandung meminta 
ahli teknis untuk membantu menilai pekerjaan dan 
pemasangan mesin genset dan trafo step up).

28.	 Koordinasi dengan Kepolisian RI dan pihak terkait atas 
laporan adanya dugaan penyerobotan, perusakan, 
pencurian dan atau penguasaan secara tidak sah atas 
barang bukti berupa tanah dan bangunan yang terletak di 
Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, dan Desa Kumpay 
Kecamatan Jalan Gagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 
yang disita oleh KPK dalam perkara atas nama Djoko Susilo.

29.	 Dugaan TPK dalam pekerjaan pengembangan sistem 
distribusi air minum, pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/
air minum, pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 
di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan 
Manggis dan Kecamatan Kubu pada Dinas PU Karangasem 
APBD TA. 2009 dan 2010 (koordinasi tingkat penyidikan, cek 
fisik ke lokasi bersama tim ahli ITB Bandung dan penyidik 



36.	  Perkara dugaan TPK dalam pekerjaan pengembangan 
sistem distribusi air minum, pekerjaan konstruksi jaringan air 
bersih/air minum, pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/
air minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, 
Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu pada Dinas PU 
Karangasem APBD TA. 2009 dan 2010 (koordinasi tingkat 
penyidikan dengan Subdit Tipidkor Polda Bali).

37.	 Kasus dugaan TPK pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas 
Kesehatan Kota Palu TA. 2012, Kejati Sulteng (koordinasi 
tingkat penyelidikan).

38.	 Perkara dugaan TPK pengadaan alat kesehatan pada RSUD 
Dr.Soejono Selong Kab. Selong Lombok Timur, bersumber 
dari APBN Ditjen Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan 
RI Tahun 2008 (koordinasi tingkat penyidikan dengan Polda 
NTB, pemeriksaan saksi-saksi).

39.	 Perkara dugaan TPK penggunaan anggaran dana rehabilitasi/
pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota 
Pematang Siantar TA 2007 dan penggunaan anggaran 
bantuan sosial sekretariat daerah Pemerintah Kota Pematang 
Siantar pada APBD-Perubahan TA 2007. Tersangka WBL 
(koordinasi tingkat penyidikan terkait permintaan keterangan 
ahli).

40.	 Perkara dugaan TPK dalam pelaksanaan pekerjaan rehab 
gedung Jamburae; lanjutan pembangunan rumah dinas; dan 
pembangunan kantor bupati Nias Selatan serta beberapa 
kegiatan menyangkut pembebasan lahan yang diduga fiktif 
TA 2008 s.d.. TA 2010. Tersangka E (Direktur PT. Selatan 
Jaya) (koordinasi tingkat penyidikan, penghitungan kerugian 
keuangan Negara oleh BPKP).

41.	 Kasus dugaan TPK pengadaan alat kesehatan di RSUP H. 
Adam Malik Medan dari sumber dana APBN-P TA 2010 
(koordinasi tingkat penyelidikan).

42.	 Kasus dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam 
kerjasama operasional antara PTPN II dan perusahaan asing 
dari Malaysia yaitu PT. Kuala Lumpur Kepong (KLK) Malaysia 
terhadap asset milik perusahaan BUMN PTPN II (koordinasi 
tingkat penyelidikan).

Polda Bali untuk 
menilai pekerjaan 

sistem distribusi 
air minum, pekerjaan 

konstruksi jaringan air bersih/
air minum, pekerjaan konstruksi 

jaringan air bersih/air minum).

30.	 Dugaan TPK dalam pengadaan dan 
pemasangan mesin genset dan trafo step 

up Kabupaten Seruyan TA. 2007 (koordinasi 
tingkat penyidikan, cek fisik ke lokasi bersama 

ahli dari ITB Bandung dan Penyidik Kejati Kalteng 
untuk menilai pekerjaan dan pemasangan mesin 

genset dan travo step up).

31.	Koordinasi ke Pengadilan Negeri Bandung terkait rencana 
persidangan atas nama tersangka ST (mantan Hakim/Waka 
Pengadilan Negeri Bandung) dkk terkait dengan kasus 
suap dalam proses penanganan perkara kasus Bansos Kota 
Bandung (koordinasi tingkat penuntutan).

32.	 Koordinasi pengumpulan informasi dan data di Jakarta 
terkait harga pembanding alat kesehatan sehubungan 
dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi 
pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr.Soejono Selong 
Kab. Selong Lombok Timur, bersumber dari APBN Ditjen 
Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI Tahun 2008 
(koordinasi tingkat penyidikan).

33.	 Koordinasi dengan ITB Bandung terkait bantuan tenaga ahli 
dalam penanganan perkara TPK pengadaan pembangunan 
jalan Ayawasi-Kebar Papau barat TA 2008 s.d 2010 
(koordinasi tingkat Penyidikan).

34.	 Koordinasi ke Kejati DI Yogyakarta terkait kasus dugaan TPK 
Dana Hibah APBD Kab. Bantul kepada KONI Bantul ke PSSI 
Bantul untuk Persiba TA. 2011 (koordinasi tingkat Penyidikan).

35.	 Koordinasi Pendampingan Tim Ahli ITB dlm perkara TPK 
Pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar Papua Barat TA 2008-
2010 pada tanggal 20 Agustus 2013 s.d. 23 Agustus 2013, 
ditangani Kejati Papua (koordinasi tingkat penyidikan, 
melakukan cek fisik).
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43.	 Kasus dugaan TPK dalam pembangunan gedung 
perpustakaan (digital library) Universitas Medan/Unimed 
tahun 2011 (koordinasi tingkat penyelidikan).

44.	 Kasus dugaan TPK penyuapan yang diduga dilakukan oleh 
JRS kepada RA selaku Anggota KPUD Kab Simalungun 
(koordinasi tingkat penyelidikan).

45.	 Perkara dugaan TPK pada pengadaan kendaraan untuk 
peningkatan sanitasi lingkungan Dinas Kimpraswil Kab 
Timor Tengah Utara TA 2008 (Dana DAK). Terpidana 
Johanes Usboko. (koordinasi tingkat eksekusi, membantu 
pencarian terpidana).

46.	 Perkara dugaan TPK pengadaan mobil pemadam kebakaran 
di Kabupaten Muara Bulian dengan terdakwa H.Abdul 
Fattah,SH (koordinasi tingkat persidangan, menghadirkan 
saksi ahli dari BPKP)

47.	 Kasus dugaan TPK pengadaan kelengkapan perorangan 
Linmas (KAPORLINMAS) Pengamanan Pemilu Tahun 
2009 pada Departemen Dalam Negeri (koordinasi tingkat 
penyelidikan, terkait bukti-bukti hasil pulbaket). 

48.	 Perkara dugaan TPK pengadaan mobil pemadam kebakaran 
di Kabupaten Muara Bulian dengan terdakwa H. Abdul 
Fattah, SH (koordinasi tingkat persidangan, menghadirkan 
saksi ahli dari ITB)

49.	 Perkara dugaan TPK dalam pengadaan alat kesehatan untuk 
buffer stock/ KLB dengan metode penunjukan langsung 
yang dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penanggulangan 
Masalah Kesehatan antara bulan Oktober 2005 s.d. 
November 2005. Tersangka Dr. SFS (koordinasi tingkat 
penyidikan, terkait perbedaan pendapat antara Penyidik dan 
Jaksa Penuntut Umum).

50.	 Perkara dugaan TPK penyalahgunaan dana pengembangan 
perusahaan rumah potong hewan (PD. RPH) Kota Makassar 
TA. 2009/2010. Tersangka SL (koordinasi tingkat penyidikan, 
terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP). 

51.	 Perkara dugaan TPK berupa pemberian sejumlah uang 
sebesar Rp 3miliar dari H. Muhidin (walikota Banjarmasin) 
selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. Binuang 

Jaya Mulia (PT. BJM) kepada Drs. H. Adriansyah (Bupati 
Tanah Laut), yang berkaitan dengan penyelesaian batas 
daerah antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten 
Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (koordinasi 
tingkat penyidikan terkait perbedaan pendapat antara 
Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum).

52.	 Perkara dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam 
jabatan terhadap penggunaan dana block grant TA 2008, 
dana ADD TA 2009 dan TA 2010 di Desa Bencah Kelubi Kec 
Tapung Kab Kampar Provinsi Riau. Tersangka ZA (koordinasi 
tingkat penyidikan terkait Perhitungan Kerugian Keuangan 
Negara)-Polda Riau Qq Polres Kampar.

53.	 Perkara dugaan TPK kegiatan pengadaan dan pemasangan 
mesin listrik tenaga diesel (genset) dan trafo step up 
di Kabupaten Seruyan (koordinasi tingkat penyidikan, 
menghadirkan ahli dari ITB untuk menguji fisik genset) - 
Polda Kalteng Qq Polres Seruyan.

54.	 Perkara dugaan TPK dalam pembangunan RSUD Dr. 
Hatjono Ponorogo sumber APBN Tahun Anggaran 2009 
dan APBN Tahun Anggaran 2010, penyidikan ditangani oleh 
Penyidik Polres Ponorogo (koordinasi tingkat penyidikan, 
memfasilitasi pemeriksaan saksi atas nama M.El Idris). 

55.	 Perkara TPK yang ditangani oleh Kejati Papua dan 
Jajarannya, ditangani Kejati Papua (koordinasi tingkat 
penyelidikan dan penyidikan, koordinasi dengan Pidsus 
Kejagung RI).

56.	 Perkara TPK penyimpangan dana bantuan sosial dan 
penggunaan anggaran bantuan KONI Kepulauan Anamblas 
TA 2009 dan 2010, ditangani Polda Kepulauan Riau 
(koordinasi tingkat penyidikan dengan Polres Kampar, 
terkait masalah kerugian keuangan negara).

57.	 Perkara TPK dalam pembangunan RSUD Dr Harjono 
Kabupaten Ponorogo dengan sumber dana APBN TA 2009 
dan 2010, ditangani Polres Ponorogo (koordinasi tingkat 
penyidikan: koordinasi dengan Rektor ITB Bandung terkait 
permintaan ahli teknis untuk menghitung nilai bangunan 
RSUD).



tingkat penyelidikan: persiapan pelimpahan kasus ke Bareskrim 
Polri).

65.	 Perkara TPK pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 
50 WP pada Kementerian Daerah Tertinggal (KPDT) TA 2008, 
ditangani Direktorat Penyelidikan KPK (koordinasi tingkat 
penyelidikan: persiapan pelimpahan kasus ke Bareskrim Polri).

66.	 Dugaan TPK penyimpangan dana DAK untuk pengadaan 
alat peraga TA 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Pesawaran yang diduga melibatkan Bupati Pesawaran 
ditangani oleh Polda Lampung (Koordinasi tingkat 
penyelidikan, meminta masukan/pendapat terkait fakta 
perbuatan Bupati);

67.	 Dugaan TPK dalam pekerjaan pengembangan sistem 
distribusi air minum, pekerjaan konstruksi jaringan air 
bersih/air minum, pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/
air minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, 
Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu pada Dinas 
PU Karangasem APBD TA 2009 dan 2010 (Koordinasi 
tingkat penyidikan, pengujian fisik dengan mengambil 
sampel pipa bersama tim ahli ITB Bandung dan penyidik 
Polda Bali untuk menilai pekerjaan sistem distribusi air 
minum, pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum, 
pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/air minum).

68.	 Dugaan TPK dalam pengadaan alat kesehatan untuk buffer 
stock/KLB pada Kepala Pusat Penanggulangan Masalah 
Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2005. Tsk Dr Siti 
Fadilah Supari (Koordinasi tingkat penyidikan ke Kejagung 
dan Bareskrim: persiapan penyerahan penanganan oleh 
Bareskrim ke KPK)

69.	 Dugaan TPK pembangunan pembangkit listrik tenaga 
minihidro (PLTM) di Sawidago Kab Poso TA 2007 dan TA 
2008. Tsk Ir Kosasih Abbas (Koordinasi tingkat penyidikan: 
koordinasi ke Kemenkumham terkait pemindahan Tdkw Ir 
Kosasih Abbas dari Jakarta ke Palu Sulteng bersama Tim 
dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah)

70.	 Dugaan TPK pada pengadaan alat-alat kesehatan di 
Dinas Kesehatan Kota Palu TA 2012 (Koordinasi tingkat 
penyidikan: memfasilitasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah 
dalam pemeriksaan saksi-saksi dari pihak distributor)

58.	 Perkara 
TPK kegiatan 

pemanfaatan dana 
bansos berupa cetak 

sawah seluas 500 Ha dalam 
kegiatan prasarana dan sarana 

pertanian pada Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan Kab. Aceh Tengah 

TA 2011, ditangani Kejari Takengon 
(koordinasi tingkat penyidikan: koordinasi 

dengan Rektor IPB Bogor terkait permintaan 
ahli teknis).

59.	 Perkara TPK penyimpangan dana subsidi proyek 
peningkatan manajemen pendidikan tinggi pada 

Universitas Kristen Tumohon TA 2003 dan 2004, 
ditangani Polres Tumohon. (koordinasi tingkat penyidikan: 
koordinasi terkait permintaan Jaksa Peneliti untuk 
tambahan keterangan saksi dan pengembalian kerugian 
keuangan negara).

60.	 Perkara TPK penyalahgunaan dana BOS di Provinsi Sumatera 
Utara, ditangani oleh Polda Sumut (koordinasi tingkat 
penyidikan: belum adanya hasil perhitungan kerugian 
keuangan negara dari BPK Perwakilan Prov Sumut). 

61.	 Perkara TPK pembebasan tanah lokasi pembangunan PLTA 
Asahan III, ditangani oleh Polda Sumut (koordinasi tingkat 
penyidikan: belum adanya hasil perhitungan kerugian 
keuangan negara dari BPKP krn ada dokumen dan keterangan 
ahli teknis yang belum dipenuhi penyidik). 

62.	 Perkara TPK di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto 
pada kegiatan pengadaan peralatan laboratorium terpadu 
riset dan pengembangan bidang ilmu pendidikan, 1 paket 
TA 2010 dengan nilai kontrak Rp28.404.200.000,00, Polda 
Jateng (koordinasi tingkat penyidikan: memfasiltasi permintaan 
keterangan saksi).

63.	 Dugaan TPK dana sertifikasi guru di Lampung, ditangani Kejati 
Lampung (koordinasi tingkat penyelidikan: meminta masukan 
dari KPK).

64.	 Dugaan TPK dalam pengadaan kendaraan roda 2 type bebek, 
trail dan sport pada Ditjen Bina Kesehatan masyarakat Depkes 
TA 2006, ditangani Direktorat Penyelidikan KPK (koordinasi 
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71.	 Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana 
bantuan sosial berupa cetak sawah seluas 500 Ha sebagai 
sarana prasarana pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan Kab Aceh Tengah TA 2011 (Koordinasi bersama 
Kejari Takengon Aceh ke IPB terkait permintaan Ahli dari IPB)

72.	 Dugaan TPK Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan Rumah Murah di Kelurahan Nipah-Nipah 
Kec Penajam Kab Paser Utara TA 2011. Tsk Drs Sutiman, dkk 
(Koordinasi tingkat penyidikan: Koordinasi dengan Kejari 
Penajam Kaltim dan Direktorat LHKPN terkait permintaan 
data LHKPN)

73.	 Dugaan TPK Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan Rumah Murah di Kelurahan Nipah-Nipah 
Kec Penajam Kab Paser Utara TA 2011. Tsk Drs Sutiman, dkk 
(Koordinasi tingkat penyidikan: Koordinasi dengan Kejari 
Penajam Kaltim dan Direktorat LHKPN terkait permintaan 
data LHKPN)

74.	 perkara tindak pidana korupsi pembangunan Griya 
Lawu Asri di Desa Jeruk Sawit Kecamatan Gondangrejo 
Kabupaten Karanganyar yang berasal dari subsidi dana hibah 
Kementerian Perumahan Rakyat yang diduga melibatkan 
Rina Iriani Sri Ratnaningsih (Bupati Karanganyar) (Koordinasi 
tingkat penyidikan: Koordinasi dengan Kejati Jawa Tengah 
dan Direktorat LHKPN terkait permintaan data LHKPN)

Hasil Klarifikasi KPK kepada Aparat Penegak Hukum 
(APH)

1.	 Dugaan TPK penyimpangan atas penggunaan dana DAK 
TA 2011 pada pembangunan proyek perpustakaan di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, kasus dihentikan 
penyidikannya (sesuai surat Kejati Jatim nomor: R-468/O.5/
Fd.1/02/2013 tanggal 6 Februari 2013)

2.	 Dugaan TPK pada kerja sama pengelolaan Taman Wisata 
Pantai Teleng Ria Kabupaten antara Pemerintah Kabupaten 
Pacitan dengan PT. El Jhon Tirto Emas Wisata, masih proses 
penyidikan (sesuai surat Kejati Jatim nomor: R-475/O.5/
Fd.1/02/2013 tanggal 7 Februari 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-32/20/01/2013 tanggal 7 Januari 2013).

3.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana kas daerah Kabupaten 
Mojokerto tahun 2000 s.d 2008 dengan terdakwa DR. 
Achmady, M.Si,MM (mantan Bupati Mojokerto periode 
2000 s.d 2008), terdakwa Suminto Adi, SE (mantan Kasi 
Pelayanan nasabah Bank Jatim cabang Mojokerto) dan Drs. 
Suwandi, MM (mantan Wakil Bupati periode 2005 s.d 2010, 
sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya 
berdasarkan putusan nomor:68/Pid.Sus/2012/PN Sby 
tanggal 27 Desember 2012 (sesuai surat Kejati Jatim nomor: 
R-531/O.5/Fd.1/02/2013 tanggal 31 Januari 2013).

4.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana BPMR (Balai 
Pengembangan Media Radio) tahun 2007 dengan tersangka 
M selaku Bendahara BPMR, telah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor Yogyakarta pada 26 Desember 2012 (sesuai surat 
Kejari Bantul Nomor: B-674/O.4.13/Ft.1/2012 tanggal 26 
Desember 2012).

5.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana BPMR (Balai 
Pengembangan Media Radio) tahun 2007 dengan tersangka 
RS selaku PPK BPMR. Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor 
Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2012 (sesuai surat 
Kejari Bantul Nomor: B-673/O.4.13/Ft.1/2012 tanggal 26 
Desember 2012).

6.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana BPMR (Balai 
Pengembangan Media Radio) tahun 2007 dengan tersangka 
BEM selaku KPA BPMR, telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor 
Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2012 (sesuai surat 
Kejari Bantul Nomor: B-07/O.4.13/Ft.1/2012 tanggal 26 
Desember 2012).

7.	 Dugaan TPK penerimaan gratifikasi oleh Bupati Garut (Aceng 
H.M Fikri) dari calon Wakil Bupati Garut (Asep Kurnia Jaya) 
sebesar USD25,000, hasil Pulbaket belum ditemukan tindak 
pidana gratifikasi oleh Bupati Garut dikarenakan belum ada 
bukti bahwa Bupati Garut sebagai penerima. Polda Jabar 
sudah menangani menetapkan tersangka sebagai penerima 
uang Sdr. Asep Maher (sesuai surat Kejati Jatim nomor: 
R-1739/O.2/Fd.1/12/2012 tanggal 12 Desember 2012, 
menjawab surat KPK nomor: R-4182/20/01-20/2012 tanggal 
2 November 2012).



13.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana biaya pungut PBB 
Kabupaten Cianjur TA 2001-2004, Kejati Jabar dan Kejari 
Cianjur tidak pernah menangani kasus dimaksud (sesuai surat 
Kejati Jabar Nomor: B-1548/O.2.5/Fd.1/03/2013 tanggal 14 
Maret 2013).

14.	 Dugaan TPK penggunaan dana pinjaman bank Jabar tahun 
2006 sebesar Rp200 Miliar pada PemKab Pandeglang, 
masih proses penyidikan (sesuai surat Kejati Banten nomor: 
R-69/O.6/Fd.1/03/2013 tanggal 6 Maret 2013).

15.	 Dugaan TPK pada proyek pembangunan jalan dan jembatan 
Bulodawa yang diduga melibatkan Rusli Habibie (mantan 
Bupati Gorontalo Utara) melalui rekanan PT. Cahaya Mandiri 
Persada, penyelidikan dihentikan oleh Kejaksaan Negeri 
Suwawa (sesuai surat Kejati Gorontalo nomor: R-233/R.5/
Hjw/03/2013 tanggal 3 Maret 2013)

16.	 Dugaan TPK dana bantuan sosial Gubernur Provinsi 
Jawa Tengah TA 2008 pada Pondok Pesantren di Kab. 
Sragen yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009 di Wilayah 
Hukum Kab. Sragen, (sesuai surat Polres Sragen nomor: 
Res.3.1/1084/III/2013/Reskrim tanggal 9 Maret 2013).

17.	 Dugaan TPK pada pelaksanaan MTQ ke XXIV tingkat Provinsi 
Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 
oleh Sub Bidang Akomodasi dengan tersangka AW sudah 
dilimpah ke Penuntutan, (sesuai surat Polda Maluku Nomor: 
B/329/II/2013 tanggal 28 Februari 2013).

18.	 Dugaan TPK di PD BKK Klaten Utara atau PD BKK Wedi 
cabang Klaten Utara yang dilakukan oleh Dwi Purwandari,SIP 
selaku Pimpinan Daerah (PD) BKK Klaten Utara, sudah tahap 
penyidikan, (sesuai surat Kejari Klaten Nomor: B-31/0.3.19/
Fd.1/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 menjawab surat 
Pimpinan KPK nomor: R-4783/01-20/12/2012 tanggal 20 
Desember 2012).

19.	 Dugaan TPK pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar TA 2011, 
masih penyidikan ( sesuai surat Kejati Bali nomor: R-802/P.1/
Hi.2/12/2012 tanggal 4 Desember 2012).

20.	 Dugaan TPK penyimpangan dalam pencairan dan 
pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium 
terpadu dan skills laboratorium Fakultas Kedokteran pada 
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2011 

8.	 Dugaan TPK 
pemberian kredit 

fiktif sebesar Rp1,146 
miliar yang dilakukan 

oleh mantan Direktur BKK 
Klaten (Dwi Purwandari,SIP), 

masih penyidikan menunggu 
hasil perhitungan kerugian keuangan 

Negara dari BPKP (sesuai surat Kejati 
Jateng Nomor: B-128/O.3/Fd.1/01/2013 

tanggal 10 Januari 2013, menjawab surat 
KPK nomor: R-4783/01-20/12/2012 tanggal 20 

Desember 2012).

9.	Dugaan TPK penerimaan gratifikasi/suap kepada 
anggota DPRD Kota Pekanbaru terkait pembangunan 

gedung DPRD Kota Pekanbaru, Kejati tidak ada melakukan 
penyidikan kasus dimaksud (sesuai surat Kejati Riau nomor: 
R-09/N.4/Dek.1/01/2013 tanggal 9 Januari 2013, menjawab 
surat KPK nomor: R-4781/01-20/01/2012 tanggal 6 
November 2012).

10.	 Dugaan TPK pelaksanaan transmigrasi di Desa Dungai 
Bernas Kecamatan Siulak Kab. Kerinci TA 2011, masih 
penyidikan menunggu laporan pemeriksaan volume 
pekerjaan dari Kepala Dinas PU Provinsi Jambi (sesuai surat 
Kejati Jambi nomor: R-27/N.5/Hpt.2/01/2013 tanggal 14 
Januari 2013, menjawab surat KPK nomor: R-3791/01-
20/10/2012 tanggal 5 Oktober 2012).

11.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana anggaran Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Menado oleh Kepala 
Dinas (Hendrik Waroka), sudah ditangani terlebih dahulu 
oleh penyidik Polda Sulut (sesuai surat Kejari Manado 
nomor: R-16/R.1.10/Fd.1/02/2013 tanggal 15 Februari 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-228/01-20/01/2013 tanggal 
16 Januari 2012).

12.	 Dugaan TPK menjual tanah desa Tenam yang berada di 
Desa Melapari seluas lebih kurang 811 m2 dan 14.378 m2 
oleh Kade Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten 
Batang Hari, sudah dilimpah ke Pengadilan Tipikor Jambi 
(sesuai surat Kejati Jambi Nomor: B-444/N.5/Ft.1/01/2013 
tanggal 31 Januari 2013).
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dengan sumber dana APBN-P TA 2011 sebesar lebih kurang 
Rp22.926.620.000, masih penyidikan (sesuai surat Kejati 
Kalsel nomor: R-117/Q.3/Hi.2/02/2013 tanggal 15 Februari 
2013).

21.	 Dugaan TPK dana bagi hasil jasa pungut PBB Pertambangan 
TA 2008 s.d 2010 a.n terpidana Drs.Syamsul Rizal selaku 
Kepala Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi sekaligus 
Pengguna Anggaran TA 2008 s.d. 2010, sudah diputus 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan 
pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000 
( sesuai surat Kejari Tebing Tinggi nomor: R-39/N.2.14/
Fuh.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013).

22.	 Dugaan TPK pengelolaan keuangan pada PDAM Tirta 
Tarum Kabupaten Krawang TA 2011, sedang disidik oleh 
Kejari Karawang (sesuai surat Kejari Karawang Nomor: 
B-152/O.2.18/Fd.1/01/2013 tanggal 16 Januari 2013).

23.	 Dugaan TPK pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2010, masih penyidikan menunggu 
hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP 
(sesuai surat Kejati NTT Nomor: B-571/P.3/Fd.1/03/2013 
tanggal 15 Maret 2013).

24.	 Dugaan TPK melakukan perbuatan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan atas terbitnya surat keputusan pengangkatan 
CPNS a.n Zainul Erfan,SS pada penerimaan CPNS di 
lingkungan Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Selatan 
TA 2009 dengan tersangka AFA , ditangani oleh Polda 
Kalimantan Selatan, masih penyidikan/P-19 (sesuai surat 
Polda Kalsel Nomor: B/30.c-3/I/2013/Dit.Reskrimsus, tanggal 
29 Januari 2013).

25.	 Dugaan TPK pada proyek pembangunan jalan Yos Sudarso-
Rumbai Pekanbaru tahun 2010-2012 dengan menggunakan 
dana APBD Prov. Riau sebesar Rp38.983.700.000, dihentikan 
pada tahap penyelidikan oleh Polda Riau (sesuai surat 
Polda Riau Nomor: B/2855/IX/2012/Reskrimsus tanggal 18 
September 2012 menjawab surat KPK nomor: R-3257/01-
20/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012).

26.	 Dugaan TPK pada pembangunan Griya Lawu Asri di 
Desa Jeruk Sawit Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 
Karanganyar yg berasal dari subsidi dana hibah Kementerian 
Perumahan Rakyat yang diduga dilakukan oleh Rina Iriani Sri 
Ratnaningsih, masih dilidik oleh Kejati Jateng (sesuai surat 
Kejati Jateng nomor: R-1325/O.3.1/Fd.1/10/2012 tanggal 
25 Oktober 2012 menjawab surat KPK nomor: R-3196/01-
20/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012)

27.	 Dugaan TPK pada proyek yang menggunakan dana 
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 
2011 di Bengkulu, Kejati Bengkulu tidak pernah melakukan 
penyidikan atas kasus dimaksud (sesuai surat Kejati Bengkulu 
Nomor: B-29/N.7/Fd.1/01/2013 tanggal 4 Januari 2013 
menjawab surat KPK nomor: R-4831/01-20/12/2012 tanggal 
26 Desember 2012).

28.	 Dugaan TPK pengelolaan hasil penerikan retribusi parker 
berlangganan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2009, Kejari 
pernah melakukan pulbaket dan belum menemukan adanya 
perbuatan yang terindikasi sebagai perbuatan TPK (sesuai 
surat Pidsus Kejagung RI nomor: R-62/F.2/Fd.1/01/2013 
tanggal 25 Januari 2013 menjawab surat KPK nomor: 
R-3747/01-20/09/2011 tanggal 6 September 2011).

29.	 Dugaan TPK peemberian insentif upah pungut PSDH (Provisi 
Sumber Daya Hutan) Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 
2005 dengan tersangka ES dan SP sduah di vonis bersalah 
oleh Pengadilan Tipikor Padang dan dan Pengadilan Tinggi 
Padang saat ini menunggu putusan kasasi (sesuai surat Kejati 
Sumbar nomor: R-89/N.3/Fd.1/12/2013 tanggal 22 Januari 
2013 menjawab surat KPK nomor: R-3824/01-20/10/2012 
tanggal 10 Oktober 2012).

30.	 Dugaan TPK penyuapan kepada Jaksa yang menangani 
kasus TPK dana hibah kegiatan block grant Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Universitas Tulang 
Bawang Lampung tahun 2007, telah dilakukan klarifikasi oleh 
Pengawasan Kejagung dengan simpulan tidak ditemukan 
adanya indikasi dugaan pelanggaran disiplin (sesuai surat 
Jamwas nomor: R-286/H/Hpu.1/02/2013 tanggal 13 Februari 
2013 menjawab surat KPK nomor: R-4858/01-20/12/2012 
tanggal 27 Desember 2012).



37.	 Dugaan TPK pada Kegiatan pengadaan tanah oleh 
Pemerintah Kota Ambon atas beban APBD Kota Ambon TA 
2003, masih tahap penyidikan (sesuai surat Kepolda Maluku 
nomor: R/412/IX/2012 tanggal 12 September 2012).

38.	 Dugaan TPK dalam pelaksanaan ruislag tanah milik 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Pakai 
nomor 5 seluas 32.928 yang terletak di desa Nyatnyono Kab.
Semarang dengan tanah pengganti seluas 40.000 m2 di 
desa Kalongan Kec. Ungaran Semarang milik PT. Handayani 
Membangun, masih tahap peyidikan (sesuai surat Kejati 
Jateng Nomor: B-1.327/O.3/Fd.1/03/2013 tanggal 28 Maret 
2013).

39.	 Dugaan TPK dalam kegiatan pengembangan system 
distribusi air minum, pekerjaan konstruksi jaringan air bersih/
air minum di Kecamatan Abang,Karangasem, Manggis dan 
Kubu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem dengan 
menggunakan dana APBD tahun 2009 dan 2010 dengan 
tersangka WA masih tahap peyidikan (sesuai surat Kapolda 
Bali nomor: R/103/I/2013/Dit.Reksrimsuss tanggal 18 Januari 
2013).

40.	 Dugaan TPK dalam penyaluran minyak goreng bersubsidi di 
PemKab Tapanuli Selatan TA 2008 dengan potensi kerugian 
keuangan Negara sebesar Rp257.000.000 yang diduga 
dilakukan Junaim (mantan Kadis Perindagkop Kab. Tapsel) 
(sesuai surat Polda Sumut nomor: R-427/IV/2013 tanggal 2 
April 2013).

41.	 Dugaan TPK pada kegiatan penagijan rekening air PDAM 
Tirtanadi Prov. Sumatera Utara dengan potensi kerugian 
keuangan Negara sebesar Rp2.289.844.995 yang diduga 
dilakukan oleh Ir. Azzam Rizal, M.Eng (Dirut PDAM Tirtanadi) 
(sesuai surat Polda Sumut nomor: R-427/IV/2013 tanggal 2 
April 2013).

42.	 Dugaan TPK kemahalan harga pembebasan lahan untuk 
kegiatan pembangunan base camp PLN Suar dan lahan 
untuk jalan aksesnya di Kab. Tobasa dengan potensi kerugian 
keuangan Negara sebesar Rp.5.903.884.164 yang diduga 
dilakukan oleh Pandapotan Kasmin Simanjuntak (Bupati Toba 
Samosir) (sesuai surat Polda Sumut nomor: R-427/IV/2013 
tanggal 2 April 2013).

31.	 Dugaan TPK dalam 
Pembangunan 

Gedung DPRD 
Kab. Cianjur TA 2006, 

dihentikan penyidikannya krn 
tidak ada kerugian keuangan 

negaranya (sesuai surat Polda Jabar 
Nomor: B-198/II/2013/Ditreskrimsus 

tanggal 4 Februari 2013 menjawab surat 
KPK nomor: R-72/01-20/01/2013 tanggal 9 

Januari 2013).

32.	 Dugaan TPK pada tukar guling tanah ex Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah, proses penyidikan dan 

penuntutan dapat dilanjutkan (sesuai surat Kejati Jateng 
nomor: R-147/O.3/Hpt.2/02/2013 tanggal 28 Februari 2013).

33.	 Dugaan TPK pelaksanaan pembangunan perumahan Griya 
Lawu Asri di Desa Jeruk Sawit Kecamatan Godang Rejo 
Karanganyar, diusulkan untuk naik ke penyidikan (sesuai surat 
Kejati Jateng nomor: R-146/O.3/Hpt.2/02/2013 tanggal 28 
Februari 2013).

34.	 Dugaan TPK dalam pengadaan pakaian Linmas PAM Pilkada 
Jawa Barat di Kabupaten Sumedang oleh Badan Kesatuan 
Bangsa TA 2008, tidak pernah ditangani oleh Polda Jabar 
(sesuai surat Direskrimsus Polda Jabar Nomor: B-435/IV/ 
2012 tanggal 3 April 2013)

35.	 Dugaan TPK dalam pada Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Seram Bagian Barat TA 
2007, masih tahap persidangan (sesuai surat Kejati Maluku 
nomor: R-319/S.1/Fd.1/04/2013 tanggal 23 April 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-252/01-20/01/2013 tanggal 
21 Januari 2013).

36.	 Dugaan TPK pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPKAD) Kota Palangkaraya Tahun 2009, masih 
tahap persidangan (sesuai surat Kejati Kalteng nomor: R-475/
Q.2/H/Hpt.2/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012).
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43.	 Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan alat kedokteran 
kesehatan dan KB serta pengadaan kendaraan khusus di 
Dinas Kesehatan Kab.Labuhan Batu Selatan dengan potensi 
kerugian keuangan Negara sebesar Rp10.000.000 yang 
diduga dilakukan oleh Syarul’an, SKM, dkk (PPK) (sesuai surat 
Polda Sumut nomor: R-427/IV/2013 tanggal 2 April 2013).

44.	 Dugaan TPK ketekoran pada kas umum daerah atas 
penggunaan dana BOS Tahun 2012 dengan potensi kerugian 
keuangan Negara sebesar Rp16.836.361.058,38 yang diduga 
dilakukan oleh Muhammad Illyas, S.Sos,M.Si, dkk (sesuai surat 
Polda Sumut nomor: R-427/IV/2013 tanggal 2 April 2013).

45.	 Dugaan TPK dalam penyimpangan alat-alat kesehatan di 
Dinas Kesehatan Tobasa Dana Bantuan Keuangan Provinsi 
(BKP) Sumatera Utara yang diduga dilakukan oleh Dr. 
Haposan Siahaan, SKM (Pengguna Anggaran Dinkes) (sesuai 
surat Polda Sumut nomor: R-427/IV/2013 tanggal 2 April 
2013).

46.	 Dugaan TPK di RSUD Pandan Kab. Tapanuli tengah pada 
kegiatan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran untuk 
tahun 2012 yang menggunakan dana bantuan keuangan 
Provinsi Sumut sebesar Rp27.000.000.000 yang diduga 
dilakukan oleh Drs. Fadli Nasution (Direktur PT Winatindo 
Bratasena) (sesuai surat Polda Sumut nomor: R-427/IV/2013 
tanggal 2 April 2013).

47.	 Dugaan TPK pada penerimaan bantuan keuangan untuk 
pengembangan pembangunan YP MDA Ulul Albab didusun 
Baharen Kampung Nagori Pem. Kec. Sidamanik Kab.
Simalungun dengan potensi kerugian keuangan Negara 
sebesar Rp70.000.000 yang diduga dilakukan oleh Usaman 
Bidawi (Ketua Yayasan MDA Ulul Albab) (sesuai surat Polda 
Sumut nomor: R-427/IV/2013 tanggal 2 April 2013).

48.	 Dugaan TPK pada penerimaan dana bantuan Proja tahun 
2011 dari KONI Kab.Asahan sebesar Rp200.000.000 yang 
diterima tanggal 11 Oktober 2011 namun tidak digunakan 
sesuai dengan rencana kegiatan dengan potensi kerugian 
keuangan Negara sebesar Rp146.500.000 yang diduga 
dilakukan oleh Adek Iskandar Astono (Ketua Pengurus PSSI 
cab.Asahan) (sesuai surat Polda Sumut nomor: R-427/
IV/2013 tanggal 2 April 2013).

49.	 Dugaan TPK pada pelaksanaan ganti rugi tanah 
pembangunan base camp dan access road proyek PLTA 
Asahan III di Desa Meranti Utara Kec. Pintu Pohon Meranti 
Kab. Tobasa,P2T yang diduga tidak melaksanakan kegiatan 
tersebut yang diduga dilakukan oleh Drs. Rudolf Manurung, 
dkk (sesuai surat Polda Sumut nomor: R-427/IV/2013 tanggal 
2 April 2013).

50.	 Dugaan TPK di DInas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.
Deli Serdang karena tidak melakukan penyetoran uang yang 
diduga dilakukan oleh Wan Muhamad Rizki (sesuai surat 
Polda Sumut nomor: R-427/IV/2013 tanggal 2 April 2013).

51.	 Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan computer dan printer 
di Pemkab Pasaman tahun 2004 dengan tersangka FO dan 
RA masih penyidikan (sesuai surat Polda Sumbar Nomor: 
B-180/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 12 April 2013).

52.	 Dugaan TPK pencairan dana hibah KPUD Kab.Tulang Bawang 
sebesar Rp1.500.000.000 di Bank Lampung KCP Menggala, 
Pulbaket dihentikan belum ditemukan TPK yang merugikan 
keuangan negara (sesuai surat Kejati Lampung Nomor: 
B-1450/N.8/Fd.1/04/2013 tanggal 18 April 2013, menjawab 
surat KPK nomor: R-406/20/03/2013 tanggal 15 Maert 2013).

53.	 Dugaan TPK yang berhubungan dengan proses pencairan 
dana hibah KPUD Kabupaten Tulang Bawang sebesar 
Rp1.500.000.000 di Bank Lampung KCP Menggala, proses 
pulbaket dihentikan karena belum menemukan indikasi 
TPK yang merugikan keuangan negara (sesuai surat Kejati 
Lampung nomor: R-1450/N.8/Fd.1/04/2013 tanggal 18 
April 2013, menjawab surat KPK nomor: R-406/20/03/2013 
tanggal 15 Maret 2013).

54.	 Dugaan TPK Pengadaan Tiang Pancang dan Rangka Baja 
pada Proyek Pembangunan Jembatan Griya Mukti tahun 
2005 di Samarinda Kalimantan Timur, hasil klarifikasi Kejati 
KalTim tidak ditemukan adanya bukti awal telah terjadi 
perbuatan tercela yang dilakukan oleh terlapor (sesuai surat 
Jamwas nomor: R-756/H/Hpu.1/04/2013 tanggal 26 April 
2013, menjawab surat KPK nomor: R-3592/01-20/09/2012 
tanggal 19 September 2012).



60.	 Dugaan TPK pengadaan barang/jasa dan belanja pegawai 
pada KPUD Cianjur tahun 2011, Kejari Cianjur tidak pernah 
melakukan pulbaket,penyelidikan atau penyidikan atas 
kasus tersebut (sesuai surat Kejati Jabar nomor: R412/O.2/
Fd.1/04/2013 tanggal 26 April 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-408/20/03/2013 tanggal 15 Maret 2013).

61.	 Dugaan TPK pada pelaksanaan kegiatan pengadaan 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 52 unit 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan (PNPM) Desa Oebelo, Kec. Amanuban Selatan, 
Kab. Timor Tengah Selatan TA 2011, telah ditetapkan 4 
tersangka dan masih menunggu perhitungan kerugian 
keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT 
(sesuai jawaban Kejati NTT nomor: R-168/P.3/Fd.1/04/2013 
tanggal 25 April 2013, menjawab surat KPK nomor 
R-440/20/03/2013 tanggal 22 Maret 2013).

62.	 Dugaan TPK gratifikasi oleh Ketua PMI Kota Bandung kepada 
Anggota DPRD Kota Bandung dan Sekda Kota Bandung 
tahun 2007, Polda Jabar tidak pernah menangani kasus 
tersebut (sesuai surat Polda Jabar Nomor: B/630/V/2013/Dit.
Reskrimsus tanggal 7 Mei 2013, menjawab surat KPK nomor: 
R-516/20/04/2013 tanggal 12 April 2013).

63.	 Dugaan TPK penyimpangan penyaluran dana hibah PMI Kota 
Bandung untuk Pembangunan Gedung PMI Kota Bandung 
TA 2007/2008, tahap penyelidikan dihentikan karena tidak 
ada kerugian keuangan Negara (Hasil Pemeriksaan Fisik 
Puslitbangkim PU menyimpulkan bahwa bangunan telah 
memenuhi atndar teknis bangunan) (sesuai surat Polda Jabar 
Nomor: B/630/V/2013/Dit.Reskrimsus tanggal 7 Mei 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-516/20/04/2013 tanggal 12 
April 2013).

64.	 Dugaan TPK penyimpangan penyaluran dana hibah dan 
bantuan sosial APBD Kota Bandung TA 2009 dan 2010, saat 
ini upaya banding oleh Jaksa Penuntut Umum (sesuai surat 
Kejati Jabar nomor: R-354/O.2/Fd.1/04/2013, menjawab 
surat KPK nomor: R-396/20/03/2013 tanggal 15 Maret 2013).

65.	 Dugaan TPK penyimpangan penyaluran bantuan sosial 
APBD Kabupaten Sumedang TA 2007,2008 dan 2009, 

55.	 Dugaan TPK 
tukar guling tanah 

Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah dangan PT. 

Handayani membangun 
tahun 2004, masih penyidikan 

oleh Kejati Jateng (sesuai 
surat Kajati Jateng Nomor: 

B-1833/O.3/Fd.1/05/2013 tanggal 3 
Mei 2013, menjawab suat KPK nomor: 

R-397/20/03/2013 tanggal 15 Maret 2013).

56.	 Dugaan TPK Suap kepada anggota DPRD dan 
Anggota Panitia Anggaran dalam pembahasan 

anggaran pembangunan terminal bus tipe A 
Kota Pekalongan, Kejari Pekalongan tidak pernah 

menangani (sesuai surat Kajati Jateng Nomor: B-1833/O.3/
Fd.1/05/2013 tanggal 3 Mei 2013, menjawab suat KPK 
nomor: R-398/20/03/2013 tanggal 15 Maret 2013).

57.	 Dugaan TPK pada Pembobolan Dana NAsabah Bank Jateng 
Syariah Cabang Surakarta tahun 2010 oleh Kepala Cabang 
Surakarta, terdakwa Drs Teguh Wahyu Pramono,SE,MM dan 
Bagus Joko Suranto telah diputus bersalah oleh Pengadilan 
Tipikor Jawa Tengah di Semarang dan dikuatkan dengan 
Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah (sesuai surat 
Kajati Jateng Nomor: B-1833/O.3/Fd.1/05/2013 tanggal 3 
Mei 2013, menjawab suat KPK nomor: R-410/20/03/2013 
tanggal 15 Maret 2013 ).

58.	 Dugaan TPK penggunaan dana Satuan Tugas Jaminan 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (JPKMG) dengan 
terdakwa Antung Abdul Razak Sumagiri, Proses Kasasi (sesuai 
surat Kajati Kaltim nomor: R-049/Q.4/Fd.1/05/2013 tanggal 
10 Mei 2013, menjawab surat KPK nomor: R-610/25/04/2013 
tanggal 10 Mei 2013).

59.	 Dugaan TPK pengelolaan bantuan dana hibah Pemerintah 
daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh Panwas 
Pemilukada Kabupaten Kauntan Singingi Provinsi Riau tahun 
2012, ditangani oleh Polres Kuantan Sengingi masih tahap 
penyelidikan (sesuai surat Polres Kuantan Singingi nomor: 
R/321/V/2013/Reskrim tanggal 13 Mei 2013 menjawab surat 
KPK nomor: R-602/25/04/2013 tanggal 26 April 2013).
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belum ditindaklanjuti oleh Kejati Jabar (sesuai surat Kejati 
Jabar nomor: R-354/O.2/Fd.1/04/2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-396/20/03/2013 tanggal 15 Maret 2013).

66.	 Dugaan TPK dalam pemberian dana bantuan kepada 
pengungsi kerusuhan sosial Sambas tahun 1996-1997 dan 
tahun 1999, penanganannya oleh Kejati Kalbar dilimpahkan 
ke Polda Kalbar (sesuai surat Kejati Kalbar Nomor: B-1024/IV/ 
2013).

67.	 Dugaan TPK pada pekerjaan pengadaan alat peraga bidang 
IPA,IPS,Matematika, Kesenian dan Olahraga SMP sumber 
dana DAK TA 2010 di Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran, saat 
ini masih tahap penyidikan (sesuai surat Polda Lampung 
Nomor: B-445/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 22 April 2013).

68.	 Dugaan TPK penggunaan dana bantuan sosial (bansos) 
bidang kemasyarakatan pada APBD Kota Gorontalo TA 
2011 dengan tersangka AD dan HD masih penyidikan 
menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan Negara 
dari BPKP (sesuai surat Kejati Gorontalo Nomor: B-556/R.5/
Fu.1/04/2013 tanggal 30 April 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-515/20/04/2013 tanggal 12 April 2013).

69.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana PMI Kota Gorontalo 
tahun 2010 dan 2011, masih tahap pemyelidikan (sesuai surat 
Kejati Gorontalo Nomor: B-556/R.5/Fu.1/04/2013 tanggal 30 
April 2013, menjawab surat KPK nomor: R-515/20/04/2013 
tanggal 12 April 2013).

70.	 Dugaan TPK pelaksanaan proyek pembangunan instalasi air 
bersih di Desa Merangun Kab. Sekadau TA 2009 s.d 2011, 
Polda Kalbar;Polres Sekadau dan Polres Melawi belum 
pernah melakukan penyelidikan, penyidikan dan belum 
pernah menerima laporan Pengaduan masyarakat (sesuai 
surat Polda Kalbar Nomor: B-902/IV/2013 tanggal 8 April 
2013, menjawab surat KPK nomor: R-402/20/03/2013 
tanggal 15 Maret 2013).

71.	 Dugaan TPK dalam pembangunan polder Kampung 
Bandan Jakarta Utara Tahun Anggaran 2010 pada Dinas 
Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang mengunakan 
anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2010 dengan nilai 
kontrak sebesar Rp23.330.521.000 dengan tersangka F 
selaku Kuasa Pengguna Anggaran, masih tahap penyidikan 
(sesuai surat Bareskrim Polri nomor: R-787/Tipikor/VI/2013/

Bareskrim tanggal 24 Juni 2013, menjawab surat KPK nomor: 
R-1948/40-43/06/2013 tanggal 5 Juni 2013).

72.	 Dugaan TPK Pembobolan Dana Nasabah Bank Jateng 
Syariah Cabang Surakarta, dengan tersangka TWP dan 
BJS telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tinggi Tipikor 
Jawa Tengah (sesuai surat Kejati Jateng nomor: R-321/O.3/
Ft.1/05/2013 tanggal 16 Mei 2013).

73.	 Dugaan TPK berupa Penyimpangan Pembayaran Tagihan 
SLJJ/SLI kepada PT. Pinternet Lintas Buana oleh PT. PELNI 
mulai tahun 2002 s.d 2008, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 
tidak pernah menangani kasus dimaksud (sesuai surat Kajati 
DKI Jakarta nomor: R-602/O.1/Fd.1/05/2013 tanggal 6 Mei 
2013, menjawab surat KPK nomor: R-1097/01-20/04/2013 
tanggal 18 April 2013).

74.	 Dugaan TPK Penyalahgunaan sisa uang yang tidak 
dipertanggungjawabkan, biaya perjalanan dinas fiktif dan 
tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Biak 
Numfor TA 2010, masih tahap penyidikan menunggu 
hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK 
Perwakilan Papua (sesuai surat Polda Papua Nomor: B-1189/
IV/2013 tanggal 30 April 2013, menjawab surat KPK nomor: 
R-1213/01-20/04/2013 tanggal 9 April 2013).

75.	 Dugaan TPK pada Pembobolan Dana NAsabah Bank Jateng 
Syariah Cabang Surakarta tahun 2010 oleh Kepala Cabang 
Surakarta, terdakwa Drs Teguh Wahyu Pramono,SE,MM dan 
Bagus Joko Suranto telah diputus bersalah oleh Pengadilan 
Tipikor Jawa Tengah di Semarang dan dikuatkan dengan 
Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah (sesuai surat 
Kajati Jateng Nomor: B-1833/O.3/Fd.1/05/2013 tanggal 3 
Mei 2013, menjawab suat KPK nomor: R-410/20/03/2013 
tanggal 15 Maret 2013).

76.	 Dugaan TPK dalam pengadaan tanah untuk prasarana 
pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 
wilayah II (Timur) di Kota Bitung (sesuai surat Polda Sulawesi 
Utara nomor: R-383/VI/2013/Dit.Reskrimsus tanggal 24 Juni 
2013, menjawab surat KPK nomor: R-812/20-25/06/2013 
tanggal 12 Juni 2013).



81.	 Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang oleh oknum 
penyidik dalam menangani perkara di Unit Pengelolaan 
Permodalan Kelompok Petani (UPPKP) Kabupaten 
Gunung Kidul, kasus penyimpangan di Unit Pengelolaan 
Permodalan Kelompok Petani (UPPKP) Kabupaten Gunung 
Kidul masih dalam tahap penyelidikan sedangkan dugaan 
penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik (pemerasan) 
adalah tidak benar (sesuai jawaban Irwasum Polri nomor: 
R-284/II/2013/Itwasum tanggal 5 Februari 2013, menjawab 
surat KPK nomor R-3341/01-20/D-3/09/2013 tanggal 6 
September 2012).

82.	 Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Direktur Narkoba 
Polda Sumut berupa pemotongan DIPA/biaya penyelidikan 
dan penyidikan setiap kasus tindak pidana narkoba sebesar 
Rp1.850.000; menyelesaikan penanganan perkara took obat 
jamu tanpa ijin edar BPOM a.n tersangka Acuan dengan 
adanya imbalan dan dilepaskannya tersangka HDN dan 
EM serta adanya pemberian uang setoran setiap bulan 
dari tempat-tempat hiburan, took obat jamu/komestik dan 
took minuman keras adalah tidak mengandung kebenaran 
(sesuai jawaban Irwasum Polri nomor: R-231/I/2013/Itwasum 
tanggal 30 Januari 2013, menjawab surat KPK nomor 
R-2454/01-20/07/2012 tanggal 6Juli 2012).

83.	 Dugaan TPK dalam pengadaan paket bantuan input produksi 
rumput laut pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru 
Selatan TA 2010, masih dalam tahap penyidikan (sesuai 
jawaban Kejati nomor: R-340/S.1/Fd.1/05/2013 tanggal 7 Mei 
2013, menjawab surat KPK nomor R-1141/01-20/04/2013 
tanggal 8 April 2012).

84.	 Dugaan TPK berupa SPPD fiktif di Biro Umum Provinsi 
Jambi dengan tersangka MM dan US telah diputus 
bersalah oleh Pengadilan Tipikor dan untuk keterlibatan Al 
Haris, S.Sos belum ditemukan 2 alat bukti untuk dijadikan 
tersangka (sesuai jawaban Bareskrim Polri nomor: B-479/
Tipidkor/I/2013/Bareskrim tanggal 28 Januari 2013, 
menjawab surat KPK nomor R-4231/01-20/11/09/2011 
tanggal 6 November 2012).

85.	 Dugaan TPK pemotongan dana perjalanan dinas pegawai 
di SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat tahun 

77.	 Dugaan TPK 
Pengadaan Barang 

dan Jasa di RSKD 
Duren Sawit yang 

meliputi pengadaan obat 
bersubsidi, pengadaan alat 

kedokteran, pemeliharaan gedung 
dan biaya pemasangan reklame 

promosi kerjasama dengan Polda 
Metro Jaya tahun 2011, Subdit V Korupsi 

Dit.Reskrimsus Polda Metro Jaya, tidak 
menangani penyelidikan maupun penyidikan 

kasus dimaksud tetapi sedang menyidik perkara 
pengadaan obat RSKD Duren Sawit tahun 2009 

(sesuai surat Polda Metro Jaya Nomor: B/7316/VI/2013/
Datro tanggal 20 Juni 2013 menjawab surat KPK nomor: 

R-815/20-25/06/2013 tanggal 12 Juni 2013)

78.	 Dugaan TPK penyimpangan oleh Pejabat/Pegawai pada 
Pusat Analisa dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) 
Setjen Kementerian Keuangan, Kejari Jakarta Pusat masih 
melakukan pengumpulan data dan permintaan keterangan 
(sesuai surat Kejati DKI Jakarta Nomor: B-377/O.1/
Fd.1/06/2013 tanggal 31 Juni 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-1080/ 01-20/03/2013 tanggal 28 Maret 2013).

79.	 Dugaan TPK dalam kegiatan kerjasama rencana 
pembangunan/peremajaan kompleks pertokoan shopping 
Centre Manado antara pihak PT. Habitat Karya Sejahtera 
dengan PD Pasar Kota Manado, peristiwa yang terjadi bukan 
tindak pidana korupsi tetapi peristiwa pidana (sesuai jawaban 
Polda Sulawesi Utara nomor: R-382/VI/2013/Dit.Reskrimsus 
tanggal 24 Juni 2013, menjawab surat KPK nomor R-811/20-
25/06/2013 tanggal 12 Juni 2013).

80.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan 
gedung kampus/pendidikan politeknik kesehatan Maluku 
di Negeri Lama Kota Ambon TA 2011, masih dilakukan 
penyidikan (sesuai jawaban Kejari Ambon Nomor: 
B-995/S.1.10/Fd.1/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, menjawab 
surat KPK nomor R-809/20-25/06/2013 tanggal 12 Juni 
2013).
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2012, masih tahap penyelidikan (sesuai jawaban Kejati 
Kalbar nomor: R-181/Q.1/Fd.1/05/2013 tanggal 20 Mei 2013, 
menjawab surat KPK nomor R-1441/01-20/D-3/09/2013 
tanggal 6 September 2012 dan nomor: R-1441/40-
43/04/2013 tanggal 26 April 2013).

86.	 Dugaan TPK pelaksanaan pembangunan jembatan 
Kabupaten Seruyan Bentang 560 m (paket II) TA 2011 oleh 
DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan Kalimantan 
Tengah, pelaksanaan tugas puldata/pulbaket dihentikan 
karena belum ditemukan bukti awal (sesuai jawaban Kejati 
Kalteng nomor: R-40/Q.2/Dek.3/01/2013 tanggal 21 Januari 
2013, menjawab surat KPK nomor R-221/01-20/01/2013 
tanggal 16 Januari 2013).

87.	 Dugaan TPK dalam rangka kegiatan kerjasama rencana 
pembangunan/peremajaan kompleks pertokoan shopping 
Centre Manado antara pihak PT. Habitat Karya Sejahtera 
dengan PD Pasar Kota Manado, peristiwa yang terjadi bukan 
tindak pidana korupsi tetapi peristiwa perdata (sesuai jawaban 
Polda Sulut nomor: R-382/VII/2013 tanggal 24 Juni 2013, 
menjawab surat KPK nomor R-8111/20-25/Dit.Reskrimsus 
tanggal 12 Juni 2013).

88.	 Dugaan TPK berupa pemberian uang sejumlah 
Rp9.000.000,00 oleh SIndu Malik Pribadi kepada Junaedi 
terkait dengan pemberian Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana 
Pembangunan Percepatan Infrastruktur Daerah (DPPID) TA 
2011 (sesuai jawaban Kejati DKI Jakarta Nomor: B-377/O.1/
Fd.1/06/2013 tanggal 31 Juni 2013, menjawab surat KPK 
nomor R-1080/01-20/03/2013 tanggal 28 Maret 2013).

89.	 Dugaan TPK dalam pekerjaan pembangunan jalan dan 
jembatan daerah Kabupaten Agam yang bersumber dari 
Dana APBD TA 2011, hasil pulbaket menyimpulkan tidak 
terjadi kerugian keuangan Negara sehingga hasil pulbaket 
tidak ditingkatkan ke penyelidikan (sesuai jawaban Kejati 
Sumbar nomor: R-709/N.3/Fd.1/06/2013 tanggal 28 Juni 
2013, menjawab surat KPK nomor R-608/25/04/2013 
tanggal 26 April 2013).

90.	 Dugaan TPK dalam bantuan sosial Kab.Sumedang TA 
2007, 2008 dan 2009, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat belum 
menindaklanjutinya (sesuai jawaban Kejati Jabar nomor: 
R-559/O.2/Hpu.1/06/2013 tanggal 11 Juni 2013, menjawab 
surat KPK nomor R-408/20/09/2013 tanggal 15 Maret 2013).

91.	 Dugaan TPK pengadaan barang/jasa dan belanja pegawai 
pada KPUD Cianjur tahun 2011, Kejari Cianjur tidak 
pernah melakukan tindakan Pulbaket,Penyelidikan atau 
Penyidikan (sesuai jawaban Kejati Jabar nomor: R-559/O.2/
Hpu.1/06/2013 tanggal 11 Juni 2013, menjawab surat KPK 
nomor R-408/20/09/2013 tanggal 15 Maret 2013).

92.	 Dugaan TPK penggunaan dana bantuan sosial bidang 
kemasyarakatan pada APBD Kota Gorontalo tahun 
anggaran 2011, masih dilakukan penyidikan dan menunggu 
hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP 
Perwakilan Gorontalo (sesuai jawaban Kejati Gorontalo 
nomor: R-714/R.5/Fd.1/06/2013 tanggal 10 Juni 2013, 
menjawab surat KPK nomor R-515/20/04/2013 tanggal 12 
April 2013).

93.	 Dugaan TPK penggunaan dana PMI Kota Gorontalo tahun 
anggaran 2011, masih dilakukan penyelidikan (sesuai jawaban 
Kejati Gorontalo nomor: R-714/R.5/Fd.1/06/2013 tanggal 10 
Juni 2013, menjawab surat KPK nomor R-515/20/04/2013 
tanggal 12 April 2013).

94.	 Dugaan TPK kegiatan pembangunan jalan dan jembatan 
sepanjang 26 km menggunakan dana APBD Kab. Solok 
Selatan TA 2011 yang dilaksanakan oleh PT. Merangin Karya 
Sejati, masih tahap penyidikan dengan tersangka B dan ES 
(sesuai jawaban Polda Sumbar nomor: R-204/VII/2013/
Subdit III/Ditreskrimsus tanggal 1 Juli 2013).

95.	 Dugaan TPK dalam pengadaan computer dan printer di 
PemKab Pasaman tahun 2004, dangan tersangka FO cs, 
masih penyidikan dan telah dikembalikan kembali berkas 
perkara ke Jaksa Peneliti pada Kejati Sumbar (sesuai jawaban 
Polda Sumbar nomor: R-43/VII/2013/Ditreskrimsus tanggal 3 
Juli 2013).

96.	 Dugaan TPK berupa pemerasan yang dilakukan oleh 
oknum Polsek Duren Sawit dengan meinta uang sejumlah 
Rp11.000.000,00 kepada Sdr.Michael yang diduga telah 



100.	 Dugaan TPK pengadaan lahan seluas 63 Ha untuk 
pembangunan kampus 3 IAIN Imam Bonjol Padang TA. 
2010, Kejati Sumbar tidak pernah menangani (sesuai surat 
Kejati Sumbar nomor: R-695/N.3/Fd.1/06/2013 tanggal 21 
Juni 2013, menjawab surat KPK nomor: R-606/25/04/2013 
tanggal 26 April 2013).

101.	 Dugaan TPK pengelolaan penambangan dan pengambilan 
batu dolomit pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.
Karo TA. 2011, masih penyelidikan (sesuai surat Polda Sumut 
Nomor: B-3724/VII/2013/Ditreskrimsus tanggal 11 Juli 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-816/20-25/06/2013 tanggal 
12 Juni 2013).

102.	 Dugaan TPK pada pembangunan PLTA Asahan III TA. 2010 
Dusun VII Aek Sigugo Desa Maranti Utara Kecamatan 
Pintu Pohan Maranti Kabupaten Toba Samosir dengan 
tersangka KS (Bupati Toba Samosir), masih penyidikan 
dengan memeriksa saksi-saksi (sesuai surat Polda Sumut 
Nomor: B-3726/VII/2013/Ditreskrimsus tanggal 11 Juli 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-912/20-25/06/2013 tanggal 
28 Juni 2013).

103.	 Dugaan TPK pekerjaan pengadaan barang/jasa dan belanja 
pegawai pada KPUD Cianjur tahun 2011, Kejati Jabar dan 
Kejari Cianjur tidak pernah menangani (sesuai surat Kejati 
Jabar nomor: R-536/O.2/Fd.1/05/2013 tanggal 31 Mei 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-408/25/03/2013 tanggal 15 
Maret 2013)

104.	 Dugaan TPK Mark up dan kegiatan pengadaan fiktif di STAIN 
Kudus TA. 2008, dihentikan Penyelidikannya karena belum 
ditemukan bukti awal adanya penyimpangan (sesuai surat 
Kejati Jateng Nomor: B-2585/O.3/Hi.2/06/2013 tanggal 20 
Juni 2013)

105.	 Dugaan TPK dalam proyek Simturwasvol tahun 2010 di Pulau 
Bintan, dihentikan Pulbaketnya karena belum ditemukan 
indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi 
merugikan keuangan negara (sesuai surat Kejati Kepri nomor: 
R-252/N.10/Fd.1/06/2013 tanggal 11 Juni 2013)

106.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan sosial 
pada Persatuan Sepakbola Persisam Putra Samarinda 
tahun 2007 dan 2008 dengan kerugian Negara 
sebesar Rp1.780.000.000,00, tidak dapat ditndaklanjuti 

melakukan 
penyalahgunaan 

narkoba, belum 
dapat dibuktikan 

dan masih memerlukan 
pendalaman lebih lanjut (sesuai 

jawaban Irwasum Polri nomor: 
R-1719/V/2013/Itwasum tanggal 30 

Mei 2013).

97.	 Dugaan TPK dalam pengadaan tanah untuk 
sarana dan prasarana olahraga di Kelurahan 

Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota 
Pariaman TA 2007 dengan tersangka MR (Walikota 

Pariaman); M (mantan Walikota Pariaman) dan A 
(mantan Kabag Tata Pemerintahan Kota Pariaman, masih 

tahap penuntutan dihentikan penuntutannya karena tidak 
terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian 
keuangan negara (sesuai surat Kejati Sumbar nomor: 
R-694/N.3/Fd.1/06/2013 tanggal 21 Juni 2013, menjawab 
surat KPK nomor: R-598/25/04/2013 tanggal 26 April 2013).

98.	 Dugaan TPK pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan 
daerah Kabupaten Agam yang bersumber dari Dana APBD 
TA 2011, dihentikan Pulbaketnya karena tidak ada kerugian 
keuangan negara (sesuai surat Kejati Sumbar nomor: 
R-709/N.3/Fd.1/06/2013 tanggal 28 Juni 2013, menjawab 
surat KPK nomor: R-608/25/04/2013 tanggal 26 April 2013).

99.	 Dugaan TPK yang berhubungan dengan pemberian ijin 
lahan tambang besi kepada PT. Gramindra dan PT. SIM 
yang berada di kawasan hutan lindung Kecamatan Sungai 
Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Direskrimsus Polda 
Sumbar dan jajarannya belum ada menerima dan melakukan 
penyelidikan/penyidikan kasus dimaksud yang sedang 
ditangani adalag perkara dugaan TPK mengeluarkan IUP 
(Ijin Usaha Pertambangan) yang bertentangan dengan 
UU yang terjadi di Nagari Air Bangis Kec. Sungai Beremas 
Kab.Pasaman Barat (sesuai surat Polda Sumbar nomor: 
R-406/V//2013 tanggal 31 Mei 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-438/20/03/2013 tanggal 31 Mei 2013).
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pengembangan perkaranya kepada tersangka lain krn 
kerugian keuangan negaranya telah dikembalikan dalam 
perkara dengan terdakwa Aidil Fitri,SH yang telah inkracht 
(sesuai surat Kejari Samarinda Nomor: B-2307/Q.4.11/
Fs.1/06/2013 tanggal 10 Juni 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-1282/40-43/04/2013 tanggal 15 April 2013).

107.	 Dugaan TPK Proyek DPPID (Dana Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Daerah) senilai Rp9 Miliar pada Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Pemalang, Polres Pemalang 
juga melakukan penyelidikan sehingga Kejati Jateng 
menyerahkan hasil penyelidikan ke Polres Pemalang (sesuai 
surat Kejati Jateng Nomor: B-2097/O.3/Fd.1/05/2013 tanggal 
23 Mei 2013).

108.	 Dugaan TPK pekerjaan pembangunan rumah jabatan 
dan gedung-gedung penunjang di lokasi Perkantoran 
PemKab Banyuasin TA. 2005 dan 2006 dengan nilai kontrak 
Rp75.000.000.000, Kejati Sumsel tidak pernah menangani 
kasus dimaksud (sesuai surat Kejati Sumsel nomor: 
R-192/N.6.7/Hpt.2/04/2013 tanggal 29 Mei 2013, menjawab 
surat KPK nomor: R-919/01-20/03/2013 tanggal 13 Januari 
2013).

109.	 Dugaan TPK pelaksanaan ganti rugi tanaman proyek 
pembangkit dan jaringan Sutet Jateng-DI Yogyakarta di Desa 
Timbulharjo, Kec.Sewon, Kab. Bantul dengan tersangka S 
dkk, Polres Bantul sudah melimpahkan ke Polda DIY (sesuai 
surat Polres Bantul Nomor: B-148/VII/2013/Reskrim tanggal 
10 Juli 2013, menjawab surat KPK nomor: R-885/25/06/2013 
tanggal 26 Juni 2013).

110.	 Dugaan TPK pengadaan buku/alat peraga rehabilitasi 
bangunan sekolah dan pengadaan meubeler yang 
bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Kab. Ende TA. 
2006-2007, dihentikan penyelidikannya oleh Kepala 
Kejaksaan Negeri Ende berdasarkan surat penghentian 
penyelidikan Nomor: Print-51/P.3.14/Dek.3/08/2011 tanggal 
3 Agustus 2011 karena kerugian keuangan Negara sebesar 
Rp281.060.000 telah dikembalikan oleh Kepala Sekolah 
penerima fee (sesuai surat Kejati NTT Nomor: R-278/P.3/
Fd.1/07/2013 tanggal 18 Juli 2013).

111.	 Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan mesin 
pembangkit listrik (genset) 5 x 2 Mva di Perusahaan Daerah 
Rokan Hulu Jaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 
TA. 2005-2006, dengan tersangka N, MY, DAG, BGP, M, 
TA, RZ, HK, proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap 
dan tersangka serta barang bukti sudah dilimpahkan ke 
Pengadilan (sesuai surat Bareskrim Polri Nomor: B-3979/
TIPIDKOR/VIII/2013/Bareskrim tanggal 2 Agustus 2013 
menjawab surat KPK Nomor: R-957/20-25/07/2013 tanggal 
16 Juli 2013).

112.	 Dugaan TPK dalam Proyek Peningkatan Kesuburan Tanah 
pada DInas Pertanian Kabupaten Gresik yang bersumber 
pada Pos Peningkatan Kesuburan Tanah Tahun 2010, masih 
tahap pengumpulan data dan bahan keterangan (sesuai 
surat Kejati Jatim nomor: R-2472/O.5/Fd.1/08/2013 tanggal 
16 Agustus 2013, menjawab surat KPK nomor: R-943/20-
25/07/2013 tanggal 12 Juli 2013).

113.	 Dugaan TPK APBD TA. 2010 dalam pengadaan pupuk 
hayati pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 
Kabupaten Gresik, oleh Kejati Jatim penyelidikan ke Polres 
Gresik karena Polres Gresik lebih dahulu melakukan 
penyelidikan (sesuai surat Kejati Sumbar nomor: R-709/N.3/
Fd.1/06/2013 tanggal 28 Juni 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-608/20-25/04/2013 tanggal 26 April 2013).

114.	 Dugaan TPK dan gratifikasi yang dilakukan oleh Sudaryanto 
Sudargo (mantan Direktur Bidang Kredit Menengah BRI 
Jakarta Pusat, disidik sejak 29 November 2011 dan saat ini 
masih dalam tahap penyidikan (sesuai surat Dirdik Pidsus 
Kejagung RI nomor: R-484/F.2/Fd.1/07/2013 tanggal 22 Juli 
2013, menjawab surat KPK nomor: R-878/20-25/06/2013 
tanggal 16 Juni 2013).

115.	 Dugaan TPK dalam produksi clinker pada proyek optimalisasi 
II PT. Semen Baturaja Tahun 2001 dengan tersangka Ir. 
Azam Azman Natawijaya, telah disidik oleh Kejari Palembang 
dengan SUrat Perintah Penyidikan nomor: Print-134/N.6/
Fd.1/03/2004 tanggal 31 Maret 2004 dan berdasarkan 
putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K/Pid/2006 
tanggal 15 MAret 2007 dengan amar putusan dinyatakan 
terbukti bersalah (sesuai surat Kejati Sumsel nomor: 
R-2299/N.6/Fd.1/07/2013 tanggal 24 Juli 2013, menjawab 



penyidikan (sesuai surat Direskrimsus Polda Papua Nomor: 
B-28/V/2013/Ditreskrimsus tanggal 31 Mei 2013).

121.	 Dugaan TPK pada pemberian dana bantuan sosial oleh 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011, masih tahap 
persidangan (sesuai surat Kajati Sumut Nomor: B-2671/N.2.1/
Fd.1/05/2013 tanggal 23 Mei 2013).

122.	 Dugaan TPK pada pembangunan PLTA Asahan III TA 2010 
Dusun VII Aek Sigubo Desa Maranti Utara Kecamatan Pintu 
Pohan Maranti Kabupaten Toba Samosir, masih tahap 
persidangan (sesuai surat Direskrimsus Polda Sumut Nomor: 
B-3605/VII/2013/Ditreskrimsus tanggal 8 Juli 2013).

123.	 Dugaan TPK pemerasan oleh oknum Polsektro Tanjung 
Duren terhadap Michael, dugaan pemerasan sebesar 
Rp11.000.000,00 belum dapat dibuktikan (sesuai surat 
Irwssum Polri Nomor: B-1719/V/2013/Itwassum tanggal 30 
Mei 2013).

124.	 Dugaan TPK dalam pengadaan benih oleh PT. Sang Hyang 
Seri (Persero) tahun 2008, 2009,2010 dan 2011 atas nama 
Ir. Kaharuddin, MM (Direktur Utama Sang Hyang Seri) 
masih tahap penyidikan (sesuai surat Dir. Penyidikan Pidsus 
Kejagung RI Nomor: R-456/F.2/Fd.1/07/2013 tanggal 24 Juli 
2013).

125.	 Dugaan TPK dalam pemungutan pajak galian golongan 
C oleh Pemerintah Desa Naru pada Koperasi Unit Desa 
(KUD) Loboleke Naru Kabupaten Ngada pada tahun 2007-
2008 dengan tersangka Kornelis Yakobus Suka alias Nelis, 
penyidikan dihentikan karena tersangka meninggal dunia 
(sesuai surat Perintah Penghentian Penyidikan Kejai Bajawa 
Nomor: Print-51/P.3.18/Fd.1/08/2013 tertanggal Agustus 
2013).

126.	 Dugaan TPK dalam pengambilalihan tanah milik PT. Kereta 
Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat pada tahun 
2010, pelanggaran pidananya adalah pidana umum dan 
belum ditemukan kerugian keuangan Negara (sesuai surat 
Kejati Sumbar Nomor: R-745/N.3/Fd.1/07/2013 tanggal 12 
Juli 2013)

127.	 Dugaan TPK berupa penyimpangan bantuan raskin di 
Kabupaten Jayawijaya tahun 2009-2011, kasus tersebut 
ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Wamena (sesuai 

surat KPK 
nomor: R-998/20-

25/07/2013 tanggal 23 
Juli 2013).

116.	 Dugaan TPK di Kabupaten 
Kepulauan Talaud tahun 

2008, Polda Sulawesi Utara tidah 
pernah menangani tetapi melakukan 

penyidikan dugaan TPK penyalahgunaan 
Dana Alokasi Khusus di Kabupaten 

Kepulauan Talaud tahun 2006 dengan 
tersangka Drs.Alden Laloma,MAP (mantan 

Kepala Dinas Pendidikan Nasional) (sesuai surat 
Dir. Reskrimsus Polda Sulut Nomor: R-1739/VII/2013/

Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-956/20-25/07/2013 tanggal 16 Juli 2013).

117.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana kegiatan pemeliharaan 
gedung kampus/pendidikan Politeknik Kesehatan Maluku 
di Negeri Lama Kota Ambon TA 2011, masih dilakukan 
penyidikan oleh Kejari Ambon (sesuai surat Kajari Ambon 
Nomor: B-995/S.1.10/Fd.1/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-809/20-25/06/2013 tanggal 
12 Juni 2013).

118.	 Dugaan TPK SPPD fiktif di Biro Umum Provinsi Jambi 
dengan tersangka MM dan US, telah divonis oleh Pengadilan 
Tipikor Jambi sedangkan keterlibatan Al Haris, S.Sos 
belum ditemukan alat bukti untuk dapat dijadikan sebagai 
tersangka (sesuai surat Dir. Tipikor Bareskrim Polri Nomor: 
B-479 Tipidkor/I/2013/Bareskrim tanggal 28 Januari 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-4231/01-20/11/2011 tanggal 
6 November 2011).

119.	 Dugaan TPK dalam pengadaan paket bantuan input produksi 
rumput laut pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru 
Selatan TA 2010, masih dilakukan penyidikan oleh Kejati 
Maluku (sesuai surat Kajati Maluku Nomor: B-340/S.1/
Fd.1/05/2013 tanggal 7 Mei 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-1141/01-20/04/2013 tanggal 8 April 2013).

120.	 Dugaan TPK kegiatan pekerjaan rehabilitasi saluran 
induk tuaraisiah I dan II dengan sumber dana stimulus 
fiscal APBN TA 2009 di Kab. Teluk Bintuni, masih tahap 
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surat Polda Papua Nomor: B-2350/VIII/2013/Ditreskrimsus 
tanggal 23 Agustus 2013, menjawab surat KPK nomor: 
R-1250/01-20/04/2013 tanggal 11 April 2013)

128.	 Dugaan TPK pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul 
(BLBU) Paket I tahun 2012 pada Ditjen Tanaman Pangan 
Kementerian Pertanian, sedang dilakukan penyidikan oleh 
Pidsus Kejagung RI dan telah ditetapkan tersangka atas 
nama S dan MH (sesuai surat Pidsus Kejagung RI Nomor: 
R-513/F.2/Fd.1/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013)

129.	 Dugaan TPK terkait dengan pekerjaan pembangunan 
drainase jalan dalam kota Lubuk Sikaping Pasaman Sumbar 
TA 2011, Polres Pasaman menghentikan penyelidikan atas 
kasus ini karena Kejati Sumbar juga melakukan penyelidikan 
atas kasus ini (sesuai surat Polda Sumbar Nomor: R-557/
VII/2013 tanggal 12 Juli 2013)

130.	 Dugaan TPK terkait penerbitan surat ijin kuasa eksplorasi 
yang diduga dilakukan oleh Andi Idris Galigo selaku Bupati 
Bone, Bareskrim Polri tidak melakukan penyelidikan atau 
penyidikan atas kasus dimaksud (sesuai surat Bareskrim Polri 
Nomor: B-4256/Tipidkor/VIII/2013/Bareskrim tanggal 27 
Agustus 2013)

131.	 Dugaan TPK pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul 
(BLBU) Paket I tahun 2012 pada Ditjen Tanaman Pangan 
Kementerian Pertanian, sedang dilakukan penyidikan oleh 
Pidsus Kejagung RI dan telah ditetapkan tersangka atas 
nama S dan MH (sesuai surat Pidsus Kejagung RI Nomor: 
R-513/F.2/Fd.1/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013)

132.	 Dugaan TPK pembangunan RSUD Gambiran II Kediri, masih 
tahap penyidikan dan telah menetapkan sebagai tersangka 
K, BS, dan W, saat ini sedang menunggu hasil perhitungan 
kerugian keuangan Negara BPK Perwakilan Jawa Timur 
(sesuai surat Kejati Jatim Nomor: R-2511/O.5/Fd.1/08/2013 
tanggal 23 Agustus 2013)

133.	 Dugaan TPK dalam penggunaan anggaran untuk 
peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik (satu guru 
satu laptop) pada SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kukar TA 2011, 
dihentikan Penyelidikannya karena belum ditemukan bukti 
permulaan yang cukup (sesuai surat Polda Kaltim Nomor: 

B-3604/VIII/2013/Ditreskrimsus tanggal 23 Agustus 2013).

134.	 Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) unit Craine Container oleh 
PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT), 
dihentikan penyidikannya oleh Bareskrim Polri dengan 
nomor:SP.Sidik/10.a/V/2006/Pidkor & WCC tanggal 22 Mei 
2006 (sesuai surat Bareskrim Polri Nomor: B-715/VIII/2013/
Tipidkor tanggal 27 Agustus 2013)

135.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan KONI 
Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang bersumber 
dari APBD Kotabaru TA 2005 s.d 2009, Kejaksaan Negeri 
Kotabaru tidak pernah menangani kasus dimaksud namaun 
Kejaksaan Negeri Kotabaru pernah melakukan kegiatan 
puldata/pulbaket dugaan TPK yang menyangkut dana 
bantuan sosial TA 2007-2008 kepada PERSIKO sebesar Rp8 
miliar, kegiatan puldata/pulbaket dihentikan karena tidak 
ditemukan bukti awal adanya perbuatan melawan hukum 
yang merugikan keuangan Negara/daerah (sesuai surat Kejati 
Kalsel Nomor: R-657/Q.3/Fd.1/08/2013/Tipidkor tanggal 13 
Agustus 2013)

136.	 Dugaan penyimpangan dalam penerimaan PNS di 
Kabupaten Batubara tahun 2009, Polres Asahan tidak pernah 
melakukan penyelidikan ataupun penyidikan namun kasus 
tersebut ditangani oleh Kejari Kisaran (sesuai surat Polres 
Kisaran Nomor:K/1286/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-1022/20-25/07/2013 tanggal 
29 Juli 2013)

137.	 Dugaan TPK pada proyek pembangunan tembok penahan 
banjir Sungai Lematang yang dianggarkan oelh Badan 
Penanggulangan Bencana Alam (BPPA) Lahat yang 
bersumber dari APBD Kab. Lahat TA 2001 sebesar Rp11 
Miliar yang melibatkan Bupati Lahat, Polres Lahat tidak 
pernah melakukan penyelidikan ataupun penyidikan atas 
kasus tersebut (sesuai surat Polda Sumsel Nomor: B/3899/
VIII/2013/DitReskrimsus tanggal 30 Agustus 2013, menjawab 
surat KPK nomor: R-772/25/06/2013 tanggal 3 Juni 2013)

138.	 Dugaan TPK pada proyek pengadaan alkes RSUD Kabupaten 
Gorontalo Utara TA 2011 pada Dinas Kesehatan PemKab 
Gorontalo Utara, sedang disidik oleh Polda Gorontalo 
dengan tersangka Dr.Rono A.Adam, M.Kes dan Eddy 



142.	 Dugaan TPK dalam pengadaan tanah untuk prasarana 
pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 
wilayah II (Timur) di Kota Bitung, masih tahap penyidikan 
menunggu jawaban dari BPN dan hasil perhitungan kerugian 
keuangan Negara dari BPK-RI (sesuai surat Polda Sulut 
nomor: R-383/VI/2013/DitReskrimsus tanggal 24 Juni 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-812/20-25/06/2013 tanggal 
12 Juni 2013).

143.	 Dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) pada kegiatan STS (Ship to Ship) di Pelabuhan 
Tanjung Balai karimun yang dikelola oleh PT. Pelindo I 
cabang Tanjung Balai Karimun dan administrator pelabuhan 
(Adpel) Tanjung Balai Karimun, hasil operasi inteljen khusus 
belum ditemukan indikasi TPK (sesuai surat Kejati Kepulauan 
Riau nomor: R-B-564/N.10/Fd.1/07/2013 tanggal 9 Juli 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-782/20-25/06/2013 tanggal 
4 Juni 2013).

144.	 Dugaan TPK dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikrohidro (PLTM) di Sawidago Kab. Poso, Provinsi 
Sulawesi Tengah, TA 2007 dan 2008 dengan tersangka Ir. 
Kosasih Abbas bin Abbas, masih penyidikan (sesuai surat 
Kejati Sulawesi Tengah nomor: R-179/R.2/Fd.1/09/2013 
tanggal 9 September 2013).

145.	 Dugaan TPK ketekoran kas Sekretariat DPRD Provinsi Riau 
TA 2010, masih penyidikan (sesuai surat Kejati Riau Nomor: 
B-3259/N.4.5/Fd.1/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-1062/20-25/08/2013 tanggal 
23 Agustus 2013).

146.	 Dugaan TPK peremajaan kebun karet rakyat pada Dinas 
Perkebunan Provinsi Riau TA 2006-2007, dengan tersangka 
ST, AA, MI, D, I, masih tahap penyidikan (sesuai surat Kejati 
Riau nomor: R-3260/N.4.5/Fd.1/08/2013 tanggal 23 Agustus 
2013).

147.	 Dugaan TPK pada proyek pembangunan lapangan olahraga 
pada Poltek Perikanan Negeri Tual TA 2011 dan proyek 
pembangunan gedung laboratorium pada Poltek Perikanan 
Negari Tual TA 2011, masih tahap penyidikan (sesuai surat 
Kejati Maluku nomor: R-289/IX/2013 tanggal 4 September 
2013)

Refriandy,SKM, 
M.Ap (sesuai surat 

Polda Gorontalo 
Nomor: B/387/VIII/2013/

Ditreskrimsus tanggal 20 
Agustus 2013, menjawab surat 

KPK nomor: R-660/25/04/2013 
tanggal 26 April 2013)

139.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana 
pekerjaan yaitu mark-up nilai 6 (enam) 

paket pengadaan barang dan jasa pekerjaan 
pengadaan bibit kakao dan pekerjaan percetakan 

sawah baru pada anggaran pemulihan pasca konflik 
Poso TA 2006, sudah dan sedang diproses oleh Kejati 

Sulawesi tengah, dengan tersangka MN (tahap kasasi); ESP 
(DPO dan telah disidang in absensia serta telah inkracht); 
Budiyanto Thedora (telah divonis dan inkracht); H.Abdullah 
Himran (terdakwa meninggal dunia); Ir.Baderuddin Manta 
dan Ir.Untung S.Sulistyo Budi serta Isna Mustapa,S.Sos.
MSi (telah inkracht) (sesuai surat Kejati Sulawesi tengah 
Nomor: B-1362/R.2/Fd.1/08/2013 tanggal 19 Agustus 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-1010/20-25/07/2013 tanggal 
26 Juli 2013).

140.	 Dugaan TPK dana kesekretariatan program PPK-IPM di 
Kab. Sumedang tahun 2007-2008 yang berasal dari dana 
pendamping APBD Kab. Sumedang, tidak ditemukan adanya 
bukti awal pelanggaran disiplin dari jaksa yang menangani 
perkara tersebut (sesuai surat Jamwas Kejagung RI Nomor: 
R-1088/H.Hpu.1/06/2013 tanggal 26 Juni 2013, menjawab 
surat KPK nomor: R-611/25/04/2013 tanggal 26 April 2013)

141.	 Dugaan TPK dalam pembangunan gorong-gorong yang 
diduga melibatkan H.Helmi Gustian selaku mantan Kepala 
Dinas Bina Marga Kabupaten Bogor dan kasus dugaan 
TPK tekait pembebasan tanah untuk bangunan perluasan 
PLTGU Muara Tawar tahap II tahun 2009, Subdit III/Tipidkor 
Dit Reskrimsus Polda Jabar tidak pernah menangani kasus 
dimaksud (sesuai surat Polda Jabar Nomor: B/4257/
VIII/2013/Dit.Reskrimsus tanggal 30 Agustus 2013, menjawab 
surat KPK nomor: R-1082/20-25/08/2013 tanggal 16 Agustus 
2013 dan R-1083/20-25/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013)
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148.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit bus bandara TA 2007 
pada Dinas Perhubungan Kota Ternate Provinsi Maluku 
Utara dengan tersangka SI (sesuai surat Kejati Maluku Utara 
Nomor: B-1296/VIII/2013 tanggal 6 September 2013).

149.	 Dugaan TPK terhadap 25 orang mantan anggota DPRD 
Barsel periode 1999-2004, Kejaksaan Negeri Buntok /
Kejaksaan Tinggi Kalteng tidak pernah melakukan 
penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus tersebut 
namun yang ditangani oleh Kejati Kalteng adalah yang 
melibatkan unsur Pimpinan DPRD Kab. Barsel periode 1999-
2004 dan penanganannya telah dilimpahkan ke Penuntutan 
dengan tersangka AR, S, dan RB sudah inkracht (sesuai surat 
Kejati Kalteng nomor: R-276/Q.2/Fd.1/08/2013 tanggal 26 
Agustus 2013)

150.	 Dugaan TPK pengadaan alat-alat ukur pada kantor 
Lingkungan Hidup Kab. Buru yang dibiayai dari Dana Alokasi 
Khusus dan Dana Pendampingan DAK non DR Kab. Buru 
TA 2010 dengan tersangka JRL, masih penyidikan diusulkan 
untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan (sesuai surat Kejari 
Namlea tertanggal 21 Agustus 2013)

151.	 Dugaan TPK pelaksanaan pembangunan Bandara 
Juwata Tarakan Tahun Anggaran 2010 s.d 2012, Kejati 
Kaltim dan Kajari Tarakan belum pernah melakukan 
Pulbaket,Penyelidikan dan Penyidikan atas kasus dimaksud 
(sesuai surat Kejati Kaltim Nomor: R-048/Q-4/Fd.1/05/2013 
tanggal 8 Mei 2013 menjawab surat KPK Nomor: 
R-403/20/03/2013 tanggal 15 Maret 2013)

152.	 Dugaan TPK dalam pengambilalihan tanah milik PT. Kereta 
Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat yang diduga 
melibatkan pihak BPN Kota Padang dan pengusaha Basrizal 
Koto tahun 2010, kasus bukan tindak pidana korupsi namun 
merupakan kasus perdata (sesuai surat Kejati Sumbar Nomor: 
R-745/N.3/Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 menjawab surat 
KPK Nomor: R-514/20/04/2013 tanggal 12 April 2013)

153.	 Dugaan TPK dalam pekerjaan dan perawatan Air Conditioner 
(AC) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 
TA 2007, Kejati Kaltim dan Kejari Tenggarong belum pernah 
melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan 
mengenai perkara tersebut (sesuai surat Kejati Kaltim 

Nomor: R-072/Q.4/Fd.1/09/2013 tanggal 6 September 2013 
menjawab surat KPK Nomor: R-1069/20-25/2013 tanggal 15 
Agustus 2013)

154.	 Dugaan TPK dalam pengadaan komputer dan printer di 
PemKab Pasaman TA 2004 dengan tersangka H.Fetris 
Oktrihardi,SE,SH dan H.Rinaldo Azwar, sudah dihentikan 
penyidikan (sesuai surat Polda Sumbar nomor: SPDP/74a/
IX/2013/Ditreskrimsus tanggal 18 September 2013)

155.	 Dugaan TPK pada DInas Pendidikan Kabupaten Labuhan 
Batu TA 2010 dengan tersangka Adi Susanto Purba, S.Pd dan 
Halomoan. Keduanya telah divonis oleh Mahkamah Agung 
RI, terdakwa Adi Susanto Purba, S.Pd diputus pidana penjara 
2 tahun 6 bulan dan membayar denda Rp50 juta, sedangkan 
terdakwa Halomoan diputus pidana penjara 4 tahun, denda 
Rp200 juta dan membayar uang pengganti Rp2.903.731.750. 
Kedua Terdakwa telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah 
Putusan Nomor Print: 06/N.2.16.4/Fu.1/10/2012 tanggal 11 
Oktober 2012 dan Print:07/N.2.16.4/Fu.1/12/2012 tanggal 
18 Desember 2012 dengan cara memasukan terdakwa ke 
dalam Rumah Tahanan Negara (sesuai surat Kejati Sumut 
Nomor: B-1148A/N.2.1/Ft.1/03/2013 tanggal 22 Maret 2013 
menjawab surat KPK Nomor: R-203/01-20/01/2013 tanggal 
15 Januari 2013).

156.	 Dugaan TPK dalam pembebasan tanah fly over jalan Pemuda 
Rawamangun Jakarta Timur, Kejati DKI Jakarta tidak pernah 
melakukan penyelidikan maupun penyidikan kasus dimaksud 
(sesuai surat Kejati DKI Jakarta nomor: R-997/O.1.5/
Fd.1/09/2013 bulan September 2013 menjawab surat KPK 
Nomor: R-958/20-25/07/2013 tanggal 16 Juli 2013)

157.	 Dugaan TPK dalam penggunaan dana belanja Bansos 
Kabupaten Kepulauan Anamblas TA 2010 terhadap 
penggunaan anggaran bantuan kepada KONI Kabupaten 
Kepulauan Anamblas TA 2010 dengan tersangka AY dan 
S telah dikembalikan 2 (dua) kali oleh Kejati Kepri dan 
sampai dengan saat ini belum tuntas (sesuai surat Polda 
Kepri Nomor: B-2302/IX/2013/ Ditreskrimsus tanggal 20 
September 2013)

158.	 Dugaan TPK dalam pelaksanaan anggaran pada Dinas 
Pendidikan Kabupaten Nias senilai Rp5.367.208.420,00, 



163.	 Dugaan TPK dana BOS periode Juli-Desember 2010 
di SMP Negeri 1 Botomuzoi, Kecamatan Botomuzoi, 
Kabupaten Nias, masih penyelidikan oleh Seksi Pidsus Kejari 
Gunungsitoli (sesuai surat Kejari Gunung Sitoli nomor: 
R-95/N.2.21/Fd.1/09/2013 tanggal 16 September 2013 
menjawab surat KPK Nomor: R-1077/20-25/08/2013 tanggal 
16 September 2013).

164.	 Dugaan TPK dalam dana urusan wajib pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Nias Barat, masih penyelidikan oleh Seksi Pidsus 
Kejari Gunungsitoli (sesuai surat Kejari Gunung Sitoli nomor: 
R-95/N.2.21/Fd.1/09/2013 tanggal 16 September 2013 
menjawab surat KPK Nomor: R-1077/20-25/08/2013 tanggal 
16 September 2013).

165.	 Dugaan TPK dalam dana bantuan operasional Sekolah (BOS) 
Pemerintah Provinsi Sumut TA 2012, dengan tersangka MI, 
masih dalam proses penyidikan Polda Sumut menuggu 
hasil audit khusus BPK-RI (sesuai dengan surat Polda Sumut 
Nomor: B-5752/X/2013/Ditreskrimsus tanggal 9 Oktober 
2013)

166.	 Dugaan TPK pemotongan dana rehabilitasi ruang kelas dan 
pembangunan ruang kelas baru untuk Sekolah dasar (SD) 
Negeri dan Swasta Tahun 2011 di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Grobogan atas nama tersangka BD Mantan Kasi SD Dinas 
Pendidikan Kab. Grobogan, telah dilimpahkan ke Penuntutan 
(sesuai surat Polda Jateng Nomor: B/9319/X/2013/Reskrimsus 
tanggal 8 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: 
R/1211/20-25/09/2013 tanggal 23 September 2013).

167.	 Dugaan TPK penerbitan HGB dan penjualan tanah Hak Pakai 
PT KAI seluas 6000 m2 dengan tersangka RJL dan LHK, telah 
dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (sesuai surat Kejaksaan 
Tinggi DKI nomor: R1124/O.1.5/Fd.1/10/2013 tanggal 17 
Oktober 2013, menjawab surat KPK nomor: R-1264/20-
25/10/2013 tanggal 2 Oktober 2013)

168.	 Dugaan TPK pengadaan alat kesehatan di RSUD Pekanbaru 
Riau dan proyek multiyear pembangunan jalan/jembatan TA 
2004-2009, Kejati Riau tidak pernah menangani kasus ini baik 
di penyelidikan atau penyidikan (sesuai surat Kejaksaan Tinggi 
Riau nomor: R384/ N.4/Fd.1/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-1159/20-25/09/2013 tanggal 
16 September 2013)

penyelidikan 
dihentikan karena 

tidak cukup bukti 
(sesuai surat Kejari Gunung 

Sitoli nomor: R-95/N.2.21/
Fd.1/09/2013 tanggal 16 

September 2013 menjawab surat 
KPK Nomor: R-1077/20-25/08/2013 

tanggal 16 September 2013).

159.	 Dugaan TPK dalam pekerjaan 
pembangunan Parit Pasar Lahewa,pengaspalan 

jalan, pembangunan beton di Afia dan 
pembangunan MCK senilai Rp4.500.000.000,00, 

Kejari Gunungsitoli tidak pernah melakukan 
penyelidikan (sesuai surat Kejari Gunung Sitoli nomor: 

R-95/N.2.21/Fd.1/09/2013 tanggal 16 September 2013 
menjawab surat KPK Nomor: R-1077/20-25/08/2013 tanggal 
16 September 2013).

160.	 Dugaan TPK dalam pekerjaan lanjutan pembangunan 
jalan ruas Sawo-Batombawo pada Kecamatan Sawo dan 
Kecamatan Sitolu Ori senilai Rp2.500.000.000,00, Kejari 
Gunungsitoli tidak pernah melakukan penyelidikan (sesuai 
surat Kejari Gunung Sitoli nomor: R-95/N.2.21/Fd.1/09/2013 
tanggal 16 September 2013 menjawab surat KPK Nomor: 
R-1077/20-25/08/2013 tanggal 16 September 2013).

161.	 Dugaan TPK dalam pengadaan buku teks pelajaran dari dana 
BOS periode TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Sekolah-
Sekolah se Kabupaten Nias Barat, masih penyelidikan 
oleh Seksi Pidsus Kejari Gunungsitoli (sesuai surat Kejari 
Gunung Sitoli nomor: R-95/N.2.21/Fd.1/09/2013 tanggal 16 
September 2013 menjawab surat KPK Nomor: R-1077/20-
25/08/2013 tanggal 16 September 2013).

162.	 Dugaan TPK pengelolaan/penggunaan APBD TA 2010 
pada Dinas Perindag ESDM Kabupaten Nias senilai 
Rp2.408.942.046,00, penyelidikan dihentikan Kejari 
Gunungsitoli kerena tidak cukup bukti (sesuai surat Kejari 
Gunung Sitoli nomor: R-95/N.2.21/Fd.1/09/2013 tanggal 16 
September 2013 menjawab surat KPK Nomor: R-1077/20-
25/08/2013 tanggal 16 September 2013).
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169.	 Dugaan TPK dalam penerimaan PNS di Kabupaten 
Batubara tahun 2009, Kejaksaan Negeri Kisaran belum 
pernah melakukan penyelidikan atau penyidikan (sesuai 
surat Kejaksaan Negeri Kisaran nomor: B-2607/N.2.23/
Fs.1/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, menjawab surat KPK 
nomor: R-1261/20-25/10/2013 tanggal 2 Oktober 2013)

170.	 Dugaan TPK terkait pembangunan perumahan murah di 
Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011, masih penyidikan 
oleh Kejati Kalimantan Timur dengan tersangka AZ/Sekda 
Kabupaten Penajam Paser Utara (sesuai surat Kejaksaan 
Tinggi Kaltim nomor: R-074/Q.4/Fd.1/10/2013 tanggal 8 
Oktober 2013, menjawab surat KPK nomor: R-1184/20-
25/09/2013 tanggal 17 September 2013)

171.	 Dugaan TPK penyalahgunaan anggaran Sekretariat Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2007-2010 yang 
diduga melibatkan Drs.Tjetjep Muchtar Soleh, dalam kasus 
ini yg melibatkan Edi Iryana dan Heri Kheruman hasil 
eksaminasi Pidsus Kejagung RI tidak ditemukan keterlibatan/
keterkaitan Drs. Tjetjep Muchtar Soleh (sesuai surat Kejaksaan 
Tinggi Jabar nomor: R-924/O.2/Fd.1/09/2013 tanggal 19 
September 2013, menjawab surat KPK nomor: R-1068/20-
25/08/2013 tanggal 15 Agustus 2013)

172.	 Dugaan TPK APBD tahun 2008 Kabupaten Sitaro 
(APBD Mini), ditangani oleh Kejari Tahuna, dihentikan 
penyelidikannya (sesuai surat Kejaksaan Tinggi Sulut nomor: 
R-778/R.1.5/Fd.1/09/ 2013 tanggal 30 September 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-647/20/05/2013 tanggal 7 
Mei 2013)

173.	 Dugaan TPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 
2009, ditangani oleh Kejari Tahuna, menuggu putusan kasasi 
(sesuai surat Kejaksaan Tinggi Sulut nomor: R-778/R.1.5/
Fd.1/09/ 2013 tanggal 30 September 2013, menjawab surat 
KPK nomor: R-647/20/05/2013 tanggal 7 Mei 2013)

174.	 Dugaan TPK APBD pada proyek pengadaan alat kesehatan 
dan obat pada Dinas Kesehatan tahun 2010, Kejaksaan 
Tinggi dan Kejari tidak pernah menangani kasus ini baik 
ditingkat penyelidikan atau penyidikan (sesuai surat 
Kejaksaan Tinggi Sulut nomor: R-778/R.1.5/Fd.1/09/ 2013 
tanggal 30 September 2013, menjawab surat KPK nomor: 
R-647/20/05/2013 tanggal 7 Mei 2013)

175.	 Dugaan TPK pada proyek air bersih di Kampung Tanaki, 
Kecamatan Siau Barat Selatan, Kejaksaan Tinggi tidak 
pernah menangani kasus ini baik ditingkat penyelidikan 
atau penyidikan (sesuai surat Kejaksaan Tinggi Sulut nomor: 
R-778/R.1.5/Fd.1/09/ 2013 tanggal 30 September 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-647/20/05/2013 tanggal 7 
Mei 2013)

176.	 Dugaan TPK berupa pungutan liar pada Badan Kepegawaian 
dan Diklat Daerah (BKDD) terhadap peserta CPNS pra 
jabatan tahun 2009 dan 2010, ditangani oleh Kejari Tahanu 
(sesuai surat Kejaksaan Tinggi Sulut nomor: R-778/R.1.5/
Fd.1/09/ 2013 tanggal 30 September 2013, menjawab surat 
KPK nomor: R-647/20/05/2013 tanggal 7 Mei 2013)

177.	 Dugaan TPK perjalanan dinas fiktif dan tidak dibayarkannya 
honor pegawai pada DInas Perindustrian, Perdagangan 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2011, Kejaksaan 
Tinggi dan Kejari tidak pernah menangani kasus ini baik 
ditingkat penyelidikan atau penyidikan (sesuai surat 
Kejaksaan Tinggi Sulut nomor: R-778/R.1.5/Fd.1/09/ 2013 
tanggal 30 September 2013, menjawab surat KPK nomor: 
R-647/20/05/2013 tanggal 7 Mei 2013)

178.	 Dugaan TPK yang dilakukan oleh mantan bendahara 
DPRD Kabupaten Sitaro, Kejaksaan Tinggi dan Kejari tidak 
pernah menangani kasus ini baik ditingkat penyelidikan 
atau penyidikan (sesuai surat Kejaksaan Tinggi Sulut nomor: 
R-778/R.1.5/Fd.1/09/ 2013 tanggal 30 September 2013, 
menjawab surat KPK nomor: R-647/20/05/2013 tanggal 7 
Mei 2013)

179.	 Dugaan TPK pada proyek pembangunan tembok penahan 
banjir Sungai Lematang yang dianggarkan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Alam (BPBA) Lahat yang 
bersumber dari APBD Kabupaten Lahat TA 2011 sebesar 
Rp11.000.000.000,00, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan 
Negeri lahat tidak pernah menangani kasus ini baik ditingkat 
penyelidikan atau penyidikan karena kasus sudah ditangani 
oelh Polres Lahat (sesuai surat Kejaksaan Negeri Lahat 
nomor: B-2536/N.6.15/Fd.1/Fd/10/2013 tanggal 8 Oktober 
2013, menjawab surat KPK nomor: R-1271/20-25/10/2013 
tanggal 3 Oktober 2013)



184.	 Dugaan tindak pidana korupsi dana OTDA Pemerintah Kota 
Pontianak tahun 2004, masih tahap penyidikan menunggu 
hasil audit investigatif atau kerugian keuangan oleh BPK 
Perwakilan Kalbar (sesuai Surat Polda Kalbar Nomor: B/2341/
IX/2013 tanggal 30 September 2013, menindaklanjuti surat 
KPK Nomor: R-1178/20-25/09/2013 tanggal 17 September 
2013)

185.	 Dugaan TPK dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan 
tersangka H.Husri Aminuddin dan Drs Kohar Ayub,MM, 
sudah dalam tahap pemberkasan untuk dilimpah ke 
Penuntutan (sesuai surat Kejati Lampung Nomor: R-233/N.8/
Fd.1/09/2013 tanggal 25 September 2013 menjawab surat 
KPK Nomor: R-1180/20-25/09/2013 tanggal 17 September 
2013)

186.	 Dugaan TPK dana sertifikasi guru/tunjangan profesi guru 
untuk 233 guru periode Juli s.d Desember 2010 pada Dinas 
Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu dengan tersangka Adi 
Susanto Purba,S.Pd dan Halomoan alias Lomo, terdakwa Adi 
Susanto Purba,Spd divonis 2 tahun 6 bulan penjara, denda 
Rp50 juta, sedangkan terdakwa Halomoan divonis 4 tahun 
penjara; denda Rp200 juta dan membayar uang pengganti 
sebanyak Rp2.903.731.750, keduanya telah berkekuatan 
hukum tetap (sesuai surat Kejati Sumut Nomor: B-1148 
A/N.2.1/Ft.1/03/2013 tanggal 22 Maret 2013 menjawab surat 
KPK Nomor: R-203/01-20/01/2013 tanggal 15 Januari 2013)

187.	 Dugaan TPK dalam pembangunan aula serba guna Sekolah 
Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang-Palangkaraya 
(STAHN-TP) TA 2010 dengan tersangka Drs. I Ketut Mudiarta, 
M.Ag; I Gusti Ayu Ketut Yuni Masriastri,SE; Ai’an Subhi Hastim 
dan Thomas Edison,SE, masing-masing dalam tahun 2012 
telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Palangkaraya 
(sesuai surat Kejati Kalimantan Tengah Nomor: R-303/Q.2/
Fd.1/09/2013 tanggal 25 September 2013 menjawab surat 
KPK Nomor: R-1028/20-25/07/2013 tanggal 31 Juli 2013)

188.	 Dugaan TPK penerimaan suap oleh Ketua STAHN-TP 
sebesar Rp 40 juta terkait proyek pembangunan aula serba 
guna STAHN-TP, dihentikan operasi inteljennya krn tidak 
ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang 
dapat merugikan keuangan negara (sesuai surat Kejati 

180.	 Dugaan TPK 
pada proyek 

pembangunan 
tembok penahan banjir 

Sungai Lematang yang 
dianggarkan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Alam 
(BPBA) Lahat yang bersumber dari 

APBD Kabupaten Lahat TA 2011 sebesar 
Rp11.000.000.000,00, Kejaksaan Tinggi 

dan Kejaksaan Negeri lahat tidak pernah 
menangani kasus ini baik ditingkat penyelidikan 

atau penyidikan (sesuai surat Kejaksaan Negeri 
Lahat nomor: B-2536/N.6.15/Fd.1/Fd/10/2013 

tanggal 8 Oktober 2013, menjawab surat KPK nomor: 
R-1271/20-25/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013)

181.	 Dugaan TPK dalam pemutakhiran data penduduk di Klaten 
tahun 2007-2008 pada Kantor Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Klaten dengan tersangka Drs.Sarjono selaku 
Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Klaten, masih dalam penyidikan Kejari Klaten dalam tahap 
pemeriksaan saksi dan ahli (sesuai surat Kejaksaan Negeri 
Klaten nomor: R-119/O.3.19/Fd.1/10/2013 tanggal 7 Oktober 
2013, menjawab surat KPK nomor: R-1208/20-25/09/2013 
tanggal 7 Oktober)

182.	 Dugaan tindak pidana korupsi dana program penguatan 
lumbung pangan Masyarakat tahun 2011, dengan terdakwa 
Iwan Irawan Laisouw (staf di Bagian Ekonomi Setda 
Tasikmalaya), telah vonis s.d Pengadilan Tinggi masih 
menunggu putusan kasasi (sesuai Surat Kejaksaan Negeri 
Tasikmalaya Nomor: R-56/O.2.17/Ft.1/09/2013 tanggal 
27 September 2013, menindaklanjuti surat KPK Nomor: 
R-1218/20-25/09/2013 tanggal 23 September 2013).

183.	 Dugaan tindak pidana korupsi pemberian dana bantuan 
kepada pengungsi kerusuhan Sambas tahun 1996-1997 dan 
tahun 1999, masih tahap penyelidikan oleh Diteskrimsus 
Polda Kalbar (sesuai Surat Polda Kalbar Nomor: B/2351/
IX/2013 tanggal 30 September 2013, menindaklanjuti surat 
KPK Nomor: R-1187/20-25/09/2013 tanggal 12 September 
2013)
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Kalimantan Tengah Nomor: R-303/Q.2/Fd.1/09/2013 
tanggal 25 September 2013 menjawab surat KPK Nomor: 
R-1028/20-25/07/2013 tanggal 31 Juli 2013)

189.	 Dugaan TPK mark up anggaran makan-minum, sewa 
gedung dan penarikan dana dari PPTK di Sekretariat DPRD 
Kota Bandung tahun 2008 dan 2009 dengan tersangka 
Drs.Ebet Hidayat,ERnawan Mulyana,SH dan Asep Komara, 
S.Sos. Untuk tersangka Drs.Ebet Hidayat, MSi telah diputus 
bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri 
Bandung pada tanggal 13 Januari 2013 nomor putusan: 71/
Pid.sus/TPK/2012 tanggal 21 Januari 2013 (sesuai surat Kejati 
Jabar No: R-882/O.2/Fd.1/09/2013 tanggal 9 September 
2013 untuk menjawab surat KPK No; R-1078/20-25/08/2013 
tanggal 16 Agustus 2013).

190.	 Dugaan TPK yang dilakukan oleh Kepala Dinas Bina Marga 
Provinsi Jawa Barat/mantan Balai Pengelolaan Jalan Cianjur 
(Prof.DR.Ir Guntoro,MM); Penyimpangan dalam pekerjaan 
ruas jalan Cukul –Cisewu-Sukarame-Rancabuaya pada 
Balai Pengelolaan Jalan IV Sumedang dan Penyimpangan 
pekerjaan Proyek Jalan Km 32+ pada Balai Pengelolaan 
Jalan III Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak pernah 
melakukan pulbaket, penyelidikan atau penyidikan kasus-
kasus dimaksud (sesuai surat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 
No: R-881/O.2/Fd.1/09/2013 tanggal 9 September 2013 
menjawab surat KPK No:R-1081/20-25/08/2013 tanggal 16 
Agustus 2013).

191.	 Dugaan TPK pada pengadaan alat multi media untuk sekolah 
SSN SMP Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 dengan 
tersangka Subadri Iskhotob, diputus bebas oleh Pengadilan 
Tipikor Bandung sekarang dalam tahap kasasi (sesuai surat 
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No: R-894/O.2/Fd.1/09/2013 
tanggal 10 September 2013 menjawab surat KPK No:R-
789/20-25/08/2013 tanggal 5 Juni 2013)

192.	 Dugaan TPK oknum Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukabumi 
(E.Suprihanto,SH,MH dan Wawan Gunawan,SH) dalam 
menangani perkara dana block grant untuk sekolah standar 
nasional SMA 5 Kota Sukabumi dengan tersangka H. 
Muhammad Efendi, S.Pd, M.Si serta kasus korupsi lelang 
aset daerah alat-alat mesin gilas dan kendaraan truk di 
Dinas Pekerjaan Umum diduga menerima sejumlah uang 

dan mobil Toyota Fortuner, tidak ada bukti pelanggaran 
disiplin sehingga klarifikasi dihentikan. (sesuai surat Kejaksaan 
Tinggi Jawa Barat No: R-912/O.2/Hpu.1/09/2013 tanggal 
23 September 2013 menjawab surat KPK No:R-1060/20-
25/08/2013 tanggal 15 Agustus 2013)

193.	 Dugaan TPK penggelapan sarana produksi padi (Saprodi) 
berupa benih padi sebanyak 2.800 kg dengan tersangka 
Warsinah bin Mista dan benih padi sebanyak 2.200 kg 
dengan tersangka Tarmidi bin dana, masih proses penyidikan 
oleh Polres Majalengka (sesuai surat Polres Majalengka No: 
B-252/IX/2013/Sat Reskrim tanggal 30 September 2013 
menjawab surat KPK No:R-1185/20-25/09/2013 tanggal 17 
September 2013)

194.	 Dugaan TPK pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) bidang 
Pendidikan Kabupaten malang sebesar Rp77.617.650.000,00, 
Kejaksaan Negeri Magelang tidak menangani dugaan TPK 
tersebut (sesuai surat Kejaksaan Negeri Magelang No: 
R-44/O.3.13/Fu.1/09/2013)

195.	 Dugaan TPK dalam pembangunan fasilitas produksi, riset dan 
alih teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia di 
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan (DItjen PP dan PL) Kemnterian Kesehatan RI 
TA 2008 s.d 2010 dengan tersangka TPS masih menunggu 
perhitungan kerugian keuangan negara BPK-RI (sesuai surat 
Bareskrim Polri No: B/5226/Tipidkor/X/2013/Bareskrim 
tanggal 23 Oktober 2013 menjawab surat KPK Nomor: 
R-1285/20-25/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013)

196.	 Dugaan TPK pada proyek penelitian dan pengembangan 
pendidikan dan kegiatan pemetaan pendataan pendidikan 
di pusat data dan statistic pada Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan tahun 2010 dan 2011, masih menunggu 
perhitungan kerugian keuangan negara BPK-RI (sesuai surat 
Kejati DKI No: R-1141/O.1.5/Fd.1/10/2013 tanggal 21 Oktober 
2013 menjawab surat KPK Nomor: R-1277/20-25/10/2013 
tanggal 3 Oktober 2013)

197.	 Dugaan TPK penyimpangan dan penyalahgunaan 
kewenangan dalam pengelolaan asset PerumPPD dengan 
tersangka HH dan AK, sudah dinyatakan lengkap berkas 
perkaranya (sesuai surat Kejati DKI No: R-1142/O.1.5/



2013 menjawab surat KPK nomor: R-1213/20-25/09/2013 
tanggal 23 September 2013)

202.	 Dugaan TPK penyimpangan pelaksanaan kagiatan 
pemutakhiran data penduduk pada Kantor Kependudukan 
dan Catatan SIpil Kabupaten Klaten atas nama Drs. Sarjono 
(mantan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Klaten), masih penyidikan (sesuai dengan surat 
Kajati Jateng Nomor: B-4169/O.3/Fd.1/10/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1208/20-
25/09/2013 tanggal 23 September 2013)

203.	 Dugaan TPK pada bagian Humas Sekretariat daerah 
Kabupaten Tapanuli tengah dengan menggunakan Anggaran 
APBD TA 2005 dengan tersangka JM, masih penyidikan 
dimana tersangka belum ditemukan dan dokumen-dokumen 
untuk menghitung kerugian keuangan Negara masih ada 
pada tersangka (sesuai dengan surat Kajari Sibolga Nomor: 
B-2657/N.2.13/Fd.1/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 
menjawab surat KPK nomor: R-1265/20-25/10/2013 tanggal 
2 Oktober 2013)

204.	 Dugaan TPK pada proyek Bot Mall dan Hotel Puncak 
Kepahiang yang diduga melibatkan Drs.Bando Amib 
C.Kader,MM selaku Bupati Kab. Kepahiang, bukan tindak 
pidana korupsi sehingga ditangani oleh Reskrimum Polda 
Bengkulu (sesuai dengan surat Polda Bengkulu Nomor: 
B/322/XI/2013 tanggal 11 November 2013 menjawab surat 
KPK nomor: R-1282/20-25/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013)

205.	 Dugaan TPK Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur 
Daerah (DPPID) tahun 2009 pada Jalan Embong Sido dan 
Engkong Ijuk Kab. Kepahiang, tidak ditangani oleh Polda 
Bengkulu (sesuai dengan surat Polda Bengkulu Nomor: 
B/322/XI/2013 tanggal 11 November 2013 menjawab surat 
KPK nomor: R-1282/20-25/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013)

206.	 Dugaan TPK pada kegiatan pemeliharaan Jalan Tebat 
Laut-Talang Wasin di DInsa PU Kab. Kepahiang TA 2009 
dengan tersangka REW telah dinyatakan lengkap oleh Kejati 
Bengkulu (sesuai dengan surat Polda Bengkulu Nomor: 
B/322/XI/2013 tanggal 11 November 2013 menjawab surat 
KPK nomor: R-1282/20-25/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013)

Fd.1/10/2013 
tanggal 21 Oktober 

2013 menjawab surat 
KPK Nomor: R-1276/20-

25/10/2013 tanggal 3 
Oktober 2013)

198.	 Dugaan TPK kegiatan swakelola 
pembukaan jalan Cinto Mandi 

Kabupaten Kepahiang Provinsi 
Bengkulu dengan menggunakan anggaran 

stimulus fiscal APBN tahun 2009 pada DInas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi 

Bengkulu dengan tersangka REW selaku PPK dan 
M selaku pelaksana swakelola, sudah dinyatakan 

lengkap/P-21 (sesuai surat Bareskrim Polri Nomor: 
B/5246/Tipidkor/X/2013/Bareskrim tanggal 24 Oktober 2013 
menjawab surat KPK Nomor: R-1283/20-25/10/2013 tanggal 
4 Oktober 2013)

199.	 Dugaan TPK pada pembangunan kantor dan ruang kantor 
Dinas PKAD Kota Sibolga TA 2011 dengan tersangka RA 
masih penyidikan memeriksa saksi-saksi, pelaksanaan audit 
fisik bangunan melalui ahli dari USU (sesuai dengan surat 
Polda Sumut Nomor: B-1674/X/2013/Reskrim tanggal 28 
Oktober 2013, menjawab surat KPK nomor: R-1348/20-
25/10/2013 tanggal 21 Oktober 2013)

200.	 Dugaan TPK Pengelolaan Dana DAK Bidang Pendidikan 
Kabupaten Ende Tahun 2006, penyelidikan dihentikan 
karena tidak ada kerugian keuangan Negara (sesuai 
dengan surat Kajati NTT nomor: R-358/P.3/Dek.3/10/2013 
tanggal 17 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: 
R-604/2/04/2013 tanggal 26 April 2013)

201.	 Dugaan TPK Penggunaan anggaran ganda untuk bidang 
pendidikan pendidikan dan infrastruktu Kabupaten 
Indramayu tahun 2010 yaitu dari APBD TA 2010 Kabupaten 
Indramayu dan Dana CSR dari PT Pertamina (Persero) 
RU VII Balongan Kabupaten Indramayu Tahun 2010, hasil 
penyelidikan Kejati Jabar tidak ditemukan adanya peristiwa 
dugaan tindak pidana sehingga penyelidikan tidak dapat 
ditingkatkan ke tahap penyidikan (sesuai dengan surat Kajati 
Jabar nomor: R-974/O.2/Fd.1/10/2013 tanggal 4 Oktober 
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207.	 Dugaan TPK Dana Otonomi Daerah Pemerintah Kota 
Pontianak TA 2004, ditangani oleh Polda Kalbar masih 
dalam tahap penyidikan menunggu hasil perhitungan 
kerugian keuangan negara dari BPK. Ditangani oleh Polda 
Kalbar (sesuai dengan surat BPK Perwakilan Kalimantan 
Barat nomor: 142/S/XIX/2013 tanggal 20 November 2013 
menjawab surat KPK nomor: R-1376/20-25/10/2013 tanggal 
28 Oktober 2013).

208.	 Dugaan TPK pengadaan pada Divisi Umum Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) dalam pemesanan/
pembelian satuan unit ruang kantor di T-Tower di Jalan 
Gatot Subroto Kav. 93 Jakarta dari PT Comtalindo Lintasnusa 
Perkasa, masih tahap penyidikan oleh Pidsus Kejagung 
RI (sesuai dengan surat Kejagung RI nomor: R-2357/F.2/
Fd.1/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 menjawab surat KPK 
nomor: R-1219/20-25/09/2013 tanggal 23 September 2013)

209.	 Dugaan TPK dalam program pensiun iuran pasti pada PT. 
Caltex Pasific Indonesia yang dikelola oleh PT Asuransi 
jiwa Tugu Mandiri dan dibebankan kedalam operating cost 
sebagai cost recovery, masih tahap penyelidikan oleh Pidsus 
Kejagung RI (sesuai dengan surat Kejagung RI nomor: 
R-604/F.2/Fd.1/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 menjawab 
surat KPK nomor: R-1160/20-25/09/2013 tanggal 16 
September 2013)

210.	 Dugaan TPK pada proyek pembangunan tembok 
penahan banjir sungai lematang yang dianggarkan oleh 
Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPPA) Lahat 
yang bersumber dari APBD Kab.Lahat TA 2011 sebesar 
Rp11.000.000.000,00 masih tahap penyelidikan oleh Polres 
Lahat (sesuai dengan surat Polres Lahat Nomor: B-757/
XI/2013 tanggal 13 November 2013 menjawab surat KPK 
nomor: R-1385/20-25/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013)

211.	 Dugaan TPK dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah 
sederhana korban bencana alam pada Dinas Kesejahteraan 
Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, masih proses 
penyidikan oleh Kejari Kefamenanu menunggu perhitungan 
kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan NTT (sesuai 
dengan surat Kejati NTT nomor: R-374/P.3/Fd.1/10/2013 
tanggal 30 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: 
R-1209/20-25/09/2013 tanggal 23 September 2013)

212.	 Dugaan TPK Penggunaan Dana KONI Provinsi Kalimantan 
Barat dan Dana Dewan Pembina Fakultas Kedokteran 
Universitas Tanjungpura Pontianak yang bersumber dari 
APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2006 s.d. 2009, ditangani 
oleh Polda Kalbar, BPK Perwakilan Kalbar masih menunggu 
bukti-bukti yang diminta untuk menghitung kerugian 
keuangan negaranya (sesuai dengan surat BPK Perwakilan 
Kalimantan Barat nomor: 137/S/XIX.PNK/11/2013 tanggal 01 
November 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1377/20-
25/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013).

213.	 Dugaan TPK pada pembangunan tembok penahan banjir 
Sungai Lematang oleh Kantor Badan Penanggulangan 
Bencana Alam (BPBA) Kab.Lahat yang bersumber 
dari dana bantuan hibah BNPB Pusat TA 2010 senilai 
Rp10.461.244.000, Kejaksaan Negeri Lahat tidak pernah 
melakukan penyelidikan dan atau penyidikan perkara 
dimaksud (sesuai dengan surat Kejati Sulawesi Selatan 
nomor: R-346/N.6/Fd.1/10/2013 tanggal 29 Oktober 2013 
menjawab surat KPK nomor: R-1271/20-25/10/2013 tanggal 
03 Oktober 2013).

214.	 Dugaan TPK terkait bantuan sosial berupa mark up alat 
kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2005-
2009, dengan tersangka MH dan YE telah inkracht (sesuai 
dengan surat Kejati Jawa Barat nomor: R-1016/O.2.1/
Fd.1/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 menjawab surat KPK 
nomor: R-1183/20-25/09/2013 tanggal 17 September 2013).

215.	 Dugaan TPK terkait penyimpangan dana KONI kota Depok, 
Kejari Depok tidak pernah menangani perkara (sesuai dengan 
surat Kejati Jawa Barat nomor: R-1016/O.2.1/Fd.1/10/2013 
tanggal 17 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: 
R-1183/20-25/09/2013 tanggal 17 September 2013).

216.	 Dugaan TPK terkait pemberian kredit fiktif yang terjadi pada 
tahun 2005 di Perusahaan Daerah Bank Pasar Kota Cirebon 
yang menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar 
Rp3.100.000.000 dengan terpidana Drs.Nono Sudiono dan 
Yokie Marhana,SE telah inkracht (sesuai dengan surat Kejati 
Jawa Barat nomor: R-1015/O.2.1/Fd.1/10/2013 tanggal 17 
Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1182/20-
25/09/2013 tanggal 17 September 2013).



221.	 Dugaan TPK dan TPPU dalam kegiatan pembebasan tanah 
untuk lokasi pembangunan base camp PLTA Asahan III 
tahun 2010 di Dusun Aek Sigubo Desa Meranti Utara Kec. 
Pintu Pohan, Kabupaten Toba Samosir, masih penyidikan 
oleh Polda Sumut menunggu pemeriksaan ahli dalam 
rangka menghitung kerugian keuangan negara (sesuai surat 
Polda Sumut nomor: R-1316/X/2013/Ditreskrimsus tanggal 
29 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1347/20-
25/10/2013 tanggal 21 Oktober 2013)

222.	 Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank 
pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang 
Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo, dengan tersangka 
EA, masih tahap penyidikan (sesuai surat Pidsus Kejagung 
RI nomor: R-576/F.2/Fd.1/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 
menjawab surat KPK nomor: R-1179/20-25/09/2013 tanggal 
17 September 2013)

223.	 Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank 
pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang 
Surabaya kepada PT. Cipta Inti Permindo, dengan tersangka 
YS masih tahap penyidikan (sesuai surat Pidsus Kejagung RI 
nomor: R-576/F.2/Fd.1/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 
menjawab surat KPK nomor: R-1179/20-25/09/2013 tanggal 
17 September 2013)

224.	 Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank 
pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang 
Surabaya kepada PT. Cipta Inti Permindo, dengan tersangka 
AF masih tahap penyidikan (sesuai surat Pidsus Kejagung RI 
nomor: R-576/F.2/Fd.1/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 
menjawab surat KPK nomor: R-1179/20-25/09/2013 tanggal 
17 September 2013)

225.	 Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank 
pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang 
Surabaya kepada PT. Cipta Inti Permindo, dengan tersangka 
ESD, sudah dilimpah ke Penuntutan (sesuai surat Pidsus 
Kejagung RI nomor: R-576/F.2/Fd.1/10/2013 tanggal 10 
Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1179/20-
25/09/2013 tanggal 17 September 2013)

217.	 Dugaan TPK 
terkait pemberian 

kredit fiktif yang terjadi 
pada tahun 2005 di 

Perusahaan Daerah Bank 
Pasar Kota Cirebon yang 

menimbulkan kerugian keuangan 
daerah sebesar Rp3.100.000.000 

dengan terpidana Dra.Erly Fasini,MM 
dan Basuki Dwi Purnomo, untuk terpidana 

Drs Erly Fasini,MM telah inkracht sedangkan 
Basuki Dwi Purnomo masih Peninjauan Kembali 

(sesuai dengan surat Kejati Jawa Barat nomor: 
R-1015/O.2.1/Fd.1/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 

menjawab surat KPK nomor: R-1182/20-25/09/2013 
tanggal 17 September 2013).

218.	 Dugaan TPK terkait pemberian kredit di PD Bank Pasar 
Kota Cirebon sebesar Rp480.000.000 dengan tersangka 
EF yang melibatkan Subardi,Spd selaku Walikota Cirebon, 
penyelidikan dihentikan oleh Kejari Cirebon karena indikasi 
keterlibatan Subardi,Spd. Hanyalah sebatas pelanggaran 
administrasi yang masuk dalam ranah hukum administrasi 
negara (sesuai dengan surat Kejati Jawa Barat nomor: 
R-1015/O.2.1/Fd.1/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 
menjawab surat KPK nomor: R-1182/20-25/09/2013 tanggal 
17 September 2013).

219.	 Dugaan TPK dalam pengelolaan anggaran Pemerintah 
Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat TA 2003-2009 
untuk pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) 
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atas nama tersangka 
SW (menjawab surat KPK nomor: R-1286/20-25/10/2013 
tanggal 4 Oktober 2013)

220.	 Dugaan TPK dalam pengadaan pesawat latih sayap tetap 
(fixed wing) dan link simulator pada Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), 
masih penyidikan menunggu hasil perhitungan kerugian 
keuangan Negara BPKP (sesuai surat Pidsus Kejagung RI 
nomor: R-622/F.2/Fd.1/11/2013 tanggal 7 November 2013 
menjawab surat KPK nomor: R-1326/20-25/10/2013 tanggal 
9 Oktober 2013)
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226.	 Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank 
pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang 
Surabaya kepada PT. Cipta Inti Permindo, dengan tersangka 
DPS sudah dilimpah ke Penuntutan (sesuai surat Pidsus 
Kejagung RI nomor: R-576/F.2/Fd.1/10/2013 tanggal 10 
Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1179/20-
25/09/2013 tanggal 17 September 2013)

227.	 Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit 
Bank pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten 
Cabang Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo, dengan 
tersangka DY sudah dilimpah ke Penuntutan (sesuai surat 
Pidsus Kejagung RI nomor: R-576/F.2/Fd.1/10/2013 tanggal 
10 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1179/20-
25/09/2013 tanggal 17 September 2013)

228.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Maluku 
Tenggara untuk Dana Asuransi, pembayaran tagihan telepon 
dan dana perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten 
Maluku Tenggara tahun 2002 dan 2003, dengan tersangka/
terdakwa Moses Savsavubun, telah berkekuatan hokum tetap 
dengan putusan: Vonis 1 tahun 4 bulan penjara;membayar 
uang pengganti Rp173.500.000 dan denda Rp50 juta, akan 
segera dilakukan eksekusi (sesuai surat Kejati Maluku nomor: 
R-360/S.1/Fd.1/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 menjawab 
surat KPK nomor: R-1075/20-25/08/2013 tanggal 24 
Oktober 2013).

229.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Maluku 
Tenggara untuk Dana Asuransi, pembayaran tagihan telepon 
dan dana perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Maluku 
Tenggara tahun 2002 dan 2003, dengan tersangka AR dan 
MMT, masih pendalaman penyidikan (sesuai surat Kejati 
Maluku nomor: R-762/S.1/Fd.1/10/2013 tanggal 28 Oktober 
2013 menjawab surat KPK nomor: R-1274/20-25/08/2013 
tanggal 3 Oktober 2013)

230.	 Dugaan TPK kegiatan rumah rawan bencana tahun 2009 
yang bersumber dananya dari APBD Kab.Kepahiang TA 2009 
melalui SKPD Dinsosnakertrans Kab. Kepahiang dengan 
tersangka SY als Syafuan bin Yakub, telah P-21 (sesuai surat 
Polda Bengkulu Nomor: B-321/XI/2013 tanggal 11 November 
2013 menjawab surat KPK nomor: R-1284/20-25/10/2013 
tanggal 4 Oktober 2013).

231.	 Dugaan TPK penyalahgunaan APBD Kab. Sragen dengan 
terdakwa H.Untung Sarono Wiyono Sukarno,SH, masih 
dilakukan pelacakan asset terpidana (sesuai surat Kejaksaan 
Agung Nomor:R-1844/H.Hi.2/11/2013 tgl 25 November 
2013)

232.	 Dugaan TPK pelaksanaan proyek pembangunan kantor 
pemerintah ‘satu atap’ dengan tersangka Drs Obaja, TM 
Sihombing, Ir Ketut Radiartha,Ir Heru Djatmiko, ditangani 
oleh Kejati Kalbar, dihentikan penyidikannya karena tidak 
cukup bukti (sesuai surat Kejati Kalbar Nomor:B-2023/Q.1/
Fd.1/11/2013 tgl 13 November 2013, menjawab surat KPK 
Nomor:R-1381/20-25/10/2013 tgl 28 Oktober 2013);

233.	 Dugaan TPK di DPRD Kabupaten Bengkayang dengan 
tersangka Petrus S.A, Lukas Pasalima, Amkhan,S.Pd, 
Syuhada Hadran, Aloysius Kilim, Patinus Udik, ditangani 
oleh Kejati Kalbar, untuk tersangka Kilim dan Patinus Udik 
telah diputus bebas oleh Mahkamah Agung sedangkan 
untuk empat tersangka lainnya masih dalam tahap 
penyidikan (sesuai surat Kejati Kalbar Nomor:B-2023/Q.1/
Fd.1/11/2013 tgl 13 November 2013, menjawab surat KPK 
Nomor:R-1381/20-25/10/2013 tgl 28 Oktober 2013);

234.	 Dugaan TPK pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah 
sederhana korban bencana alam pada Dinas Kesejahteraan 
Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, disidik oleh Kejati 
NTT, masih menuggu hasil perhitungan kerugian keuangan 
Negara dari BPKP (sesuai surat Kejati NTT Nomor:R-409/P.3/
Fd.1/11/2013 tgl 28 November 2013);

235.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana hibah Pemerintah 
Kota Jayapura kepada KPU Kota Jayapura TA 2011 dengan 
tersangka Prof.DR Lapona, MSi dan Yacob Waimbo, 
penyidikan oleh Polres Jayapura, masih menunggu 
hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP 
(sesuai surat Polda Papua Nomor:B-3387/XII/ 2013/
Ditreskrimsus tgl 6 Desember 2013, menjawab surat KPK 
Nomor:R-1497/20-25/11/2013 tgl 19 November 2013);

236.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana hibah Pilkada 
Kabupaten Kepulauan Yapern periode TA 2010-2015 senilai 
Rp9.659.437.900 dengan tersangka Menase Pihaihei, 
Jeditya Wayoi dan Daniel Danny Doom, penyidikan oleh 



3.	 Dugaan TPK berupa penerimaan hibah atau sesuatu oleh 
pemeriksa pajak pada KPP Bandung Karees secara melawan 
hukum dan atau dengan menyalahgunakan kewenangan 
nya terkait dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan pada 
PT. Netway Utama tahun 2007.

Hasil Supervisi 

1.	 Dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Palu 
tahun 2007 dengan tersangka HR selaku mantan Kadis 
Pendidikan Kota Palu tahun 2007 (Ditangani oleh Polda 
Sulawesi Tengah).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilakukan penyerahan 
tersangka dan barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah, 
sesuai surat Polda Sulteng Nomor: BP/67/XI/2012/Dit.
Reskrimsus tanggal 5 November 2012, dilaporkan Polda 
kepada KPK tanggal 1 Februari 2013.

2.	 Dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota 
Palu tahun 2007 dengan tersangka Idham, S.Sos mantan 
staf Dinas Pendidikan Kota Palu tahun 2007 (Ditangani oleh 
Polda Sulawesi Tengah).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilakukan penyerahan 
tersangka dan barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah, 
sesuai surat Polda Sulteng Nomor: BP/68/XI/2012/Dit.
Reskrimsus tanggal 5 November 2012, dilaporkan Polda 
kepada KPK tanggal 1 Februari 2013.

3.	 Dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota 
Palu tahun 2007 dengan tersangka CH. Wahyurini,S.Pd, 
M.Si mantan staf Dinas Pendidikan Kota Palu tahun 2007 
(Ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilakukan penyerahan 
tersangka dan barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah, 
sesuai surat Polda Sulteng Nomor: BP/69/XI/2012/Dit.

Polres Kepulauan 
Yapen, masih 

penyidikan keterbatasan 
penyidik dan saksi yang 

menyebar (sesuai surat 
Polda Papua Nomor:B-3387/

XII/ 2013/Ditreskrimsus tgl 6 
Desember 2013, menjawab surat KPK 

Nomor:R-3945/40-43/11/2013 tgl 11 
November 2013);

237.	 Dugaan TPK Sisa Dana Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun 2001 Pemerintah Provinsi 

Gorontalo  sebesar Rp5.000.000.000,00 yang 
digunakan untuk kepentingan Pribadi dan atau Aggota 

DPRD Provinsi Gorontalo atas nama tersangka DR.Ir. Fadel 
Muhammad, ditangani oleh Kejati Gorontalo dihentikan 
Penyidikannya (sesuai surat Kejati Gorontalo nomor:R-
1317/R.5/Fs.1/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 menjawab 
surat KPK Nomor R-1216/20-25/09/2013 tanggal 23 
September 2013);

238.	 Dugaan TPK dana dividen Pemda Kab. Boven Digul TA 2011, 
sedang dilakukan penyelidikan oleh Polda Papua (sesuai 
dengan surat Polda Papua Nomor:R/796/XII/2013 tgl 23 
Desember 2013 menjawab surat KPK nomor: R-962/20-
25/07/2013 tgl 16 Juli 2013)

Pelimpahan

1.	 Dugaan TPK Pengadaan Pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar 
di Dinas PU Provinsi Papua Barat TA. 2008-2010 (koordinasi 
tingkat penyelidikan: melakukan gelar perkara kasus 
dihadapan Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Papua)

2.	 Dugaan TPK dalam pekerjaan pembangunan sarana 
prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken 
breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung 
untuk manusia beserta pekerjaan pendukungnya pada 
Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
Kementerian Kesehatan TA. 2009-2010.
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Reskrimsus tanggal 5 November 2012, dilaporkan Polda 
kepada KPK pada 1 Februari 2013.

4.	 Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Perjalanan Dinas di 
Kantor Badan Ketahanan Pangan Prov.Sulteng TA 2007 yang 
bersumber dari dana ABT TA 2007 dengan tersangka Ir. Idris 
K. Mokoginta mantan Kepala Bidang Daerah Rawan pangan 
dan Gizi pada Badan Ketahanan Pangan Prov. Sulteng 
(Ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilakukan penyerahan 
tersangka dan barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah, 
sesuai surat Polda Sulteng Nomor: BP/70.e /XII/2012/Dit.
Reskrimsus tanggal 20 Desember 2012, dilaporkan Polda 
kepada KPK tanggal 1 Februari 2013.

5.	 Dugaan TPK dana bantuan sosial Gubernur Provinsi Jawa 
Tengah TA 2008 pada Pondok Pesantren di Kab. Sragen 
yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009 di Wilayah Hukum 
Kab. Sragen,dengan tersangka Alim Suratno,SE bin Sajadi.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilakukan penyerahan 
tersangka dan barang bukti ke Kejari Sragen, sesuai 
dengan surat Polres Sragen nomor: Res.3.1/1084/
III/2013/Reskrim tanggal 9 Maret 2013.

6.	 Dugaan TPK pada pelaksanaan MTQ ke XXIV tingkat Provinsi 
Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 oleh 
Sub Bidang Akomodasi dengan tersangka a.n Drs.Ambo 
Wallay.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap oleh 
Kejati Maluku, sesuai surat Kejati Maluku Nomor: B/329/
II/2013 tanggal 28 Februari 2013.

7.	 Dugaan TPK pengadaan pakaian hansip/linmas Pam Pemilu 
tahun 2009 di Kabupaten Pekalongan dengan tersangka Ir. 
B.Y Nur Daryanto selaku penyedia barang/jasa, (Ditangani 
oleh Polda Jateng)

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap 
oleh Kejati Jateng, dan terhadap tersangka dan barang 
bukti telah dilimpahkan oleh Polda jateng kepada Kejati 
Jateng, sesuai surat Polda Jateng nomor: B/472/I/2013/
Reskrimsus tanggal 11 Januari 2013.

8.	 Dugaan TPK pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
bidang Pendidikan di DInas Pendidikan Lampung Utara TA 
2010 dengan tersangka Drs. H.Zulkarnain bin Cik Aman 
Rangga (Ditangani oleh Polda Lampung).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap oleh 
Kejati Lampung, dan terhadap tersangka dan barang 
bukti telah dilimpahkan oleh Polda Lampung kepada 
Kejati Lampung, sesuai surat Polda Lampung Nomor: 
B/34/I/2013/Dit.Reskrimsus tanggal 8 Januari 2013.

9.	 Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi dan 
rehabilitasi rumah pasca gempa bumi di Dusan Banyakan 
I, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul 
a.n terdakwa Rukmono Wibowo bin Tugiran, kasus sudah 
dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai dengan 
surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala 
Kejaksaan Negeri Bantul nomor: B-05/O.4.13/Ft.1/03/2013 
tanggal 18 Maret 2013.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-164/O.4.13/
Ft.1/03/2013 tanggal 19 Maret 2013.

10.	 Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi 
dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2006 di 
Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul a.n 
terdakwa Jaka Sulistyo bin Hadi Siswanto, kasus sudah 
dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai dengan 
surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala 
Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: B-03/O.4.13/Ft.1/03/2013 
tanggal 13 Maret 2013.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-166/O.4.13/
Ft.1/03/2013 tanggal 18 Maret 2013.



•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul Nomor: B-165/O.4.13/
Ft.1/03/2013 tanggal 18 Maret 2013.

14.	 Dugaan TPK pembuatan dokumen pertanggungjawaban 
anggaran pada Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar 
(Setwan) TA 2009 secara fiktif, kasus sudah dinyatakan 
lengkap.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan. 

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap 
oleh Kejati Riau dengan surat Nomor: B-153/N.4.5/
Ft.1/12/2012 tanggal 27 Desember 2012, sesuai surat 
telegram Polda Riau nomor:ST/06/1/2013 tanggal 3 
Januari 2013.

15.	 Dugaan TPK pembayaran honor petugas kebersihan dan 
tunjangan kebersihan hari besar keagamaan di Kelurahan 
Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru 
yang bersumber dari dana APBD Kota Pekanbaru TA 2010, 
kasus sudah dinyatakan lengkap.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap 
oleh Kejati Riau dengan surat nomor: B-4150/N.4.10/
Ft.1/12/2012 tanggal 18 Desember 2012, sesuai surat 
telegram Polda Riau nomor: ST/06/1/2013 tanggal 3 
Januari 2013.

16.	 Dugaan TPK atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan 
pada penyaluran dana Gapoktan di Kabupaten Pelalawan 
yang bersumber dari APBN tahun 2010. kasus sudah 
dinyatakan lengkap.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap 
oleh Kejati Riau dengan surat Nomor: B-154/N.4.5/
Ft.1/12/2012 tanggal 27 Desember 2012, sesuai surat 
telegram Polda Riau nomor:ST/06/1/2013 tanggal 3 
Januari 2013.

17.	 Dugaan TPK berupa pemotongan dana BBM solar dari 92 
kendaraan pengangkut di Bidang Kebersihan Dinas Cipta 

11.	 Dugaan TPK pada 
penyaluran dana 

bantuan rekonstruksi 
dan rehabilitasi rumah 

pasca gempa bumi 
tahun 2006 di Desa Terong, 

Kecamatan Dlingo Kabupaten 
Bantul a.n terdakwa Supardi bin 

Adi Suwito, kasus sudah dilimpahkan 
ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai 

dengan surat pelimpahan perkara acara 
pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri 

Bantul nomor: B-02/O.4.13/Ft.1/03/2013 tanggal 13 
Maret 2013.

•	Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul Nomor: B-168/O.4.13/
Ft.1/03/2013 tanggal 18 Maret 2013.

12.	 Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi 
dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2007 di 
Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong 
Kabupaten Bantul a.n terdakwa Japari Ari Prabowo bin 
Sugiharjo, kasus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor 
Yogyakarta sesuai dengan surat pelimpahan perkara acara 
pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: 
B-02/O.4.13/Ft.1/03/2013 tanggal 13 Maret 2013.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-167/O.4.13/
Ft.1/03/2013 tanggal 18 Maret 2013.

13.	 Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi dan 
rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2006 di Desa 
Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul a.n terdakwa 
Sudirman Alivian bin Giman Muh.Dawawi, kasus sudah 
dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai dengan 
surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala 
Kejaksaan Negeri Bantul nomor: B-01/O.4.13/Ft.1/03/2013 
tanggal 11 Maret 2013



#117LAPORAN TAHUNAN 2013

Karya dan Tata Ruang Kota Bogor pada tahun 2010, dengan 
tersangka Suparman Trimulyana, Ilyas, Beti Kusmiati dan Ir. 
Satia Mulya.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: untuk tersangka Suparman 
Ilyas sudah dinyatakan lengkap oleh Kejari Bogor sesuai 
surat nomor: C.3/26/IV/2013/Sat.Reskrim tanggal 09 
April 2013 dan Berita Acara Serah terima Tersangka dan 
Barang Bukti tanggal 9 April 2013.

18.	 Dugaan TPK pengadaan kapal pengawas perikanan dan 
kelautan Kab. Rohil TA 2007 dengan tersangka Ir.H.Amrizal.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap 
oleh Kejati Riau dengan surat nomor: B-665/N.4.5/
Ft.1/03/2013 tanggal 9 Maret 2013, sesuai surat telegram 
Polda Riau nomor: ST/451/1V/2013 tanggal 17 April 2013.

19.	 Dugaan TPK pengadaan kapal pengawas perikanan dan 
kelautan Kab. Rohil TA 2007 dengan tersangka Ir. Tri 
Jonsuardi bin Suardi.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap oleh 
Kejati Riau dengan surat nomor: B-49/N.4.5/Ft.1/04/2013 
tanggal 11 April 2013, sesuai surat telegram Polda Riau 
nomor: ST/451/1V/2013 tanggal 17 April 2013.

20.	 Dugaan TPK Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten 
Pelelawan tahun 2007,2008,2009 dan 2011 yang diduga 
merugikan keuangan negara/daerah sebesar kurang lebih 
Rp38 Miliar a.n tersangka Syahrizal Hamid, dkk (Ditangani 
oleh Polda Riau)

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan P-19.

•	 Status setelah supervisi: Masih Penyidikan 
menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu

21.	 Dugaan TPK Penyalahgunaan Penggunaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Aru khususnya Kegiatan MTQ XXIV di 
Kota Dobo dan Kegiatan Organisasi Sosial Hibah pada 
Kabupaten Kepulauan Aru TA 2011 dengan tersangka Umar 
Djabumona dkk (Ditangani Polda Maluku)

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan P-19.

•	 Status setelah supervisi: Masih Penyidikan 
menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu) 

22.	 Dugaan TPK Pengadaan Tanah untuk TPU (Tempat 
Pemakaman Umum) Jalan Perumtel Gunung Nona Ambon 
TA 2003, dengan tersangka Drs. Marcus Jacob Papilaja, MS, 
dkk (Ditangani Polda Maluku)

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan P-19.

•	 Status setelah supervisi: masih Penyidikan 
menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu

23.	 Dugaan TPK pada pengadaan alat laboratorium bahasa 
sekolah pada Dinas P dan K Kabupaten Buru TA 2010 
dengan tersangka Hasan Umasugi, dkk (Ditangani Polda 
Maluku)

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan P-19.

•	 Status setelah supervisi: Masih Penyidikan 
menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu.

24.	 Dugaan TPK pada Proyek Program Pembangunan 
Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2008 pada Kabupaten 
Maluku Tenggara dengan tersangka Albertina Olive 
Safsafubun, dkk (Ditangani Polda Maluku

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan P-19.

•	 Status setelah supervisi: Masih Penyidikan 
menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu

25.	 Dugaan TPK Pembelian Kapal Cepat bernama MV Expres 
Halsel-01 dengan metode Penunjukan Langsung oleh 
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2006 yang 
diduga merugikan keuangan negara/daerah sebesar kurang 
lebih Rp8.206.300,00 dengan tersangka H. Muhammad 
Kasuba, MA (Ditangani oleh Kejati Maluku Utara).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan P-19.

•	 Status setelah supervisi: Masih Penyidikan 
menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu

26.	 Dugaan TPK Kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian 
SIAK secara terpadu kabupaten Indragiri Hulu pada 
pekerjaan belanja modal pengadaan computer dan jaringan 



•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi:telah diputus bersalah 
dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara, membayar 
denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang 
penggantiRp495.621.361,00; sesuai dengan Keputusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi 
nomor: 28/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 15 Maret 
2013.

30.	 Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA 2004 dan TA 2005 Kab. Tebo, 
dengan terdakwa Drs. RD.Hasan Basri.S,SH,MSi

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi:telah diputus bersalah 
dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara, membayar 
denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang 
penggantiRp450.000.000,00; sesuai dengan Keputusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi 
nomor: 29/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 15 Maret 
2013

31.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan 
terdakwa Drs. H.Arifien Manap bin H. Abdul Manap

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi:telah diputus bersalah 
dengan vonis 1 tahun 3 bulan, membayar 
denda Rp50.000.00dan membayar uang 
penggantiRp438.416.023; sesuai dengan Keputusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi 
nomor: 01/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 1 Mei 2013

32.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan 
terdakwa H. Arifuddin Yassak,SM Hk bin Muhammad Yassak.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi:telah diputus bersalah 
dengan vonis 1 tahun 3 bulan, membayar denda 
Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti 
Rp430.000.000; sesuai dengan Keputusan Pengadilan 

komunikasi tahun 
anggaran 2011 di 

Kecamatan Batang 
Gangsal Kab.Inhu dengan 

tersangka Zulkifli Sulaiman 
bin Sulaiman, sudah dinyatakan 

lengkap oleh Kejari Inhu.

•	 Status sebelum supervisi: 
penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan 
lengkap oleh Kejari Inhu, sesuai surat surat 

telegram Polda Riau nomor:ST/508/V/2013 
tanggal 1 Mei 2013.

27.	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam 
kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten 
Batanghari, dengan terdakwa Drs. Syargawi Usman.

•	 Status sebelum supervisi:Penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah 
dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara, membayar 
denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang 
penggantiRp325.503.068; sesuai dengan Keputusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi 
nomor:31/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 15 Maret 2013

28.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Batanghari, 
dengan terdakwa Drs. Usman bin Tarujin.

•	 Status sebelum supervisi:Penyidikan.

•	 Status setelah supervisi:telah diputus bersalah 
dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara, membayar 
denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang 
penggantiRp325.503.068; sesuai dengan Keputusan 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi 
nomor:32/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 15 Maret 2013

29.	 Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA 2004 dan TA 2005 Kab. Tebo, 
dengan terdakwa Drs. H.A. Madjid Mu’az,MM
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Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 48/Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tanggal 3 Mei 2013

33.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan 
terdakwa Zulkifli Somad, SH bin H. Abdullah Somad.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi:telah diputus bersalah 
dengan vonis 1 tahun 3 bulan, membayar denda 
Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti 
Rp430.000.000; sesuai dengan Keputusan Pengadilan 
Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 49/Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tanggal 3 Mei 2013

34.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, dengan terdakwa Drs. H.Abdullah Hich bin 
alm H.Ibrahim Chitam.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan. 

•	 Status setelah supervisi:telah diputus bersalah 
dengan vonis 1 tahun 2 bulan, membayar denda 
Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti 
Rp217.002.045; sesuai dengan Keputusan Pengadilan 
Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 43/Pid.B/
TPK/2012/PN.JBI tanggal 17 April 2013)

35.	 Dugaan TPK Penyelewengan Dana APBD Kabupaten Sumba 
Timur TA 2005-2006 dengan tersangka Deny Untono alias 
Deny.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah limpah barang bukti 
berikut tersangkanya ke Kejari Waingapu, sesuai surat 
surat Polda NTT nomor: B/380/IV/2013/Polres ST 
tanggal 8 April 2013.

36.	 Dugaan TPK berupa penerimaan uang oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Cimahi (Drs.H.Wawan Darmawan bin 
H Aman Dartiman dalam kegiatan PRONA untuk wilayah 
Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota 
Cimahi sebesar Rp300.000 per bidang tanah yang diajukan 
pembuatan sertifikatnya

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah limpah barang bukti 
berikut tersangkanya ke Pengadilan Tipikor Bandung 
pada pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan 
Surat Pelimpahan Perkara Nomor: B-731/O.2.38/
Ft.1/07/2013 tanggal 3 Juli 2013, sesuai surat surat Kejari 
Cimahi Nomor: B-737/O.2.38/Ft.1/07/2013 tanggal 4 Juli 
2013.

37.	 Dugaan TPK berupa penggelapan dana UEK-SP Bening 
Kelurahan Bukit Batem Kota DUmai dengan tersangka 
Ahmad Fitri Antoni bin Rahmad RW, sudah lengkap dan 
tersangka telah diserahkan ke Kejari Dumai

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap dan 
tersangka sudah diserahkan ke Kejari Kota Dumai, sesuai 
surat surat telegram Polda Riau nomor: ST-830/VII/2013 
tanggal 5 Juli 2013.

38.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, dengan terdakwa Drs. Syarifuddin Fadhil bin 
Usman Matnuh.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah dengan 
vonis 1 tahun 2 bulan, membayar denda Rp50.000.000 
dan membayar uang penggantiRp217.002.045; sesuai 
dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 
Negeri Jambi nomor: 45/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 
17 April 2013.

39.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran 
type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, dengan terdakwa Ir. H. Suparno,MS bin alm 
Tirpan.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah 
dengan vonis 1 tahun 2 bulan, membayar 
denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang 
penggantiRp217.002.045; sesuai dengan Keputusan 



43.	 Dugaan TPK penyaluran pupuk urea bersubsidi tahun 2004 
dan 2005 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara 
sebesar Rp459.773.303,00 dengan tersangka Pudjo Edi 
Triono, Bsc bin Djuwadi.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah divonis 1 tahun 1 bulan dan 
denda Rp50 juta, Inkracht)

44.	 Dugaan TPK anggaran BPMR (Balai Pengembangan Media 
Radio di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta TA 2007-2008 
dengan tersangka Drs. Rinta Sadrasih,M.Pet; Backtiar Effendi 
Marpaung,SE dan Margono

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: banding

45.	 Dugaan TPK dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi 
rumah pasca gempa bumi tahun 2006 di Dusun Banyakan 
I Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul 
dengan tersangka Rukmono Wibowo

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: banding

46.	 Dugaan TPK penyimpangan dana APBN untuk Departemen 
Telkominfo di Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta 
dalam kegiatan pemeliharaan alat pendingin (AC) dengan 
cara membuat SPK (Surat Perintah Kerja) fiktif hingga cairnya 
dana dengan sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen/
Pejabat yang Berwenang dengan tersangka A. Tunjung 
Miharto; Drajat Topo Yuwono,SE; AZ Tamadjoe,SE,MM

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: banding

47.	 Dugaan TPK penyimpangan dana tanah Kas Desa 
Caturtunggal pada tahun 2007 mengakibatkan 
kerugian Pemerintah Desa Caturtunggal lebih 
kurang Rp664.800.000,00 atau setidak-tidaknya 
Rp253.000.000.000,00 dengan tersangka Didik Hartadi,SE 
dan Djuminggir.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

Pengadilan 
Tipikor pada 

Pengadilan Negeri 
Jambi nomor:44/

Pid.B/TPK/2012/PN.JBI 
tanggal 17 April 2013.

40.	 Dugaan TPK pegawai negeri 
atau penyelenggara Negara yang 

menerima pemberian atau janji padahal 
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah 

atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan 
atau kewenangannya yang berhubungan dengan 

jabatannya dengan tersangka Zulbakri,SH bin Abbas 
Rial (alm)

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah limpah barang bukti 
berikut tersangkanya ke Kejati Riau, sesuai surat surat 
Polda Riau nomor: ST/875/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.

41.	 Dugaan TPK pada pekerjaan pembangunan Gedung 
Rektorat, Gedung Fakultas Syari’ah dan Gedung Fakultas 
Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005-2006 yang merugikan 
Negara sebesar Rp2.092.493.393,14 dengan tersangka Drs. 
Toty Cung.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah limpah barang bukti 
berikut tersangkanya ke Kejati NTB, sesuai surat surat 
Polda NTB Nomor: B/2931/VII/2013/DitReskrimsus 
tanggal 29 Juli 2013.

42.	 Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Penididikan Kota Palu tahun 2006 
dengan tersangka Drs.Djikra Garontina selaku Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Palu Tahun 2006

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: dihentikan penyidikannya sesuai 
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP-
Sidik/494.a1/IV/ 2013/DitReskrimsus tanggal 2 April 2013.
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•	 Status setelah supervisi: banding

48.	 Dugaan TPK penyelewengan dan manipulasi dalam 
penggunaan dana Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS 
Sidempuan) tahun 2008 dan 2009 pada Dinas Pemuda, 
Olahraga dan Pariwisata Kota PadangSeidempuan dengan 
tersangka Drs. Asgul Idihan Dalimunthe,MSi 

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: proses persidangan

49.	 Dugaan TPK penyimpangan dana bantuan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Dusun Krasakan 
Jogotirgo Sleman yang mengakibatkan kerugian keuangan 
Negara kurang lebih Rp327.250.000,00 dengan tersangka 
Drs. Hidayat; Hariyanto,ST; Suatmirah dan Paidjo

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: banding

50.	 Dugaan TPK penyimpangan dana APBD TA 2003-2004 
di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Kidul yang 
mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar 
Rp3.056.352.500,00 dengan tersangka Drs. Aris Purnomo; 
Ratno Pintoyo, S.Sos; Supriyono, S.IP; Ternalem PA, MSi; 
Untung Nurjaya; Sukardi, S.IP

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: banding

51.	 Dugaan TPK pencairan dan penggunaan uang pembentukan 
BUMDes yang merupakan kekayaan Desa untuk kepentingan 
bukan peruntukannya menggunakan uang ADD Triwulan II 
tahun 2011 sebesar Rp29.5000.000,00, dengan tersangka 
Puji Istina.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: banding

52.	 Dugaan TPK pemotongan dana rekonstruksi pasca gempa 
pada tahun 2007 di Desa Dlingo, Kec. Dlingo, Kab. Bantul 
yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar 
Rp1.068.750.000,00 dengan tersangka Juni Junaidi.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: banding

53.	 Dugaan TPK penyaluran dana rekonstruksi dan rehabilitasi 
pasca gempa bumi tahun 2006 di Desa Seloharjo 
Kecamatan Pundong Kab. Bantul TA 2007 dengan tersangka 
Japari Ari Wibowo.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: banding

54.	 Dugaan TPK pengadaan tanah untuk TPA di Desa Banyuroto, 
Kac. Nanggulan, Kab. Kulon Progo Tahun 2006, dengan 
tersangka Drs. Sayono; Heribartus Sambudi Suharyanto; 
Suroso.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: banding

55.	 Dugaan TPK yang diduga dilakukan Hj. Tati Ruswati, MM 
dan Ir. Hendri P Silalahi dengan cara Hj. Tati Ruswati, MM 
telah menandatanagani atau menerbitkan 2 (dua) SP2D No. 
07372/1.03.01/BL-LS/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008 
atas nama Ir. Hendrik Paulus Silalahi yang kemudian dicairkan 
atau dipindahbukukan pada tanggal 26 Desember 2008 
sebesar Rp425.402.400,00.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap 
oleh Kejari Depok sesuai surat Kejari Depok Nomor: 
B-667/O.2.34/Fd.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan 
saat ini sedang dalam tahap persidangan.

56.	 Dugaan TPK kegiatan pengadaan sarana dan prasarana 
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna yaitu pada 
pekerjaan pembuatan tanggul mekanik yang berlokasi 
di Kelurahan Tagaraja dan Desa Gembaran Kecamatan 
Kateman dan Kecamatan Belengkong dengan nilai kontrak 
Rp208.800.000 di Desa Teluk Nibung dan Desa Sungai 
Danai Kec Pulau Burung dengan nilai kontrak Rp279.500.000 
dan pekerjaan normalisasi di Parit Pinang Desa 
Simpang Gaung Kecamatan gaung dengan nilai kontrak 
Rp227.300.000 APBD Kab. INHIL TA 2011 dengan tersangka 
Haris Sampurna bin K Yohanes.



60.	 Dugaan TPK Dana Bantuan Sosial Kota Bandung TA 2010 
dengan tersangka Drs Ahmad Mulyana selaku Kepala Bidang 
Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
daerah Pemerintah Kota Bandung.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah diputus terbukti oleh PN 
Tipikor pada PN Bandung dan Pengadilan Tinggi Tipikor 
Bandung dengan pidana 1 tahun penjara dan denda 
Rp50 juta.

61.	 Dugaan TPK mark up anggaran makan-minum, sewa 
gedung dan penarikan dana dari PPTK di Sekretariat DPRD 
Kota Bandung tahun 2008 dan 2009 dengan tersangka Drs.
Ebet Hidayat, Ernawan Mulyana,SH dan Asep Komara, S.Sos. 
Untuk tersangka Drs.Ebet Hidayat, MSi telah diputus bersalah 
oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung 
pada tanggal 13 Januari 2013 nomor putusan: 71/Pid.sus/
TPK/2012 tanggal 21 Januari 2013 

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah diputus terbukti oleh PN 
Tipikor pada PN Bandung.

62.	 Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dengan melakukan 
pungutan dana (pemerasan dalam jabatan) terkait dengan 
proyek atau kegiatan-kegiatan pekerjaan di Dinas Binamarga 
Kabupeten Bogor TA 2011-2012 dengan tersangka H. Helmi 
Gustian.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah limpah barang bukti 
berikut tersangkanya ke Kejati Jabar, sesuai surat Polda 
Jabar Nomor: B/4257/VIII/2013/Dit.Reskrimsus tanggal 
30 Agustus 2013.

63.	 Dugaan TPK pegawai negeri atau penyelenggara Negara 
yang menerima pemberian atau janji padahal diketahui atau 
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 
karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan 
dengan jabatannya dengan tersangka Zulbakri,SH bin Abbas 
Rial (alm).

•	Status sebelum 
supervisi: 

penyidikan.

•	Status setelah 
supervisi: sudah limpah 

barang bukti berikut 
tersangkanya ke Kejari INHIL, 

sesuai surat telegram Polda Riau 
nomor:ST/981/VIII/2013 tanggal 22 

Agustus 2013.

57.	Dugaan TPK kegiatan pengadaan sarana dan 
prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat 

guna yaitu pada pekerjaan pembuatan tanggul 
mekanik yang berlokasi di Parit Getah Desa Sanglar, 

Kec. Reteh, dengan nilai kontrak Rp 104.500.000 dan 
pekerjaan normalisasi di parit 5 Maju JayaDesa Sebatu Kec. 
Batang Tuaka dengan nilai kontrak Rp150.850.000 dan 
di Parit 7 Kel Teluk Pinang Kec Gas dengan nilai kontrak 
Rp151.000.000 APBD Kab. INHIL TA 2011 dengan tersangka 
Aris Muhadi, SE alias Aris bin Imam Bajuri

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah limpah barang bukti 
berikut tersangkanya ke Kejari INHIL, sesuai surat surat 
telegram Polda Riau nomor: ST/981/VIII/2013 tanggal 22 
Agustus 2013

58.	 Dugaan TPK DAK-DR tahun 2001-2002 dengan tersangka Ir. 
Marconi Stenly bin A.Boekit.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah limpah barang bukti 
berikut tersangkanya ke Kejari Buntok Kalimantan 
Tengah, sesuai surat telegram Polres Barito Selatan 
Nomor: B/2110.b/IV/2013 tanggal 18 April 2013

59.	 Dugaan TPK TPAPD TA 2005 dengan tersangka 
Drs.H.Rahudman Harahap,MM

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah diputus oleh PN Tipikor 
pada PN Medan dengan menyatakan terdakwa bebas 
dari semua dakwaan.
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•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah limpah barang bukti 
berikut tersangkanya ke Kejati Riau, sesuai surat Polda 
Riau Nomor: B/13/VIII/2013/.Reskrimsus tanggal 16 Juli 
2013

64.	 Dugaan TPK dalam Proyek Sistem Informasi Manajemen 
Pemerintahan Desa (Simpedes) Kabupaten Cilacap tahun 
2008 dengan tersangka Dangir Mulyadi, Suyatmo dan Herry 
Karmawan

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah putus oleh Pengadilan 
Tipikor pada PN Semarang Juni 2013, Dangir Mulyadi: 
2 tahun 6 bulan penjara; denda Rp100juta; uang 
pengganti Rp150 juta, Suyatmo: 4 tahun panjara;denda 
Rp200 juta; uang pengganti Rp125 juta, Herry 
Karmawan: 5 tahun penjara; denda Rp200 juta; uang 
pengganti Rp431 juta.

65.	 Dugaan TPK pada kegiatan penagihan rekening air PDAM 
Tirtanadi Provinsi Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tahun 
2012

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah dilimpahkan ke Penuntutan 
sesuai surat Polda Riau nomor: K/274-b/VIII/2013/
Ditreskrimsus tanggal 29 Agustus 2013.

66.	 Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang yang dilakukan 
oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo (Drs.H. Baihaki 
Natsir).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah dilimpahkan ke Penuntutan 
sesuai surat Polres Gorontalo Kota Nomor: B/1250-
IX/2013/Res Gtlo Kota tanggal 16 September 2013

67.	 Dugaan TPK penyelewengan bantuan dana hibah dana 
revitalisasi pos yandu dari Provinsi Jawa Barat TA 2011 
dengan cara tidak menyalurkan bantuan dana revitalisasi pos 
yandu Provinsi Jawa Barat tahun 2011 serta tidak melakukan 
proses pengadaan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 
dengan tersangka Mochamad Mukti Arif, SE.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah dilimpahkan ke Penuntutan 
sesuai surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa 
dari Kejari Garut nomor:PDS-03/Ft.1/Garut/06/2013 
tanggal 18 April 2013

68.	 Dugaan TPK pengadaan barang, jasa dan pekerjaan 
pemborongan kantor cabang PT Angkasa Pura I (Persero) 
Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, 
dengan tersangka Suparmin,ST.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah oleh 
Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana 
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50juta, sesuai 
Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 1 
Agustus 2013.

69.	 Dugaan TPK pengadaan barang, jasa dan pekerjaan 
pemborongan kantor cabang PT Angkasa Pura I (Persero) 
Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, 
dengan tersangka Hajir Raddai.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah oleh 
Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana 
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50juta, sesuai 
Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 1 
Agustus 2013.

70.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit kapal Fiber 30 Gt di 
DInas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi barat TA 
2011, dengan tersangka M.Jufri S, SPi.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah oleh 
Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana 
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta, sesuai 
Putusan Nomor:10/Pid.Sus/2013/PN.Mu tanggal 13 Mei 
2013.

71.	 Dugaan TPK pengadaan barang/jasa pemborongan Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Makassar TA 2008, dengan tersangka 
Ir. Hj. Juliani Jafar, MM dan Ir. Dachyar Hursany, MT.



penjara 1 (satu) tahun, denda Rp 50juta dan uang senilai 
Rp523.932.774,55 sesuai Putusan Nomor:08/Pid.Sus/
TPK/2013/PN.Mu tanggal 12 Juli 2013.

75.	 Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan dana pendidikan 
gratis Kota Palopo Tahun 2011, dengan tersangka Muh.
Yamin,S.Pd,M.Si/Kepala Dinas Kota Palopo

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah oleh 
Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana 
penjara 1 (satu) tahun, denda Rp 50juta dan uang senilai 
Rp523.932.774,55 sesuai Putusan Nomor: 73/Pid.
Sus/2012/PN.MKS tanggal 20 Juni 2013.

76.	 Dugaan TPK pengadaan kendaraan bermotor antara PT BTN 
kantor cabang Syariah Makassar dengan PT ARA, dengan 
tersangka Muhammad Jusmin Dawi/Dirut PT. Aditya Rezki 
Abadi Makassar.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah oleh 
Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana 
penjara 12 (duabelas) tahun, denda Rp 300juta dan uang 
senilai Rp44.199.462.000,00 sesuai Putusan Nomor: 53/
Pid.Sus/2012/PN.MKS tanggal 19 Februari 2013.

77.	 Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Penididikan Kota Palu tahun 2006 
dengan tersangka Isran A.Umar,SE.M.Pd

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: dihentikan penyidikannya sesuai 
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP-
Tap/39.6/IV/ 2013/DitReskrimsus tanggal 2 April 2013.

78.	 Dugaan TPK dalam penyaluran dana reintegrasi damai Aceh 
untuk pembangunan rumah korban konflik di Desa Pante 
Redok Kecamatan Ketol Kab. Aceh tengah TA 2005 s.d 2007 
dengan tersangka Abdullah AP (selaku Guechik Pante Redok 
Kec.Ketol Kab. Aceh Tengah) yang mneyebabkan kerugian 
Negara lebih kurang Rp961.000.000,00

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	Status sebelum 
supervisi: 

penyidikan.

•	Status setelah supervisi: 
keduanya telah diputus 

bersalah oleh Pengadilan 
Tipikor Makassar dengan 

putusan pidana penjara 1 (satu) 
tahun, sesuai Putusan Nomor: 40/

Pid.Sus/2012/PN.MKs tanggal 7 Maret 
2013.

72.	 Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit kapal Fiber 30 
Gt di DInas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi 

barat TA 2011, dengan tersangka Ir. Haruna Hamal/
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi 

Barat.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah oleh 
Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana 
penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta, sesuai 
Putusan Nomor:08/Pid.Sus/2013/PN.Mu tanggal 21 
Maret 2013.

73.	 Dugaan TPK pada pelaksanaan Proyek Perencanaan Daerah 
Irigasi Tadung di Polman, dengan tersangka Ir. Idham Hadib, 
M.Si/Kepala Dinas PU Pemprov Sulawesi Barat.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah oleh 
Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana 
penjara 1 (satu) tahun, denda Rp50juta dan membayar 
uang pengganti Rp95.500.000,00, sesuai Putusan 
Nomor:11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Mu tanggal 11 Juli 2013.

74.	 Dugaan TPK pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
TA 2008, dengan tersangka Firdaus,ST,MT/Kepala Sakker 
Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah diputus bersalah oleh 
Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana 
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•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpahkan ke 
Pengadilan Tipikor sesuai dengan Surat Pelimpahan 
Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1173/N..1.15/
Ft.1//TAKNG/09/2013 tanggal 27 September 2013. 

79.	 Dugaan TPK pemotongan dana rehabilitasi ruang kelas 
dan pembangunan ruang kelas baru untuk Sekolah dasar 
(SD) Negeri dan Swasta Tahun 2011 di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Grobogan atas nama tersangka Bambang 
Dwiyanto, S.Pd/mantan Kasi SD Dinas Pendidikan Kab. 
Grobogan

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah dilimpahkan ke Penuntutan 
sesuai surat Polda Jateng Nomor: B/8216/VIII/2013/
Reskrimsus tanggal 26 Agustus 2013.

80.	 Dugaan TPK penerbitan HGB dan penjualan tanah Hak 
Pakai PT KAI seluas 6000 m2 dengan tersangka Robert J 
Lumempouw dan Lukman Hakim Kartasasmita

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: telah dilimpahkan ke Pengadilan 
Tipikor, sesuai surat Kejaksaan Tinggi DKI nomor: 
R1124/O.1.5/Fd.1/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013.

81.	 Dugaan tindak pidana korupsi dana program penguatan 
lumbung pangan Masyarakat tahun 2011, dengan terdakwa 
Iwan Irawan Laisouw (staf di Bagian Ekonomi Setda 
Tasikmalaya), telah vonis s.d. Pengadilan Tinggi masih 
menunggu putusan kasasi

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: tanggal 15 Mei 2013 telah 
diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Bandung dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 
denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti 
sebanyak Rp790.000.000.

82.	 Dugaan TPK dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan 
tersangka H.Husri Aminuddin dan Drs Kohar Ayub, MM.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: pemberkasan untuk dilimpahkan 
ke Penuntutan, sesuai surat Kejati Lampung Nomor: 
R-233/N.8/Fd.1/09/2013 tanggal 25 September 2013

83.	 Dugaan TPK dengan cara mark up dan atau memanipulasi 
biaya tagihan rekening listrik lampu penerangan jalan oleh 
PLN Ranting Pangkalan Kerinci kepada Penda Kab. Pelalawan 
periode Januari 2008 s.d. April 2009 dengan tersangka Ali 
Marzboy.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap oleh 
Kejari Pangkalan Kerinci, sesuai Surat Telegram Polda 
Riau Nomor: ST/1100/IX/2013 tanggal 25 September 
2013

84.	 Dugaan TPK dalam pengadaan dan pemasangan mesin 
genset dan trafo step up Kabupaten Seruyan TA 2007 
dengan tersangka Effendy Hamlan,S.Ip bin H.Hamlan.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: penyidikan dinyatakan lengkap 
sesuai dengan surat Kejari Kuala Pembuang Nomor: 
B-942/Q.2.18/Fd/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013

85.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Rembang 
tahun 2006-2007 dalam pendirian, pembiayaan dan 
pengelolaan modal usaha PT. RBSJ pada PemKab Rembang 
dengan tersangka H. Moch. Salim (Bupati Rembang).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: penyidikan dinyatakan lengkap 
sesuai dengan surat Kejati Jateng Nomor: B-4001/O.3.5/
Ft.1/09/2013 tanggal 8 Oktober 2013

86.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Rembang 
tahun 2006-2007 dalam pendirian, pembiayaan dan 
pengelolaan modal usaha PT RBSJ pada PemKab Rembang 
dengan tersangka H.M. Siswadi,SH,M.Kn.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: penyidikan dinyatakan lengkap 
sesuai dengan surat Kejati Jateng Nomor: B-3843/O.3.5/
Ft.1/09/2013 tanggal 24 September 2013.



•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: berkas perkara sudah dinyatakan 
lengkap/P-21 oleh Kejati NTT dengan surat nomor: 
B-313/P.3.5/Ft.1.5/02/2013 tanggal 13 Februari 2013, 
merujuk surat Polda NTT nomor: R/17/XI/2013/
Ditreskrimsus tanggal 1 November 2013.

91.	 Perkara TPK pengadaan pakaian dinas beserta 
perlengkapannya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang 
TA 2011, dengan tersangka Martinus Sinlae, Yusak Sinlae dan 
Angela E.Da Costa (selaku Kontraktor Pelaksana).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: berkas perkara sudah dinyatakan 
lengkap/P-21 oleh Kejati NTT dengan surat nomor: 
B-312/P.3.5/Ft.1.5/02/2013 tanggal 13 Februari 2013, 
merujuk surat Polda NTT nomor: R/17/XI/2013/
Ditreskrimsus tanggal 1 November 2013.

92.	 Perkara TPK pengadaan pakaian dinas beserta 
perlengkapannya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang 
TA 2011, dengan tersangka Martheos S.Nainupu, SPd; Alver 
K.M, S.Sos; Phebi E Tari;Tertius Taiboko dan Zakarias Koen 
selaku PHO.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: berkas perkara sudah dinyatakan 
lengkap/P-21 oleh Kejati NTT dengan surat nomor: 
B-314/P.3.5/Ft.1.5/02/2013 tanggal 13 Februari 2013 dan 
telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti 
pada tanggal 3 April 2013, merujuk surat Polda NTT 
nomor: R/17/XI/2013/Ditreskrimsus tanggal 1 November 
2013.

93.	 Perkara TPK pengadaan keramba jaring apung (KJA) TA 
2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung atas nama tersangka AGUS NURJAMAN, 
dkk.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Babel.

87.	 Dugaan TPK 
penyimpangan 

dan penyalahgunaan 
kewenangan dalam 

pengelolaan asset PerumPPD 
dengan tersangka Handarko 

Hudoyo dan Asep Kusnan. 

•	 Status sebelum supervisi: 
penyidikan

•	 Status setelah supervisi: sudah 
dinyatakan lengkap berkas perkaranya/P-21

88.	 Dugaan TPK kegiatan swakelola pembukaan jalan 
Cinto Mandi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu 

dengan menggunakan anggaran stimulus fiscal APBN 
tahun 2009 pada DInas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan tersangka Rahmat Eka 
Wijaya,ST selaku PPK.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi:sudah dinyatakan lengkap 
berkas perkaranya/P-21 sesuai surat Bareskrim Polri 
Nomor: B/5246/Tipidkor/X/2013/Bareskrim tanggal 24 
Oktober 2013 merujuk surat Jampidsus Nomor: B-11/
F.3.Ft.1/01/2013 tanggal 21 Januari 2013.

89.	 Dugaan TPK kegiatan swakelola pembukaan jalan Cinto 
Mandi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan 
menggunakan anggaran stimulus fiscal APBN tahun 2009 
pada DInas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi 
Bengkulu dengan tersangka Marwn T.Amd selaku pelaksana 
swakelola

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap 
berkas perkaranya/P-21 sesuai surat Bareskrim Polri 
Nomor: B/5246/Tipidkor/X/2013/Bareskrim tanggal 24 
Oktober 2013 merujuk surat Jampidsus Nomor: B-01/
F.3.Ft.1/01/2013 tanggal 7 Januari 2013.

90.	 Perkara TPK pengadaan pakaian dinas beserta 
perlengkapannya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang 
TA 2011, dengan tersangka Drs. Benyamin Nomleni (selaku 
Pengguna Anggaran).
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94.	 Perkara TPK DAK Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan 
Nasional Kabuapten Lampung TA 2010 a.n tersangka 
Sahadat Burhan,SH,MM bin Burhanuddin

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Lampung.

95.	 Perkara TPK penyalahgunaan wewenang dalam jabatan 
terhadap penggunaan dana block grant TA 2008, dana ADD 
TA 2009 dan TA 2010 di Desa Bencah Kelubi Kec Tapung 
Kab Kampar Provinsi Riau. Tersangka ZA.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polres Kampar

96.	 Perkara TPK pada pekerjaan pengadaan alat peraga 
bidang IPA,IPS, Matematika, Kesnian dan Olahraga Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), sumber dana Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pesawaran dengan tersangka Berkah Mofaje 
Sarukur Caropeboka.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Lampung

97.	 Perkara TPK dalam pemberian tunjangan perumahan/sewa 
rumah kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pare-Pare, 
dengan sumber dana APBD Kota Pare-Pare TA 2004 dan 
2005 atas nama tersangka Ramadhan Umasangaji, selaku 
Sekwan DPRD Kota Pare-Pare dan Tersangka Drs. EC.H. 
Anwar Thalib, Msi selaku Kabag Keuangan, ditangani oleh 
Polda Sulsel.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: Rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Sulsel.

98.	 Penyidikan dugaan TPK oleh Drs.Sudirman Lannurung, 
Msi selaku Direktur Utama Perusda Rumah Potong Hewan 
(PD.RPH) Kota Makassar yang telah memberikan pinjaman 
kepada pihak lain tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan 
yang berlaku mengakibatkan kerugian keuangan negara 

sekitar Rp.1.353.577.500,- ditangani oleh Polda Sulsel.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: Rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Sulsel.

99.	 Perkara TPK pada perencanaan, pengadaan, pelaksanaan 
dan pengawasan proyek pembangunan jaringan irigasi 
Tombolo Kab. Pangkep TA 2009 yg menggunakan APBN/ 
Stimulus Fiskal TA 2009 dan APBD/DAU TA 2009 sebesar Rp. 
15.432.220.000, an. tersangka IR. Muhammad Ismunandar, 
M.Si.; Zainuddin Nur, ST. ditangani oleh Polda Sulsel 

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Sulsel.

100.	 Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Kepala dinas 
Pendidikan Kab. Maros dalam pengadaan alat laboratorium 
bio kamera di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Maros TA 
2009 yang menggunakan dana Penguatan Desentralisasi 
Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPDK 
dan PPD) sesesar Rp.982 juta atas nama tersangka A. 
Mapparenta, ditangani oleh Kejati Sulsel.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: Rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Kejati Sulsel

101.	 Perkara TPK pada pelaksanaan pengadaan alat kesehatan 
sarana dan prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Kota 
Pare-Pare TA 2009 yang diduga merugikan keuangan negara 
sebesar/senilai Rp49.245.000, (nilai alat kesehatan berupa 
sterilisator tekanan tinggi (autoclave uap basah type LS-B 
100L merk Gea-RRC).an. tersangka Hj.Faridah SKM,M.Kes 
selaku PPTK ditangani oleh Kejari Pare-pare

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: dilimpah ke Pengadilan Tipikor 
pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Berita 
Acara Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa 
Nomor: B-06/R.4.11/Ft.1/10/2013 tanggal 25 Oktober 
2013.



•	 Status sebelum supervisi: Belum ditetapkan sebagai 
tersangka.

•	 Status setelah supervisi: telah ditetapkan sebagai 
tersangkan dan ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

105.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana KONI Kabupaten 
Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang berasal dari Dana 
Bansos PemKab Tapanuli Tengah dengan tersangka Rudolf 
Situmeang, A.Md (Ketua KONI).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap/P-21 
oleh Kejaksaan Negeri Sibolga sesuai surat yang 
disampaikan kepada Polres Tapanuli Tengah Nomor: 
B-2725/N.2.13/Ft.1/10/2013 tanggal 23 Oktober 
2013 merujuk surat Polres Tapanuli tengah Nomor: 
K/848/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

106.	 Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk 
sarana dan prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Purbalingga dengan tersangka Iskhak,S.Pd.M.Pd bin Suredji.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan 
surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri 
Purbalingga Nomor:TAR-1873/O.3.23/Fs.1/10/2013 
tanggal 30 Oktober 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri 
Purbalingga Nomor: B-1990/O.3.23/Ft.1/11/2013 tanggal 
1 November 2013.

107.	 Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk 
sarana dan prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Purbalingga dengan tersangka Drs.Sahlan bin Samiarja.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan 
surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri 
Purbalingga Nomor:TAR-1874/O.3.23/Fs.1/10/2013 
tanggal 30 Oktober 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri 

102.	 Perkara TPK 
pada pelaksanaan 

pengadaan alat 
kesehatan sarana dan 

prasarana Puskesmas Dinas 
Kesehatan Kota Pare-Pare TA 

2009 yang diduga merugikan 
keuangan negara sebesar/senilai 

Rp.49.245.000, (nilai alat kesehatan 
berupa sterilisator tekanan tinggi 

(autoclave uap basah type LS-B 100L merk 
Gea-RRC).an. Tersangka H.Andi Parenrengi, SH 

selaku rekanan/Dirut PT PBS (PT.Pemngembang 
Bisnis) ditangani oleh Kejari Pare-pare

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: dilimpah ke Pengadilan Tipikor 
pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Berita 
Acara Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa 
Nomor: B-07/R.4.11/Ft.1/10/2013 tanggal 25 Oktober 
2013.

103.	 Perkara TPK kredit fiktif Usaha Mikro pd cabang Peum 
Pegadaian Palopo, Unit Pelayanan Cabang (UPC) Ratulangi 
Palopo dan Cabang Pegadaian Pelita Makassar tahun 2008 
s/d 2011 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp41 
miliar atas nama tersangka Muhammad Kaswan, ditangani 
oleh Kejati Sulsel

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: diputus bersalah oleh 
Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan 
Tinggi Makassar pada tanggal 10 Januari 2013 dengan 
putusan memperkuat putusan Pengadilan Tipikor 
pada Pengadilan Negeri Makassar yang mana putusan 
Pengadilan Tipikor adalah pidana penjara selama 4 
tahun, denda sebesar Rp200 juta dan subsidair 3 bulan 
kurungan.

104.	 Perkara TPK Dana Bantuan Sosial sebesar 
Rp.151.589.328.000pada Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan TA 2008. atas nama tersangka Andi Mualim, 
ditangani oleh Kejati Sulsel
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Purbalingga Nomor: B-1989/O.3.23/Ft.1/11/2013 tanggal 
1 November 2013.

108.	 Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk 
sarana dan prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Purbalingga dengan tersangka Suprapto, SPd bin Kuseri 
Wignyo Sumarto.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan 
surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri 
Purbalingga Nomor:TAR-1872/O.3.23/Fs.1/10/2013 
tanggal 30 Oktober 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri 
Purbalingga Nomor: B-1988/O.3.23/Ft.1/11/2013 tanggal 
1 November 2013.

109.	 Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk 
sarana dan prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Purbalingga dengan tersangka Mugi Rahardjo, S.Pd bin 
Wiryasengaja

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan 
surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri 
Purbalingga Nomor: TAR-1871/O.3.23/Fs.1/10/2013 
tanggal 30 Oktober 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri 
Purbalingga Nomor: B-1987/O.3.23/Ft.1/11/2013 tanggal 
1 November 2013.

110.	 Dugaan TPK penyalahgunaan bantuan subsidi perumahan 
dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada KSU Sejahtera 
Kabupaten Karanganyar tahun 2007 s.d 2008, ditangani oleh 
Kejati Jateng.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan, namun Bupati 
Karanganyar Rina Iriani Sri ratnaningsih belum ditetapkan 
sebagai tersangka.

•	 Status setelah supervisi: Bupati ditetapkan sebagai 
tersangka (sesuai surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 
Nomor: B-4449/O.3.23/Fd.1/11/2013 tanggal 15 
November 2013.

111.	 Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi 
dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2006 
di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten bantul 
dengan terdakwa Ir.Lilik Karnaen,MT bin Budi Darma, telah 
dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejari 
Bantul sesuai surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan 
biasa Kajari Bantul Nomor: B-2595/O.4.13/Ft.1/11/2013 
tanggal 1 November 2013.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: Dilimpah ke Pengadilan 
Tipikor sesuai surat Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: 
B-584/O.4.13/Ft.1/11/2013 tanggal 2 November 2013.

112.	 Dugaan TPK penyalahgunaan dana hibah PemKab Bekasi 
tahun 2011 dan 2012 untuk pembangunan Masjid Roudlotul 
Jannah di Perumahan Graha Cikarang Kecamatan Cikarang 
Utara Kabupaten Bekasi, ditangani oleh Kejari Cikarang

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: sudah dinyatakan lengkap oleh 
Kepala Kejaksaan negeri Cikarang sesuai surat Kejaksaan 
Negeri Cikarang Nomor: B-2716/O.2.35/Ft.1/10/2013 
tanggal 11 Oktober 2013).

113.	 Dugaan TPK penyaluran dana hibah untuk tahun 2009 pada 
Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta dan Kelompok 
Tani (KT) Subur serta penyaluran dana bantuan sosial 
kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Makmur dari Dinas 
Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul tahun 2010 
a.n. terdakwa Ir. Edy Suhariyanta,M.MA bin Hadi Susanto, 
telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai 
surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala 
Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: B-2634/O.4.13/Ft.1/11/2013 
tanggal 8 November 2013

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: dilimpah ke Pengadilan Tipikor 
Yogyakarta sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 
Nomor: B-599/O.2.13/Ft.1/11/2013 tanggal November 
2013.

114.	 Dugaan TPK dalam pengelolaan anggaran Pemerintah 
Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat TA 2003-2009 



surat Pidsus Kejagung RI nomor: R-576/F.2/Fd.1/10/2013 
tanggal 10 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: 
R-1179/20-25/09/2013 tanggal 17 September 2013.

118.	 Perkara TPK pengadaan pakaian dinas beserta 
perlengkapannya pada dinas pendidikan kabupaten kupang 
TA 2011, dengan tersangka Margaritha Djami, S.SOS selaku 
Pejabat pembuat Komitmen (PPK).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: Rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda NTT).

119.	 Perkara TPK pengadaan bahan/obat-obatan untuk 
intensifikasi tanaman padi dan palawija pada dinas pertanian 
dan perkebunan Provinsi NTT TA. 2009, dengan tersangka 
Ir. Petrus Muga (selaku pengguna anggaran) dan Kalumban 
Mali, SE (kontraktor pelaksana).

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda NTT

120.	 Perkara TPK terkait penggelapan hak atas tanah milik stasiun 
LPP RRI Kupang seluas lebih kurang 10.000 m2 dengan 
tersangka Gerson Tanuab dan Marsel Abineno.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda NTT

121.	 Perkara TPK penyimpangan dalam pengelolaan anggaran 
pendidikan luar sekolah (PLS) TA 2007 pada subdinas PLS 
dinas pendidikan kebudayaan Prov. NTT.

•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah supervisi: Rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti oleh Penyidik Kejati NTT

122.	 Dugaan TPK kegiatan rumah rawan bencana tahun 2009 
yang bersumber dananya dari APBD Kab.Kepahiang TA. 
2009 melalui SKPD Dinsosnakertrans Kab.Kepahiang dengan 
tersangka Syafuan Y als Syafuan bin Yakub, dinyatakan 
lengkap oleh Kejari Kepahiang sesuai dengan surat Nomor: 
B-256/N.7.18/Fd.1/04/2013 tanggal 1 April 2013.

untuk pekerjaan 
pengadaan bahan 

bakar minyak (BBM) 
Pembangkit Listrik Tenaga 

Diesel (PLTD) atas nama 
tersangka Selviana Wanma.

•	Status sebelum supervisi: 
penyidikan

•	 Status setelah supervisi: dilimpah ke 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 
2013 sesuai surat Kepala Kejaksaan Agung 

RI Nomor: R-624/F.2/Fd.1/11/2013 tanggal 7 
November 2013.

115.	 Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit 
Bank pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang 
Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo, dengan tersangka 
Eri Sudewa Dullah,SE, sudah dilimpah ke Penuntutan.

•	 Status sebelum supervisi: Penindakan

•	 Status setelah Supervisi: DIlimpah ke Penuntutan, sesuai 
surat Pidsus Kejagung RI nomor: R-576/F.2/Fd.1/10/2013 
tanggal 10 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: 
R-1179/20-25/09/2013 tanggal 17 September 2013.

116.	 Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank 
pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang 
Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo, dengan tersangka 
Deni Pasha Satari, sudah dilimpah ke Penuntutan.

•	 Status sebelum supervisi: Penindakan

•	 Status setelah Supervisi: DIlimpah ke Penuntutan, sesuai 
surat Pidsus Kejagung RI nomor: R-576/F.2/Fd.1/10/2013 
tanggal 10 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: 
R-1179/20-25/09/2013 tanggal 17 September 2013.

117.	 Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank 
pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang 
Surabaya kepada PT. Cipta Inti Permindo, dengan tersangka 
Dedi Yamin, sudah dilimpah ke Penuntutan.

•	 Status sebelum supervisi: Penindakan.

•	 Status setelah Supervisi: DIlimpah ke Penuntutan, sesuai 
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•	 Status sebelum supervisi: penyidikan.

•	 Status setelah Supervisi: dinyatakan lengkap, sesuai 
surat Polda Bengkulu Nomor: B-321/XI/2013 tanggal 
11 November 2013 menjawab surat KPK nomor: 
R-1284/20-25/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013.

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM-
APH

1.	 Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum 
dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi 
Sumatera Utara. Dilaksanakan di Medan pada 5 Februari s.d. 
8 Februari 2013 dengan peserta: Polda Sumut dan jajarannya 
(110 peserta), Kejati Sumut dan jajarannya (100 peserta), 
BPK RI Perwakilan Sumut (10 peserta), dan BPKP Perwakilan 
Sumut (15 peserta).

2.	 Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum 
dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi 
Kalimantan Tengah. Dilaksanakan di Palangkaraya pada 5 
Maret s.d. 8 Maret 2013 dengan peserta: Polda Kalteng dan 
jajarannya (72 peserta), Kejati Kalteng dan jajarannya (72 
peserta), BPK RI Perwakilan Kalteng (5 peserta) dan BPKP 
Perwakilan Kalteng (5 peserta).

3.	 Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum 
dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi 
Papua. Dilaksanakan di Papua pada 13 Mei s.d. 16 Mei 2013 
dengan peserta: Polda Papua dan jajarannya (110 peserta), 
Kejati Papua dan jajarannya (60 peserta), BPK RI Perwakilan 
Papua (5 peserta) dan BPKP Perwakilan Papua (5 peserta).

4.	 Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum 
dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi 
D.I. Yogyakarta. Dilaksanakan di Yogyakarta pada 17 Juni s.d. 
20 Juni 2013 dengan peserta: Polda D.I. Yogyakarta dan 
jajarannya (60 peserta), Kejati D.I. Yogyakarta dan jajarannya 
(55 peserta), BPK RI Perwakilan D.I. Yogyakarta (10 peserta) 
dan BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta (10 peserta).

5.	 Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum 
dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dilaksanakan di Makassar pada 7 Oktober 
s.d. 10 Oktober 2013 dengan peserta: Polda Sulawesi Selatan 
dan jajarannya (75 peserta), Kejati Sulawesi Selatan dan 
jajarannya (75 peserta), BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan 
(10 peserta) dan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan (15 
peserta).



BARANG SITAAN SEBAGAI UANG PENGGANTI NEGARA	

NO OBJEK LELANG
JUMLAH
BARANG

HARGA LIMIT
HARGA

TERJUAL

NILAI YANG 
MASUK KE KAS 

NEGARA

TANGGAL 
LELANG

1 1 (satu) bidang tanah dan bangu-
nan serta sarana pelengkap lainnya 
di atas tanah terletak di Perumahan 
Kejaksaan Agung RI, Jalan Adiyaksa 
VI Kav. 8, 10, 12 dan 14 RT.003/
RW.005, Kelurahan Lebak Bulus, 
Kecamatan Cilandak, Kotamadya 
Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Luas 
seluruhnya 2.697 m2 dan luas 
bangunan 1.670 m2, terdiri dari 4 
sertifikat.

4 Unit 16,807,273,000 16,810,000,000 16,641,900,000 11 Januari 2013

2 1 (satu) buah rumah susun di 
Taman Anggrek Kondominium 
Tower 5 room 43.I Jln. Letjen. S. 
Parman, Kelurahan Tanjung Duren 
Selatan, Kec. Grogol Pertamburan 
Jakarta Barat (SHM Nomor : 1948/
XLI/CATTELYA).

1 Unit 572,346,000 1,245,000,000 1,232,550,000 11 Januari 2013

3 1 (satu) unit rumah susun di lokasi 
The Villas Gading Square Type 
Victorian Hoek, Jalan Vignolia 
Boulevard No. 65. Kel. Kelapa 
Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, 
Jakarta Barat dengan luas 242 
m2 dan bukti kepemilikan berupa 
perjanjian Pengikatan Jual Beli 
(PPJB) Nomor: 042/MJS/TV-VGB/
VII/2007 tanggal 29 Juli 2007, a.n. 
Jeanny P. Montolalu

1 Unit 2,000,000,000 2,670,000,000 2,643,300,000 11 Januari 2013

JUMLAH PNPB 20,517,750,000

DAFTAR BARANG SITAAN/RAMPASAN KPK YANG TELAH INKRACHT TAHUN 2013

A. Barang Rampasan yang dicatat pada SIMAK sebagai BMN Persediaan

NO BARANG RAMPASAN NILAI LIMIT
NILAI WAJAR/

PASAR
LOKASI

BARANG BERGERAK

1 Satu Unit Kendaraan Bermotor Isuzu Panther  D 1818 NH Rp124,846,000 Rp126,095,000 Rupbasan Jakpus

2 Satu Unit Kendaraan Bermotor Toyota Camry B 1840 Ql Rp229,950,000 Rp232,250,000 Rupbasan Jakpus

3 Satu Unit Longway Printing Machine 2 Colour 3” X 7” Merk 
Hong Shan

Rp49,360,000 Rp112,180,000 Rupbasan Jakpus

4 Dua Unit Wax Machine Type Duty Roll Laminating th.1990 Rp18,423,000 Rp41,870,000 Rupbasan Jakpus

5 Satu Unit Press Machine Type 4silinder/mould press th.1992 Rp48,075,000 Rp109,260,000 Rupbasan Jakpus

6 Satu Unit Netbook merk Fujitsu type P 1510 tahun 
pembuatan 2006

Rp2,695,000 Rp2,965,000 KPK

PENGELOLAAN 
BARANG SITAAN 
DAN RAMPASAN
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NO BARANG RAMPASAN NILAI LIMIT
NILAI WAJAR/

PASAR
LOKASI

7 Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Honda CRV 
S102WD AT, warna hitam Nopol B 1599 BM, tahun pembua-
tan 2001

Rp90,031,000 Rp104,000,000 Rupbasan Jakpus

8 Satu Unit Handphone tipe Nokia 3100 tahun pembuatan 
2004

Rp95,400 Rp105,000 KPK

9 Satu unit handphone tipe Nokia E 90 Communicator Rp2,249,000 Rp2,474,000 KPK

10 Satu Unit Handphone tipe Nokia E 90 Communicator, Sim 
card Telkomsel dilengkapi sarung pembungkus warna hitam, 
tahun pembuatan 2007

Rp1,460,000 Rp1,679,000 KPK

11 Kendaraan Bermotor Roda Enam Hino FB 2 WGKZ Rp215.500.000 Rp239,302,000 Rupbasan Jakpus

12 Handphone Nokia 9300i, warna abu-abu hitam Rp341,500 Rp363,000 KPK

13 Laptop Toshiba Satelite A100 Rp1,437,500 Rp1,529,000 KPK

14 Proyektor Toshiba TDP-S35 Rp1,921,500 Rp2,044,000 KPK

15 Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Chevrolet Zafira 
No.Pol D 1716 HS

Rp54,791,000 Rp61,563,000 Rupbasan Jakpus

16 Satu unit handphone tipe Nokia 6120 Classic Rp487,000 Rp560,000 KPK

17 Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Nissan Terrano 
Spirit S1, warna hijau metalik Nopol B 2618 MQ, tahun 
pembuatan 2003

Rp103,440,000 Rp113,785,000 Rupbasan Jakpus

18 Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Nissan Terrano 
Spirit S1, warna hitam metalik Nopol B 2606 MQ, tahun 
pembuatan 2003

Rp94,545,000 Rp113,785,000 Rupbasan Jakpus

19 Handphone Nokia 9300i, warna abu-abu disertai dengan 
sarung pembungkus

Rp380,000 Rp400,000 KPK

20 Handphone Nokia 5220 Xpress Music Rp281,200 Rp296,000 KPK

21 Kapal Tug Boat & 2 Unit Mesin Kapal Yamaha V6 150 PK 
Muhammad harun Let Let

Rp35,805,000 Rp67,300,000 Bekasi & KPK

22 Pompa Tohatsu V75GS Pump No. 6168 - Rp98,175,000 Rupbasan Jakpus

23 Pompa Tohatsu V80GS Pump No. 3514 - Rp107,599,800 Rupbasan Jakpus

Total Rp1,539,579,800

BARANG TIDAK BERGERAK

1 1 (satu) Bidang Tanah seluas 403 m2 dengan bangunan 
di atasnya yang terletak di Jl. Aria Barat No.9 Aria Graha, 
Cipamokolan, Bandung - Jawa Barat

Rp1,571,000,000 Rp1,765,100,000 Bandung

2 1 (satu) bidang tanah seluas 1.003 m2 dan bangunan di 
atasnya yang terletak di Kelurahan Muarasanding, Kecamatan 
Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Rp1,846,500,000 Rp2,074,300,000 Garut

3 2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan seluas 1.350 
m2 dan 6.600 m2 dengan bangunan villa di atasnya (Villa 
Cireungit) yang terletak di Kelurahan Mekargalih, Kecamatan 
Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Rp2,413,500,000 Rp2,711,700,000 Garut

Total Rp6,551,100,000.00



PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN

Penelitian/Survei/Studi
No KEGIATAN URAIAN

1. Survei Pemahaman 
Masyarakat terhadap 
Integritas Pemilu

Survei dilakukan untuk mengukur integritas pemilih dalam pelaksanaan pemilu dan 
dilaksanakan di 10 kota (Medan, Palembang,Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Mataram, 
Samarinda, Makassar, Ambon), serentak selama 24 Juni-12 Julli 2013.

Hasil dari survei ini adalah Indeks Integritas Pemilih dalam Pemilu dengan 3 sub indikator, yakni: 
Indeks  Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas, Skor Memilih Pemimpin 
Yang Berintegritas,  dan Skor Memilih Dengan Cara Yang Berintegritas

Untuk tahun 2013, Indeks Integritas Pemilih dalam Pemilu di Indonesia adalah 7,27, dengan 
Indeks pengetahuan sebesar 4,63; Indeks Memilih pemimpin yang berintegritas 7,74 dan Indeks 
memilih dengan cara yang berintegritas sebesar 7,32.
  
Artinya secara umum penduduk Indonesia telah memiliki kesadaran yang baik untuk memilih 
sosok pemimpin yang berintegritas (jujur, adil dan bertanggungjawab) dengan cara yang 
berintegritas pula, namun sayangnya belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk 
mendorong hal tersebut.

2 Studi Biaya Sosial 
Korupsi

Studi Biaya Sosial Korupsi melakukan dua penghitungan, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. 
Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani tindak 
pidana korupsi yang terjadi, seperti: biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan 
hingga pemasyarakatan. Sedangkan biaya implisit/opportunity cost adalah biaya dampak yang 
timbul karena korupsi yang dilakukan, seperti: dampak kerusakan lingkungan akibat korupsi 
di sektor kehutanan, dampak terhambatnya aktivitas ekonomi akibat korupsi infrastruktur, dan 
sebagainya.

Menindaklanjuti konsep yang disusun dan data penanganan tindak pidana korupsi yang telah 
dikumpulkan pada 2012, KPK bersama dengan akademisi melakukan penghitungan biaya sosial 
korupsi mengacu kepada ilustrasi 4 kasus korupsi yang ditangani KPK dan telah berkekuatan 
hukum tetap (inkracht); kasus pada sektor kehutanan, kasus pada sektor kesehatan, sektor 
perdagangan, dan sektor transportasi.

Penghitungan Biaya Sosial Korupsi memungkinkan penegak hukum menuntut hukuman 
lebih tinggi dari perhitungan kerugian negara yang saat ini sudah dilakukan. Dengan metode 
penghitungan Biaya Sosial 

Korupsi, terjadi peningkatan sebesar 4 kali lipat bahkan hingga 543 kali lipat dari tuntutan 
konvensional. 
Hasil studi ini akan diuji coba untuk kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK hingga 
tersusun model/formula yang akan menjadi standar penghitungan kerugian negara yang 
ditimbulkan oleh kasus korupsi. Model/formula ini akan diusulkan untuk dapat digunakan oleh 
auditor dalam menghitung kerugian keuangan negara yang akan dimasukkan dalam berkas 
dakwaan jaksa di persidangan. Di masa datang, implementasi untuk pembebanan biaya sosial 
korupsi ini dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata 
melalui gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 98 KUHAP.
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3 Baseline Study Program 
Pembangunan Budaya 
Antikorupsi Berbasis 
Keluarga

Keluarga merupakan tujuan terhadap harapan, tuntutan, dan keinginan dari sistem sosial yang 
lebih besar. Keluarga juga merupakan pendukung kekuatan potensial bagi suatu generasi 
sebagai gambaran alternatif di masa yang akan datang. Jadi, keluarga merupakan entitas 
yang sangat penting untuk membangun budaya antikorupsi di Indonesia.  Atas pertimbangan 
tersebut, KPK merancang Program Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga 
dengan melakukan kegiatan pendahuluan berupa baseline studi untuk mendapatkan data 
yang memadai dalam menyusun konsep intervensi program tersebut. Selain itu, hasil baseline 
studi juga digunakan untuk menjadi baseline informasi pemahaman dan perilaku masyarakat 
sebelum dilakukan intervensi.

Menindaklanjuti baseline studi tahap I pada 2012, baseline studi tahap II tahun 2013 ini 
dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu survei kepada 402 keluarga di Kota Yogyakarta dan 
Kota Solo. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang:
1.	 Kondisi keluarga (fungsi keluarga terkait nilai kejujuran, aktor dominan di keluarga/pola 

otoritas, pola komunikasi di dalam keluarga, media yang digunakan oleh orangtua (media 
habit), mengetahui kelompok lain yang mempengaruhi anggota keluarga (reference group) 

2.	 Perspesinya terhadap kejujuran (mengetahui pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga 
terhadap kejujuran dalam konteks lokal)

3.	 Persepsinya terhadap korupsi (mengetahui pengetahuan keluarga terhadap korupsi)

Hasil baseline studi tahap I dan tahap II dikompilasi dan dipertajam dengan pendapat dari 
beragam pakar (12 orang pakar) dalam acara “Lokakarya Penyusunan Konsep Intervensi 
Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga” pada 7-8 November 2013. Mengingat 
pilot project kegiatan ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta, maka dilakukan kembali penajaman 
terkait budaya Yogyakarta dengan mengundang 18 narasumber lokal Kota Yogyakarta pada 20 
desember 2013. 

Seluruh hasil kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2012-2013 ini nantinya akan menjadi 
dasar penyusunan konsep intervensi program pembangunan budaya antikorupsi berbasis 
keluarga, dengan pilot project di Kota Yogyakarta. Kegiatan program intervensi ini direncanakan 
mulai dilaksanakan pada 2014.

4 Studi Penguatan Sistem 
Politik

Studi Sistem Politik Indonesia Berintegritas dilakukan dalam rangka menggali, menganalisis, 
dan menyampaikan gagasan mengenai sistem politik di Indonesia yang mengedepankan etika, 
moral, tidak korup, dan yang mementingkan masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang 
(oligarkis). 

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan gambaran sistem politik di Indonesia, 
mendeskripsikan penyebab-penyebab korupsi bidang politik,  dan menyampaikan usulan 
mengenai sistem politik yang berintegritas. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini selain melalui studi literatur juga melalui focus 
group discussion (FGD) yang menghadirkan 24 pakar politik. Hasil  FGD kemudian diperkuat 
melalui wawancara mendalam dalam rangka mendapatkan gambaran teknis pelaksanaannya 
di lapangan.   Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi internal KPK dan eksternal 
terutama dalam rangka menghadapi kegiatan Pemilu di 2014.
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5 Pengukuran Indeks 
Penegakan Hukum 
(IPH)

Pengukuran Indeks Penegakan Hukum (dan Tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi)  
dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan capaian setiap fase dalam Road Map KPK 
(2011-2023). 

Dalam konteks nasional, indeks penegakan hukum dihitung dan dikerjakan di bawah koordinasi 
Bappenas. Peran KPK dalam kegiatan ini adalah berkontribusi terhadap data kegiatan 
penindakan yang dilakukan hanya di KPK. Untuk kepentingan KPK sendiri, IPH merupakan 
indikator keberhasilan KPK pada fokus area pemberantasan korupsi yang juga harus diukur oleh 
KPK sebagai amanat Renstra KPK.  

Mengingat pentingnya pengukuran indeks penegakan hukum bagi ukuran keberhasilan 
Renstra KPK, maka diperlukan kegiatan tindak lanjut untuk memastikan terbangunnya 
konsep pengukuran yang valid dan andal. Oleh karena itu, sebelum kegiatan pengukuran 
dilakukan, KPK terlebih dahulu berupaya membangun konsep sebagai landasan bagi evaluasi 
implementasi rencana strategis yang sudah diterapkan. Pelaksanaan penyusunan konsep 
dan teknis pengukuran IPH di KPK  melibatkan Direktorat Litbang, Kedeputian Penindakan, 
Direktorat Pengaduan Masyarakat dan Direktorat Pinda.

Hasil dari kegiatan ini menampilkan nilai indeks yang dicapai oleh KPK. Nilai indkes IPH 
selanjutnya dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan perbaikan internal dalam rangka 
meningkatkan kineja KPK. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengukuran juga 
menghasilkan rekomendasi yang mendorong KPK untuk terus melakukan penyempurnaan 
sistem penanganan kasus korupsi di KPK.

6 Pengukuran Indeks 
Integritas Organisasi 
KPK 

Bagi organisasi seperti KPK, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam mewujudkan 
visi dan misi KPK. Integritas organisasi memegang peran besar dalam menjamin kepercayaan 
publik tersebut. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Renstra KPK yang mengamanatkan 
indeks integritas KPK yang harus diukur, maka KPK mengembangkan konsep pengukuran 
integritas organisasi, termasuk di dalamnya integritas KPK.  

Metodologi yang digunakan dalam pengukuran indeks KPK adalah melalui survei kepada 
pegawai dan self assesment yang didukung bukti-bukti oleh bagian yang bertanggung jawab di 
KPK. Kegiatan ini merupakan kegiatan KPK yang melibatkan semua direktorat/biro terkait.

Hasil dari kegiatan pengukuran ini memberikan gambaran kepada KPK mengenai komponen-
komponen integritas apa yang masih lemah dan harus dilakukan perbaikan. Hasil akhir dari 
kegiatan adalah usulan program intervensi yang harus dilakukan oleh KPK dalam rangka 
meningkatkan nilai integritas organisasi KPK.

Direncanakan, kegiatan ini akan berlangsung/dilakukan setiap tahun sebagai bahan monitor 
dan evaluasi upaya-upaya organisasi untuk membangun integritas.  Diharapkan juga bahwa 
hasil penilaian akan ditindak lanjuti oleh lembaga/organisasi sehingga perbaikan dan 
pengembangan nyata dapat dilakukan untuk meningkatkan/ mempertahankan integritas KPK. 
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini juga akan ditularkan kepada K/L/O/P lain dalam rangka 
mengukur integritas organisasi sebagai bagian dari Sistem Integritas Nasional yang sedang 
dibangun oleh KPK.
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7 Survei Integritas Sektor 
Publik (SI) 2013

Survei Integritas Sektor Publik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KPK setiap tahun 
sejak 2007.  Survei ini dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas 
layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian 
merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian 
terhadap lembaga layanan publik yang memberikan layanan kepada mereka. Penilaian ini 
didasarkan pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut.  

Survei Integritas Sektor Publik tahun 2013 dilakukan pada 20 instansi pusat (masing-masing 
diwakili oleh 2 unit layanan), 5 instansi vertikal (masing-masing 1-2 unit layanan yang tersebar 
di 33 ibukota provinsi), serta 60 pemerintah kabupaten/kota (masing-masing diwakili 3 
unit layanan). Responden dalam survei ini adalah pengguna langsung unit layanan dengan 
total 15.000 responden. Pengambilan data primer melalui proses wawancara face to face 
dilaksanakan pada Mei – September 2013.
Hasil SI 2013 menunjukkan rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,80. Secara 
nasional terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012 saat KPK 
terakhir merilis hasil survei yang sama. Rata-rata nilai integritas tahun 2013 yaitu instansi 
pusat (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Pada instansi tingkat pusat 
dan vertikal  tidak ada instansi yang mendapatkan nilai integritas di bawah 6,00. Hanya 1 
(satu) instansi tingkat pusat yang memperoleh nilai  di bawah 7 yaitu Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif (6,88), sedangkan di tingkat instansi vertikal 4 instansi memperoleh 
nilai berkisar 6,36 – 6,99 yaitu BPN (6,36), Kementerian Agama (6,54), Polri (6,63) dan 
Kemenkumham (6,99) dan hanya Mahkamah Agung yang mendapat nilai di atas 7,00 yaitu 7,10. 
Pada tingkat daerah, masih ada 2 daerah yang memiliki indeks integritas di bawah nilai standar 
minimal yang ditetapkan KPK (6,00) yaitu Pemko Palangkaraya dan Jayapura  dengan nilai 
masing-masing berurut 5,97 dan 5,68. 

Indeks Integritas tertinggi tingkat pusat tahun 2013 diperoleh oleh BPOM (7,69), sedangkan 
untuk instansi vertikal diperoleh Mahkamah Agung (7,10)dan tingkat daerah diperoleh 
Pemerintah Kota Pare-pare (7,71)
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8 Indeks Kinerja Sektor 
Strategis

Indeks Kinerja Sektor Strategis merupakan salah satu indikator keberhasilan yang harus 
diukur KPK dalam fokus area Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional yang 
diamanatkan oleh Renstra KPK. Indeks Sektor Strategis diharapkan mengukur kinerja dan 
upaya-upaya yang sudah dilakukan KPK pada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas KPK.

Metode yang dipakai dalam pengukuran indeks kinerja sektor strategis yang dilakukan oleh 
KPK adalah dengan memanfaatkan data-data dari survei-survei yang mengukur tingkat korupsi 
di Indonesia yang dapat ditajamkan dan didetailkan ke arah sektor-sektor strategis. Konsep 
yang digunakan adalah pengukuran melalui sekumpulan hasil survei (pool of survey) yang 
diharapkan dapat memberikan gambaran yang saling melengkapi dan mengimbangi mengenai 
kondisi dan posisi yang sebenarnya dari sektor-sektor strategis yang ada. 

Indeks Komposit diperoleh dari hasil-hasil survei relevan yang sudah ada. Relevan dalam survei 
tersebut memenuhi kriteria pengukuran yang ditetapkan, yaitu: 1) berdasarkan output/keluaran; 
2) berdasarkan indikator dengan pendekatan pengalaman (experience based indicators) dan 
bukan pendekatan persepsi; dan 3) berdasarkan indikator sektor (sector based indicators) yang 
memiliki relevansi dengan sektor strategis yang dimaksudkan dalam Renstra KPK.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan nilai indeks kinerja sektor strategis sebesar 3,95. Dari skala 
1-5 yang ditetapkan oleh KPK. Nilai skor terendah diperoleh pada sektor aparat penegak hukum 
(3,06), diikuti oleh sektor infrastruktur (3,92), sektor ketahanan energi dan lingkungan (4,09), 
sektor ketahanan pangan (4,23), dan yang terbaik adalah sektor penerimaan negara (4,44).

9 Perpustakaan dan Peta 
Potensi Korupsi

Dalam rangka mendapatkan informasi terkini terkait pemberantasan korupsi, pengembangan 
perpustakaan dan peta potensi korupsi menjadi bagian yang sangat penting. Pada tahun 
2013, perluasan jaringan perpustakaan KPK dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa 
perpustakaan universitas. Dengan melakukan kerja sama tersebut, akuisisi informasi bisa 
dilakukan oleh perpustakaan KPK sehingga materi pemberantasan korupsi yang dimiliki 
perpustakaan KPK semakin lengkap dan beragam. Pembangunan peta potensi korupsi bekerja 
juga dilakukan dalam upaya memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat terkait 
aktivitas dan data pemberantasan korupsi di Indonesia
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1. Kajian Seleksi Calon 
Praja IPDN 2013

Dalam rangka mendorong berhasilnya program reformasi birokrasi yang telah lama 
dicanangkan pemerintah, KPK secara konsisten melakukan monitoring terhadap sistem 
manajemen PNS tersebut. Tahun 2013, difokuskan untuk melakukan proses monitoring 
terhadap kegiatan rekrutmen CPNS dari sekolah kedinasan, mengingat sekolah kedinasan 
adalah salah satu sumber dari CPNS. Proses rekrutmen di sekolah kedinasan yang bersih dan 
profesional diharapkan menghasilkan CPNS yang berkualitas baik.

Mengingat ruang lingkup dari sekolah kedinasan cukup beragam, di tahun 2013  sampel yang 
diambil adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). IPDN dipilih dengan pertimbangan, 
praja IPDN nantinya akan menjadi ujung tombak pembangunan di daerah-daerah di seluruh 
wilayah Indonesia, dan juga adanya  pengaduan masyarakat terkait dugaan suap dalam proses 
seleksinya.

Kajian dilakukan dengan melakukan observasi singkat dan FGD untuk menghasilkan 
rekomendasi terhadap pelaksanaan seleksi IPDN 2013. KPK juga terlibat dalam melakukan 
monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi ini. Kajian bertujuan untuk mengidentifikasi titik-
titik kelemahan yang  berpotensi menimbulkan korupsi dalam proses seleksi Praja IPDN untuk 
kemudian menyusun rekomendasi untuk penguatan sistem seleksi Praja IPDN.

IPDN dipilih sebagai bagian dari monitoring KPK terhadap program reformasi birokrasi, dengan 
fokus pada peningkatan kualitas dan integritas aparat. Selain memang masih banyaknya 
pengaduan masyarakat terhadap seleksi CPNS pada umumnya, dan Capra IPDN pada 
khususnya. Diharapkan kajian ini menjadi pilot percontohan sistem seleksi sejenis di instansi 
lain. Proses observasi dilakukan secara terbuka dan tertutup terhadap proses seleksi di 7 
provinsi dan juga di Pusat dan Jatinangor. Hasil kajian telah disampaikan ke pihak Kemendagri 
6 Desember 2013. Terhadap temuan dari kajian tersebut, Kemendagri bersedia menyusun 
rencana tindak perbaikan yang implementasinya akan dimonitor oleh KPK.   
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2 Kajian Sektor Kesehatan Pada 2014, pemerintah berencana menaikkan anggaran jaminan kesehatan masyarakat 
menjadi Rp25 triliun dengan tujuan membebaskan pembiayaan kesehatan seluruh rakyat 
Indonesia yang dilakukan, diantaranya melalui pembentukan Badan Pengelola Jaminan Sosial 
(BPJS) yang merupakan amanat UU 4 tahun 2011 tentang BPJS. Pemerintah menargetkan BPJS 
dibentuk dan dioperasikan pada 1 Januari 2014.
 
Esensi UU BPJS adalah tentang penetapan dan pengaturan kelembagaan untuk 
menyelenggarakan lima program jaminan sosial (jaminan kesehatan, jaminan kematian, 
jaminan hari tua, jaminan pensiun dan  jaminan kecelakaan kerja) sesuai amanat UU Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, berdasarkan hasil audit 
BPK dan kajian dari akademisi, hingga saat ini banyak pihak yang masih meragukan bahwa 
peralihan pengelolaan ke BPJS secara langsung dapat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi 
kalangan miskin.
 
Potensi masalah yang mungkin timbul antara lain akibat belum siapnya aspek regulasi, seperti 
belum disahkannya beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang diamanatkan 
dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) maupun UU BPJS. Potensi masalah lainnya 
adalah pengalihan aset dari pengelola sebelumnya.  

Melihat banyaknya potensi permasalahan  ke depan, dan sektor kesehatan termasuk dalam 
prioritas KPK sesuai Renstranya, maka kajian kebijakan jaminan kesehatan bagi masyarakat ini 
dilakukan. Kajian disusun sebagai tinjak lanjut dari Renstra KPK dengan fokus pada national 
interest.  Kajian bertujuan melakukan pemetaan atas potensi permasalahan yang mungkin 
terjadi atas Pelaksanaan UU 24/2011 ttg BPJS yang akan dimulai tahun 2014, termasuk 
identifikasi kemungkinan korupsi yang terjadi.
 
Kajian dilakukan dengan melakukan observasi dan diskusi dengan stakeholder terkait, baik di 
pusat (Kemkes, Kemkeu, Askes , OJK dan Kemeneg BUMN) dan daerah (Sulsel, NTB, dan DKI 
Jakarta). Kajian juga melibatkan narasumber dari akademisi (UI dan UGM) untuk memperkuat 
validasi rekomendasi.

Hasil dari kajian ini akan disampaikan kepada stakeholders terkait setelah RUPS terakhir dari PT. 
Askes menuju perubahan ke BPJS. Melalui kajian ini diharapkan dapat dilakukan pemetaan dan 
analisis terhadap titik-titik yang berpotensi masalah untuk kemudian dirumuskan saran kepada 
pemerintah untuk mencegah dilaksanakananya kebijakan yang berpotensi terjadinya tindak 
pidana korupsi.

3 Kajian Kebijakan 
Efektivitas Program 
Subsidi Beras 
untuk Masyarakat 
Berpendapatan Rendah 
(RASKIN)

Kajian kebijakan raskin merupakan tindak lanjut atas permohonan resmi dari Menteri Sosial 
agar KPK dapat melakukan pendampingan dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah (Raskin), karena terjadinya perubahan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) 
dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari BULOG kepada Kementerian Sosial. 

Kajian Kebijakan Efektivitas Program Subsidi Beras untuk Masyarakat berpendapatan rendah 
(RASKIN) dilakukan dengan tujuan melihat efektivitas program, baik dari sisi kebijakan maupun 
operasional, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan distribusi, sampai 
dengan pengawasan dan pengendalian. Instansi-instansi yang terlibat dalam pengelolaan 
Raskin adalah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Pusat Statistik, Badan Urusan Logistik 
(BULOG), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP), dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. 

Dari kajian raskin ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman atas sistem pengelolaan yang 
perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas, serta kemungkinan/potensi terjadinya TPK 
dalam pelaksanaannya.
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4 Kajian Kebijakan Sektor 
Sumberdaya Alam (SDA

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia belum sepenuhnya memiliki semangat sesuai 
dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Hasil Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan 
Kawasan Hutan dan Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia yang dilakukan oleh 
KPK, menunjukkan sejumlah persoalan terkait regulasi yang berkenaan dengan pengelolaan 
sumber daya alam di kedua sektor tersebut. Ketidakharmonisan kebijakan antarsektor dalam 
pengelolaan sumber daya alam mengakibatkan sejumlah persoalan, seperti tumpang tindih 
peruntukan, pemanfaatan dan penggunaaan kawasan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
 
Ruwetnya perizinan di sektor SDA, panjangnya rantai birokrasi baik ditingkat pusat dan daerah 
serat lemahnya pengendalian, berpotensi besar menyebabkan terjadinya tindak pidana 
korupsi dalam pemberian izin/konsesi sumberdaya alam. Dengan adanya otonomi daerah 
terjadi proses pelimpahan wewenang dalam pengurusan terhadap sektor sumber daya alam. 
Namun, dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut tidak dibarengi dengan mekanisme 
pengendalian terhadap kewenangan pengurusan izin. Selain itu, pemberian izin-izin SDA 
diduga menjadi bancakan bagi kepala daerah dalam rangka pembiayaan dana politiknya, 
sebagaimana salah satu kajian menyebutkan pemberian izin SDA meningkat pesat di daerah-
daerah yang akan mengadakan pemilukada.

Berangkat dari kondisi tersebut dan sejalan dengan rencana strategis KPK yang menetapkan 
sektor SDA sebagai salah satu fokus area pemberantasan korupsi, KPK melakukan Kajian 
Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA) dengan studi kasus di Sektor Pertanahan, 
Sektor Pertambangan, dan Sektor Kehutanan.  Kajian akan melihat titik-titik rawan korupsi dari 
dari regulasi dan bisnis proses dari perizinan di ketiga sektor tersebut dengan menggunakan 
metodologi corruption impact assessment (CIA). Dari Titik lemah tersebut juga akan dihitung 
potensi kerugian negaranya. Dari hasil analisis kajian KPK akan memberikan saran perbaikan 
sistem di ketiga sektor tersebut.

5 Kajian Sistem 
Penggajian PNS

Tantangan terberat dari reformasi birokrasi saat ini adalah bagaimana pemerintah 
menjamin bahwa program ini benar-benar mampu mendorong PNS untuk berkinerja lebih 
professional dan berintegritas. Tidak diharapkan jika program RB ini hanya berdampak pada 
membengkaknya belanja pegawai pada APBN saja. 

Untuk itu, melalui kajian sistem penggajian ini  KPK  melakukan monitoring terhadap kebijakan 
penggajian PNS yang sedang digagas pemerintah, terutama untuk memastikan terlaksananya 
merit system dengan benar dan konsisten.

6 Kajian Perpajakan (Tim 
Lintas)

Kajian perpajakan pada tahun 2013 fokus pada potensi penerimaan pajak (sektor 
pertambangan). Tujuan kajian adalah mengidentifikasi permasalahan penggalian potensi pajak 
(sektor pertambangan), khususnya yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindak pidana 
korupsi, menghitung potensi penerimaan pajak, dan merumuskan saran perbaikan untuk 
penyelesaian masalah penggalian potensi pajak.

7 Korsup/Tim Lintas 
Migas

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) khususnya tugas koordinasi, supervisi, monitoring, 
dan pencegahan atas korupsi, sejak tahun 2008 KPK melakukan upaya-upaya tersebut di sektor 
hulu minyak dan gas bumi (migas). Sejumlah masalah yang muncul di permukaan antara lain: 
pembengkakan biaya produksi (cost recovery), sistem pengawasan dan monitoring penjualan 
minyak (lifting), pengelolaan aset, sistem pengendalian oleh BPMIGAS, dan lain-lain. KPK sesuai 
dengan perannya sebagai trigger mechanism, bersama-sama dengan instansi negara yang 
terkait, berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara. 

Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah mewujudkan saran perbaikan yang dapat memperkuat 
sistem kontrol oleh SKK MIGAS dan Ditjen Migas selaku instansi yang paling terkait dengan 
sektor hulu migas dan oleh instansi yang terkait lainnya, dan  membangun kasus solid (case 
building) untuk menimbulkan efek jera (detterent effect). 
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8 Korsup/Tim Lintas BMN 
(Barang Milik Negara)

Sejak tahun 2008, telah dibentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) melalui 
Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-169/01/VI/2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, 
Monitoring, dan Supervisi Pelaksanaan Inventarisasi Penertiban Barang Milik Negara yang 
bertugas melakukan Koordinasi, Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Inventarisasi Penertiban 
Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah. 
Keputusan Pimpinan ini kemudian diperbaharui melalui KEP-201/01/05/2010. Kemudian pada 
tahun 2013, diterbitkan Surat Perintah Tugas No. SPT-582/10-12/03/2013 tanggal 14 Maret 2013 
terkait pembentukan Tim Penertiban Barang Milik Negara.`

Tujuan umum dibentuknya tim ini adalah melaksanakan koordinasi, monitoring, dan supervisi 
pelaksanaan inventarisasi penertiban barang milik negara/daerah dengan instansi-instansi yang 
berwenang. Hasil dari kegiatan tersebut antara lain untuk membantu mengoptimalkan dan 
mempercepat tugas Tim Penertiban BMN/D yang bertugas di kementerian/lembaga/BUMN 
dan pemerintah daerah. 

Adapun beberapa instansi yang diselaraskan dengan target institusi pada Program Pencegahan 
Terintegrasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi 
adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Keuangan, dan PT.  Pertamina (Persero). 
Selain institusi tersebut di atas, kegiatan tim juga mencakup kegiatan koordinasi dengan 
beberapa instansi lainnya yang berwenang dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
pengelolaan BMN/D, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan, 
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, 
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah – Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan 
Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan / Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selama 2013 kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Penertiban Barang Milik Negara/Daerah 
yaitu melakukan koordinasi dengan :
1.	 Kementerian Kehutanan terkait dengan penertiban villa liar di kawasan Taman Nasional 

Gunung Halimun–Salak.
2.	 Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, 

Ombudsman dan Komisi Hak Asasi Manusia dalam rangka penertiban penghunian tanah 
dan bangunan.

3.	 PT. KAI terkait dengan penertiban asset non-produktif milik PT. KAI.
4.	 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penertiban aset milik Provinsi DKI Jakarta.
5.	 PT. Pos Indonesia terkait dengan penertiban aset milik PT Pos Indonesia.
6.	 PT. PLN terkait dengan penertiban aset milik PT PLN.
7.	 Pemerintah Daerah lainnya terkait dengan penertiban aset milik daerah.

9 Korsup Pencegahan 
Kerja sama KPK dengan 
BPKP 

Sesuai dengan tugas dan wewenang KPK, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi 
khususnya di pemerintah daerah, maka dipandang perlu untuk melanjutkan kegiatan koordinasi 
dan supervisi pencegahan yang telah dimulai tahun 2012 dan dilaksanakan oleh KPK bekerja 
sama dengan BPKP.   

Kegiatan korsup pencegahan tahun 2013 menambahkan pengamatan terhadap 3 (tiga) bidang 
prioritas kepentingan nasional (national interest), yaitu: pertambangan, ketahanan pangan, dan 
pendapatan daerah di 33 wilayah provinsi seluruh Indonesia, serta pemberian ruang lebih bagi 
partisipasi peran CSO. 

Tujuan kegiatan korsup pencegahan adalah mengidentifikasi penyebab atas permasalahan 
dalam proses pelayanan publik dan pengelolaan APBD hasil pengamatan tahun 2012 yang 
berpotensi menyebabkan korupsi;   mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam 
proses penyusunan APBD-P TA 2012;  mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya 
dalam proses pelayanan publik dan pengelolaan APBD atas program ketahanan pangan, 
pertambangan, dan pendapatan; mengidentifkasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan 
Risiko  pada unit kerja terkait sebagai dasar penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi dan 
peningkatan pelayanan public; dan menurunkan potensi tindak pidana korupsi dan tingkat 
korupsi
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10 Persiapan Fraud 
Control Plan (FCP)

Bekerjanya instrumen pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan 
menjadi salah satu yang menjadi concern KPK. Dibuktikan dengan masuknya pembangunan 
konsep Fraud Control System dalam Renstra KPK 2011-2015. KPK ikut bertanggung jawab 
terhadap keberhasilan implementasi dari sistem pengendalian kecurangan. Bagaimanapun juga 
jika sistem pengendalian kecurangan ini dapat berjalan dengan baik, korupsi pun ikut tercegah. 

Sayangnya dari begitu banyak instrumen yang tersedia di Indonesia, belum ada satupun 
lembaga/instansi pemerintah yang dapat dijadikan best practices atas  terimplementasinya 
sistem pengendalian kecurangan di lingkungannya. PP 60/2008 tentang SPIP belum 
dijadikan acuan dalam membangun sistem administrasi di lingkungannya. Sistem kendali 
kecurangan yang digagas BPK juga masih berupa pilot project yang baru satu tahun dicoba 
diimplementasikan di salah satu satker di BPK, untuk kemudian dievaluasi tingkat keefektifannya 
dalam mencegah kecurangan  di akhir 2013. Hasil penilaian KPK terhadap inisiatif antikorupsi 
yang ada di kementerian/lembaga di Indonesia,  menunjukkan bahwa ketersediaan perangkat/
instrumen yang mendorong terciptanya sistem pengendalian masih minim.

Rendahnya tingkat implementasi dari sistem pengendalian kecurangan ini, tentunya dapat 
disebabkan oleh berbagai faktor, baik adanya keengganan dari instansi/lembaga, kurangnya 
sosialisasi, rumitnya instrumen yang disarankan  maupun belum cukupnya peraturan/regulasi 
yang mendukung berjalannya sistem  ini. Dari sejumlah permasalahan tersebut, terlihat 
masalah dari FCP bukan pada tingkat validasi dari instrumen yang ditawarkan, namun lebih 
pada sosialisasi, pembagian peran, dan penetapan prioritas dalam pengembangannya. Untuk 
itu dalam kajian ini difokuskan untuk menganalisis secara objektif peluang terimplementasinya 
instrumen-instrumen sistem kendali kecurangan yang saat ini  ada dan memilah prioritas apa 
yang harus dilakukan oleh KPK terkait hal ini.

11 Pengembangan Materi 
Pilkada Berintegritas

Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan materi induksi untuk cagub/cawagub yang 
menjadi target program pilkada berintegritas. Materi induksi disampaikan oleh pimpinan KPK 
dan Direktorat Dikyanmas dalam rangkaian acara program pilkada berintegritas. 

Pada tahun 2013, KPK menargetkan 10 daerah untuk program pilkada berintegritas (10 materi 
induksi pilkada). Realisasi penyusunan materi induksi pilkada adalah penyusunan materi induksi 
cagub/cawagub untuk 7 (tujuh) daerah, yaitu: Jabar, Jateng, Sumut, NTB, NTT, Bali, Sumsel. 
Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan materi induksi cagub/cawagub daerah berikutnya 
yang menjadi target program pilkada berintegritas.

12 Kajian Penguatan 
Sistem Politik

Target kegiatan kajian penguatan sistem politik tahun 2013 adalah dua laporan kajian, yaitu:

1.	 Policy Brief Amandemen UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)
Kegiatan dilakukan dalam rangka menyikapi RUU MD3 yang menjadi agenda prolegnas 
2013. Policy Brief bertujuan untuk memberikan masukan poin-poin pencegahan korupsi 
yang harus ada dalam perubahan UU MD3. Aspek pencegahan korupsi yang dilihat 
adalah aspek individu, sistem dan politik. Target laporan policy brief RUU MD3 selesai 
pada triwulan III. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah diskusi dengan pakar dan 
CSO dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung analisis policy brief; 
penyusunan draft policy brief; dan paparan policy brief. 

2.	 Kajian Pelaksanaan Fungsi DPR
Kegiatan ini merupakan kajian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, mencakup 
legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang memiliki peran strategis dalam 
mewujudkan amanah konstitusi. Kegiatan kajian bertujuan untuk menutup celah korupsi 
dan mengetahui akuntabilitas pelaksanaan fungsi di DPR sehingga transparansi dan 
justifikasi pelaksanaan fungsi DPR dapat dipertanggungjawabkan.
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1. Tindak Lanjut Kajian 
Penyelenggaraan 
Peradilan Pajak

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Kajian Penyelenggaraan Peradilan Pajak yang 
dilakukan pada 2011. Kegiatan ini melibatkan instansi terkait yaitu pengadilan Pajak, 
Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hasil Kajian KPK pada tahun 
2011 menghasilkan 12 (dua belas) temuan yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk action plan 
oleh instansi terkait. 

Kegiatan pada 2013 ini melanjutkan pemantauan tindak lanjut action plan yang telah dilakukan 
pada 2011 dan 2012 dan masih menyisakan 5 (lima) temuan yang berstatus open. Saran 
perbaikan yang masih berstatus open tersebut adalah: belum semua aturan pelaksanaan yang 
diamanatkan UU 14/2002 dibuat dan ditetapkan; tidak adanya kode etik panitera Pengadilan 
Pajak; tidak handalnya Sistem Informasi Sengketa Pajak; adanya potensi konflik kepentingan 
akibat alokasi berkas perkara dari satu pemohon ke majelis yang pernah menangani pemohon 
tersebut; dan belum optimalnya pengawasan terhadap hakim dan panitera Pengadilan Pajak 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada  2013 adalah penyusunan KAK Kegiatan 
pemantauan action plan tahun 2013; rapat kemajuan implementasi action plan semester II 
tahun 2012 dengan Ketua PP, Sekretaris PP, Bawas MA, dan Ketua KY; rapat koordinasi dengan 
Irjen Kemenkeu, Ketua MA dan Ketua KY terkait temuan kode etik panitera PP dan pengawasan 
hakim dan panitera pengadilan pajak; pemantauan ke Pengadilan Pajak untuk melihat progress 
pembuatan sistem distribusi berkas sengketa ke majelis dan pemasangan CCTV pada ruangan 
kerja majelis; laporan progress action plan triwulan I dari Pengadilan pajak;  dan pemantauan 
ke Pengadilan Pajak untuk melihat progres uji coba sistem distribusi berkas sengketa pajak ke 
majelis.

2 Pemantauan Action 
Plan Kajian Kebijakan 
Tata Niaga Komoditas 
Strategis: Daging Sapi

Tahun 2012 KPK melakukan Kajian Kebijakan Tata Niaga Komoditas Strategis: Daging Sapi. 
Kajian tersebut dimaksudkan untuk menemukan pola kerentanan korupsi, dan guna mencegah 
potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kelemahan dalam kebijakan. 

Hasil Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi telah mengidentifikasi tiga permasalahan 
mendasar, yaitu kebijakan tata niaga tidak mencerminkan keberpihakan pada 6,2 juta rumah 
tangga peternak rakyat, peternak skala kecil dan menengah; kebijakan tata niaga tidak 
mengarah pada pengembangan industri daging sapi di sentra produksi; dan adanya kelemahan 
dalam ebijakan dan tata laksana impor akibat dominannya praktik-praktik rent-seeking dan 
kartel.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Hasil Kajian Kebijakan Tata Niaga Komoditas Strategis: 
Daging Sapi yang secara umum bertujuan untuk mendorong perbaikan kebijakan dalam tata 
niaga komoditas daging sapi di Indonesia melalui serangkaian tindakan prevensi, deteksi dan 
pemberdayaan CSO.  Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan 
baik kebijakan maupun sistem dalam  tata niaga komoditas daging sapi di Indonesia melalui 
monitoring implementasi saran perbaikan atas hasil kajian KPK; mengumpulkan informasi 
terkait dengan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Dan mendorong keterlibatan aktif 
civil society organization (CSO) dalam rangka perluasan jejaring untuk mendukung perbaikan 
sistem, monitoring dan pengumpulan informasi

Sepanjang 2013, KPK melakukan langkah-langkah strategis antara lain: 
•	 Mendorong Perbaikan Kebijakan Melalui Regulator yaitu Pada tanggal 12 April 2012, KPK 

menyampaikan kepada presiden rekomendasi perbaikan kebijakan tata niaga komoditas 
strategis: daging sapi; 

•	 Mendorong Peran Serta Masyarakat melalui diskusi media dengan menghadirkan para 
pakar di bidang pangan/peternakan dan masyarakat luas khususnya dari kalangan media; 

•	 Pembuatan film dokumentasi atas hasil kajian. Pembuatan film dokumentasi tersebut 
ditujukan agar masyarakat lebih mudah memahami pesan yang tersirat dalam kajian; 

•	 Perluasan cakupan sosialisasi terkait dengan permasalahan dalam kebijakan tata niaga 
komoditas strategis: daging sapi, dengan menyebarkan informasi terkait hal tersebut 
melalui kanal radio KPK yang disiarkan secara live dari studio; 

•	 Melakukan deteksi sebagai bagian dari upaya perbaikan dari sisi penindakan antara lain 
dengan melakukan koordinasi guna saling tukar menukar informasi baik dari hasil kajian 
maupun informasi yang didapat dari proses penindakan; dan 

•	 Pendalaman kajian terkait lemahnya kelembagaan peternakan rakyat, perubahan arah 
perdagangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi, importasi sapi bibit.



#145LAPORAN TAHUNAN 2013

No KEGIATAN URAIAN

3 Pemantauan Action 
Plan Kajian Sistem 
Pengelolaan Pupuk 
Bersubsidi

Menindaklanjuti Kajian Sistem Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, kegiatan pemantauan 
implementasi saran perbaikan pada Sistem Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dilakukan mulai 2013. 
Terdapat 18 total saran perbaikan yang dihasilkan dalam kajian yang meliputi 2 aspek regulasi, 1 
aspek kelembagaan, 12 aspek tata laksana dan 3 aspek manajemen sumber daya manusia. 

Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dengan menyusun action 
plan perbaikan. Menindaklanjuti action plan tersebut, KPK melakukan kegiatan pemantauan 
berupa verifikasi lapangan dan verifikasi dokumen untuk memastikan terimplementasinya saran 
perbaikan pada Sistem Pengelolaan Pupuk Bersubsidi. 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Hasil Kajian Sistem Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, 
yang difokuskan kepada:
1)	 Aspek regulasi, 

-	 Keterlambatan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dalam  menetapkan 
alokasi pupuk bersubsidi

-	 Keterlambatan Kementerian Pertanian dalam menetapkan Harga Pokok Pupuk  
Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi

2)	 Aspek kelembagaan, 
Terdapat ketidaklengkapan formasi struktur organisasi dan keterbatasan  anggaran 
Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3)

3)	 Aspek tata laksana
-	 Pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh pemerintah daerah yang terlalu tinggi 

dibandingkan kebutuhan riil petani
-	 Ketidakseragaman dan ketidaksesuaian Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 

dengan pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh Pemerintah
-	 Penyalahgunaan pupuk bersubsidi dengan modus penyimpangan data  RDKK
-	 Terdapat tambahan beban bunga kredit modal kerja yang harus  ditanggung oleh 

pemerintah akibat lamanya pelunasan hutang subsidi
-	 Terdapat ketidaktersediaan/kekurangan stok pupuk bersubsidi di lini III dan lini IV 

khususnya pada musim tanam
-	 Konsumsi gas pada sebagian pabrik anak perusahaan PT. Pupuk  Indonesia  (Persero) 

tidak efisien
-	 Rendahnya penyerapan pupuk organik bersubsidi akibat tumpang  tindih kebijakan 

pupuk organik
-	 Penerbitan rekomendasi Dinas Perdagangan untuk calon distributor pupuk  bersubsidi  

dengan jangka waktu tertentu berpotensi disalahgunakan
-	 Terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi  akibat 

lemahnya pengawasan
-	 Tidak berjalannya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi oleh dinas  yang membidangi 

perdagangan di daerah
-	 Terbatasnya anggaran kegiatan pengawasan penyaluran pupuk  bersubsidi di tingkat 

daerah
-	 Tidak adanya sistem pengaduan masyarakat di KP3 tingkat Provinsi  dan kabupaten/Kota

4)	 Aspek manajemen sumber daya manusia pada tahapan pengadaan, penyaluran dan 
pengawasan pupuk bersubsidi. 
-	 Belum standarnya sistem manajemen sumber daya manusia pada anak perusahaan PT. 

Pupuk Indonesia (Persero)
-	 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) 

akibat masa pensiun pegawai yang bersamaan
-	 Kurang optimalnya peran penyuluh dalam penyusunan RDKK.
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Hingga akhir 2013 terdapat 4 temuan yang berstatus closed: 
i.	 Terdapat ketidaklengkapan formasi struktur organisasi dan keterbatasan anggaran KP3
ii.	 Pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh pemda terlalu tinggidi bandingkan 

kebutuhan riil petani
iii.	 Terdapat ketidakseragaman dan ketidaksesuaian RDKK dengan pengajuan kebutuhan 

pupuk subsidi oleh pemerintah
iv.	 Penyalahgunaan pupuk bersubsidi dengan modus penyimpangan data RDKK

5 Pemantauan 
Action Plan Kajian 
Penyelenggaraan 
Perhubungan Darat

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Hasil Kajian Penyelenggaraan Perhubungan Darat 
yang difokuskan pada 3 sub-sistem, yaitu pengujian kendaraan, pengawasan angkutan barang 
di jalan dan penyeberangan. Hasil kajian mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem 
yang dikelompokkan kedalam 6 temuan kelemahan regulasi dan 13 temuan kelemahan  tata 
laksana. 

Secara spesifik kegiatan ini menargetkan untuk mendorong perbaikan, baik kebijakan maupun 
tata laksana dalam  penyelenggaraan perhubungan darat, baik di pusat maupun di daerah 
(provinsi dan kabupaten/kota), melalui monitoring implementasi saran perbaikan atas hasil 
kajian KPK; mengumpulkan informasi terkait dengan potensi terjadinya tindak pidana korupsi; 
mendorong keterlibatan aktif civil society organization (CSO) dalam rangka perluasan jejaring 
untuk mendukung perbaikan sistem, monitoring dan pengumpulan Informasi.

Masih terdapat 7 saran perbaikan di Ditjen Perhubungan Darat yang akan dipantau KPK pada 
2013, sedangkan Itjen Kementerian Perhubungan sudah dianggap selesai. Beberapa saran 
perbaikan yang memiliki dampak yang cukup signifikan antara lain adalah: 
1)	 Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan. Dengan PP 

tersebut. hambatan batas wilayah administratif dalam pengujian berkala (KIR) kendaraan 
bermotor dihilangkan; 

2)	 Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Dengan berlakunya PP ini, dualisme penegakan hukum antara Dinas Perhubungan 
dan Kepolisian yang selama ini menjadi titik rawan terjadinya korupsi dapat dikurangi 
secara signifikan.
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6 Support to Indonesia’s 
Island of Integrity 
Program for Sulawesi 
(SIPS)

KPK bekerja sama dengan pihak eksternal melakukan Support to Indonesia’s Island of Integrity 
Program for Sulawesi (SIPS). Kegiatannya adalah memilih dan menetapkan 10 pemerintah 
daerah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan untuk dibantu perbaikan layanan publiknya. 

Proyek kerjasama antara CIDA dengan KPK dan dilaksanakan oleh Cowater International, 
dimana jangka waktu proyek kerja sama tersebut berlangsung selama 5 tahun mulai dari 
tahun 2011 hingga 2015. Adapun wilayah kerja dari proyek SIPS meliputi 2 provinsi dan 8 kota/
kabupaten yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten 
Enrekang, Kabupaten Tana Toraja; Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kota Bitung, 
Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sangihe

Tujuan program secara umum adalah untuk mengurangi peluang korupsi di pemerintah daerah 
melalui praktek tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melibatkan 
berbagai unsur masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas. 

Sedangkan program yang diusung pada proyek ini fokus pada 3 area pelayanan publik yaitu 
administrasi kependudukan, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa.Jenis layanan publik 
yang didukung adalah pelayanan terpadu satu pintu, perbaikan layanan kependudukan dan 
catatan sipil, serta perbaikan pengadaan barang dan jasa. Rekomendasi dan bantuan teknis 
serta infrastruktur sesuai dengan kebutuhan juga diberikan. 

Pada 2013 KPK melakukan pemantauan terhadap implementasi program pelayanan terpadu 
satu pintu, perbaikan layanan kependudukan dan catatan sipil, serta perbaikan pengadaan 
barang dan jasa di beberapa kota/kabupaten di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan terpilih. 
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terjadinya perbaikan-perbaikan sarana dan SOP 
layanan publik, terutama PTSP yang dirasakan masyarakat serta mulai diimplementasikannya 
e-procurement bahkan di kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi, seperti Kab. Tanatoraja 
(Sulsel) dan Kab. Sangihe (Sulut).
 
Selain itu, pada 2013 KPK melakukan pemantauan terhadap implementasi dari rencana tindak 
yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, KPK juga bekerja sama dengan 
CSO setempat dan instansi terkait lainnya (Ombudsman, Kemendagri, Bappenas) untuk 
memonitor keberlangsungan program. 

7 Tindak Lanjut Layanan 
Imigrasi

Kegiatan pada tahun 2013 melanjutkan pemantauan tindak lanjut action plan yang telah 
dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 dan masih menyisakan 2 (dua) temuan yang berstatus 
open. Temuan yang berstatus closed hingga akhir 2013 adalah belum adanya kerja sama 
dengan pihak perbankan untuk menerima pembayaran layanan keimigrasian di kantor imigrasi

8 Tindak Lanjut Sistem 
Penyelenggaraan 
Ibadah Haji

Kegiatan ini adalah pendalaman atas hasil pemeriksaan PPATK atas Dana Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan tindak lanjut hasil Kajian Penyelenggaraan 
Ibadah Haji yang dilakukan pada 2010 sampai 2012. Kegiatan ini melibatkan instansi terkait, 
yaitu Kementerian Agama, PPATK, dan Bank Penerima Setoran. Kegiatan pada tahun 2013 ini 
yaitu Monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK atas Dana BPIH.

9 Tindak Lanjut Kebijakan 
Pertambangan 
(Batubara)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Kajian Pengusahaan Batubara di Indonesia yang 
dilakukan pada tahun 2011. Kegiatan ini melibatkan instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal 
Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Hasil Kajian KPK pada tahun 2011 menghasilkan 
22 (dua puluh dua) temuan yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk action plan oleh instansi 
terkait. Kegiatan pada tahun 2013 ini melanjutkan pemantauan tindak lanjut action plan yang 
telah dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 dan masih menyisakan 21 (dua puluh satu) temuan 
yang berstatus open. Terdapat 5 (lima) temuan yang berstatus closed:
i.	 Tidak ada aturan terkait surat keterangan asal barang
ii.	 Tidak ada ketentuan terkait pungutan sumbangan kepada pemegang IUP
iii.	 Adanya IUP di wilayah perkotaan
iv.	 Belum seluruh KP/IUP berstatus clean and clear
v.	 Tidak ada database IUP
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10 Tindak Lanjut Sistem 
Perencanaan dan 
Pengelolaan Hutan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pemantauan hasil Kajian Sistem Perencanaan dan 
Pengelolaan Kawasan Hutan tahun 2011-2012. Dari hasil pemantauan ada beberapa masalah 
mendasar  yang sifatnya lintas sektor. Berangkat dari hal tersebut KPK menginisiasi komitmen 
12 Kementerian/Lembaga melalui Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan 
Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani pada 11 Maret 2013 di Istana Negara 
dengan disaksikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Dari NKB tersebut ,ada 93 renaksi dari 10 
Kementerian/Lembaga yang akan dimonitoring implementasinya oleh KPK dan UKP4 dengan 
melibatkan CSO.

11 Tindak Lanjut Kajian 
Kebijakan PNBP 
Minerba

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara dengan 
memfokuskan kajian pada aspek penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kajian sistem 
pengelolaan PNBP mineral dan batubara memiliki dua fokus utama, yakni perbaikan sistem dan 
kebijakan pengelolaan PNBP minerba dan perhitungan potensi kerugian keuangan negara dari 
PNBP mineral dan batubara.

12 Tindak Lanjut Kajian Izin 
Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing  (IMTA)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Kajian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang 
dilakukan pada 2012. Kegiatan ini melibatkan instansi terkait yaitu Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi. Hasil Kajian KPK pada tahun 2011 menghasilkan 6 (Enam) temuan yang harus 
ditindaklanjuti dalam bentuk action plan oleh instansi terkait. 

Kegiatan pada tahun 2013 ini melakukan pemantauan tindak lanjut action plan sebanyak 
6 (enam) temuan yang berstatus open. Hingga akhir 2013, terdapat 3 (tiga) temuan yang 
berstatus closed:
i.	 Potensi korupsi pada penyelenggaraan ekspose rencana penggunaan tenaga kerja asing 

sebagai akibat lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi
ii.	 Belum efektifnya evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan 

oleh tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia.
iii.	 Belum optimalnya peran inspektorat jenderal untuk melakukan pengawasan terhadap 

sistem layanan IMTA

13 Korsup Pengelolaan 
Dana Sektor Pendidikan

Kegiatan ini merupakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan sektor dana pendidikan 
yang melibatkan badan pengawas pada 5 K/L, yaitu: Itjen Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Itjen Kementerian Agama, Itjen Kementerian Keuangan, Itjen Kementerian Dalam 
Negeri, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP. Kegiatan ini dilakukan 
untuk menyusun metode dan strategi pengawalan dana sektor pendidikan.

14 Korsup Pengelolaan 
Dana Bansos dan Hibah 
pada APBD

Kegiatan ini merupakan kegiatan kajian untuk menganalisis modus penyimpangan dana bansos 
dan hibah pada APBD yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah (gubernur/bupati/
walikota) dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung 
program pilkada berintegritas. Hasil kajian akan disampaikan kepada calon pemimpin daerah 
dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana bansos dan hibah 
saat sudah mereka sudah menjabat. Dalam melaksanakan kegiatan ini, tim KPK bekerja sama 
dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
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KOORDINASI 
DAN SUPERVISI 
PENCEGAHAN

NO. KEGIATAN PENJELASAN 

1 Verifikasi Kegiatan verifikasi dilakukan terhadap hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan tahun 2012 yang 
telah dilakukan pada 33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kab/kota, 28 kantor Imigrasi, dan 
33 kantor Pertanahan.  Verifikasi dilakukan terhadap tiga fokus kegiatan,  yaitu pelayanan publik, 
perencanaan dan penganggaran APBD, dan  pengadaan barang dan jasa. Khusus pada Kantor Imigrasi 
dan Kantor Pertanahan, verifikasi hanya dilakukan pada Pelayanan Publik.

2 Penilaian Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP)

Penilaian SPIP merupakan salah satu metode pelaksanaan Korsup Pencegahan untuk mendapatkan 
gambaran tentang implementasi sistem pengendalian intern pada aktivitas perencanaan, pengadaan 
barang/jasa, dan pelayanan publik di tingkat entitas/program/kegiatan yang ditemukan permasalahan 
sesuai dengan hasil pengamatan.
Instrumen penilaian penyelenggaraan SPIP Program Ketahanan Pangan, Pertambangan, dan 
Pendapatan meliputi: Kuesioner Penilaian SPIP Korsup Pencegahan Pelayanan Publik dan Pengelolaan 
APBD dan Daftar Uji Penilaian SPIP Korsup Pencegahan Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD.

3 Pengamatan Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi/gambaran seluruh proses bisnis mulai dari 
perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik untuk mendapatkan 
fakta tentang pelaksanaan program/kegiatan. Pada tahapan pengamatan, Tim Korsup melakukan 
verifikasi/pengujian kebenaran hasil isian kuesioner untuk menyimpulkan permasalahan dan penyebab 
permasalahan sebagai salah satu bahan dukungan dalam penyusunan Rencana Aksi Pencegahan 
Korupsi oleh Pemerintah Daerah. 
Pengamatan yang dilakukan meliputi: Evaluasi lebih lanjut atas kelemahan-kelemahan yang 
ditemukan; telaah lebih lanjut peraturan-peraturan terkait; wawancara mendalam atas permasalahan; 
identifikasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI); usulan perbaikan SPI; dan kesepakatan 
rencana tindak pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perbaikan SPI.

4 Indentifikasi risiko 
fraud  

Identifikasi risiko adalah identifikasi atas kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat berpengaruh 
terhadap pencapaian tujuan Instansi/Program/Kegiatan dan identifikasi atas kemungkinan terjadinya 
fraud/kecurangan. Indentifikasi risiko fraud  dilakukan pada  33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah 
kota, 28 kantor Imigrasi, dan 33 kantor Pertanahan

5 Penyusunan dan 
Penyampaian Notisi 
Hasil Korsup

Penyusunan Notisi Hasil Korsup dilakukan setelah tahapan pengamatan dan identifikasi risiko selesai 
dilakukan. Notisi ini merupakan bahan pembahasan dengan Pemerintah Daerah/Instansi yang 
bersangkutan. Sebelum dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah, Notisi disampaikan 
terlebih dahulu kepada Deputi Pencegahan KPK dan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan 
Keuangan Daerah BPKP untuk dibahas secara internal oleh Tim Korsup KPK-BPKP.

6 Pembahasan Notisi 
Hasil Korsup

Pembahasan Notisi merupakan media bagi Tim Korsup untuk menyampaikan hasil sementara 
kegiatan korsup kepada SKPD Pemerintah Daerah/Instansi Vertikal dan mendapatkan tanggapannya.
Temuan tim disampaikan  kepada pihak terkait, seperti gubernur, wali kota, Kepala BPN, dan Menteri 
Hukum dan HAM dan terus mengawal tindak lanjut atas seluruh saran/rekomendasi terkait.

7 Semiloka/Ekspose 
Hasil Pengamatan

Ekspose hasil pengamatan dilaksanakan dalam bentuk seminar dan lokakarya (semiloka) dengan 
mengundang para kepala daerah dan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh 
masyarakat, akademisi, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, dll (dilaksanakan di 33 
provinsi)., dengan dihadiri oleh hampir seluruh gubernur dan wali kota. 
Semiloka merupakan media sosialisasi hasil Korsup kepada para stakeholder untuk mendapatkan 
tanggapan dan masukan sebagai bahan penyusunan Laporan Hasil Korsup, dengan tujuan untuk 
memaparkan Rencana Aksi (Action Plan) Hasil Kegiatan Korsupgah Tahun 2012 dan Hasil Verifikasi 
pada tahun 2013; memaparkan hasil pengamatan Perubahan APBD yang dilaksanakan tahun 2013; 
memaparkan hasil pengamatan Bidang Pertambangan/Ketahanan Pangan/Pendapatan; mendorong 
partisipasi masyarakat (CSO, akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya)untuk 
memberi masukan dan mengawal Rencana Aksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah serta hasil 
pengamatan yang dilakukan pada tahun 2013.
Adapun jumlah peserta semiloka ini meliputi 2,130 orang Kepala SKPD; 660 orang unsur Kanwil 
Kementerian Hukum dan HAM serta Kanwil BPN; 1,650 orang pimpinan dan anggota DPRD; 1,650 
orang akademisi, pimpinan/staf redaksi lembaga media masa, BEM, LSM, serta pimpinan dan anggota 
organisasi keagamaan; dan 330 orang unsur Instansi vertikal.

8 Seminar Nasional 
Koordinasi 
dan Supervisi 
Pencegahan

Seminar Nasional Korsup Pencegahan dilaksanakan pada 10 Desember 2013, di Istora Senayan, 
Jakarta, Acara dihadiri undangan sebanyak 180  orang peserta yang terdiri atas perwakilan BPKP dan 
kepala daerah seluruh Indonesia.
Dalam seminar ini dilakukan pemaparan hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan tahun 2013 
dalam perspektif Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang disampaikan oleh Gatot 
Darmasto, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Sementara itu, pemaparan permasalahan 
dan rekomendasi Hasil Korsupgah 2013 disampaikan oleh Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK. 
Selanjutnya, dilakukan pula pemaparan hasil pengamatan dan rencana aksi oleh Wakil Menteri Hukum 
dan HAM, Inspektorat Provinsi DI Yogyakarta  Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa 
dan konflik Pertanahan BPN, Wali Kota Surabaya. 



PENGEMBANGAN 
JARINGAN DAN 
KERJA SAMA

KEGIATAN NO. URAIAN

Pembinaan 
Jaringan 
Kerjasama

1 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan KEMENKOMINFO tentang Pembaharuan MoU dengan 
Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Ombudsman Republik Indonesia. 

2 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

3 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan NACC Thailand tentang Kerjasama Internasional 
Pemberantasan korupsi yang meliputi kerjasama dalam pertukaran informasi bidang Pencegahan dan 
penindakan, capacity building dan pendidikan masyarakat serta kampanye peningkatan kesadaran masyarakat

4 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Supreme People's Procuratorate of People's Republic of 
China dengan ruang lingkup pertukaran informasi dan bantuan teknis terkait pencegahan dan pemberantasan 
korupsi, pencucian uang dan hal lainnya, termasuk sharing knowledge teknik investigasi yang efektif dan 
praktik terbaik dalam pelaksanaan pengumpulan informasi dan pendeteksian tindak pidana terkait korupsi.

5 Penandatanganan amandemen nota kesepahaman (MoU) dengan The Government Inspectorate Vietnam 

6 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan CVC India terkait peningkatan kerjasama bilateral di 
bidang anti-korupsi melalui kegiatan kerjasama diantaranya adalah studi dan penelitian serta pertukaran 
informasi bidang pencegahan anti-korupsi seperti pendidikan masyarakat dan kampanye peningkatan 
kesadaran, pertukaran informasi mengenai metode dan kegiatan kriminal yang menimbulkan korupsi dan atau 
praktek korupsi, termasuk pencucian uang dan hasil tindak pidana, dan pengembalian keuntungan dan/atau 
aset;

7 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan MACC Malaysia tentang kerjasama Internasional dalam 
pencegahan dan pemberantasan korupsi

8 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perpustakaan dengan Universitas Atmajaya Jogjakarta

9 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perpustakaan dengan UIN Ahmad Dahlan Jogjakarta

10 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perpustakaan dengan UII Jogjakarta
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KEGIATAN NO. URAIAN

Implementasi 
Kerjasama 
Nasional

1 Kerjasama dengan IDI : 7 permintaan second opinion

2 Workshop bisnis proses KPK dan Angkasa Pura II 

3 Narasumber beberapa kegiatan terkait implementasi Strategi Komunikasi yang dilakukan oleh KemKominfo 
dalam rangka mendorong KL/Daerah melaksanakan Program Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi.

4 Kegiatan narasumber dalam rangka menjaga proses kerjasama antara lembaga, dan KPK sebagai otoritas 
pemberantasan korupsi

5 Narasumber Workshop Kehutanan dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah 

6 Narasumber Workshop Kehutanan dengan NGO Kehutanan di Kalimantan Tengah

7 Narasumber pada Workshop Kehutanan 

8 Survey Kepuasan Mitra Kerjasama

9 Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi

10 Workshop Implementasi SIN dengan NGO

11 Workshop Implementasi SIN dengan mitra strategis kementerian negara

12 Kerja Sama dengan Universitas Atmajaya Jakarta dalam rangka Kegiatan Perekaman Sidang Tipikor (total 
menjadi 34 Perguruan Tinggi)

13 Kegiatan Evaluasi Perekaman Sidang Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia 2013 (Jakarta & Bali)

14 Implementasi Kerjasama KY-KPK berupa FGD tentang Peradilan Tipikor di 6 kota (Medan, Semarang, Surabaya, 
Mataram, Balikpapan, Makassar)

15 Narasumber pada  kegiatan Sekolah Demokrasi di 5 kota (Palembang, Banyuasin, Sanggau, Malang, Sentani)

16 Narasumber pada  kegiatan TII di Batang

17 Studi Banding Rumah Tahanan

18 Penyusunan Modul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK

19 Penyusunan National Risk Assesstment bersama dengan PPATK

20 Koordinasi Meeting dengan BPN di Wilayah Propinsi Jogjakarta

21 Monitoring dan Evaluasi Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan 
Hutan Indonesia oleh 12 Kementerian/Lembaga, yang mencakup 115 Rencana Aksi, 454 Target yang harus 
dilaksanakan oleh 12 Kementerian dan Lembaga.

22 Penyusunan Program Indonesia Memantau Hutan, yang meliputi pembuatan pemantauan hutan berbasis web 
dan pencarian data dan pengumpulan kontent informasi untuk IMH.

23 Perekaman Persidangan di 34 Propinsi Di Indonesia, telah melakukan 1.695 Kali perekaman meliputi 140 Kasus 
Tindak Pidana Korupsi di seluruh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

24 Pertukaran  dan pemenuhan permintaan informasi dan data
•	 Permintaan data dan informasi sebanyak 74 (manifest, cctv bandara,
•	 71% Permintaan data dan informasi KPK telah di jawab oleh PPATK
•	 66 % Kerjasama Permintaan bantuan dari pihak internasional telah berhasil di selesaikan
•	 75% Kerjasama Permintaan bantuan dari KPK kepada pihak internasional telah di selesaikan.



KEGIATAN NO. URAIAN

IMPLEMENTASI 
KERJA SAMA 
INTERNASIONAL

1 menginisiasi dibentuknya Economic Crime Agency Network (ECAN) di Auckland 11-13 Februari 2013 dengan 
tujuan bahwa ECAN menjadi jaringan kerjasama antar penegak hukum yang menangani kejahatan ekonomi 
lintas negara untuk membantu data informasi yang diperlukan dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi. 
Jaringan ECAN terdiri dari OLAF EU, FBI US, CPIB Singapura, MACC Malaysia, SFO UK, SFO NZ. 

2 APG Implementation Issues Working Group (IIWG) Project on FATF Recommendation 3: Money Laundering 
Offence - Lessons learned to enhance effective implementation 

3 sharing knowledge pada APEC Workshop dengan tema" Designing models on prosecuting corruption and 
money launderings cases using financial flows tracking techniques and investigative intelligence for effective 
conviction and asset recovery to promote regional economic integration 11-13 Juni 2013, di Santiago, Chile

4 Implementasi MoU KPK-ACLEI Australia--- menyelenggarakan practitioners roundtable “strengthening integrity 
system together”

5 mewakili Indonesia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan APEC 2013, berpartisipasi sebagai Chair 
(Pemimpin) untuk pertemuan tahunan pertemuan kedua dari Anti-Corruption and Transparency Working 
Group (ACTWG), termasuk menyelenggarakan Workshop internasional dengan tema “Strengthening Integrity 
through Public-Private Partnership: Preventing Facilitation Payments and Managing Gratuities; 

6 Sebagai focal point Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan tahunan dari inisiatif ADB OECD di Asia Pasifik 
untuk menyampaikan pengalaman KPK dalam hal pencegahan korupsi di Indonesia dengan negara anggota 

7 Menerima penghargaan Ramon Magsasay di Manila serta untuk berbagi pengalaman mengenai kegiatan 
pemberantasan korupsi yang telah dilakukan KPK di Indonesia

8 Evaluasi kerjasama antara KPK dan ACRC Korea dengan inisiasi memperkuat kerjasama di bidang pencegahan 
terutama dalam penanganan gratifikasi (managing gift) dan kode etik, terutama terkait Anti Corruption Com-
petitiveness Assessment dan integrity perception survey

9 KPK sebagai penyelenggara atas implementasi inisiasi pembentukan Anti Corruption Network (ACT Net) den-
gan negara anggota APEC melalui The Preparatory Meeting of the APEC ACT NET. Pertemuan dalam ACTWG 
ini untuk membahas administrasi dan prosedur pembentukan Jaringan antar penegak hukum di Asia Pasifik, 
yang nantinya jejaring ini dapat membantu kerjasama internasional dalam investigasi kasus korupsi antar 
negara anggota.

10 AGD Roundtable: Implementasi MoU antara KPK dan AGD Australia: a) penguatan kapasitas penegak hukum 
dan Centra Autority (KUMHAM) terkait Mutual Legal Assistance, b) peningkatan kapasitas penegak hukum 
Indonesia khususnya Hakim Tipikor dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penyelamatan 
Aset hasil tindak pidana

11 berpartisipasi aktif dalam berbagai forum dan inisiatif anti korupsi di tingkat regional dan internasional dianta-
ranya adalah. Southeast Asia Parties against Corruption (SEAPAC), OECD Working Group on Bribery, IAACA, 
COSP UNCAC, dan INTERPOL
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1 Pendidikan Gerakan Sosial 
Masyarakat “Semua 
bisa ber-AKSI”

Gerakan Sosial Masyarakat “Semua bisa ber-AKSI” bertujuan untuk 
membangkitkan kekuatan Masyarakat untuk bersama-sama 
melakukan gerakan pemberantasan korupsi. Kegiatan dilaksanakan 
mengingat pemberantasan korupsi tidak akan optimal jika hanya 
bertumpu kepada KPK. Untuk mewujudkan Indonesia yang 
adil dan makmur tanpa korupsi, perlu dukungan dan partisipasi 
aktif masyarakat. KPK menyadari bahwa masyarakat sebenarnya 
mempunyai kekuatan luar biasa untuk mempercepat pemberantasan 
korupsi. Beberapa unsur masyarakat sudah melakukannya, sebagian 
lagi belum secara optimal menggunakan kekuatannya.

Outcome dari program ini adalah terbangunnya perilaku dan 
budaya antikorupsi di masyarakat dengan indikator antara lain 
adanya program Kampanye dan Pendidikan Antikorupsi di lembaga 
pendidikan formal dan masyarakat serta adanya partisipasi 
masyarakat dalam perbaikan layanan publik. Untuk mencapai hal 
tersebut, ada 3 strategi yang dilakukan, yakni mengembangkan 
media pembelajaran dan komunikasi sebagai salah satu tools untuk 
melakukan aksi, membuat model/piloting gerakan sosial masyarakat 
dalam pemberantasan korupsi di beberapa daerah, dan melakukan 
koordinasi dengan K/L/P terkait untuk melakukan kolaborasi dan aksi 
bersama untuk mendukung program “Gerakan Sosial Masyarakat: 
Semua bisa ber-AKSI”.

Kegiatan dilaksanakan dengan menggelar pertemuan apresiatif 
yang mempertemukan semua stakeholder pemberantasan korupsi 
di daerah tersebut. Mulai dari unsur pendidikan, CSO, hingga 
perwakilan pemerintah. Tujuan dari tahap ini adalah menyusun 
impian bersama, menggali potensi dan kekuatan masyarakat, serta 
memetakan gerakan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. 
Pasca-pertemuan ini, setiap daerah diharapkan telah memiliki 
Rencana Strategis Daerah Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, berdasarkan rencana strategis yang dihasilkan, unsur-
unsur masyarakat berkelompok sesuai dengan pilihan peran dan 
kekuatannya yang masing-masing. Misalnya, kelompok pendidikan 
antikorupsi untuk usia dini, kelompok kampanye antikorupsi di 
masyarakat, kelompok pendidikan antikorupsi di sekolah dan 
kampus, dan kelompok pengawasan masyarakat. Agar setiap 
kelompok dapat menjalankan rencananya secara optimal dan 
efektif, KPK membekali masyarakat melalui workshop-workshop 
pengembangan kapasitas masyarakat.

Workshop-workshop yang dilakukan KPK antara lain Workshop 
Implementasi Tunas Integritas PAUD, Workshop Sekolah Berbudaya 
Antikorupsi, Workshop Kampus Berintegritas, Workshop Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi, serta Workshop Pengawasan Masyarakat. 
Pada tahun 2013, program ini dilakukan di beberapa kota antara lain 
Surabaya, Bandung, Balikpapan, Pontianak, Manado, Palembang, 
Cilacap, dan Semarang. Beberapa daerah sudah mencapai tahap 
pengembangan kapasitas masyarakat. Pada tahun 2014, akan 
dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait implementasi 
rencana aksi setiap kelompok masyarakat.

PENDIDIKAN, 
SOSIALISASI, 
DAN KAMPANYE 
ANTIKORUPSI
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Penyusunan Media 
Pembelajaran 
edu-AKSI (Edukasi 
Antikorupsi) berupa 
Film “Sahabat 
Pemberani”

Dalam rangka membangun karakter dan budaya antikorupsi sejak 
dini, KPK meluncurkan satu medium pendidikan antikorupsi untuk 
anak, yaitu film animasi “Sahabat Pemberani”. Film animasi produksi 
KPK dengan dukungan Management Systems International (MSI) 
ini dipilih sebagai media edukasi anak-anak karena karakteristiknya 
yang sangat disukai dan dekat dengan dunia anak-anak. Guru dan 
orang tua dapat menggunakan film ini untuk membangun dan 
memperkuat karakter antikorupsi pada anak.

Film animasi “Sahabat Pemberani” terdiri atas dua episode, yakni 
“Terjebak di Hutan Lindung” dan “Pencuri Misterius” dengan durasi 
masing-masing 30 menit. “Sahabat Pemberani” menjadi salah 
satu media pembelajaran antikorupsi untuk jenjang pendidikan 
Sekolah Dasar, rentang usia 7-12 tahun. Disajikan dalam bentuk 
yang menghibur, film ini sarat dengan pesan dan nilai-nilai kebaikan, 
seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, 
sederhana, berani dan adil. Tokoh utama dalam film ini adalah tiga 
orang sahabat Krisna, Panji, dan Kirana. Mereka didampingi oleh dua 
sahabat karib, Kumbi dan Mogo.

Melalui film, kegiatan menonton bersama anak dapat menjadi 
langkah awal dalam membangun karakter antikorupsi. Tujuannya 
adalah mentransfer nilai-nilai yang ada dalam film ke dalam pikiran 
dengan cara yang menyenangkan dan disukai anak. Agar nilai-nilai 
antikorupsi yang telah dikenalkan kepada anak tidak luntur, orang tua 
dan guru perlu menerapkan kegiatan pembiasaan dan menjadikan 
dirinya sebagai teladan.

Film “Sahabat Pemberani” telah diluncurkan secara resmi pada 
3 Oktober 2013 bertempat di Studio XXI Taman Ismail Marzuki, 
Jakarta. Agar pesan-pesan dalam film ini lebih menyebar ke semua 
lapisan masyarakat, KPK juga melakukan roadshow pemutaran film 
di beberapa kota, di antaranya Padang, Bandar Lampung, Bandung, 
Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, Pontianak, Denpasar, dan Manado.

Peluncuran film Sahabat Pemberani dibarengi dengan peluncuran 
lagu, “Anak Jujur, Anak Hebat” ciptaan Iman Soleh. Lirik yang 
sederhana namun mengena dan irama yang renyah didengar 
membuat anak-anak sangat senang dalam menyanyikan lagu ini 
disertai gerakan-gerakan atraktif. 
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Penyusunan Media 
Pembelajaran 
edu-AKSI (Edukasi 
Antikorupsi) berupa 
Seri buku “Semua 
Bisa ber-AKSI”

Seri buku “Semua Bisa ber-AKSI” berfungsi sebagai panduan 
masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, 
terdiri atas beberapa buku yaitu:

1)	 “Semua Bisa ber-AKSI”
Buku ini merupakan buku induk tentang antikorupsi yang 
dikemas secara menarik. Buku ini menjadi panduan bagi 
masyarakat untuk bias terlibat dalam pemberantasan korupsi, 
di antaranya menjawab pertanyaan, “Mengapa kita harus 
memberantas korupsi?”, “Bagaimana cara/strategi memberantas 
korupsi?”, dan “Apa yang dapat dilakukan masyarakat dalam 
pemberantasan korupsi?”. 

2)	 “Pantang Korupsi Sampai Mati”
Pantang terlibat tindak pidana korupsi (baik langsung ataupun 
tidak langsung) merupakan salah satu yang dapat dilakukan 
masyarakat. Media pembelajaran dalam bentuk komik ini 
merupakan pengembangan dari buku “Memahami untuk 
Membasmi” dengan tujuan agar masyarakat paham mengenai 
pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 
1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Dengan demikian, masyarakat 
diharapkan dapat menolak jika diajak korupsi, tidak melakukan 
korupsi walaupun ada kesempatan, dan melaporkan jika 
mengetahui ada tindak pidana korupsi di lingkungan sekitarnya.

3)	 “Orange Juice for Integrity: Belajar Integritas kepada Tokoh 
Bangsa”,
Buku ini menampilkan kisah-kisah para tokoh bangsa tatkala 
mereka dihadapkan pada pilihan: kepentingan negara atau 
pribadi/keluarga? Beliau-beliau ini memilih hidup sederhana 
BUKAN karena tidak mampu, BUKAN karena tidak bisa kaya. 
Tapi mereka memilih fokus dalam menjalankan amanat rakyat, 
BUKAN fokus memperkaya diri. Kita harus bangga menjadi 
bangsa Indonesia karena (pernah) memiliki pemimpin yang jujur, 
sederhana, dan bertanggungjawab.

4)	 “Goda-Gado Integritas: Bagaimana Mau Memberantas Korupsi 
Kalau...,” 
Berlatih menjadi pribadi berintegritas dapat juga kita lakukan 
dalam kehidupan sehari-hari. Banyak tindakan-tindakan dalam 
keseharian kita yang tanpa disadari memrupakan bibit-bibit 
tumbuhnya budaya korupsi. Misalnya, melanggar aturan berlalu 
lintas, membuang sampah sembarangan, tidak peduli dengan 
kepentingan umum, dan tindakan-tindakan lainnya yang 
disajikan dalam format comicstrip dalam buku “Goda-Gado 
Integritas”. 

Tindakan-tindakan tersebut kelihatannya sepele namun 
dampaknya bisa jadi sangat besar. Rasanya rasa Indonesia. 
Campurannya macam-macam perilaku minus integritas. Inilah 
potret masyarakat kita seperti sajian gado-gado. Kalau gado-
gado itu nikmat, tetapi yang ini malah bisa jadi “kiamat” karena 
penuh godaan jahat. Semoga Indonesia kita bisa lebih baik 
dengan tersenyum kecut lewat komik ini.
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5)	  “Saujana: Di Antara Pilihan”
Korupsi itu terjadi karena bertemunya antara niat dan 
kesempatan. Kesempatan untuk korupsi terbuka lebar tatkala 
kita diberikan kepercayaan untuk menjadi pejabat, penegak 
hukum, dan pelayan masyarakat (baca: PNS). Meskipun 
mempunyai kesempatan, korupsi tidak akan terjadi seandainya 
tidak ada niat dalam diri kita. Kendati demikian, godaan untuk 
melakukan korupsi selalu muncul, apalagi jika kita dalam 
keadaan terdesak dan diburu kebutuhan. Pada saat itulah, kita 
dihadapkan kepada dilema. Dan kita harus memilih. Apapun 
pilihan kita, ada konsekuensi yang mesti kita tanggung.

Buku yang disajikan dalam bentuk kumpulan cerita pendek ini, 
mengajak pembaca untuk berlatih mengambil keputusan. Setiap 
keputusan yang kita pilih mencerminkan seberapa besar tingkat 
integritas kita. Dan kita bisa mengetahui manfaat dan dampak 
untuk masyarakat dan bangsa dari setiap pilihan kita. 

6)	 “Selamatkan Uang Kita: Panduan Pengawasan APBD oleh 
Masyarakat”
Hal lain yang tak kalah penting dilakukan untuk mewujudkan 
Indonesia bebas dari Korupsi adalah memperbaiki sistem yang 
rawan korupsi sehingga celah untuk melakukan korupsi semakin 
terbatas. Lalu, apa yang dapat masyarakat lakukan dalam 
memberantas korupsi melalui perbaikan sistem? Caranya adalah 
dengan mengawasi penggunaan uang rakyat yang dikelola 
pemerintah, misalnya pengawasan dana APBD. Bagaimana 
caranya? Semoga buku ini dapat memberikan panduan.

7)	 “Sekolah Ber-AKSI: Panduan Membangun Sekolah Berbudaya 
Integritas” dan (8) “Padamu Negeri Kami Antikorupsi: Panduan 
Membangun Kampus Berintegritas”
Selain melalui perbaikan sistem, pemberantasan korupsi 
juga bisa dilakukan dengan cara membangun manajemen 
antikorupsi di tempat kerja/organisasi. Bekerja sama dengan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KPK tahun ini 
menyusun panduan membangun sekolah dan kampus 
berbudaya antikorupsi. Konsep dan panduan tersebut 
didokumentasikan dalam bentuk buku.

Penyusunan Media 
Pembelajaran 
edu-AKSI (Edukasi 
Antikorupsi) berupa 
Aplikasi Mobile “Siap 
ber-AKSI”

Aplikasi ini merupakan pendamping dari buku Semua BISA ber-AKSI 
dan terkoneksi dengan media-media lainnya yang dimiliki KPK, 
seperti website KPK (www.kpk.go.id), Anti Corruption Clearing House 
(www.acch.kpk.go.id), Radio Streaming KanalKPK, dan youtube 
Humas KPK. Masyarakat dapat meng-install aplikasi ini dalam versi 
Android dan IOS.

Penyusunan Media 
Pembelajaran 
edu-AKSI (Edukasi 
Antikorupsi) berupa 
Seri buku “Politik 
Berintegritas”

Gerakan pemberantasan korupsi diyakini bakal lebih cepat dan 
efektif seandainya ada komitmen kuat dari pemimpin bangsa. Pemilu 
merupakan sarana yang disepakati bangsa Indonesia untuk memilih 
pemimpinnya. Tahun 2014 merupakan titik krusial dalam perjalanan 
pemberantasan korupsi. Apakah korupsi akan semakin turun atau 
sebaliknya? Itu semua bergantung kepada siapa wakil rakyat dan 
presiden yang dipilih rakyat. Berdasarkan hal tersebut, KPK berupaya 
mewarnai pesta demokrasi 2014 dengan melakukan pendidikan 
politik. Pada tahun 2013 ini, KPK menyusun modul yang ditujukan 
kepada peserta pemilu dan pemilih.
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Workshop 
Implementasi Tunas 
Integritas PAUD

Salah satu rencana aksi daerah yang disusun masyarakat dalam 
rangka partisipasi pemberantasan korupsi adalah menanamkan 
nilai-nilai antikorupsi sejak usia dini. Workshop Implementasi Tunas 
Integritas PAUD ini dilaksanakan guna membekali masyarakat 
sehingga dapat membangun generasi antikorupsi. Workshop diikuti 
oleh guru PAUD/TK/SD, penggiat taman bacaan, dan mahasiswa 
di Palembang, Bandung, Surabaya, Cilacap, Pontianak, Balikpapan, 
dan Manado. Materi yang disampaikan bersumber/menggunakan 
seri buku “Tunas Integritas”, sebuah media pembelajaran antikorupsi 
untuk anak usia dini yang diterbitkan KPK pada 2012. Seri buku Tunas 
Integritas terdiri atas 6 buku dan dilengkapi dengan buku Panduan 
“Agar Tunas Itu Tumbuh Berkembang”.

Selain melalui kegiatan workshop yang difasilitasi KPK, buku “Tunas 
Integritas” ini juga telah tersebar ke masyarakat yang berinisiatif untuk 
melakukan pendidikan antikorupsi sejak dini. Mereka menggunakan 
buku Tunas Integritas sebagai media pembelajaran di sekolah, bahan 
bacaan di taman bacaan, dan bahkan sebagai media mendongeng/
bercerita.

Dalam rangka pengembangan buku “Tunas Integritas” sebagai 
media edukasi antikorupsi yang menyenangkan, pada 2013 ini telah 
dilakukan kegiatan pengembangan berupa pengembangan karakter 
Si Kumbi sebagai ikon anak Indonesia yang antikorupsi dan produksi 
audio/rekaman cerita Tunas integritas. Karakter Si Kumbi ini akan 
munculkan dalam berbagai produk-produk pendidikan antikorupsi 
usia dini.

Pengembangan buku “Tunas Integritas” sebagai media bercerita/
mendongeng dalam format audio telah dilakukan dengan 
melibatkan para relawan mahasiswa pendongeng, seperti komunitas 
FLAC (Future Leader AntiCorruption) dan FIM (Forum Indonesia 
Muda). Aksi bercerita mereka dapat disimak melalui Radio kanalKPK 
www.kpk.go.id/streaming/kanalanak.

Training of Trainers 
(ToT) 2000 Dosen

Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Training of Trainers (ToT) Pendidikan Antikorupsi diselenggerakan 
dengan melibatkan kurang lebih 2000 dosen dari berbagai 
perguruan tinggi negeri dan swasta. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

ToT ini merupakan rangkaian program untuk menyiapkan 
Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di PTN/PTS dalam upaya 
menyebarluaskan nilai-nilai dan budaya antikorupsi di lingkungan 
kampus dan mahasiswa. Perguruan tinggi yang mengikuti ToT 
ini diharapkan akan menerapkan Mata Kuliah Wajib atau Pilihan 
Pendidikan Antikorupsi di kampusnya masing-masing sebagaimana 
Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud.

Tim pemateri pada pelatihan ini terdiri atas KPK dan tim penyusun 
mata kuliah antikorupsi dari beberapa perguruan tinggi, yakni 
Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas 
Soegijapranata, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas 
Paramadina. 
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2 Sosialisasi Program Pemilu 
Berintegritas dan 
Masyarakat Paham 
Integritas

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan pemahaman 
masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala daerah (pilkada) 
yang berintegritas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemilu 
yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas 
dan memiliki integritas. Ini merupakan bukti komitmen KPK untuk 
mewujudkan pemilu bersih, jujur, adil, dan berintegritas. 

Dalam konteks pemilu, integritas tidak hanya dibutuhkan oleh calon 
pemimpin, namun juga penyelenggara, proses, dan pemilihnya. 
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, Pilkada di Indonesia kerap 
terjadi berbagai permasalahan dan tidak ada yang tidak melakukan 
fraud atau kecurangan. Salah satunya politik uang yang terjadi pada 
tiap bagian dan tahapan proses pemilu, pada calon yang diusung, 
dan pada pemilih yang akan menggunakan hak politiknya.

Pada 2013, acara yang melibatkan pelajar SMA sebagai pemilih 
pemula, organisasi kepemudaan, PPK dan KPU Daerah, tokoh 
masyarakat, dan tokoh agama ini dilaksanakan di beberapa daerah 
yang melaksanakan pemilukada, di antaranya Provinsi Jawa Barat, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi 
Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi 
Sumatera Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Bangka Belitung, Kota 
Padang, dan Kota Magelang. 

3 Kampanye Pengembangan 
Produk Kampanye

Produk kampanye dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan 
pesan atau isu kampanye secara singkat, padat, tepat, sehingga 
mudah diingat oleh target khalayak yang dituju dalam sebuah 
kampanye sosial, khususnya untuk menyadarkan masyarakat agar 
menjadi paham dan mau mengadopsi, menjalankan nilai-nilai 
integritas dan antikorupsi dalam kehidupannya sehari-hari ataupun 
dalam menciptakan gerakan sosial anti korupsi, sehingga menjadi 
kebudayaan serta budaya anti korupsi di masa mendatang.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adala produksi PSA TV (3 versi), 
produk perangkat sosialisasi, placement PSA (print, TV, web online), 
dan produksi Animasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
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Anti-Corruption Film 
Festival (ACFFest) 
2013

Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2013 adalah festival film 
di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat mengenai antikorupsi. Kegiatan ini diharapkan 
menggugah kesadaran masyarakat akan dampak korupsi, 
meningkatkan gerakan antikorupsi, menanamkan perilaku 
antikorupsi, mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta 
dalam pemberantasan korupsi, serta dalam rangka membangun 
kampanye, pendidikan dan gerakan anti korupsi melalui media film.

ACFFest 2013 yang diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan 
Management Systems International (MSI) dilaksanakan secara 
serempak di sejumlah kota di Indonesia, antara lain Jakarta, Padang 
Panjang, Malang, Balikpapan dan Palu.

Malam penganugerahan ACFFest 2013 digelar Sabtu, 14 Desember 
2013 di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta. Sebanyak 45 film bertema 
antikorupsi lolos sebagai nominator. Nominator dipilih oleh tim juri 
yang berjumlah 13 orang terdiri atas perwakilan KPK, para sineas 
dan pekerja seni lainnya, di antaranya Tino Saroenggalo, Jajang C 
Noer, Sha Ine Febrianti, Lola Amaria, Teten Masduki, Emil Heradi, 
HanitiantoJoedo, dan Gustaf Hariman Iskandar.

15 pemenang telah diumumkan dalam Festival film yang baru 
pertama digelar ini berdasarkan kategori Film Dokumenter Pendek, 
Film Dokumenter Panjang, Film Fiksi Pendek, Video Citizen 
Journalism, Games Animasi, dan Film Pendek Animasi, 

Pekan Antikorupsi 
2013

Dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengkampanyekan nilai-
nilai antikorupsi, Komisi KPK menyelenggarakan ‘Pekan Antikorupsi 
2013” bertema Bersih Transparan tanpa Korupsi’. Kegiatan yang 
berpusat di Istora Senayan Jakarta pada 9-11 Desember 2013 
ini menjadi rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2013. 
Kegiatan ini sebagai upaya untuk terus-menerus membangun 
kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berperilaku 
antikorupsi serta mendorong masyarakat untuk terus melawan 
praktik korupsi. 

Melalui kegiatan ini, KPK juga ingin membangun aksi kolaborasi 
kampanye antikorupsi bersama para pemangku kepentingan 
lainnya. Hal ini diwujudkan KPK dengan menggandeng segenap 
kementerian/lembaga, instansi, BUMN/D, sektor swasta, organisasi 
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, 
komunitas antikorupsi, dan media massa mengisi rangkaian kegiatan 
pada pekan antikorupsi. 

Pekan Antikorupsi 2013 merupakan wujud pertanggungjawaban KPK 
kepada publik terkait langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam 
mendorong gerakan antikorupsi yang telah direspon oleh berbagai 
pihak. Melalui kesempatan ini KPK mempresentasikan sekaligus 
mengapresiasi peran serta para pemangku kepentingan dan 
masyarakat dalam pemberantasan korupsi, di antaranya pemberian 
penghargaan terkait kepatuhan pelaporan gratifikasi, kepatuhan 
pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 
dan juga atas dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi KPK. 
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Selain penghargaan, rangkaian kegiatan Pekan Antikorupsi 2013 
lainnya di antaranya adalah gratifikasi award, lelang barang gratifikasi, 
seminar nasional koordinasi dan supervisi bidang pencegahan, 
peluncuran sampul hari pertama perangko memperingati Hari 
Antikorupsi Sedunia 2013, talkshow gratifikasi dan LHKPN, diskusi 
publik: mengkritisi kekayaan pejabat negara dan movie screening 
– Sahabat Pemberani, Kita vs Korupsi, Anti-Corruption Film Festival 
(Acffest), panggung musik antikorupsi yang diisi oleh Kikan Namara, 
Yovie Widianto, Band Kampus, dan lainnya, peluncuran video 
stranas PPK, pameran program Kementerian/Lembaga/CSO/Media, 
pameran lukisan antikorupsi oleh Arisbudiono Sadjad, pameran foto 
jurnalistik, permainan anak (games) dan edukasi, stand-up comedy, 
dialog interaktif, talkshow dan orasi antikorupsi. 

Special Event: 
Partisipasi Pameran

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi publik untuk ikut 
serta di dalam meyadarkan masyarakat agar paham dan menjalankan 
nilai-nilai integritas dan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari atau 
dalam menciptakan gerakan sosial anti korupsi. Tahun 2013, KPK 
berpartisipasi pada berbagai pameran yang diselenggarakan oleh 
Kementerian/lembaga lain, di antaranya Legal Expo Kementerian 
Hukum dan HAM, Pameran Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 
Pameran Ombudsman RI di Universitas Indonesia,dan Pameran 
Pendidikan Pemkot Surabaya.
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      A. Perancangan Peraturan & Produk HukumPENGUATAN
YURIDIS

NO. KEGIATAN PENJELASAN

1 Ketersediaan Aturan 
Untuk Implementasi 
“KPK First”

Tersedianya aturan untuk implementasi KPK First  ada 3 peraturan yaitu 
Peraturan Komisi (Perkom) tentang Kode Etik,  Pedoman Perilaku Pegawai 
Komisi, dan Peraturan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan LHKPN.

2 Penyusunan Legislasi 
dan Regulasi Ekternal

Ikut serta dalam Tim penyusunan   RUU  maupun Peraturan pelaksanaan 
lainnya, antara lain:
1.	 RUU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
2.	 RUU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Dalam Masalah 

Pidana;
3.	 RPP Imigrasi tentang Pengawasan Orang Asing;
4.	 RUU tentang Penyadapan;
5.	 RUU tentang Pemindahan Narapidana (Transfer Sentenced Persons);
6.	 RPP tentang Pemberian Penghargaan Pelapor;
7.	 RPP tentang Otoritas Pusat.

3 Penyusunan Regulasi 
Internal

Menyusun/merancang, mereview 10 (sepuluh) peraturan komisi,Surat 
Edaran , Keputusan Pimpinan termasuk harmonisasi peraturan internal. 
1.	 Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan 03 Tahun 201 Tentang 

Ortala;
2.	 Peraturan Komisi Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tuntutan Ganti Rugi 

(Final);
3.	 Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Kedelapan  atas lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Pimpinan KPK 
Nomor: Per-01/P.KPK/2008 tentang Pedoman Sistem Penggajian bagi 
Penasihat dan Pegawai;

4.	 Peraturan Komisi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Insentif Tahunan & 
Insentif Bulanan;

5.	 Peraturan Komisi tentang Pedoman Penyusunan SOP;
6.	 Peraturan tentang Pegawai Tidak Tetap;
7.	 Peraturan tentang Perjalanan Dinas;
8.	 Surat Edaran tentang Larangan Memberikan dan Menerima Sesuatu 

Bagi Pegawai dan Penasihat KPK (draft);
9.	 SK Pimpinan tentang Pemberhentian Pengamanan CMH (mantan 

pimpinan);
10.	 10 SK Pimpinan tentang Revisi Lampiran PPID terkait Informasi yang 

dikecualikan. 
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4 Penyusunan Perjanjian 
dan Produk Hukum

Menyusun perjanjian termasuk PBJ, Nota Kesepahaman (MOU), dan produk 
hukum lainnya yang diperlukan Komisi yaitu:

A. Pengadaan Barang & Jasa (PBJ) antara lain:

1.	 Jasa Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Pimpinan, Penasihat dan 
Pegawai KPK; 

2.	 Jasa rekrutmen dan seleksi pegawai;
3.	 Sewa lokasi TBS Tetra di Apartemen Amartapura;
4.	 Jasa Pengamanan Gedung KPK Tahun 2013;
5.	 Jasa Outsourcing tenaga teknisi dan operator ISS;
6.	 Pengadaan jasa pengelolaan tenaga kerja dukungan sistem dan TI KPK;
7.	 Sewa BTS Elgangga; 
8.	 Pengadaan pemeliharaan BTS Tetra;
9.	 Pengadaan jasa cleaning services;
10.	 Pengadaan jasa penemudi;

B. Perjanjian Kerjasama tentang Perekaman Persidangan dengan 34 Universitas

1.	 Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Sumatera Utara Tahun 2013;

2.	 Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Sriwijaya Tahun 2013;

3.	 Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Sahid Tahun 2013;

4.	 Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Airlangga Tahun 2013;

5.	 Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Hasanuddin Tahun 2013;

6.	 Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Parahyangan Tahun 2013;

7.	 Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Mulawarman Tahun 2013;

8.	 Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Diponegoro Tahun 2013;

9.	 Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2013;

10.	Perjanjian Kerjasama Perekaman Persidangan antara KPK-Universitas 
Tanjungpura Tahun 2013;
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C.    Menyusun dan/atau mereviu perjanjian dengan pihak luar negeri, 
antara lain:

1.	 Nota Kesepahaman antara KPK dan Komisi Anti Korupsi Nasional 
Thailand;

2.	 MoU antara KPK dan MACC tentang kerjasama internasional 
pencegahan dan pemberantasan korupsi;

3.	 Nota Kesepahaman antara KPK dan Goverment of Inspectorat on 
the socialist republic of Vietnam;

4.	 MoU antara KPK dan CAC Republica Democratica de Timor Leste 
tentang kerjasama internasional pencegahan dan pemberantasan 
korupsi.

PENJELASAN

5 Pemberian Informasi 
Hukum (Legal Information)

Pemberian Informasi Hukum (Legal Information) terkait perancangan 
Peraturan termasuk menjadi narasumber, panelis atau peserta aktif 
dalam seminar atau Forum Grup Discussion. Diantaranya Narasumber 
Modul Pelatihan Intelejen Polisi Hutan & PPNS oleh UNODC, 
Narasumber Semiloka penerapan Pakta Integritas PBJ di Jayapura 
oelh TII, Narasumber sosialisasi UU 31/1999 di Kementerian Hukum 
& HAM, Peserta Aktif dalam pembahasan Perjanjian Ekstradisi yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri di Bandung, Peserta Aktif 
dalam FGD yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, Peserta Aktif dalam 
kegiatan implementasi transfer of Sentenced yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Luar Negeri. 

1.	 Undangan sebagai pembicara dalam acara di Mid Plaza;
2.	 Undangan sebagai peserta aktif dalam pembahasan Perjanjian 

Ekstradisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri di 
Bandung;

3.	 Undangan sebagai peserta aktif dalam FGD yang diselenggarakan 
oleh Komnas HAM;

4.	 Undangan sebagai peserta dalam konsinyering Perjanjian Ekstradisi 
RI - UEA yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri;

5.	 Undangan sebagai narasumber Modul Pelatihan Intelejen Polisi 
Hutan & PPNS oleh UNODC;

6.	 Undangan sebagai narasumber Semiloka penerapan Pakta 
Integritas PBJ di Jayapura oelh TII;

7.	 Undangan sebagai narasumber sosialisasi UU 31/1999 di 
Kementerian Hukum & HAM;

8.	 Undangan narasumber terkait produksi film “Anti Korupsi”;
9.	 Peserta aktif dalam kegiatam implementasi transfer of Sentenced 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri;
10.	Peserta dalam pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara.
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6 Penyusunan Legal opin-
ion/Legal Advice terkait 
Perancangan Peraturan

Pemberian pendapat, kajian dan pertimbangan hukum kepada Pimpinan 
dan unit kerja lainnya di lingkungan KPK terkait Perancangan Peraturan 
sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan/tindakan 
hukum selanjutnya. Diantaranya: Kajian terhadap KUHAP dan KUHP, Kajian 
Pengangkatan Penyidik KPK. 

A. Kajian Hukum
1.	 Kajian Terhadap RUU KUHAP;
2.	 Kajian Terhadap RUU KUHP;
3.	 Kajian Hukum terhadap peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2000;
4.	 Kajian Tentang Pengangkatan Penyidik KPK;
5.	 Kajian Terhadap RUU Tipikor.

B. Pendapat Hukum, antara lain:
1.	 Surat dari paguyuban pemilik Rusun-Kemanggisan;
2.	 CDR Collector;
3.	 Pembukuan Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/

Satuan Kerja Berbasis Software Aplikasi;
4.	 Penyampaian saran hukum kepada Pimpinan atas uang titipan pada 

bendahara PIPM dan Bendahara Penerimaan KPK;
5.	 Permohonan pendapat hukum atas dugaan TPK dalam proses tukar 

guling tanah negara di Banjarmasin yang melibatkan oknum TNI AD;
6.	 Rapat koordinasi dengan PAP DPD-RI;
7.	 Permohonan pendapat hukum terkait permintaan bantuan dari 

ICAC;
8.	 Laporan rapat rancangan peraturan Presiden tentang otoritas pusat;
9.	 Revisi lampiran SK PPID mengenai informasi yang dikecualikan;
10.	Pendatanganan MoU KPPU,Polri, Kejaksaan Agung, KPK;
11.	Permohonan izin pemakaian area gedung KPK dan RUTAN KPK 

untuk pembuatan video klip;
12.	Usulan ”Program Advokasi & Pembaharuan Hukum untuk 

optimalisasi pemberantasan korupsi”.

7 Pendataan dan Analisa 
Putusan Tipikor  (Peta 
Tipikor)

Pendataan dan analisis putusan tindak pidana korupsi ada kegiatan yaitu  
Pengembangan aplikasi Biro Hukum sehingga mempermudah pengin-
putan data Putusan Tipikor dan Penginputan Putusan Tipikor kedalam 
aplikasi Biro Hukum
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      B. Litigasi dan Nonlitigasi

NO. KEGIATAN PENJELASAN

1 Litigasi dan Nonlitigasi Menghadapi perkara di persidangan sebanyak 14 perkara, yaitu:
•	 Praperadilan:  3 perkara (1 perkara masuk tanggal 16 Des 2013)
•	 Gugatan perdata:  4 perkara
•	 Judicial review:  5 perkara
•	 Keberatan: 4 perkara 

2 Pendampingan dan 
Bantuan Hukum bagi 
Pimpinan/Mantan 
Pimpinan, Peasihat dan 
Pegawai KPK

Pendampingan dan bantuan hukum bagi Pimpinan,  Mantan Pimpinan, 
Penasihat, Pegawai  KPK.  yang tersangkut masalah hukum karena 
pelaksanaan tupoksinya termasuk yang dipanggil untuk diminta 
keterangan dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun sebagai saksi terkait 
dalam suatu perkara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, 
sebanyak 5 kegiatan.  

a.	 Memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada pegawai 
KPK AS sebagai saksi kasus suap hakim Tipikor Semarang di 
Pengadilan negeri Semarang;

b.	 Memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada pegawai 
KPK dari Direktorat PP LHKPN yang dipanggil dan diperiksa sebagai 
saksi sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa informasi 
nomor sengketa:358/I/KIP-PS/2011.

c.	 Memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada pegawai 
KPK JBSP terkait laporan Partai Keadilan Sejahtera;

d.	 Pendampingan hukum terhadap pegawai NV dan YS dalam perkara 
Korlantas Polri.

e.	 Memberikan pendampingan terhadap tenaga keamanan (security) 
KPK yang diminta keterangan terkait pembunuhan polisi di depan 
gedung KPK.

3 Fasilitator Penyediaan 
Penasihat Hukum bagi 
Tersangka

Dalam rangka menunjang kegiatan Penyidikan dan Penuntutan tindak 
pidana korupsi menjadi fasilitator terhadap tersangka/terdakwa yang tidak/
belum memiliki penasehat hukum. Dalam pelaksanaannya Biro Hukum 
bekerjasama dan berkoordinasi dengan beberapa Lembaga Bantuan 
Hukum Perguruan Tinggi. 

1.	 LKBH Universitas Trisakti, untuk mendampingi tersangka UJ dalam 
perkara tipikor yang diperiksa oleh KPK;

2.	 LKBH Universitas Atmajaya, untuk mendampingi tersangka ZR dalam 
perkara tipikor yang diperiksa oleh KPK; 

3.	 LKBH Universitas Indonesia, untuk  mendampingi tersangka PW 
dalam perkara Tipikor.

NO. KEGIATAN PENJELASAN



4 Perlindungan Saksi/
Pelapor

KPK berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentangKPK  berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi 
dan pelapor. Biro Hukum dalam melaksanakan tugas perlidungan saksi/
pelapor  serta bekerjasama dan  berkoordinasi dengan unit kerja terkait 
(Dumas, Penindakan, Monitoring) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK), Kepolisian. Pada tahun 2013 Biro Hukum telah berhasil 
melaksanakan perlindungan saksi sebanyak 8 saksi. 

5 Pemberian Informasi 
Hukum terkait Litigasi

Pemberian informasi hukum terkait litigasi  yang telah dilakukan 2013 
terdapat 3 kegiatanm, yaitu:

•	 Pendidikan hukum berkelanjutan terkait dengan pemberian justice 
collaborator.

•	 Pendidikan hukum berkelanjutan dengan mengundang US Marshal 
sebagai pembicara dengan tema perlindungan saksi dan justice 
collaborator.

•	 FGD perlindungan saksi/pelapor dengan mengundang narasumber 
dari  SCPC (Pusat Pelayanan Pencegahan Korupsi) Perancis dan 
LPSK. 

6 Continuing Legal 
Education

Pendidikan Hukum Berkelanjutan terkait Justice Collaborator Kegiatan 
CLE dengan narasumber US Marshal dan SCPC (Pusat Pelayanan 
Pencegahan Korupsi) Perancis dan LPSK.

7 Penyusunan Legal 
Opinian/Legal Advice 
terkait Litigasi dan 
Nonlitigasi

Pelaksanaan Pemberian Pendapat, Kajian dan Pertimbangan Hukum 
kepada Pimpinan dan Unit Kerja Lainnya di Lingkungan KPK terkait 
Penanganan Perkara.  

1.	 Permintaan Pendapat tentang Kepemilikan Rusun Kemanggisan;
2.	 Pemenuhan salinan BAP an. Kartini JM. Marpaung, Heru 

Kisbandono, Asmadinata, Pragsono & Sri Dartutik;
3.	 Permintaan pendapat tentang dugaan TPK;
4.	 Permintaan Surat keterangan sebagai JC an. Ism;
5.	 Surat keterangan sebagai JC an. TAJ
6.	 Permintaan sebagai JC an. NZ oleh Tim Advokasi NZ;
7.	 Pendapat hukum atas lelang aset Theo F. T;
8.	 Pembebasan bersyarat narapidana Tipikor a.n. Musrid Potabuga dari 

Rutan Klas II Manado;
9.	 Permohonan izin pemakaian area gedung KPK dan rutan KPK untuk 

pembuatan video klip;
10.	 Klarifikasi Yayasan Alumni Sekolah.

8 Penghargaan Pelapor Ketentuan dalam  Permenkumhan Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Pemberian bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta 
Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan belum dapat dilaksanakan maka 
KPK mengusulkan kepada Kemenkumhan agar merubah Permenkumhan  
tersebut, namun karena Permenkumhan merupakan peraturan pelaksana 
atas PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan 
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, maka perlu mengusulkan perubahan PP dimaksud terlebih 
dahulu.
Menyusun revisi PermenkumHAM dan PP tentang Pemberian 
Penghargaan Pelapor (PP No.71 Tahun 2000). 
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PENGADAAN 
BARANG DAN JASA

Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

No. Unit Kerja Jumlah 
Paket

Perkiraan Dana/
HPS (Rp)

Hasil Pengadaan 
(Rp)

Penghematan %

1 Setjen 175 117,982,274,167 101,138,280,408 16,843,993,759 14.28%

2 Deputi Inda 99 58,549,056,877 51,433,633,098 7,115,423,779 12.15%

3 Deputi PIPM 7 589,318,000 475,938,000 113,380,000 19.24%

4 Deputi Pencegahan 87 20,417,601,416 15,875,179,876 4,542,421,540 22.25%

5 Deputi Penindakan 16 4,802,892,450 3,686,646,179 1,116,246,271 23.24%

Jumlah 384 202,341,142,910 172,609,677,561 29,731,465,349 14.69%

14,69%
  penghematan

pengadaan barang
dan jasa

Setjen

Deputi Inda

Deputi PIPM

Deputi Pencegahan

Deputi 
Penindakan
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1 Koordinasi dengan 
Penegak Hukum terkait 
Penyalahgunaan Nama 
Baik KPK

Selama 2013, telah ditindaklanjuti dua laporan penyalahgunaan nama 
pegawai KPK dan nama lembaga KPK di masyarakat. Hasil dari tindak lanjut 
atas laporan penyalahgunaan nama tersebut adalah pengiriman surat 
somasi terhadap organisasi yang menyalahgunakan nama KPK. Sementara 
untuk penyalahgunaan nama pegawai KPK yang dilakukan oleh oknum 
masyarakat, penanganannya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

2 Pengembangan dan 
Pembinaan Penggerak 
Integritas

Dalam pembangunan integritas organisasi, peran individu menjadi penting. 
Hal ini dikarenakan, salah satu penyebab korupsi adalah rendahnya 
integritas individu atau sumber daya manusia di sebuah organisasi. Oleh 
karenanya, integritas individu pada suatu organisasi perlu dibangun.

Untuk mencapai pembangunan integritas ini, diperlukan Kegiatan 
Pengembangan dan Pembinaan Penggerak Integritas KPK sehingga 
diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara langsung maupun 
tidak langsung kepada KPK secara korporasi/organisasi,  individu-individu 
pada KPK, dan masyarakat luas.

3 Penegakan Etika dan Pera-
turan Kepegawaian

Kegiatan Penegakan Etika dan Peraturan Kepegawaian dilakukan 
dengan pelaksanaan sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) terkait 
pelanggaran etika dan peraturan kepegawaian KPK, yakni sebanyak 3 kasus 
dugaan pelanggaran berat. Ketiga kasus dugaan pelanggaran kode etik 
dan peraturan kepegawaian KPK tersebut masih dalam proses persidangan 
DPP. Adapun sanksi yang diajukan terkait dugaan pelanggaran tersebut 
adalah surat peringatan III atau terakhir, pengembalian ke instansi asal, 
skorsing, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

4 Audit dan Reviu Kegiatan audit kinerja dilakukan terhadap bisnis proses di unit kerja tertentu 
sebanyak 4 audit, sementara  kinerja reviu dilaksanakan terhadap Laporan 
Keuangan KPK Tahun Anggaran 2012 dan semester 1 tahun anggaran 
2013.  

5 Sosialisasi Pengawasan 
Internal

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sharing session antara Direktorat 
Pengawasan Internal dan direktorat/biro/unit kerja lain, dengan maksud 
untuk meningkatkan pemahaman pegawai KPK atas tugas pokok dan 
fungsi  yang selama ini dilakukan masing-masing direktorat/biro/unit kerja 
lain. Selain itu, kegiatan ini kegiatan ini untuk meningkatkan  pemahaman 
atas pengendalian internal yang dilakukan oleh masing-masing direktorat/
biro/unit kerja. Tahun 2013, Direktorat Pengawasan Internal telah 
mengadakan kegiatan ini pada Kedeputian Pencegahan KPK. 

6 Pengembangan sistem 
Pengendalian Internal KPK

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman atas kondisi 
Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkini pada KPK, sehingga diperlukan 
suatu kajian yang membandingkan kondisi dan praktik yang dianjurkan 
(best practices), dalam rangka mengusulkan rekomendasi untuk tindak 
lanjut penyempurnaan SPI. Hasil dari kegiatan ini merekomendasikan 
agar Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) KPK 
mendorong penguatan pengendalian internal KPK.

PENGAWASAN 
INTERNAL
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7 Pengembangan sistem 
manajemen risiko

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Internal (SPI) KPK yang memerlukan penguatan 
pengendalian internal KPK. Dalam hal ini, salah satu unsur yang perlu 
dikembangkan adalah manajemen risiko. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan pola manajemen risiko yang terintegrasi di KPK secara 
keseluruhan.  Pada  2013, telah dilakukan pemantangan konsep dan 
penerapan manajemen risiko pada Kedeputian Pengawasan Internal 
dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang meliputi Direktorat Pengawasan 
Internal, Direktorat Pengaduan Masyarakat dan Kesekretariatan PIPM. 

8 Survei Efektivitas 
Pengawasan Internal

Konsep kegiatan ini merupakan quality assurance and improvement 
program (QAIP) bagi Direktorat Pengawasan Internal (PI). Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk mendapat umpan balik dari direktorat/biro lain 
terkait pelayanan Direktorat PI berupa kegiatan pengawasan internal 
selama ini dan rekomendasi yang diberikan Direktorat Pengawa kepada 
unit kerja lain dalam upaya membantu meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas  business process.



NO. KEGIATAN PENJELASAN

1 Pengembangan Teknologi 
Informasi

Kegiatan pengembangan teknologi informasi meliputi:
•	 Pengembangan dan penyempurnaan data center KPK yang disesuai-

kan dengan jumlah data yang disimpan dan penambahan jumlah 
pegawai KPK.

•	 Pengembangan Mirroring Server dengan konsep Virtualisasi, sebagai 
bagian dari konsep Business Continuity Plan yang termuat dalam IT 
Road Map KPK.

•	 Penambahan kapasitas bandwidth, backtone jaringan TI gedung KPK, 
Gedung Tipikor dan Gedung Kementerian BUMN.

•	 Implementasi Network Admission Control, untuk mencegah akses 
yang tidak mempunyai otorisasi masuk ke dalam jaringan KPK.

2 Pengembangan Sistem 
Informasi

Kegiatan pengembangan sistem Informasi meliputi:
•	 Pengembangan Mail Exchange Server, untuk meningkatkan layanan 

email.
•	 Implementasi IT Service Management, untuk meningkatkan ketersedi-

aan layanan dan kualitas manajemen komputer dan sistem backup.
•	 Pengembangan Software Virtualisasi, sebagai penunjang pengem-

bangan Mirroring Server.
•	 Pengembangan Balance Scorecard Automation System, untuk menin-

gkatkan fungsi dan fitur Aplikasi Balance Scorecard yang sudah ada.
•	 Inisiasi Business Intelligence Software, sebagai salah satu tools untuk 

memberikan solusi dalam melakukan analisis data dan Informasi.
•	 Inisiasi Enterprise Service Bus, untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi 

yang dimiliki oleh KPK agar dapat saling terhubung (dapat melakukan 
komunikasi).

•	 Implementasi Aplikasi Administrasi Penanganan Perkara untuk men-
dukung tertib administrasi penanganan perkara.

3 Lain-lain Kegiatan lain-lain meliputi:
•	 Penyusunan Cetak Biru Teknologi Informasi KPK 2013-2015.
•	 Penyusunan Business Impact Analysis dalam rangka penyusunan Busi-

ness Continuity Planning dan Disaster Rocovery Center KPK.
•	 Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi yang dimiliki oleh KPK.
•	 Pemeliharaan Aplikasi yang sudah berjalan yaitu: Aplikasi LHKPN, 

Aplikasi DUMAS, Aplikasi HRIS (Human Resources Information System), 
Website KPK, Aplikasi Keuangan, Aplikasi DMS (Database Management 
System), dan Aplikasi Pengadaan.

DUKUNGAN 
TEKNOLOGI 
INFORMASI


